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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh, 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT 

atas nikmat, rahmat serta karuniaNYA yang sangat luar biasa sehingga Buku “Bunga 

Rampai Membangun Pola Pikir Solusi Strategis Guna Mewujudkan Kepentingan 

Nasional Tahun 2022-2023” dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kumpulan pola 

pikir dari solusi strategis selama periode Tahun 2022-2023 Sekretariat Jenderal 

Ketahanan Nasional sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan guna menjamin pencapaian tujuan 

dan kepentingan nasional Indonesia.  

Peran Dewan Ketahanan Nasional dalam memberikan saran kepada Kepala 

Pemerintahan dalam hal ini Presiden Republik Indonesia terkait dengan masalah 

keamanan nasional bersifat strategis dan krusial dalam rangka melindungi bangsa 

serta eksistensi negara. Dalam mewujudkan keamanan nasional yang menjangkau di 

berbagai spektrum pada bidang keamanan yang begitu luas sebagai upaya 

membangun ketahanan nasional membutuhkan strategi-strategi yang tepat dalam 

pengambilan keputusan. Tantangan keamanan yang dihadapi semakin komplek tidak 

hanya menyangkut bidang politik dan ideologi saja tetapi juga menyangkut bidang 

ekonomi, energi, pangan serta kesejahteraan. 

Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca 

mengenai pemikiran dan upaya Dewan Ketahanan Nasional dalam kontribusinya 

memberikan saran kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia melalui rangkaian 

kajian-kajian yang bersifat strategis selama periode Tahun 2022-2023. 

 

 

 Jakarta,   Februari 2023 

Penyusun, 
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NASKAH STRATEGI 

KONTRIBUSI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) 

TERHADAP STABILITAS SOSIAL EKONOMI DAERAH DALAM 

PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL 

         

 

 

PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan pertumbuhan daerah otonom yang semakin marak dan  meluas, pemerintah 

akhirnya melakukan moratorium pemekaran DOB mulai tahun 2008, dengan alasan adanya 

motif politis dan kepentingan berbagai daerah ingin memekarkan diri sehingga beban anggaran 

pemerintah menjadi sangat berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah 

menetapkan kebijakan penataan. Pemerintah Pusat menetapkan model baru dengan tetap 

menerapkan kebijakan moratorium  DOB hingga saat ini, kecuali DOB bagi wilayah Papua 

dan melakukan kebijakan penataan daerah yang berisi antara lain pembentukan dan 

penyesuaian daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, pemekaran daerah melalui tahapan 

persiapan, persyaratan dasar dan kapasitas daerah, berdasar pertimbangan kepentingan 

strategis nasional, dan mengacu pada desain besar strategi penataan daerah. Meskipun upaya 

penataan dilakukan pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, moratorium  DOB tetap tidak 

diubah. Wakil Presiden pada April 2021 mengemukakan moratorium pemekaran daerah tetap 

dikawal oleh pemerintah. 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Solusi mengatasi permasalahan di atas: Pertama, meningkatkan efektifitas DOB dalam 

mendorong percepatan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, 

mencegah sentimen kedaerahan dan politisasi DOB. Ketiga mempercepat pembentukan 

regulasi yang mengatur yang mengatur pembentukan DOB, dan  Keempat, mempercepat 

ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pembangunan daerah.   
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SASARAN  STRATEGI 1 

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DOB 

Tidak semua DOB memiliki dampak negatif bagi percepatan pembangunan di suatu daerah. 

Hasil Kajida di Gorontalo menunjukkan bahwa aspek ketergantungan DOB kepada pemerintah 

pusat cenderung menjadi aspek yang minor, karena ternyata perkembangan DOB sejak tahun 

2000 memiliki dampak positif yang relatif lebih besar daripada dampak negatifnya, khususnya 

dari sisi manfaat DOB dalam 

mendorong percepatan 

pembangunan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Setelah menjadi daerah 

pemekaran, Provinsi Gorontalo 

sebagai contoh misalnya pada 

tahun 2021 mencatat total pagu 

anggaran belanja pemerintah 

sebanyak Rp12,75 triliun yang 

terdiri dari pagu belanja APBD 

Provinsi dengan pangsa 

15,77% (Rp2,01 triliun), 

APBD Kabupaten/ Kota 

dengan pangsa sebesar 54,13% 

(Rp6,9 triliun), dan APBN 

dengan pangsa sebesar 30,10% 

(Rp3,84 triliun). Nilai pagu 

belanja pada tahun 2021 

meningkat sebesar 9,84% (yoy) 

atau meningkat sebesar Rp1,14 

triliun. Peningkatan pagu 

belanja ini terjadi baik pada 

APBN dan APBD (Bank 

Indonesia, Laporan 

Perekonomian Provinsi 

Gorontalo November 2021). 

Dengan jumlah uang yang 

beredar tersebut di atas, jelas 

DOB akan bisa menggeliatkan 

ekonomi daerah dan paling 

tidak berdampak pada 

masyarakat, meskipun perlu 

adanya ukuran tersendiri. 

Pemekaran juga tidak 

membebani daerah induk, sebagai ilustrasi pada Tahun 1999, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Sulut (termasuk Provinsi Gorontalo) sebesar 67,11. Pada tahun 2022 (setelah 

KKDN  dengan mengambil sampel  Gorontalo menunjukan: 

 Pemekaran Pronvisi Gorontalo sebagai  DOB telah 

mendorong sejumlah perubahan signifikan. 

Pembentukan lima (Kabupaten Baru) yakni Kabupaten 

Boalemo, Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, 

Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo telah memutus 

rentang kendali daerah yang dianggap terlalu jauh, yang 

awalnya sebagai bagian dari Kabupaten Gorontalo.  

 Setelah pemekaran, jumlah desa dan wilayahnya pun 

terbagi-bagi. Data BPS menunjukkan dari 734 desa yang 

awalnya ada di Kabupaten Gorontalo dipecah-pecah ke 

Boalemo (84 desa), Gorontalo (206 desa), Pohuwato 

(105 desa), Bone Bolango (165 desa), Gorontalo Utara 

(124 desa) dan Kota Gorontalo (50 desa).  

 Salah satu dampak lain dari pemecahan tersebut 

menunjukkan turunnya angka kemiskinan di perdesaan. 

Rata-rata angka kemiskinan turun sangat signifikan 

bahkan rata-rata dari kurun waktu 2004 hingga 2021, 

hampir turun antara 45 hingga 48 persen. 

 Provinsi Gorontalo juga bergeliat dari sisi transportasi 

khususnya perkembangan banda udara Jalaluddin Tantu 

yang meningkat drastis, karena pada saat terintegrasi 

dengan Sulawesi Utara, bandara hanya dapat didarati 

pesawat kecil jenis Twin Otter, Cassa Oviocar 212 dan 

Fokker 27. Jumlah penumpang juga meningkat sangat 

drastis, rata-rata 1.700 berangkat dan tiba rata-rata 1.392 

per tahun (Arham, 2020: 15). 

 Data BPS juga menunjukkan PAD Provinsi Gorontalo 

juta terus mengalami peningkatkan, dari di bawah 

seratus miliar kini sekitar 405,055 miliar dan dana 

perimbangan 1,4 triliun (BPS Provinsi Gorontalo, 2021). 

Sebagai perbandingan APBD Gorontalo sebelum 

menjadi provinsi ( DOB) awalnya hanya 182 dan pada 

Tahun 2019--tahun awal DOB meningkat menjadi 1,955 

triliun sebuah kenaikan anggaran yang sangat signifikan 

(Arham, 2020: 24). 
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pemekaran), IPM Sulut naik menjadi 71,30 dan IPM Gorontalo 64,10. Jika diperbandingkan 

pada tahun 2021, IPM Sulut sebesar 73,30 dan IPM Gorontalo 69,00. Artinya, pemekaran DOB 

Provinsi Gorontalo secara indeks sebagian besar justru mengurangi beban provinsi induk, 

walaupun pada awal-awalnya dana perimbangannya agak berkurang, namun setelah daerah 

pemekaran berjalan bisanya akan tercapai keseimbangan masing-masing. 

Dari sisi sosial-politik, DOB Provinsi Gorontalo juga menunjukkan performance yang 

signifikan dengan tidak adanya konflik dan perkembangan stabilitas demokrasi sangat 

menyakinkan sebagai provinsi paling demokratis kedua di Indonesia setelah DKI. Bahkan 

capaian IDI Provinsi Gorontalo lebih baik dari Provinsi Induknya (Sulawesi Utara/Manado). 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ekonomi DOB” 

 

 Memperkuat industri pengolahan produk lokal dalam rangka memperluas 

pangsa pasar baik dalam dan luar negeri.  

 Meningkatkan pemerataan pelayanan publik. 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Membuka lapangan kerja dan meningkatkan pelayanan publik” 

            

 Membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 

 Meningkatkan Pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mencapai SDM 

berkualitas. 

 

SASARAN STRATEGI 2 

MENCEGAH SENTIMEN KEDAERAHAN DAN POLITISASI DOB. 

 

Perkembangan DOB di Provinsi 

Gorontalo hingga tahun 2022, 

tidak menunjukkan adanya  

sentimen primordialisme. Secara 

sosial-budaya dan keagamaan, 

masyarakat di Provinsi Gorontalo 

termasuk dalam kategori 

masyarakat komunal yang 

homogen. Gorontalo tidak 

terbelah secara spasial etnik dan 

budaya, tetapi masyarakatnya 

cenderung dalam satu rumpun. 

Mayoritas penduduk beragama 

Islam melahirkan filosofi adat 

bersendikan syara, dan syara’ 

bersendikan kitabullah, artinya 

 Sebelum masa penjajahan keadaaan daerah Gorontalo berbentuk 

kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat 

ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung 

dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a". 

Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala'a, 

antara lain: Pohala’a Gorontalo, Pohala’a Limbato, Pohala’a 

Suwawa dan Pohala’a Boalemo, dan Pohala’a Atinggola. Oleh 

karenanya, Gorontalo merupakan salah satu wilayah adat di 

Indonesia yang berjumlah 19 wilayah; 

 

 Masyarakat Gorontalo berbicara dalam bahasa Gorontalo. 

Selain bahasa Gorontalo, terdapat juga beberapa bahasa lain, 

yang sering dianggap sebagai dialek bahasa Gorontalo, yakni 

bahasa Suwawa, bahasa Bolango dan bahasa Atinggola. Bahasa 

Gorontalo sendiri sekarang banyak mengalami asimilasi dengan 

bahasa Manado (Melayu Manado) yang juga banyak diadopsi 

dalam keseharian masyarakat Gorontalo. Penduduknya hidup 

secara berkelompok dengan pekerjaan yang paling dominan 

adalah bertani, berladang dan wirausaha serta sektor jasa. 
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semua tatanan adat di Gorontalo berlandaskan Islam dan tertuang dalam AlQuran. 

Di Propinsi Gorontalo, banyak masyarakat transmigrasi berasal dari Jawa dan Bali, mereka 

kebanyakan menggarap pertanian dan perkebunan, dan komunitas ini sudah berasimilasi serta 

berakulturisasi dengan masyarakat setempat, hidup daman dan harmonis  tidak  terjadi konflik 

sosial. Salah satu faktornya adalah faktor kesamaan keagamaan dan juga ciri masyarakat 

Gorontalo sebagai masyarakat yang terbuka dan menerima pihak dari luar. Isu primordialisme 

dan etnisitas tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan isu kemiskinan dan infrastruktur 

yang dianggap masih rendah. Selain itu, pemekaran wilayah Provinsi Gorontalo dengan 

beberapa keberhasilannya juga tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti ketimpangan 

antara desa dan kota yang masih tinggi, angka kemiskinan masih di atas 15 persen, IPM yang 

madih rendah bahkan masih berada pada peringkat 8 tingkat nasional dari bawah. 

 

► Aksi Kunci 2.1:   “Peningkatan wawasan kebangsaan dan Demokrasi” 

 Meningkatkan sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan. 

 Menghormati dan menjunjung  Bhinneka Tunggal Ika. 

 

► Aksi Kunci 2.2: :  “Menjaga kearifan lokal dan demokrasi” 

 Membangun kerja sama antara masyarakat daerah.  

 Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

 

SASARAN STRATEGI 3 

MEMPERCEPAT PEMBENTUKAN REGULASI  YANG MENGATUR   DOB. 

 

Belum lengkapnya  regulasi  turunan dari  UU 

No. 23 tahun 2014, hingga tingkat    tertentu 

dianggap menghambat  percepatan 

pembangunan di DOB, akibat tidak 

terukurnya pembentukan calon daerah 

otonom baru ( DOB) seperti di Provinsi 

Gorontalo yang mengajukan 5 C DOB. 

Moratorium dianggap telah menghambat 

percepatan pembangunan bagi daerah-daerah 

yang memerlukan pemekaran sebagai strategi 

untuk meningkatkan pembangunan di satu 

sisi, dan mempercepat pengentasan 

kemiskinan atau masalah lain yang dihadapi. Beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo 

menganggap bahwa pemekaran merupakan salah satu solusi yang mendasar untuk terjadinya 

percepatan pembangunan. Beberapa daerah C DOB bahkan sudah terlihat ramai dan antusias 

dikunjungi oleh berbagai kelompok karena mengganggap potensi C DOB dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

 

 

 Peraturan turunan  UU No 23/2014 belum 

ada sehingga tidak memungkinkan 

adanya skema lain dalam pengembangan 

wilayah provinsi dan/atau kabupaten 

selain kebijakan moratorium DOB. 
 Adanya kehawatiran Pemrintah Pusat bahwa 

Pembentukan regulasi  pengaturan DOB 

akan mempermudah pembentukan BOD 

sehingga akan banayak daerah otonomi baru 

di tanah air. Hal ini akan berdampak pada 

beban APBN 
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► Aksi Kunci 3.1.  “ Mengevaluasi  Calon DOB yang potensial” 

 Mendorong  pemenuhan persyaratan kesiapan CBOD. 

 Memastikan CBOD  memiliki prospek kemajuan daerah. 

 

► Aksi Kunci 3.2. “ Menetapkan kebijakan relaksasi moratorium”  

 Mendorong percepatan  pembentukan PP  pembentukan DOB 

 Menerapkan relaksasi moratorium bagi CBOD Potensial 

 

► Aksi Kunci 3.2: “Peningkatan wawasan kebangsaan dan Demokrasi” 

 Meningkatkan sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan. 

 Menjaga kearifan lokal dan demokrasi lokal. 

 Menghormati dan menjunjung  Bhineka Tunggal Ika. 

 

 

► Aksi Kunci 3.3 : “Menjaga kearifan lokal dan demokrasi” 

 Membangun kerja sama antara masyarakat daerah untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

 Meningkatan gotong royong dan ketahanan budaya. 

 

SASARAN STRATEGI 4 

MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA    

 

Kekurangan pembangunan infrastruktur 

khususnya jalan relatif menghambar upaya 

pemerintah daerah dalam mencari terobosan 

agar investasi bisa masuk dan industri bisa 

berkembang. Kurangnya dukungan fasilitas 

pelabuhan khususnya pelabuarn Anggrek juga 

menyebabkan masih tersendatnya percepatan 

investasi dan industri di wilayah Provinsi 

Gorontalo; 

Provinsi Gorontalo juga memiliki tingkat 

ketergantungan yang tinggi terhadap provinsi 

lain. Ketergantungan ini antara lain berkaitan 

dengan distribusi pemasaran hasil pertanian 

seperti jagung, daging dan ikan tuna yang 

tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu 

sehingga memiliki nilai lebih. Akibatnya 

sumber pertanian, laut-perikanan yang 

menjadi sumber utama PDRB Provinsi 

Gorontalo kurang memiliki daya saing 

kompetisi akibat tidak dilakukan pengolahan 

sehingga cenderung murah dan rentan; 

 Tahun 1999, IPM Sulut (include 

Gorontalo), 67,11, Tahun 2002, 

setelah mekar IPM Sulut 71,30, 

Gorontalo 64,10. Tahun 2021, IPM 

Sulut 73,3, Gorontalo 69,00. 

 Sedangkan IPM Nasional  

tahun 2021 mencapai 72,29, 

meningkat 0,35 poin (0,49 persen) 

dibandingkan capaian tahun 

sebelumnya (71,94)  

 Hasil evaluasi Kementerian Dalam 

Negeri menunjukkan bahwa hanya 

22 persen daerah pemekaran yang 

berhasil, sisanya 78 persen gagal, 

karena kurang sesuai dengan 

harapan awal dan sebagian besar 

kepala daerah tersangkut kasus 

korupsi; 
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Angka-angka yang disebutkan pada kotak ebelah dapat dianggap sebagai risidu dan gangguan 

bagi pembangunan di era DOB akibat berberapa hal. Pertama, terlalu luasnya wilayah Provinsi 

Gorontalo yang hanya ada lima (5) kabupaten. Kedua, adanya faktor penghambat lainnya yang 

berasal dari kurang adanya sumber daya alam (SDA) unggulan seperti tambang dan emas yang 

bisa menarik investor masuk. Ketiga, potensi dan ketersedian alam kurang dimanfaatkan secara 

baik, karena faktor terlalu luasnya jangkauan pengendalian wilayah atau karena faktor lain. 

Keempat, kurangnya teknologi pengolahan dan sulitnya pemasaran akibat kurang berfungsinya 

pelabuhan (Anggrek), dan ketersediaan bandara belum bisa menjadi pengungkit ekspor akibat 

komoditasnya masih belum maksimal. 

 

► Aksi Kunci 4.1:   “ Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana” 

 Mempercepat  ketersedian infrastruktur  dasar. 

 Memperbaiki dan memperlebar infrastrukur jalan. 

 

► Aksi Kunci 4.2.  “Menyediakan infrastruktur ekonomi” 

 Mempercepat modernisasi pelabuhan dan fasilitas pergudangan. 

 Mempercepat ketersediaan Investasi,  teknologi untuk berbagai inovasi di era 

digital. 

 

 

PENUTUP 

 

Kontribusi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Terhadap Stabilitas Sosial Ekonomi 

Daerah Dalam Perspektif Keamanan Nasional merupakan syrat DOB agar dapat memenuhi 

tujuan pembentukan DOB sebagaimana diatur dan UU, sehingga dapat mempercepat kemajuan 

daerfah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial 

ekonomi daerah.  Dalam upaya mencapai konribusi DOB yang optimal diperlukan kerjasama 

antar K/L dan partiipasi masyarakat serta dunia usaha. 

Ada 4 isu strategis yang berfokus pada bidang efektifitas DOB, sentmen kedaerahan dan 

politisasi DOB, regulasi terkiat pengaturan DOB, dan sarana prasarana dasar dan ekonomi.  Isu 

tersebut adalah Pertama belum efketifnya DOB dalam mendorong percepatan pembangunan 

daerah. Kedua, masih adanya sentimen kedaerahan dan politisasi DOB. Ketiga, belum adanya 

regulasi yang mengatur tentang DOB. Keempat belum tersedianya  sarana prasana untuk 

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama, meningkatkan efketifitas DOB dalam 

mendorong percepatan pembangunan daerah. Kedua, mencegah  sentimen kedaerahan dan 

politisasi DOB. Ketiga, membentuk regulasi yang mengatur tentang DOB. Keempat 

mempercepat ketersediaan  sarana prasana untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi daerah 

dan pertumbuhan ekonomi nasional. 
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NASKAH STRATEGIS 

PENGELOLAAN BONUS DEMOGRAFI 
         

 

PENDAHULUAN 

 

Bonus demografi ini menjadi momentum Indonesia menjadi negara maju karena berbagai 

kemanfaatan yang dapat diraih diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan 

yang responsif terhadap pangsa pasar tenaga kerja bagi kepentingan dunia usaha dan industri. 

Jika periode puncak bonus demografi ini tidak dapat dikelola dengan baik atau hilang karena 

beberapa hal seperti gaya hidup (perilaku) yang tidak bersih dan sehat sehingga menjadikan 

penduduk usia produktif mudah terkena penyakit, meningkatnya pengangguran dan ageing 

population maka akan menjadi bencana dan ancaman bagi keamanan nasional untuk 

mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045. 

 

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu 

strategis di bidang demografi yang diacu dari perspektif negara untuk menghadirkan keamanan 

bagi warga negara. Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: semakin 

terbatasnya ruang tindak dan antisipasi periode puncak bonus demografi, Meningkatnya 

intensitas dan ragam AGHT terkait dengan masalah demografi (kesehatan, pendidikan dan 

ekonomi); Bonus demografi belum sepenuhnya terwadahi dalam praktik pembangunan 

nasional yang berkelanjutan; Belum sepenuhnya terwadahi aspek demografi sebagai elemen 

kebijakan strategis keamanan nasional. 

 

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang 

dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap 

solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, akselerasi dan perluas lingkup 

kebijakan pengelolaan bonus demografi. Kedua, tingkatkan intensitas dan ragam program 

keamanan nasional. Ketiga, wadahi bonus demografi dalam praktik pembangunan nasional. 

Keempat, wadahi aspek demografi sebagai elemen kebijakan strategis keamanan nasional. 

 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama 

adalah percepatan dan perluasan lingkup kebijakan pengelolaan bonus demografi. Bonus 

demografi ditetapkan apabila rasio jumlah penduduk dengan usia tidak produktif dengan 

penduduk usia produktif adalah di bawah 50 persen. Kedua, peningkatan intensitas dan ragam 

program keamanan nasional yang terkait masalah kependudukan, khususnya pada sektor 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga, peningkatan upaya mewadahi bonus demografi 

dalam praktik pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terakhir, peningkatan akomodasi 

aspek demografi sebagai elemen kebijakan strategis kamnas. 
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SASARAN 1 

 

AKSELERASI DAN PERLUAS LINGKUP KEBIJAKAN 

PENGELOLAAN BONUS DEMOGRAFI 

 

Meskipun memiliki karakteristik 

berbeda dengan varian-varian Covid-19 

sebelumnya terutama terkait dengan 

tingkat keparahan yang ditimbulkan, 

Covid-19 memperlihatkan tren 

peningkatan penyebaran. Untuk itu 

pemerintah tetap menerapkan kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) diberbagai level, 

Treacing, Testing dan Treament (3 T), 

vaksinasi untuk mencapai herd 

immunity dan Protokol Kesehatan 

(PROKES) secara ketat dengan 

mengedepankan keseimbangan antara 

penguatan aspek kesehatan dan 

ekonomi. 

 

Dominasi penduduk usia produktif 

terutama yang belum mengakses 

terhadap lapangan pekerjaan menjadi 

catatan penting pemerintah untuk 

mengkondisikan pada situasi yang 

nyaman sehingga tidak akan 

menimbulkan terjadinya kerawanan 

sosial. Generasi Milenial dan Generasi Z 

termasuk dalam usia produktif yang 

dapat menjadi peluang untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan bonus demografi ditetapkan 

apabila rasio jumlah penduduk dengan 

usia tidak produktif dengan penduduk 

usia produktif (rasio ketergantungan) 

adalah pada angkadi bawah 50 persen.  

 

Dari hasil survei penduduk dan rasio ketergantungan tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia 

sedang memasuki periode bonus demografi. Bahkan berdasarkan perhitungan rasio 

ketergantungan sesungguhnya Indonesia telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2012 

seperti dialami oleh DIY dan DKI. Puncak bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada 

tahun 2020-2024 dan selesai pada tahun 2036. Kendatipun demikian, satu daerah yakni NTT 

tidak akan pernah mengalami bonus demografi yang terjadi hanya sekali karena derasnya 

urbanisasi penduduk usia produktif yang keluar dari NTT.  

 

 Covid-19 dari varian Omicron di berbagai 

daerah memperlihatkan perkembangan 

yang meningkat, secara mingguan tumbuh 

21,53 persen dengan 6.131 kasus pada 

tanggal 18 Februari 2022.  

 

 Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 

2020 sebagaimana hasil survei penduduk 

yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) adalah sebanyak 270,2 juta jiwa yang 

didominasi oleh penduduk dengan usia 

produktif (15-64 tahun) sejumlah 191,08 

juta jiwa (70,72%), lebih banyak dari jumlah 

penduduk usia tidak produktif yakni 

penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 

63,03 juta jiwa (23,33%) dan penduduk 

lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 

16,07 juta jiwa (5,95%).   

 

 Hasil SP2020 juga mencatat bahwa 

mayoritas penduduk Indonesia didominasi 

oleh Generasi Z (lahir pada tahun 1997-

2012) yakni sebanyak 27,94 persen dan 

Generasi Milenial (lahir pada tahun 1981-

1996) yakni sebanyak 25,87 persen dari 

total populasi. 
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Mengingat periode puncak bonus demografi semakin dekat dan beberapa daerah bahkan sudah 

terlampaui, pemerintah melalui pengambil kebijakan perlu mensikapi agar dapat 

memanfaatkan pertambahan jumlah penduduk yang sebagaian besar berusia produktif untuk 

memaksimalkan potensi bonus demografi melalui sumbangsih dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah dan ditingkat nasional. Namun apabila tidak dikelola dengan baik maka 

yang terjadi adalah sebaliknya yakni akan menjadi ancaman dan bencana bagi negara untuk 

menjadi negara maju karena rendahnya kualitas SDM tenaga kerja yang tidak terserap oleh 

dunia usaha dan industri  yang berakibat pada membludaknya pengangguran yang dapat 

mendorong konflik sodial dan mengganggu keamanan nasional diluar yang menyangkut 

dengan persoalan agieng population (meningkatnya penduduk lansia) dan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di berbagai negara yang jumlahnya tidak sedikit yang telah selesai masa 

kontraknya dan harus kembali ke Indonesia. 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Percepat penyelesaian cetak biru dan peta jalan pemanfaatan periode 

puncak bonus demografi” 

 

- Tangkap peluang bonus demografi yang tersedia tanpa alihkan fokus dari penanganan 

Covid-19 

- Jadikan bonus demografi sebagai prioritas di segala sektor 

- Jangan tunda penyiapan kebijakan dan program untuk mengantisipasi bonus demografi 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Akselerasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan penguatan 

kualitas penduduk usia produktif” 

 

- Perhatikan momentum periode puncak demografi yang berbeda-beda di setiap daerah 

- Respon perbedaan momentum periode puncak demografi dengan baik 

- Cermati daerah yang kemungkinan sudah dan belum memprioritaskan penyusunan 

program dan kegiatan terkait dengan bonus demografi 

 

► Aksi Kunci 1.3: “Optimalkan momentum bonus demografi dengan pengelolaan yang 

baik” 

 

- Perluas pemahaman tentang dampak positip dan negatip dari bonus demografi oleh sektor-

sektor terkait. 

- Dorong sektor-sektor terkait untuk menjadikan momentum bonus demografi sebagai 

prioritas dalam penyusunan kebijakan dan program. 

- Jadikan momentum bonus demografi sebagai peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi daerah dan nasional 
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SASARAN 2 

 

TINGKATKAN INTENSITAS DAN RAGAM PROGRAM 

KEAMANAN NASIONAL 

 

Seperti diketahui bahwa demografi 

merupakan salah satu komponen trigatra 

alamiah dalam geostrategi dibidang 

keamanan nasional terutama dalam 

menghadapi AGHT baik internal 

maupun eksternal. Sedangkan tujuan 

pembangunan keamanan nasional 

terutama yang terkait dengan 

permasalahan demografi diantaranya 

adalah menjaga keselamatan segenap 

bangsa dari ancaman militer dan 

nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan 

nyaman sebagai jaminan kondusifnya 

iklim investasi serta tertib dan tegaknya 

hukum di masyarakat. 

 

Nilai-nilai keindonesiaan (nasionalisme) dan bela negara sebagai hak dan kewajiban dari setiap 

komponen bangsa merupakan salah satu pijakan dalam menjaga keamanan nasional dari 

ancaman militer dan non militer. Dalam praktiknya segenap komponen bangsa dapat 

bergabung dalam kesatuan TNI dan POLRI serta mendarmabaktikan kemampuan dibidangnya 

untuk kepentingan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

Untuk tantangan yang dihadapi dalam pembangunan keamanan nasional terutama yang terkait 

dengan permasalahan demografi diantaranya adalah kondisi wilayah Indonesia yang sangat 

luas (daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional 

yang harus dijamin keamanannya serta dalam penegakan hukumnya.  

 

Selain itu, dalam pembangunan dibidang keamanan nasional juga menghadapi berbagai isu-isu 

strategis dan ancaman seperti terjadinya krisis politik, konflik sosial dan desentralisasi dalam 

urusan pemerintahan. Termasuk saat ini adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang bersifat 

multi dimensional dan berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus 

demografi. Kedepan atau di masa yang akan datang, negara juga harus mewaspadai ancaman 

yang datang dari lingkungan global seperti meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang 

mendorong terjadinya perubahan suhu dan iklim global yang dapat memicu terjadinya 

gangguan dalam penyediaan pangan dan munculnya berbagai wabah penyakit. Sebagai contoh 

adalah terkait dengan fenomena stunting pada anak balita yang di Indonesia jumlahnya masih 

tinggi, kemudian penyakit lama yang muncul kembali seperti tuberkulosis, dan wabah lainnya 

sebagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang terkait dengan persoalan 

demografi untuk memperkuat keamanan nasional. 

 

► Aksi Kunci 2.1: “Aplikasikan konsep pembangunan berwawasan demografi dengan 

pembangunan sektor kependudukan secara konsisten” 

 

 Pengaruh globalisasi diberbagai bidang yang 

digerakan oleh kemajuan dibidang 

teknologi, informasi dan komunikasi yang 

membuka sekat-sekat atau melampaui 

batas-batas negara-negara di dunia 

merupakan salah satu contoh dari AGHT.  

 

 Berbagai isu-isu strategis dan ancaman 

bersifat multi-dimensional dan berimplikasi 

luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan 

bonus demografi. 
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- Kembangkan daya respon penduduk usia produktif, termasuk PMI yang baru kembali dari 

luar negeri, terhadap perkembangan pasar tenaga kerja 

- Tekan pertambahan jumlah usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan atau 

bertambahnya jumlah pengangguran dari berbagai level pendidikan 

- Cegah potensi terjadinya tindakan kriminal di masyarakat atau kerusuhan/konflik sosial 

akibat bertambahnya jumlah usia produktif 

 

► Aksi Kunci 2.2: “Tumbuh dan kembangkan dunia usaha dan industri dalam pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi baru” 

 

- Turunkan angka penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk 

- Tingkatkan daya beli masyarakat dan akses terhadap bahan pangan pokok 

- Reduksi peningkatan kasus rawan pangan 

 

► Aksi Kunci 2.3: “Kembangkan jejaring kerja sama di dalam maupun luar negeri dalam 

menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat 

menggagalkan pemanfaatan bonus demografi.” 

 

- Lanjutkan upaya reduksi emisi gas rumah kaca akibat perubahan iklim global 

- Waspada berbagai gangguan terhadap produksi pangan dan peningkatan penyakit di 

masyarakat 

- Tingkatkan ketahanan pangan nasional 

 

► Aksi Kunci 2.4: “Kuatkan karakter anak-anak, remaja, dan dewasa Indonesia sesuai 

dengan nilai-nilai luhur Pancasila” 

 

- Kendalikan arus globalisasi yang digerakkan oleh kemajuan teknologi infomasi dan 

komunikasi (TIK) 

- Waspadai perubahan-perubahan perilaku di masyarakat 

- Atasi perubahan gaya hidup hedonism, konsumtif, serta ketergantungan pada Napza dan 

gadget 

 

 

SASARAN 3 

 

WADAHI BONUS DEMOGRAFI DALAM PRAKTIK 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

 

Dalam pembangunan nasional yang 

berkelanjutan, salah satu aspek yang 

memiliki keterkaitan erat dengan 

keberhasilan dalam dimensi 

pembangunan dibidang sosial adalah 

aspek demografi. Selama ini aspek 

demografi bersama dengan aspek 

lingkungan hidup merupakan fondasi 

dalam mewujudkan keberhasilan 

pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan nasional yang berkelanjutan di lingkup 

 Dimensi pembangunan nasional yang 

berkelanjutan memiliki beberapa dimensi, 

diantaranya adalah dimensi pembangunan 

dibidang ekonomi, pembangunan dibidang 

sosial, pembangunan dibidang lingkungan 

dan pembangunan dibidang kelembagaan. 
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dimensi-dimensi tersebut harus dilakukan secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal 

melalui penerapan prinsip saling mendukung dan menguatkan (terpadu), terlebih dalam waktu 

dekat Indonesia akan memasuki periode puncak bonus demografi. 

 

Pembangunan nasional yang berkelanjutan belum bisa dikatakan berhasil jika salah satu atau 

dua dari tiga kondisi seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (gini rasio) menjadi 

lebih buruk sebagai akibat dari tidak terkelolanya bonus demografi dengan baik meskipun 

pendapatan perkapita melambung tinggi. Terkait dengan karakteristik negara kesejahteraan, 

secara konseptual negara itu dikatakan sejahtera bila memenuhi empat kriteria pokok, yaitu 

komitmen negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi 

melimpahnya angkatan kerja, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua warga 

negara, terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan kebijakan sosial sebagai upaya 

retribusi kekayan ketika memasuki periode bonus demografi. 

 

► Aksi Kunci 3.1: “Koordinasikan dan sinergikan data serta informasi terkait dengan 

pembangunan berwawasan demografi” 

 

- Jamin ketersediaan data dan informasi terkait demografi sebagai basis dalam pembangunan 

nasional yang berkelanjutan 

- Pastikan rumusan kebijakan dan program pembangunan nasional selaras dengan 

pembangunan berwawasan demografi 

- Cegah gangguan dan hambatan dalam program-program penguatan kapasitas demografi  

 

► Aksi Kunci 3.2: “Koordinasikan dan sinergikan regulasi serta kebijakan pembangunan 

berwawasan demografi di masing-masing sektor”  

 

- Tunjukkan sinergitas antara pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan 

pembangunan berwawasan demografi 

- Jadikan data dan informasi demografi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan 

program pembangunan nasional 

- Evaluasi kebijakan dan program yang masih belum mengacu pada pembangunan 

berwawasan demografi. 

 

► Aksi Kunci 3.3: “Bangun komunikasi yang baik untuk mensosialisasikan pentingnya 

pembangunan berwawasan demografi sebagai bagian dari kebijakan strategis 

keamanan nasional”  

 

- Kuatkan pembangunan komunikasi terkait pembangunan berwawasan demografi dengan 

sektor-sektor terkait 

- Optimalkan upaya komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan terkait peran penting 

pembangunan berwawasan demografi pada sektor terkait 

- Dukung pembangunan berwawasan demografi dengan anggaran yang memadai di masing-

masing sektor terkait 
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SASARAN 4 

 

WADAHI ASPEK DEMOGRAFI SEBAGAI ELEMEN 

KEBIJAKAN STRATEGIS KEAMANAN NASIONAL 

 

Sejauh ini tujuan pembangunan 

dibidang demografi adalah untuk 

mewujudkan pembangunan dibidang 

demografi yang berdasarkan pada 

pendekatan hak asasi manusia dan 

pengarusutamaan gender untuk 

meningkatkan kualitas penduduk dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan 

nasional yang berkelanjutan.  

 

Isu-isu strategis yang mengemuka dalam 

pembangunan dibidang demografi 

adalah kondisi demografi yang terkait 

dengan situasi pembangunan yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya 

yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. 

 

Untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional 

yang lebih terpadu, antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi 

ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional, terutama 

terakomodasinya aspek demografi. Kebijakan dan strategi keamanan nasional itu sendiri 

merupakan kebulatan dari kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam 

negeri, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dan strategi 

pertahanan negara sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional memerlukan 

peran serta aktif Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang menangani ekonomi nasional dan 

kesejahteraan nasional, termasuk dukungan dari semua komponen masyarakat.  

 

► Aksi Kunci 4.1: “Marakkan keberadaan demografi secara spesifik dalam kebijakan 

terkait keamanan di berbagai tataran” 

 

- Selaraskan kebijakan strategis keamanan nasional dengan persoalan demografi 

- Prioritaskan persoalan demografi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan 

keamanan nasional 

- Fasilitasi kebijakan dan program terkait persoalan demografi dengan alokasi anggaran yang 

memadai 
 

► Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan peran Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen 

Pendudukng (Komduk) untuk memperkuat TNI” 

 

- Selaraskan fokus dalam mengantisipasi penanganan ancaman militer dan ancamanan non-

militer terutama yang terkait dengan persoalan demografi 

- Seimbangkan titik berat penguatan keamanan nasional antara aspek pertahanan militer 

dengan aspek-aspek lain 

 Pencapaian penduduk yang berkualitas 

ditempuh melalui pembangunan keluarga 

yang bercirikan pada ketahanan sosial, 

ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan 

berkarakter serta mampu merencanakan 

sumber daya keluarga secara optimal. 

 Situasi pembangunan yang harus 

diperhatikan antara lain sosial, ekonomi, 

politik, keamanan nasional, daya dukung 

alam dan daya tampung lingkungan 
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- Arahkan program dan kebijakan untuk pemerataan dan penyeimbangan penguatan 

keamanan nasional di segala aspek. 
 

► Aksi Kunci 4.3: “Percepat penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

keamanan nasional terkait masalah demografi.” 

 

- Jadikan aspek demografi sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan strategis keamanan 

nasional 

- Optimalkan penanganan ancaman yang berasal dari aspek demografi. 
 

 

PENUTUP 

 

Bonus Demografi belum benar-benar terwadahi, baik dalam praktik pembangunan nasional 

yang berkelanjutan maupun sebagai elemen kebijakan strategis keamanan nasional. Hal 

tersebut cukup disayangkan mengingat intensitas dan ragam ancaman, gangguan, hambatan, 

dan tantangan (AGHT) terkait dengan masalah demografi semakin meningkat, terutama yang 

terkait kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ruang tindak dan antisipasi Pemerintah juga 

semakin terbatas, karena saat ini Indonesia sudah memasuki periode puncak bonus demografi. 

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi keterbatasan ruang 

tindak dan antisipasi periode puncak bonus demografi, peningkatan intensitas dan ragam 

AGHT terkait demografi, bonus demografi yang belum terwadahi dalam praktik pembangunan 

nasional yang berkelanjutan, serta belum terwadahinya aspek demografi sebagai elemen 

kebijakan strategis keamanan nasional. 

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut 

yaitu akselerasi dan perluasan kebijakan, peningkatan intensitas dan ragam program keamanan 

nasional, serta mewadahi bonus demografi dalam praktik pembangunan nasional dan kebijakan 

strategis keamanan nasional. 
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NASKAH STRATEGIS 
 

ANTISIPASI DAN SOLUSI DAMPAK KONFLIK RUSIA – UKRAINA  
PADA KETAHANAN PANGAN 

     
 

PENDAHULUAN 

Konflik Rusia – Ukraina yang tidak kunjung usai disikapi oleh sejumlah negara dengan 

melakukan pembatasan perdagangan bahan pangan dan setiap negara lebih menjaga cadangan 

pangan masing-masing. Hal ini berimbas bagi ketahanan pangan Indonesia, utamanya berkaitan 

dengan pasokan gandum, minyak nabati, dan bahan baku pupuk (fosfat dan kalium). Dalam 

naskah ini lebih fokus membahas komoditas gandum.  

Pasokan gandum harus dapat dijaga agar ekspor produk olahan gandum tetap bisa menghasilkan 

devisa bagi negara. Ukraina merupakan negara pemasok gandum terbesar kedua bagi Indonesia 

setelah Australia pada tahun 2021, sedangkan impor gandum Indonesia rata-rata 10.738 ribu ton 

per tahun dalam kurun waktu 2017-2021, baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi 

domestik. Indonesia belum berhasil menggiatkan usaha tani tanaman substitusi gandum meski 

potensi yang ada sangat besar. Ongkos produksi masih tinggi dan tidak mampu bersaing dengan 

gandum. Kemudian, belum ada jaminan pasar dan ketetapan harga produk, serta dukungan 

kepada petani untuk mendapatkan akses pinjaman perbankan, seperti discount rate. Selain itu, 

promosi dan pengembangan kuliner bahan pangan substitusi gandum masih minim. 

Distribusi pangan masih menggunakan BBM fosil, fluktuasi harga minyak akan diikuti dengan 

naik-turunnya harga pangan mengingat 20-30 persen harga pangan berasal dari komponen biaya 

distribusi. Aktivitas distribusi pangan bisa lebih efisien dengan menggiatkan diversifikasi pangan 

untuk mengisi cadangan pangan daerah dan disertai percepatan pengembangan energi baru 

terbarukan (EBT) untuk substitusi energi fosil dalam distribusi pangan di daerah. Realita bahwa 

tata kelola impor pangan Indonesia masih belum optimal. Instrumen Sistem Nasional Neraca 

Komoditas sebagai acuan penetapan kuota impor masih terbatas untuk lima komoditas. 

Sementara kebijakan tarif pajak produk pangan impor belum berpihak pada petani, meski 

ketentuan perdagangan bebas harus dipatuhi, namun petani semestinya tidak dirugikan. 

Dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis di bidang sosial ekonomi, khususnya dari ketahanan 

pangan. Dalam naskah strategis ini terdapat empat isu strategis, yaitu: impor gandum nasional 

yang senantiasa meningkat, produksi bahan substitusi gandum yang belum berkembang, biaya 

distribusi yang sangat menentukan harga pangan, dan tata kelola impor pangan yang belum 

optimal.  

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama 

adalah tingkatkan kerja sama guna menjaga pasokan gandum. Kedua, gandakan produksi 
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tanaman substitusi gandum. Ketiga, tingkatkan efisiensi distribusi pangan. Terakhir, optimalkan 

tata kelola impor pangan. 

 

SASARAN STRATEGI 1 

TINGKATKAN KERJA SAMA GUNA MENJAGA PASOKAN 

GANDUM 

 

Hingga kini Indonesia masih impor gandum 

untuk mendukung produksi dan konsumsi 

produk berbasis terigu. Konflik Rusia-Ukraina 

memengaruhi lebih kurang 30 persen pasokan 

gandum dunia. Selain gandum, kedua negara 

yang sedang berkonflik tersebut juga memasok 

jagung dunia, walaupun tidak sebesar gandum. 

Selain itu, produksi minyak bunga matahari 

Ukraina juga terbesar di dunia, sedang Rusia 

merupakan salah satu produsen pupuk terbesar 

di dunia. Dampak perang dan persoalan iklim 

serta sanksi dunia terhadap Rusia, secara 

global ada potensi kehilangan produksi sebesar 

60 juta ton gandum, 30 juta ton jagung, 10,5 

juta ton barley dan minyak nabati. Produksi 

gandum Ukraina diperkirakan akan turun 55 

persen. Meski produksi gandum di Ukraina 

dan Rusia turun, Indonesia sudah siap impor 

dari negara produsen gandum lainnya seperti 

Australia, Canada dan Amerika.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai 

impor gandum dan meslin Indonesia tahun 

2021, naik 31,68 persen dibandingkan pada 

tahun 2020 yang sebesar US$2.62 miliar 

(10,29 juta ton). Australia, merupakan 

pemasok gandum dan meslin terbesar disusul 

Ukraina dan Kanada. Kenaikan harga impor 

gandum pada Maret 2022 sebesar 40,3 persen dibanding harga Desember 2020 juga dipengaruhi 

melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dollar (US). Kenaikan impor gandum juga diikuti dengan 

kenaikan ekspor terigu Indonesia, baik dari sisi volume maupun nilai ekspor, dari bulan Februari 

ke Maret, masing-masing sebesar 74,64 persen dan 83,09 persen. 

Stock gandum dunia pada tahun 2022 untuk semua jenis gandum (ada 5 cluster) hanya 120 hari, 

dimana 50 persen diantaranya berada di Cina. Meskipun demikian, pelaku industri pangan 

 Kurun waktu 2017 – 2021, Indonesia 

mengimpor gandum rata-rata 10.738 ribu 

ton per tahun, 25 persen-nya dari Ukraina. 

 Ukraina dan Rusia memasok 29 persen 

gandum global, dan 15 persen jagung 

dunia (Bank Dunia) 

 Tahun 2021, nilai impor gandum dan 

meslin Indonesia senilai US$3.45 miliar 

(volume 11.17 juta ton), dari Australia 

senilai US$1.45 miliar, Ukraina US$843 

juta, dan Kanada US$639 juta. (BPS). 

 Tahun 2020, total ekspor mie instan 

Indonesia mencapai 271,34 juta dolar AS 

atau 7.48 persen pangsa ekspor dunia, 

menduduki peringkat empat setelah China 

(17,55 persen), Korea Selatan (16,75 

persen), dan Thailand (8,71 persen). (Data 

Trade Map). 

 Pada Maret 2021, volume ekspor terigu 

Indonesia tercatat naik sebesar 74,64 

persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu 

dari 4.118.673 kg menjadi 7.192.774 kg 

serta nilai ekspor naik lebih tinggi, yakni 

sebesar 83,09 persen, dari US$ 1.585.128 

menjadi US$ 2.902.191. 
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berbasis gandum telah mengantisipasi fluktuasi stock gandum dengan cara membuka kerjasama 

baru dengan negara penghasil gandum lainnya.  

 

► Aksi Kunci 1.1:  “Kembangkan kerja sama perdagangan dengan produsen gandum” 

- Perluas kerja sama bilateral dengan negara produsen gandum melalui inisiasi hubungan 

perdagangan baru. 

- Hindarkan dari ketergantungan impor dari negara produsen gandum tertentu untuk 

menjaga kontinuitas bahan baku. 

- Optimalkan dukungan kepada pelaku bisnis dalam negeri untuk menjalin kerja sama 

perdagangan dengan pelaku bisnis di negara produsen gandum seiring dinamika harga 

gandum yang sulit diprediksi. 

► Aksi Kunci 1.2:  “Hilangkan hambatan teknis dalam perdagangan gandum” 

- Reviu dan perbaiki regulasi dan kebijakan yang berpotensi mengganggu rantai pasok 

impor gandum. 

- Jaga agar industri pangan berbasis gandum tetap menghasilkan devisa untuk mendukung 

perekonomian nasional. 

- Hilangkan hambatan teknis yang dihadapi pelaku industri pangan, seperti kebijakan 

ODOL (kesenjangan alat tranportasi dengan infrastruktur), ketentuan akses BBM untuk 

kontainer yang berbeda dengan truk lainnya. 
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SASARAN STRATEGI 2 

TINGKATKAN PRODUKSI TANAMAN SUBSTITUSI 

GANDUM 

 

Indonesia merupakan negara terbesar kedua 

dunia yang mengkonsumsi mi instan setelah 

China dan Hong Kong, yaitu 10,84 persen 

konsumsi dunia. Selain mi instan, masyarakat 

mengkonsumsi pangan olahan non industri 

dari tepung terigu, seperti roti tawar, yang 

belum ada subtitusinya sebaik tepung terigu 

untuk mendapatkan hasil roti tawar yang 

lembut.  

Sayangnya, kuliner pangan lokal di Indonesia 

belum berkembang sehingga tidak dapat men-

substitusi konsumsi tepung terigu untuk 

menghasilkan pangan lokal yang sebenarnya 

tidak membutuhkan “gluten”. Untuk itu, 

Pemerintah sedang berupaya mendorong 

kuliner pangan lokal dengan memfasilitasi 

kegiatan UMKM melalui pendampingan 

dalam upaya meningkatan kapasitas produksi, 

branding produk hingga kemudahan akses 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan ke pasar. 

Indonesia memiliki beberapa komoditas untuk 

pengganti gandum, seperti singkong, sagu, dan 

jagung, serta sorgum. Tepung mocaf 

(MOdified CAssava Flour) merupakan produk tepung dari singkong yang termodifikasi dengan 

cara fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Kementerian Pertanian tengah memberi 

perhatian pada pengembangan teknologi tepung mocaf berbahan baku singkong untuk 

mendukung diversifikasi pangan lokal sekaligus sebagai bahan substitusi tepung gandum yang 

saat ini seluruhnya masih impor. Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbanyak 

keempat dunia (19-20 juta ton), setelah Nigeria (57 juta ton), Thailand (30 juta ton), dan Brasil 

(23 juta ton). Meskipun mocaf memiliki beberapa keunggulan dibanding terigu, namun harga 

ritelnya jauh di atas terigu, bervariasi antar toko (meski produk sama), dan berbeda antar wilayah 

(kota). Harga tepung mocaf yang lebih tinggi dibanding tepung terigu mengakibatkan mocaf 

tidak bisa bersaing dengan terigu sehingga petani enggan budidaya singkong dan produksi mocaf 

menjadi terhenti. 

Ketersediaan lahan pertanian perlu dilindungi dari upaya konversi lahan, baik dengan dalih 

ekonomi, sosial, maupun kepentingan umum. Dalam upaya menghadapi ancaman krisis pangan 

perlu ditingkatkan produksi pangan, diantaranya ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan 

 Kementerian Pertanian mengalokasikan 

bantuan Sorgum seluas 3.500 ha (2020), 

5.000 ha (2021) dan 10.000 ha (2022).  

 Harga tepung mocaf kemasan 1 kg mulai 

Rp.14.000 hingga Rp.40.000, sedangkan 

tepung terigu mulai Rp.7.000 hingga 

Rp.30.000 (toko online).  

 Akhir tahun 2021, Badan Pertanahan 

Nasional mencatat 1,2 juta hektar lahan 

terindikasi terlantar, dan didominasi tanah 

Hak Guna Usaha (HGU), sebagian kecil 

lainnya berstatus Hak Guna Bangunan 

(HGB) dan Hak Pakai (HP). 

 Tahun 2020, konsumsi mie instan global 

sebesar 116,56 miliar porsi, dan Indonesia 

berada peringkat kedua dengan konsumsi 

12,6 miliar porsi atau 10,84 persen dari 

konsumsi dunia (World Instant Noodle 

Association) 

 Tahun 2019, konsumsi gandum per kapita 

Indonesia adalah 30,5 kg/tahun, melebihi 

konsumsi beras sebesar 27 kg/tahun, 

dengan rata-rata petumbuhan tahun 2014-

2019 sebesar 19,92 persen (BPS). 

 Potensi komoditas pengganti gandum di 

Indonesia: singkong (20 juta ton/tahun), 

sagu (5,5 juta ha), dan jagung (30 juta 

ton/tahun). 
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terlantar. Tanah terlantar merupakan tanah yang sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan 

keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya. Objek tanah terlantar berupa tanah Hak Milik 

(HM), HGU, HGB, HP, Hak Pengelolaan (HPL), atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak 

diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak. 

Namun, tidak termasuk lahan yang dimiliki perorangan.  

Selain bibit, pupuk menjadi saprodi yang masih kritis. Kenaikan harga pupuk akan menganggu 

produksi pertanian. Konflik Rusia – Ukraina berimbas pada kenaikan harga pupuk akibat 

gangguan pasokan ke dalam negeri sehingga Pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk 

bersubsidi. Rusia dikenal sebagai pemasok utama bahan baku pupuk seperti fosfat dan kalium, 

dimana Indonesia mengimpor bahan baku tersebut. Meski demikian, PT Pupuk Indonesia 

(Persero) mencatat ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun non-subsidi 

tercukupi.  

Tepung mocaf tidak memiliki kandungan gluten (seperti dalam tepung terigu) sehingga tidak 

bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti, mi, dan pasta. Tepung mocaf bisa 

dimanfaatkan sebagai tepung gorengan, membuat bubur dan bahan pembuatan aneka kue (seperti 

donat dan kue bolu) yang tidak memerlukan kehadiran gluten. Sejatinya, telah ditemukan 

teknologi pengembangan tepung mocaf dengan kualitas seperti tepung terigu, yaitu tepung 

pregel, dan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan roti dan mi dengan kualitas yang tidak 

kalah dengan tepung terigu. Namun, untuk dikembangkan pada skala industri, tepung mocaf 

belum diminati karena belum memenuhi standar dari aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. 

Dari aspek kuantitas dan kontinuitas, produksi tepung mocaf bisa dilakukan pada sentra produksi 

ubi kayu sehingga ketersediaan bahan baku industri tepung mocaf bisa lebih terjamin. 

Kepastian harga dan pasar produksi pangan substitusi gandum seperti tepung mocaf masih belum 

terjamin dan sangat bergantung pada mekanisme pasar. Hingga kini masih belum terbentuk 

kolaborasi antara petani, swasta (industri) dan Pemerintah untuk mendorong bisnis pangan lokal 

non gandum. Keunggulan mocaf dibanding terigu masih belum tersosialisasikan secara masif 

kepada masyarakat Indonesia, masih kalah dengan propaganda gandum sehingga selera makan 

masyarakat Indonesia terindikasi mulai bergeser lebih menyukai makanan berbahan gandum. 

Semua ini membutuhkan kebijakan afirmatif dari Pemerintah agar pangan lokal (seperti mocaf) 

dapat diterima dan dicintai masyarakat Indonesia. 

► Aksi Kunci 2.1: “Kembangkan kuliner pangan substitusi gandum” 

- Permudah akses masyarakat terhadap produk pangan substitusi gandum sehingga tidak 

selalu bergantung pada gandum. 

- Perkuat promosi kuliner bahan pangan lokal untuk mencegah gandum menjadi pangan 

pokok masyarakat Indonesia. 

- Kembangkan kuliner bahan pangan lokal agar preferensi konsumsi masyarakat bisa 

bergeser dari gandum ke pangan lokal. 

► Aksi Kunci 2.2:  “Perkuat intervensi Pemerintah dalam mendukung usaha tani dan 

hilirisasi produk substitusi gandum” 

- Perkuat dukungan usaha tani tanaman substitusi gandum khususnya kegiatan off farm 

seperti pasca panen dan hilirisasi produk. 

- Beri jaminan harga dan pasar agar usaha tani komoditas substitusi gandum bisa menarik 

minat petani (menguntungkan). 



26 

 

- Beri insentif kepada petani yang membudidayakan tanaman substitusi gandum dan 

pelaku industri yang mendukung hilirisasi produksi bahan pangan lokal. 

► Aksi Kunci 2.3: “Tingkatkan motivasi petani dalam pengelolaan usaha tani komoditas 

substitusi gandum” 

- Fasilitasi pendampingan budidaya tanaman substitusi gandum buat petani mendukung 

efisiensi kegiatan. 

- Optimalkan produksi tanaman substitusi gandum agar mendapatkan harga jual yang 

kompetitif dan terjamin kontinuitas produksi. 

- Akomodir kepentingan petani sehingga tertarik menjalankan usaha tani tanaman 

substitusi gandum dan tidak beralih ke komoditas lainnya, bila mungkin dengan 

pendekatan food estate termasuk ekstensifikasi dengan memanfaatkan tanah terlantar. 

► Aksi Kunci 2.4: “Berikan jaminan kepastian harga dan pasar untuk produk substitusi 

gandum” 

- Perkuat industri pengolahan produk substitusi gandum untuk memenuhi skala ekonomi 

dengan dukungan jaminan kepastian harga dan pasar. 

- Segerakan inisiasi kebijakan afirmatif bidang keuangan (semisal discount rate pinjaman 

perbankan) untuk menarik UMKM mengembangkan usaha berbahan baku pangan lokal. 

- Ciptakan kuliner berbahan pangan substitusi gandum yang menarik selera pasar.  
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SASARAN STRATEGI 3 

TINGKATKAN EFISIENSI DISTRIBUSI PANGAN 

 

Kenaikan harga BBM akan menambah biaya 

logistik yang berkontribusi besar dalam proses 

distribusi pangan sehingga berpotensi 

mendorong kenaikan harga pangan. Harga 

minyak masih terus dipengaruhi oleh konflik 

Rusia-Ukraina. Sanksi larangan ekspor bagi 

Rusia menyebabkan terganggunya pasokan 

minyak di pasar dunia karena Rusia merupakan 

produsen sekaligus eksportir minyak dunia 

terbesar kedua dengan kontribusi ke pasar 

global sebesar 7 persen atau 7 juta barel per 

hari. Harga minyak mentah berfluktuasi sejak 

invasi Rusia ke Ukraina, seperti kondisi 9 Juni 

2022 yang naik namun keesokan harinya turun. 

Biaya logistik berkontribusi sekitar 20-30 

persen pada harga pangan. Untuk itu 

diperlukan upaya untuk mengurangi atau 

mengefisienkan biaya logistik, seperti dengan 

menggalakkan diversifikasi pangan lokal. 

Pemanfaatan pangan sumber karbohidrat yang 

ada di masing-masing daerah akan mengurangi 

biaya logistik karena distribusi dan transportasi 

pangan antar wilayah dapat ditekan seminimal 

mungkin. Diversifikasi pangan lokal sangat 

mungkin dilakukan karena sebelum bergeser 

ke beras, di beberapa daerah mengkonsumsi 

hasil pertanian lokal seperti sagu di wilayah 

Maluku dan Papua atau jagung untuk 

masyarakat di Madura, NTT, dan Sulawesi. 

Tahun 2020, produsen minyak bumi terbesar 

dunia adalah Amerika Serikat (AS) disusul 

Rusia pada posisi kedua. Produksi dari kedua 

negara tersebut hampir 30 persen dari total 

produksi global. Adapun dari sisi ekspor, Rusia menjadi negara eksportir minyak mentah 

terbesar dunia kedua setelah Arab Saudi, sedangkan Amerika Serikat berada pada posisi keempat 

setelah Irak. 

Impor minyak mentah Indonesia terbesar pada tahun 2021 meningkat 31,08 persen dari tahun 

sebelumnya, yakni sebesar 13,78 juta ton. Menariknya, negara pemasok terbesar adalah Arab 

 Pada perdagangan 9 Juni 2022, pada data 

Barchart, jenis Brent untuk harga kontrak 

Agustus 2022 US$ 123,77 per barel (naik 

0,15 persen), dan kontrak Juli 2022 untuk 

jenis West Texas Intermediate (WTI) US$ 

122,23 per barel (naik 0,12 persen). 

Keesokan harinya, harga turun untuk jenis 

Brent, turun US$ 1,06 atau 0,9 persen 

(US$ 122,01 per barel), dan jenis WTI 

turun 84 sen atau 0,7 persen (US$ 120,67 

per barel). 

 Tahun 2020, negara dengan produksi 

minyak bumi global terbesar adalah 

Amerika Serikat (AS) 712,7 juta ton (17 

persen), disusul Rusia 524,4 juta ton (12,6 

persen). Sedangkan eksportir terbesar 

berturut turut adalah Arab Saudi dengan 

nilai US$113,7 miliar (17,2 persen), Rusia 

US$72,6 miliar (11 persen), Irak US$50,8 

miliar (7,7 persen), Amerika Serikat 

US$50,3 miliar (7,6 persen) dan Uni 

Emirat Arab US$47,9 miliar (7,2 persen).  

 Pada 2021, Indonesia mengimpor minyak 

mentah terbesar dari Arab Saudi sebanyak 

4,42 juta ton (32,08 persen) senilai 

US$2,27 miliar.  

 Nilai impor selama kuartal I 2022 sebesar 

US$ 1,81 miliar naik 21,5 persen 

dibanding periode yang sama tahun 2021 

(US$ 1,49 miliar), tapi sejatinya volume 

impor turun 19 persen dari 2,85 juta ton 

menjadi 3,53 juta ton. 
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Saudi yang berkontribusi sebesar 32,08 persen dari total impor Indonesia, dan bukan dari Rusia 

maupun AS. Kemudian, pada kuartal I tahun 2022 nilai impor minyak mentah mengalami 

kenaikan sebesar 21,5 persen dibanding periode yang sama tahun 2021, namun sejatinya volume 

impor menurun 19 persen.  

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan realisasi penyaluran bahan bakar 

minyak Pertalite sudah mencapai 11,69 juta kiloliter pada Januari-Mei 2022 atau 50,74 persen 

dari kuota sebesar 23,04 juta kiloliter. Tahun 2022 ini Pemerintah menyiapkan dana untuk 

pembayaran subsidi dan kompensasi atas bahan bakar minyak (BBM), LPG tabung 3 kg dan 

listrik, yaitu untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sebesar Rp 71,8 triliun dan 

kompensasi BBM dan LPG sebesar Rp 234 triliun. 

► Aksi Kunci 3.1:  “Optimalkan diversifikasi pangan lokal guna mengurangi biaya 

distribusi pangan daerah” 

- Manfatkan sumberdaya pangan lokal untuk mengurangi distribusi pangan. 

- Dukung diversifikasi pangan lokal untuk mengisi cadangan pangan daerah melalui 

pemanfaatan 20 persen dana desa sesuai amanat Perpres nomor 104 tahun 2021. 

- Galakkan konsumsi pangan lokal guna memperkuat kemandirian pangan daerah. 

► Aksi Kunci 3.2:  “Akselerasi substitusi energi fosil untuk distribusi pangan daerah”  

- Kurangi secara bertahap ketergantungan impor minyak untuk keperluan distribusi 

pangan daerah. 

- Kembangkan energi baru terbarukan (EBT) untuk meminimalisir dampak fluktuasi 

harga minyak. 

- Segerakan mengatur penggunaan BBM bersubsidi secara proporsional. 
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SASARAN STRATEGI 4 

OPTIMALKAN TATA KELOLA IMPOR PANGAN 

Impor pangan diperlukan dalam upaya untuk 

menstabilkan harga pangan dan menjaga stock  

(ketersediaan) pangan sehingga impor pangan 

perlu dikelola dengan baik. Hingga kini tata 

kelola impor pangan dipandang masih belum 

optimal dan memberi peluang kelompok 

tertentu untuk menguasai impor pangan. 

Kegiatan impor pangan hanya dapat dilakukan 

apabila produksi pangan dalam negeri tidak 

mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi 

didalam negeri (seperti gandum) serta apabila 

produksi pangan dalam negeri dan cadangan 

pangan nasional tidak mencukupi. Sejatinya, 

telah dibentuk Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan 

Nasional yang melandasi pembentukan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan 

dengan salah satu fungsinya adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan 

ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.  

Tata kelola impor pangan membutuhkan data produksi dan stock pangan yang akurat serta dapat 

diacu seluruh pihak terkait dalam pengelolaan impor pangan. Namun masih ditemukan 

perbedaan data produksi dan stock pangan yang memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk 

meningkatkan volume impor pangan. Sebenarmya, telah ditetapkan pula Perpres Nomor 32 

Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas yang ditujukan untuk mendukung penyederhanaan dan 

transparansi perizinan di bidang ekspor dan impor, serta menyediakan data yang akurat dan 

komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor. Neraca komoditas ini 

sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur mengenai penerbitan 

persetujuan ekspor dan impor komoditas perikanan, pergaraman, dan menjamin ketersediaan 

bahan baku dan/atau bahan penolong. Proses penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas 

dituangkan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sisnas NK) yang merupakan subsistem 

dari Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Sisnas NK ini selanjutnya menjadi 

acuan dalam tata kelola impor pangan. 

Saat ini, Sisnas NK baru mewadahi lima komoditas, yaitu daging sapi, beras, gula, garam dan 

ikan. Gandum dan kedelai belum diwadahi dalam Sisnas NK, sehingga pengendalian terhadap 

kuota impor gandum dan kedelai sulit dilakukan. Meskipun tata kelola belum ditetapkan namun 

kedua komoditas tersebut selayaknya diwadahi dalam Sisnas NK, demikian pula impor pangan 

terkait dengan komoditas substitusi gandum yang dikembangkan di dalam negeri.  

Sistem pangan Indonesia bersifat terbuka dan sudah terintegrasi dengan sistem pangan 

Internasional, sehingga harga pangan ditentukan oleh mekanisme pasar global. Berdasarkan data 

 Berdasarkan data FAO Food Price Index 

tanggal 6 Juni 2022,  

 Indeks harga pangan global tahun 2021 

mencapai US$ 147,2 lebih tinggi dari 

indeks harga pangan saat terjadi krisis 

pangan di tahun 1973 s/d 1975 (US$ 

137,4), tahun 2006 (US$ 114,3), dan 

tahun 2012 (US$ 118,8).  

 Terjadi kenaikan harga pangan jenis 

serealia (gandum) dari bulan Juni 2020 

hingga Maret 2022 sebesar 75,5 persen 

dari US$ 96,9 menjadi US$ 170,1. 

 Telah ditetapkan Perpres nomor 66 tahun 

2021 tentang Badan Pangan Nasional 

sebagai landasan pembentukan lembaga 

pemerintah yang menangani bidang 

pangan. 

 Telah ditetapkan Perpres nomor 32 tahun 

2022 tentang Neraca Komoditas sebagai 

landasan penyusunan data dan informasi 

yang memuat situasi konsumsi dan 

produksi komoditas tertentu sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengatur 

persetujuan ekspor dan impor komoditas 

tertentu. 
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Food Price Index FAO tanggal 6 Juni 2022, indeks harga pangan pada tahun 2021 mencapai 

harga tertinggi bahkan lebih tinggi dari indeks harga pangan saat terjadi krisis pangan, baik di 

tahun 1973 s/d 1975, tahun 2006, maupun di tahun 2012. Konflik Rusia – Ukraina mendorong 

kenaikan harga beberapa komoditi pangan dunia, namun yang perlu disikapi Indonesia adalah 

kenaikan harga pangan jenis serealia (gandum) dari bulan Juni 2020 hingga Maret 2022 yang 

melonjak 75,5 persen.  

Tata kelola impor pangan belum mewadahi (berpihak pada) kepentingan petani dan lebih 

berorientasi pada kepentingan konsumen. Jika Pemerintah membuka volume impor suatu 

komoditas yang sangat besar, maka kebijakan ini akan berdampak serius bagi petani, terutama 

apabila harga produk impor lebih rendah dari ongkos produksi petani. Hal ini akan mengancam 

produksi pertanian dalam negeri akibat keengganan petani untuk usaha tani yang merugi 

sehingga terjadi penurunan luas tanam, dan pada akhirnya kesejahteraan petani pun semakin 

memburuk, serta potensi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan meningkat.  

 

► Aksi Kunci 4.1: “Segerakan kelengkapan Sisnas NK untuk seluruh komoditas strategis 

dan komoditas impor” 

- Segerakan menempatkan seluruh komoditas strategis nasional kedalam Sisnas NK. 

- Optimalkan Sisnas NK dalam tata kelola impor pangan, baik sebagai acuan penetapan 

kuota maupun kebijakan tarif pajak. 

- Dukung prakarsa penambahan jenis komoditas impor seperti gandum untuk masuk 

dalam Sisnas NK. 

► Aksi Kunci 4.2: “Reviu kebijakan pengenaan tarif pajak produk pangan impor” 

- Pertimbangkan kesejahteraan petani dalam penetapan kebijakan tarif impor. 

- Lindungi usaha tani dalam negeri dari serbuan produk impor yang lebih murah. 

- Jamin harga pangan produk dalam negeri yang menarik buat petani. 

-  

PENUTUP 

 

Antisipasi dan solusi dampak konflik Rusia – Ukraina pada ketahanan pangan dinilai mendesak 

untuk dilakukan dengan pertimbangan impor gandum Indonesia yang masih terus meningkat, 

baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi domestik. Selain itu, produksi bahan substitusi 

gandum masih belum berkembang dan perlu digandakan. Fakta bahwa harga pangan dalam 

negeri masih bergantung pada besaran biaya distribusi yang sangat ditentukan oleh fluktuasi 

harga minyak dunia. Pertimbangan terakhir berkaitan dengan kondisi tata kelola impor pangan 

di Indonesia masih belum optimal dan perlu disempurnakan. 

Pasokan gandum untuk memenuhi kebutuhan industri olahan gandum patut dijaga bila devisa 

negara dari ekspor produk olahan gandum diharapkan tetap berkontribusi bagi perekonomian 

nasional. Produksi tanaman substitusi gandum perlu terus dilipatgandakan, didukung dengan 

pengembangan kuliner bahan pangan lokal yang membutuhkan intervensi Pemerintah secara 
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lebih serius, baik terkait dengan akses permodalan maupun pendampingan produksi on farm dan 

off farm. Hingga kini biaya distribusi masih menentukan harga pangan, sementara BBM yang 

dipakai dalam pendistribusian bahan pangan masih impor, dan harganya sungguh berfluktuasi. 

Terakhir, instrumen berupa Sisnas NK yang digunakan sebagai acuan tata kelola impor pangan 

masih perlu terus dilengkapi dan disempurnakan, berikut ketetapan tarif impor pangan yang 

cenderung merugikan petani dalam negeri. 

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi impor gandum 

nasional senantiasa meningkat; belum optimalnya pengembangan produksi bahan pangan 

substitusi gandum; kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong peningkatan harga pangan; 

dan tata kelola impor pangan belum optimal. 

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut 

yaitu pengembangan kerja sama guna menjaga pasokan gandum, penggandaan produksi tanaman 

substitusi gandum, peningkatan efisiensi distribusi pangan, dan optimalisasi tata kelola impor 

pangan. 
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NASKAH STRATEGI  

TINDAKAN AFIRMATIF PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MENGURANGI 

KESENJANGAN DIGITAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH STABILITAS 

KEAMANAN NASIONAL 

 

         
 

 

PENDAHULUAN 

 
 

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) oleh pemerintah dalam hal 

ini Kementerian Kominfo RI berkoordinasi dan bersinergi bersama dalam peningkaan peran dan 

keterlibatan Pemerintah Daerah, Swasta dan segenap masyarakat terkait profit oriented dan retribusi 

awal pembangunannya dalam transformasi masyarakat informasi agar lebih menjamin kelancaran 

percepatan pemerataan pembangunannya guna mengurangi kesenjangan dgital nasional mendongktak 

pertumbuhan ekonomi digital, investasi ekonomi digital, layanan publik dan e-Government berkualitas 

dalam rangka memperkokoh stabilitas keamanan nasional.   

Peningkatan SDM profesional dan bertalenta digital dalam tranformasi masyarakat 5.0 berteknologi 5.0 

melalui literasi digital seiring pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) guna 

mengurangi kesenjangan digital nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital, investasi 

ekonomi digital, serta layanan publik dan e-Government yang berkualitas dalam rangka memperkokoh 

stabilitas keamanan nasional.   

SKSN harus terus dikembangkan seiring kemajuan pesat teknologi berbasis informasi melalui 

pengembangan berbagai skenario proteksi ruang siber nasional guna meningkatkan kualitas sistem 

keamanan ruang siber nasional dalam rangka memperkokoh stabilitas keamanan nasional.  

Perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital merupakan aspek penting yang perlu 

menjadi pemikiran strategis seiring pemerataan pembangunan infrastruktur  telekomunikasi (digital)  

dan pengembangan SDM profesional bertalenta digital guna mengurangi kesenjangan digital nasional 

dalam rangka memperkokoh stabilitas keamanan nasional. 
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SUBSTANSI STRATEGIS 
 

SASARAN STRATEGI 1 

TERLAKSANANYA PERCEPATAN PEMENUHAN SARANA 

INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI YANG MEMADAI SECARA 

MERATA PADA TRANSFORMASI MASYARAKAT INFORMASI. 

Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan 

akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju 

kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia, 

permasalahan kesenjangan digital yang terjadi pada 

pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan 

harus dilakukan melalui perubahan paradigma 

pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara 

kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi dengan 

kearifan lokal di mana keduanya akan saling menguatkan 

satu sama lain. Dampak yang nyata terjadi pertumbuhan 

ekonomi digital yang kurang signifikan akibat belum 

meratanya pembangunan infrastruktur digital yang 

menciptakan stagnasi masyarakat yang kurang cerdas 

menyebabkan kurang tangguh dan rentan dalam 

menghadapi berbagai perubahan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dipicu 

oleh sistem digitalisasi yang dibangun pemerintah belum dinikmati masyarakat secara merata sehingga 

kreatifitas masyarakat menjadi kurang agresif sedangkan pemerintah pusat dan daerah belum dapat 

meningkatkan tenaga profesional sebagai sumber daya profesional. Pertumbuhan ekonomi digital serta 

layanan publik dan e-government yang berkualitas akan sulit tercapai. 

Kepedulian semua pihak bersama segenap masyarakat akan pentingnya pemerataan pembangunan 

infrastruktur telekomunikasi yang memadai secara merata di seluruh wilayah NKRI diperlukan sehingga 

penggelaran layanan di lokasi yang susah dijangkau atau terpelosok terus dapat didorong untuk 

mendukung adaptasi kebiasaan baru secara merata ke seluruh negeri. Sektor komunikasi dan informatika 

merupakan salah satu sektor yang dalam masa pandemi ini justru harus bekerja lebih keras memastikan 

bahwa produktivitas masyarakat selama masa pembatasan sosial berskala besar ini tetap terjaga, melalui 

pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi digital masyarakat. 

 

► Aksi kunci 1.1: “Laksanakan sinergi lintas sektoral kementerian dengan kementerian 

  lainnya dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), Pemerintah  

  Daerah serta Media, Swasta dan masyarakat”. 

- Perkuat koordinasi antar K/L terkait dalam perencanaan pembangunan infrastruktur digital  

- Rencanakan tingkat pertumbuhan dan investasi ekonomi digital sesuai kemampuan dan potensi 

yang dimiliki 

- Tingkatkan mutu layanan publik serta kualitas e-goverment untuk mendukung efisiensi dan 

partisipasi publik dalam digitalisasi ekonomi 

4 Pilar Transformasi Digital 

 Membangun Infrastruktur Digital dan 

Konektivitas yang Inklusif dengan Layanan 

Berkualitas Tinggi 

 Membangun Pemerintahan Digital yang 

Terbuka untuk Peningkatan Layanan Publik 

dan Layanan Warga Negara 

 Meningkatkan Kapabilitas digital pada 

Sektor Prioritas untuk Perkuat Daya Saing 

dan Pertumbuhan Ekonomi 

 Membangun Budaya Digital dan 

Memberdayakan Masyarakat untuk 

Pengembangan Dunia Digital 
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► Aksi kunci 1.2: “Dukung Kemenkominfo RI dalam percepatan pemerataan  

pembangunan infrastruktur telekomunikasi”. 

- Lakukan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi diseluruh wilayah NKRI  

- Minimalisir kesenjangan digital nasional secara bertahap dan terukur 

- Atasi setiap hambatan yang timbul dalam pembangunan infrastruktur digital 

 

► Aksi kunci 1.3: “Koordinasi dan sinergikan penyusunan formulasi yang bisa diterima dan  

disepakati bersama terkait profit oriented dan retribusi awal pembangunan”. 

- Rumuskan formulasi profit oriented dan retribusi awal pembangunan  

- Tingkatkan koordinasi dan sinergi penyusunan formulasi yang bisa diterima dan disepakati 

bersama terkait profit oriented dan retribusi awal pembangunan 

- Manfaatkan dukungan partisipasi publik dan dunia usaha untuk percepatan pemerataan 

pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) 

 

SASARAN STRATEGI 2 

TERWUJUDNYA KESIAPAN MENGHADAPI TRANSFORMASI 

MASYARAKAT 5.0. BERTEKNOLOGI 5.0.  

Kemajuan pesat teknologi digital saat ini di seluruh negara-

negara di dunia membawa berbagai dampak perubahan. 

Kondisi tersebut juga berlaku untuk Indonesia yang kini 

sedang mempersiapkan sebagai negara ekonomi digital, 

faktor kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan 

percepatan transformasi digital, dibutuhkan setidaknya 

kesiapan dalam tiga tingkatan pada Gerakan Nasional 

Literasi Digital untuk membekali pelaku digital dengan 

keterampilan dasar, pelatihan tingkat menengah melalui 

program Digital Talent Scholarship (DTS) serta tingkat 

lanjutan melalui program Digital Leadership Academy 

(DLA). 

Kesiapan tersebut dapat meminimalisir anggapan tentang 

disrupsi sebagai momok ancaman oleh masyarakat 4.0 era 

industri 4.0, padahal dalam masyarakat 5.0 disrupsi 

merupakan inovasi, dimana hilangnya suatu pekerjaan oleh 

sebab kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, namun 

menciptakan beberapa pekerjaan baru yang lainnya. Kecenderungan pemikiran semakin sempitnya 

lapangan pekerjaan, dapat mengarah pada kefrustasian masyarakat akan menyebabkan kesenjangan yang 

dapat mengarah pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga mengganggu 

stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.  

Arahan President kepada Menteri 

Komunikasi dan Informatika 

 Kominfo mengorkestrasi komunikasi 

public yang berkaitan dengan 

pencapaian pemerintah, perkuatan 

industry IT dalam negeri, dan 

memastikan pembangunan 

infrastruktur digital yang adil 

 Kominfo memastikan ekosistem 

digital Indonesia yang aman dan 

produktif 

 Kominfo merealisasikan kesempatan 

penggunaan data pembangunan dan 

menjaga keamanan data pribadi 

dengan melanjutkan proses legislasi 

dari peraturan 
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Ketertinggalan masyarakat dalam menyikapi kehadiran masyarakat super cerdas era industri 5.0 

disamping masyarakat yang kurang inovatif seiring laju perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin pesat. 

Penggunaan ruang digital tidak dapat dijamin keamanannya bagi pribadi dan pemerintah sehingga rawan 

terhadap pengamanan bersifat pribadi dari tiap pengguna ruang digital dengan berbagai macam aplikasi. 

 

► Aksi kunci 2.1: “Optimalkan kegiatan untuk pengembangan SDM yang profesional  

dan bertalenta digital”. 

- Intensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan profesionalisme SDM yang 

bertalenta digital 

- Lakukan percepatan literasi digital berdasarkan modul dan kurikulum berbasis empat pilar literasi 

digital, yaitu: digital ethics, digital society, digital skills, dan digital culture. 

- Optimalkan program Digital Challange Schoolarship (DTS) untuk pemanfaatan teknolgi digital. 

Seperti: big data, Artificial Intelligence (AI), machine leraning, cloud computing, cyber security. 

 

► Aksi kunci 2.2: “Tingkatkan partisipasi peran dan pelibatan Pemerintah Daerah,  

media, swasta dan masyarakat untuk mendukung sosialisasi dan edukasi 

transformasi dan transparansi literasi digital”. 

- Kembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh  masyarakat luas 

melalui tahapan yang realistis dan terukur 

- Tata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistic 

- Tingkatkan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi 

informasi 

 

► Aksi kunci 2.3: “Laksanakan literasi digital secara holistik mencakup berbagai  

aspek termasuk bijak dalam ruang digital dan proteksi digital”. 

- Lakukan perubahan paradigma literasi secara komprehensif dari budaya manual ke digital 

termasuk keterampilan menggunakan sumber cetak, visual, digital, dan auditori 

- Implementasikan konsep literasi di semua lembaga pendidikan meliputi literasi dasar, 

perpustakaan, media, teknologi dan visual 

- Budayakan bijak berinteraksi sosial dalam penggunaan media sosial  
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SASARAN STRATEGI 3 

TERWUJUDNYA PENGUATAN KUALITAS KEAMANAN RUANG SIBER 

NASIONAL DALAM   STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL (SKSN) 

YANG TERINTEGRASI.  

Meskipun berbeda konteks demografi pada 

kemajuan digital, masyarakat harus belajar bahwa 

ruang siber dan ruang fisik tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya inovasi teknologi digital hadir 

untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan 

sosial ekonomi dalam masyarakat. Kendala utama 

keamanan data sesuai hasil pendataan dilakukan 

tahun 2018  menyebutkan terdapat 2.700 pusat data 

dan ruang server milik pemerintah daerah dengan 

perkiraan 95% diantaranya tidak memenuhi standar. 

Selain itu, pada sisi keamanan pada tahun 2021 

terdapat 1.637.973.022 anomali ditingkat nasional 

berdasarkan statistik Monitoring anomali tertinggi 

terjadi di bulan desember 2021 mencapai 

242.066.168 anomali, terdapat potensi 65% 

kebocoran data pada instansi 78 yang di dominasi 

pemerintah sebanyak 60 kasus penyebab utamanya 

karena lemahnya sistem security pusat data/ruang 

server dan transmisi data pada jaringan internet yang 

tidak diamankan, hal tersebut menyebabkan kurang percaya diri masyarakat dalam digitalisasi dan 

ketidakpuasan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna. Menurunnya kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah dapat mengarah pada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  

Program pemerataan kesejahteraan dan keamanan pengguna digital yang terabaikan  membawa 

pertumbuhan ekonomi digital yang lambat akibat lemahnya respon masyarakat dalam proses digitalisasi 

ekonomi sebagai berdampak pada kurang cepatnya pemerataan pembangunan infrastruktur digital secara 

masif.  

 

► Aksi kunci 3.1: “Lakukan langkah penyesuaian dan penyelarasan segenap instrumen  

sistem keamanan siber nasional bagi perlindungan dan proteksi ruang siber 

nasional”. 

- Tingkatkan sikap proaktif dalam penyelarasan instrumen keamanan siber 

- Perkuat Sistem Elektronik yang strategis atau kritis bagi kelangsungan pelayanan publik atau 

kelangsungan negara. 

- Perkuat Penyelenggara Sistem Elektronik dalam setiap kepentingan Pemerintah, komersial, atau 

pribadi secara aman, andal, dan bertanggung jawab. 

 

 UUD Republik Indonesia 1945 

 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara 

 UU Nomor 19 Tahun 2016 

 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik 

 Perpres No. 28 Tahun 2021 tentang 

Badan SIber dan Sandi Negara 

 R-Perpres SKSN Belum di sahkan 
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► Aksi kunci 3.2: “Sinergi dan koordinasikan kebutuhan instrumen perlindungan sistem  

keamanan siber nasional secara komphrehensif dan up to date seiring 

kemajuan teknologi berbasis informasi yang pesat dan dinamis”. 

- Lakukan pengujian keamanan siber secara rutin dan berkala 

- Rencanakan pengadaan kebutuhan sistem keamanan siber yang mampu memberikan 

perlindungan maksimal terhadap ancaman siber. 

- Standarkan peralatan keamanan siber yang mendukung interopebility dalam penanganan insinden 

siber. 

 

► Aksi kunci 3.3: “Libatkan komponen bangsa agar permasalahan digital dijadikan  

prioritas sehingga dapat lebih konsentrasi dalam fokus penegakan hukum 

dan peningkatan sistem keamanan siber nasional”. 

- Rumuskan kebijakan dan prosedur hukum penanganan terkait pelanggaran/kejahatan siber 

- Tingkatkan kualitas dan kuantitas personil dalam penanganan insiden siber  

- berdayakan laboratorium digital forensik dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas 

penanganan kejahatan siber 

 

SASARAN STRATEGI 4 

TERINTEGRASINYA REGULASI EKONOMI DIGITAL NASIONAL YANG 

DAPAT MELINDUNGI KONSUMEN DAN PELAKU EKONOMI DIGITAL  

Perkembangan dunia digital saat ini sangat 

dibutuhkan terutama regulasi yang mampu mengikuti 

perkembangan zaman.Terobosan dan langkah maju 

pemerintah tergambar pada berbagai program 

Pemerintah yaitu penerbitan UU nomor 11 tahun 2021 

tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta 

peraturan turunannya yaitu program Transformasi 

Digital Nasional, program Pemulihan Ekonomi 

Nasional, serta program 5 Destinasi Super Prioritas. 

para asosiasi atau pelaku bisnis yang menjadi 

penggelar infrastruktur transformasi digital, harus 

dapat mendukung dan mensukseskan program 

dimaksud melalui penggelaran jaringan telekomunikasi dan layanan internet di wilayah Indonesia. 

Hambatan regulasi yang tidak terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan belum 

terlindunginya hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital secara masif sehingga meningkatnya 

potensi konflik horisontal dalam kehidupan perekonomian digital nasional, kerawanan konflik dalam 

kehidupan perekonomian digital nasional Konflik horisontal juga dapat berdampak pada krisis 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kehidupan perekononomian digital nasional sehingga 

rawan terjadi pemanfaatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti monopoli pembangunan 

infrastruktur dan pelemahan pelaku ekonomi di diruang digital. 

 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

 Undang undang nomor 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah  

 PP nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, 

Telekomunikasi, dan Penyiaran dan 

PM nomor 5 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi  

 kehadiran ekonomi digital harus 

diimbangi dengan penegakan hukum 

konsumen 
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► Aksi kunci 4.1: “Koordinasi dan sinergikan konektivitas perlindungan hak-hak  

konsumen dan pelaku ekonomi digital”. 

- Dorong pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) 

- Cegah terjadinya kejahatan terhadap pelaku ekonomi digital sejak dini guna membatasi 

eksploitasi kerugian  

- Tingkatkan kesadaran wajib lapor sebagai korban kejahatan siber  

- Adakan sosialisasi dan literasi penanganan hukum kejahatan siber secara berkelanjutan  

 

► Aksi kunci 4.2: “Tingkatkan kewaspadaan di tengah belum adanya regulasi ekonomi  

digital nasional”. 

- Kembangkan kesadaran individu terhadap ancaman siber dalam aktifitas ekonomi digital 

- Implementasikan sistem keamanan siber dalam setiap transaksi ekonomi digital 

- Adakan literasi berkala terkait perkembangan ancaman siber yang semakin beragam, sulit 

dideteksi dan berdampak fatal. 

 

► Aksi kunci 4.3: “Antisipasi penanganan setiap kemungkinan terjadinya tindak  

pelanggaran maupun kriminal di tengah aktivitas ekonomi digital oleh 

masyarakat”. 

- Hilangkan ego sektoral dan kembangkan kolaborasi antar K/L terkait dalam penyelesaian hukum 

permasalahan sengketa ekonomi digital 

- Kembangkan dan gunakan produk teknologi informasi dalam negeri yang berkualitas setara 

dengan produk asing 

- Susun peraturan wajib daftar dan ijin operasional pelaku ekonomi digital dalam dan luar negeri 

 

 

PENUTUP 
 

1. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) oleh pemerintah 

diperlukan, dalam hal ini Kementerian Kominfo RI berkoordinasi dan bersinergi bersama dalam 

peningkaan peran dan keterlibatan Pemerintah Daerah, Swasta dan segenap masyarakat terkait 

profit oriented dan retribusi awal pembangunannya dalam transformasi masyarakat informasi. Hal 

ini agar lebih menjamin kelancaran percepatan pemerataan pembangunannya guna mengurangi 

kesenjangan digital nasional, mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital, investasi ekonomi 

digital, layanan publik dan e-government yang berkualitas dalam rangka memperkokoh stabilitas 

keamanan nasional.  

2. Peningkatan SDM profesional dan bertalenta digital dalam tranformasi masyarakat 5.0 berteknologi 

5.0 melalui literasi digital perlu dioptimalkan seiring pemerataan pembangunan infrastruktur 
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telekomunikasi (digital) dibutuhkan guna mengurangi kesenjangan digital nasional akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi digital, investasi ekonomi digital, serta layanan publik dan e-government 

yang berkualitas dalam rangka memperkokoh stabilitas keamanan nasional.   

3. Strategi keamanan siber nasional perlu terus dikembangkan seiring pesatnta kemajuan teknologi 

berbasis informasi melalui pengembangan berbagai skenario proteksi ruang siber nasional guna 

meningkatkan kualitas sistem keamanan ruang siber nasional.  

4. Perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital merupakan aspek penting yang perlu 

menjadi pemikiran strategis seiring pemerataan pembangunan infrastruktur  telekomunikasi (digital)  

dan pengembangan SDM profesional bertalenta digital guna mengurangi kesenjangan digital 

nasional dalam rangka memperkokoh stabilitas keamanan nasional 
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NASKAH STRATEGIS 

SINERGI METODE PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 
     

 

PENDAHULUAN 

Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia, sesuai kriteria Bank Dunia, diperkirakan sebesar 4 

persen atau sekitar 10,86 juta jiwa pada Maret 2021. Sedangkan BPS mencatat tingkat 

kemiskinan secara umum sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Target penghapusan 

kemiskinan ekstrem dicapai secara bertahap, dimulai tahun 2021 yang menyasar 35 

kabupaten prioritas. Tahun 2022, lokus sasaran diperluas menjadi 212 kabupaten/kota, 

dan hingga tahun 2024 akan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota. Target penurunan 

tingkat kemiskinan ekstrem dicapai secara bertahap seiring dengan perluasan lokus 

sasaran dan pada akhirnya di tahun 2024 nanti diharapkan tingkat kemiskinan ekstrem 

bisa mendekati nol persen.  

Target Indonesia untuk tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024, enam tahun 

lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 memerlukan upaya 

percepatan yang harus dilakukan secara konvergen (sasaran yang sama) dan terintegrasi. 

Metode penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh masing-masing 

Kementerian/Lembaga (K/L), kedepan harus dapat bersinergi, sejak perencanaan hingga 

implementasi program. 

Dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis di bidang sosial yang diacu dari perspektif 

negara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Naskah strategis ini memusatkan pada 

empat isu strategis, yaitu: ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial 

yang masih tinggi; koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin oleh pemangku 

kepentingan dalam pengentasan kemiskinan yang masih belum optimal; pemberdayaan 

masyarakat miskin yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan di masing-masing kantong 

kemiskinan; dan peran Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yang 

belum optimal. Hasil penelaahan keempat isu strategis tersebut, telah mengurai menjadi 

beberapa pokok persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi 

permasalahan. 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka 

terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat 

perhatian. Pertama adalah mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap 

bantuan sosial. Kedua, mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin. 

Ketiga, mempertajam program pemberdayaan masyarakat miskin. Terakhir, meningkatkan 

peran Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. 
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SASARAN STRATEGIS  1 

REDUKSI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT MISKIN TERHADAP 

BANTUAN SOSIAL 

 

Mental miskin dicirikan oleh sikap seseorang 

yang merasa nyaman dengan kondisi yang 

ada, enggan berubah dan mengambil risiko, 

meskipun dalam kondisi kekurangan dan 

keslitan memenuhi keinginan. Mental miskin 

yang dimiliki sebagian masyarakat penerima 

bantuan sosial terindikasi sudah menjadi 

“kebiasaan”. Karena bersifat sistemik, maka 

penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan 

berbagai intervensi seperti bantuan sosial. 

Hal ini terbukti dari hasil Survei Efektivitas 

Progam Bantuan Sosial (SEPBS) BPS pada 

Desember 2021 yang belum sesuai harapan. 

Masyarakat miskin tidak mampu melepaskan 

diri dari ketergantungan terhadap bantuan 

sosial yang telah menjadi sarana memenuhi 

kebutuhan konsumtifnya. 

Masyarakat miskin memiliki daya saing yang 

relatif rendah dalam mengakses lapangan 

pekerjaan yang tersedia akibat karakter 

“mental miskin” yang dimilikinya, dan daya 

saing ini masih sulit ditingkatkan. Hal ini 

berdampak pada keterbatasan kapasitas 

dalam memilih pekerjaan, di lain sisi akses 

informasi terhadap kesempatan kerja juga terbatas. Risikonya, masyarakat miskin semakin 

tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Pastikan skema pemberian bantuan sosial berorientasi pada 

pemberdayaan sosial” 

- Upayakan bantuan sosial mendukung usaha produktif 

- Pantau perubahan “mental miskin” dari penerima bantuan sosial.  

- Perkuat pendampingan masyarakat miskin memperbaiki kondisi ekonominya. 

► Aksi Kunci 1.2:  “Pergiat komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk berbagi 

peran” 

- Komunikasikan pergeseran konsep “bantuan sosial” menjadi “kewajiban sosial” 

- Tingkatkan pendampingan masyarakat miskin agar merencanakan masa depan 

dan menghargai hasil usaha.  

 Hasil SEPBS di 35 kabupaten prioritas 
tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem 
berhasil turun di 21 kabupaten, namun 
14 kabupaten lainnya yang masih naik. 
 

 Ada pergeseran miskin ekstrem pada 
35 Kabupaten prioritas dari 7,24% 
(Maret 2021) menjadi 7,06% (Desember 
2021) atau turun sebesar 0,18%. Hanya 
0,53% miskin ekstrem menjadi tidak 
ekstrem, 6,46% tetap, dan bahkan 
bertambah 0,60%.  
 

 Hasil observasi dari LIPI, menunjukkan 
bahwa sebesar 99 persen dari materi-
materi pelatihan program kartu prakerja 
yang disajikan, lebih sesuai buat 
masyarakat perkotaan dibanding 
perdesaan, seperti game, digital 
marketing, pelatihan konten YouTube, 
fotografi, desain grafis, dan lain-lain 
karena perbedaan kemudahan akses 
akibat disparitas infrastruktur digital.  

 
 BPS mencatat pada Maret 2021, 

sebagian besar (56,76 persen) 
penduduk miskin ekstrem berstatus 
bekerja, 60 persen diantaranya bekerja 
di sektor pertanian. 
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- Antisipasi pembiayaan jaminan sosial yang berpotensi membebani APBN. 

 

► Aksi Kunci 1.3: “Manfaatkan kearifan lokal dalam program pemberdayaan 

masyarakat miskin” 

- Prioritaskan modal sosial dalam penciptaan lapangan pekerjaan 

- Perluas akses lapangan pekerjaan masyarakat miskin sesuai kearifan lokal. 

- Tingkatkan daya saing masyarakat miskin dalam mendapatkan lapangan 

pekerjaan. 

 

► Aksi Kunci 1.4:  “Selaraskan program pengembangan diri masyarakat miskin 

dengan kondisi wilayah” 

- Sesuaikan program pengembangan diri dengan disparitas kondisi wilayah 

- Manfaatkan infrastruktur yang tersedia seoptimal mungkin.agar mudah diakses 

masyarakat miskin. 

- Cermati perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat di kantong-kantong 

kemiskinan. 

 

SASARAN STRATEGIS  2 

OPTIMALKAN KOORDINASI PEMANFAATAN DATA MASYARAKAT MISKIN 

Data masyarakat miskin terbagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS), Data Terpadu Kegiatan 

Usaha (DTKU), dan Data Terpadu Wilayah 

Prioritas (DTWP) yang lebih bersifat 

Geographical Targeting. Sejak tanggal 21 Juli 

2022, program percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem mengacu pada satu 

data, yaitu Data P3KE, sesuai amanat 

Kepmenko Bidang PMK nomor 30 tahun 2022 

tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data 

dalam Upaya Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem.  

Satu data masyarakat miskin (keluarga, usaha, dan kantong kemiskinan) yang termutakhir 

dan terintegrasi dengan Data P3KE dapat digunakan untuk pemograman kegiatan tahun 

2023 dan mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan Data 

P3KE perlu dikembangkan agar dapat diakses seluruh pemangku kepentingan dengan 

cepat dan tepat, baik untuk proram jaring pengaman sosial, peningkatan pendapatan dan 

kemampuan masyarakat miskin, maupun pengurangan kantong kemiskinan. 

 Data Sasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

(Data P3KE) sebagai acuan 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

(Kepmenko Bidang PMK nomor 30 

tahun 2022 tentang Penetapan Sumber 

dan Jenis Data dalam Upaya 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem pada tanggal 21 Juli 2022, 

 Pemutakhiran DTKS merupakan 

perintah Presiden RI kepada BPS dan 

Kemensos yang ditargetkan selesai 

Desember 2022.  
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► Aksi Kunci 2.1: “Percepat penyelesaian pemutakhiran data masyarakat miskin” 

- Tepati jadwal penyelesaian pemutakhiran data (akhir tahun 2022). 

- Bangun kesepakatan menjadikan Data P3KE yang diintegrasikan dengan data 

masyarakat miskin yang mutakhir sebagai “satu data kemiskinan”. 

 

► Aksi Kunci 2.2: “Optimalkan pemanfaatan infrastruktur digital untuk berbagi data 

masyarakat miskin” 

- Percepat kesepakatan jenis dan atribut data antar pemangku kepentingan 

mengacu Data P3KE, 

- Pastikan sistem interoperability data masyarakat miskin dapat berjalan. 

- Adopsi perkembangan teknologi informatika demi efisiensi pemutakhiran data. 

 

► Aksi Kunci 2.3: “Akselerasi penyempurnaan regulasi pemanfaatan data 

masyarakat miskin” 

- Kaji ulang regulasi yang membatasi keterbukaan data masyarakat miskin. 

- Sederhanakan prosedur untuk mempermudah akses data masyarakat miskin bagi 

pemangku kepentingan. 

- Tingkatkan publikasi data masyarakat miskin namun tetap melindungi data pribadi 

masyarakat. 

 

► Aksi Kunci 2.4: “Segerakan integrasi keberagaman data sektoral ke dalam data 

masyarakat miskin” 

- Pertimbangkan hasil registrasi sosial ekonomi dalam pengintegrasian data sektoral 

dalam Data P3KE 

- Sepakati keberagaman kebutuhan data masyarakat miskin antar pemangku 

kepentingan 

- Kuatkan komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam integrasi 

data. 
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SASARAN STRATEGIS  3 

PERTAJAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN 

Fokus upaya pengentasan kemiskinan 

selama ini masih bersifat umum, tidak spesifik 

pada kelompok miskin ekstrem di masing-

masing kantong kemiskinan, dan belum 

berorientasi pada kemampuan kelompok 

miskin ekstrem. Keberhasilan program dinilai 

dengan ukuran bersifat makro, seperti 

penurunan laju kemiskinan, bukan pada 

peningkatan kemampuan kelompok miskin 

ekstrem setelah menerima program. Ukuran 

makro ini kurang mencerminkan kondisi riil 

kelompok miskin ekstrem sehingga program 

pemberdayaan berpeluang kurang selaras 

dengan kebutuhan di masing-masing kantong 

kemiskinan. 

Paradigma pemberdayaan masyarakat masih 

mengutamakan pendekatan yang bersifat top down, belum mengedepankan peran aktif 

masyarakat. Terlepas dari perbedaan bekal-bekal kemampuan teknis, upaya 

memberdayakan masyarakat miskin untuk menghadapi dinamika pasar mensyaratkan 

masyarakat miskin maupun miskin ekstrem terlebih dahulu dapat memenuhi kebutuhan 

pangannya secara mandiri. Kemampuan Pemerintah dalam mengadopsi kearifan lokal 

perlu ditingkatkan dengan melibatkan Pemerintah Daerah 

 

► Aksi Kunci 3.1:  “Percepat pemetaan kebutuhan program di setiap kantong 

kemiskinan” 

- Petakan karakteristik kemampuan SDM, SDA, dan budaya berdasarkan kantong 

kemiskinan. 

- Selaraskan hasil pemetaan dengan program pemberdayaan untuk setiap kantong 

kemiskinan.  

- Tetapkan indikator keberhasilan program pemberdayaan yang mencerminkan 

kondisi riil. 

► Aksi Kunci 3.2:  “Sesuaikan keberagaman kemampuan dasar dalam program 

pemberdayaan masyarakat miskin”  

- Cermati perbedaan kemampuan dasar masyarakat miskin antarwilayah. 

- Upayakan keberagaman kemampuan dasar masyarakat miskin terserap 

sepenuhnya ke dalam program pemberdayaan. 

- Tingkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah mengakomodir 

keberagaman kemampuan dasar masyarakat miskin. 

 Ukuran makro, terutama laju penurunan 

kemiskinan kurang mencerminkan 

kondisi mikro (kelompok miskin 

ekstrem) yang sesungguhnya setelah 

program selesai. 

 Kapasitas modal manusia rumah 

tangga miskin ekstrem dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: (a) rata-

rata lama sekolah Kepala Rumah 

Tangga Miskin Ekstrem adalah 5,85 

tahun (70.99 persen berpendidikan SD 

atau tidak tamat SD), (b) rata-rata 

jumlah Anggota Rumah Tangga 4-5 

ART (miskin ekstrem jumlah ART 4,52), 

dan (c) rata-rata usia Kepala Rumah 

Tangga miskin ekstrem 50,85 tahun. 
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-  

► Aksi Kunci 3.3:  “Integrasikan nilai positif kearifan lokal ke dalam program 

pemberdayaan masyarakat miskin”  

- Gali nilai positif kearifan lokal yang bisa diintegrasikan ke dalam program. 

- Manfaatkan modal sosial dalam peningkatan efektivitas program pemberdayaan. 

- Akomodir masukan Pemerintah Daerah untuk mempermudah adopsi kearifan lokal. 

 

► Aksi Kunci 3.4:  “Sinergikan segmentasi program pemberdayaan antar 

pemangku kepentingan” 

- Jalin kesepakatan mengenai segmentasi implementasi pemberdayaan masyarakat 

miskin. 

- Pastikan semua sasaran prioritas merasakan manfaat dari program 

pemberdayaan. 

- Perkuat sinergi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin antar 

segmen. 

 

 

SASARAN STRATEGIS  4 

TINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM 

PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 

 

Program penghapusan kemiskinan yang 

masih bersifat sentralistis. Pemilihan program 

bantuan sosial bersifat top down dengan 

pendekatan pertumbuhan ekonomi. Program 

bantuan sosial pengurangan beban 

pengeluaran tidak sepenuhnya efektif, 

tergantung pada kondisi (eksternal) yang 

dihadapi, dan karakter atau budaya 

masyarakat setempat dalam menghadapinya. 

Peran Pemerintah Daerah sungguh strategis 

dalam memberi masukan terkait karakteristik 

miskin ekstrem yang ada di daerah masing-

masing sehingga program pusat dapat 

mengadopsi karakteristik wilayah secara 

lebih optimal. 

Kualitas SDM dan manajemen (seperti kapasitas analitik dan kemampuan pemahaman 

para pengambil kebijakan) TKPK cenderung masih perlu peningkatan dan pendampingan. 

 Keaktifan TKPK di suatu daerah 

berkorelasi erat dengan peningkatan 

dan penurunan kemiskinan ekstrem di 

daerah tersebut. 

 Dari 514 kabupaten/kota, sudah 487 

kabupaten/kota membentuk TKPK, 27 

kabupaten/kota lainnya belum 

membentuk TKPK. 

 Sudah 276 kabupaten/kota membuat 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (SPKD), namun baru 54 yang 

berhasil menetapkan SPKD dalam 

Peraturan Daerah (Perda). 
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Peran TKPK yang kurang optimal berimplikasi dan berisiko pada program penghapusan 

kemiskinan ekstrem kurang dapat berjalan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan 

ekstrem. 

Keaktifan TKPK di suatu daerah berkorelasi erat dengan peningkatan dan penurunan 

kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Daerah yang telah membentuk TKPK dan 

dilengkapi dengan SPKD, terbukti lebih mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara 

signifikan. Sebaliknya, terjadi peningkatan angka kemiskinan ekstrem pada daerah yang 

TKPK nya belum sepenuhnya aktif. Fasilitas advokasi dan pendampingan yang telah 

disiapkan Pemerintah cenderung kurang diperhatikan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah 

Daerah. Pemanfaatan fasilitas advokasi dan pendampingan bagi TKPK yang kurang 

optimal berisiko pada sebagian besar TKPK menjadi tidak mampu menjalankan tugas dan 

fungsi secara efektif terutama dalam perumusan SPKD. 

 

► Aksi Kunci 4.1:  “Dukung prakarsa Pemerintah Daerah dalam program 

penghapusan kemiskinan ekstrem”  

- Dukung Pemerintah Daerah lepas dari ketergantungan pada program Pemerintah 

Pusat. 

- Pastikan program selaras dengan keberagaman karakteristik kemiskinan ekstrem 

masing-masing kantong kemiskinan  

- Dukung inisiatif Pemerintah Daerah dalam program penghapusan kemiskinan 

ekstrem. 

 

► Aksi Kunci 4.2:  “Perkuat peran TKPK sebagai penjuru penghapusan kemiskinan 

daerah” 

- Aktifkan secara penuh TKPK agar menjalankan tugas dan fungsinya.  

- Tingkatkan kemampuan analitik dan pemahaman para pengambil kebijakan TKPK  

- Dukung TKPK untuk berperan efektif dalam program penghapusan kemiskinan 

ekstrem. 

 

► Aksi Kunci 4.3:  “Optimalkan fasilitas advokasi dan pendampingan TKPK dari 

Pemerintah Pusat” 

- Gunakan fasilitas advokasi dan pendampingan kepada TKPK secara berkelanjutan 

- Dukung TKPK dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. 

- Fasilitasi proses penetapan SPKD menjadi Perda. 

 

 

  



52 

 

PENUTUP 

Metode penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan masing-masing K/L mendesak 

untuk disinergikan dalam upaya mencapai target tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada 

akhir tahun 2024. Melalui sinergi metoda penghapusan kemiskinan ekstrem ini diharapkan 

masyarakat miskin bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada bantuan sosial dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Program pengentasan kemiskinan dirancang 

berdasarkan data masyarakat miskin yang mutakhir. Program pemberdayaan masyarakat 

miskin yang selaras dengan kebutuhan di masing-masing kantong kemiskinan dan 

Pemerintah Daerah dapat lebih optimal berperan dalam upaya menghapus kemiskinan 

ekstrem di wilayahnya.  

Kondisi tersebut merupakan gambaran beberapa isu strategis (pokok persoalan) yang 

meliputi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial yang masih tinggi; 

koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin oleh pemangku kepentingan dalam 

pengentasan kemiskinan yang masih belum optimal; pemberdayaan masyarakat miskin 

yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan di masing-masing kantong kemiskinan; dan 

peran Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum optimal. 

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan 

tersebut yaitu pengurangan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial; 

optimalisasi koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin; penajaman program 

pemberdayaan masyarakat miskin; dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam 

penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nasional. 
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NASKAH STRATEGIS 

PENCEGAHAN KEHILANGAN DAN PEMBOROSAN PANGAN 

         

PENDAHULUAN 

Persoalan pengelolaan Food Loss dan Food Waste (FLW) atau kehilangan dan 

pemborosan pangan merupakan salah satu kepentingan strategis negara dalam 

mewujudkan ketahanan pangan. Upaya pencegahan kehilangan dan pemborosan 

pangan ini menjadi kepentingan strategis yang mengemuka dihadapkan pada kondisi 

saat ini bahwa Indonesia menurut Badan Pangan Dunia (FAO) telah menempati urutan 

ke dua terbesar di dunia setelah Arab Saudi dalam hal FLW. Dilihat dari sisi keekonomian, 

kerugian negara akibat FLW dari tahun 2000-2019 juga sangat besar yaitu sekitar 213-551 

triliun rupiah/tahun yang diperkirakan dapat memberi makan sekitar 61-125 juta orang. 

Kondisi ini kontradiktif ditengah upaya pemerintah untuk melaksanakan penghematan 

dan penguatan ketahanan pangan serta recovery ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Disisi lain, FLW juga berdampak langsung pada meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) akibat emisi timbulan dari pangan yang terbuang. Meningkatnya Emisi GRK juga 

secara langsung berkontribusi memperburuk pemanasan global yang siklusnya 

berimplikasi pada perubahan iklim dan berpengaruh besar pada produksi pangan global 

dan nasional. Jika kecenderungan ini terus berlangsung dapat secara langsung 

mengancam Keamanan Nasional. 

Dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis terkait penguatan ketahanan pangan. Naskah 

strategis ini memfokuskan pada tiga isu strategis, yaitu: masih rendahnya profesionalisme 

pekerja pangan dan perilaku boros pangan masyarakat belum mendukung upaya 

pencegahan FLW; infrastruktur dan sarana prasana penunjang sistem pangan dalam 

rantai pasok pangan yang mendukung efisiensi pencegahan FLW belum optimal serta 

koordinasi perencanaan dan strategi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait isu FLW 

belum optimal. 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. 

Pertama adalah peningkatan profesionalisme pekerja pangan dan perubahan perilaku 

boros pangan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan FLW. Kedua, 

peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang sistem pangan 

dalam rantai pasok pangan yang mendukung efisiensi pencegahan FLW. Ketiga, 

peningkatan koordinasi perencanaan dan strategi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) 

terkait isu FLW.  
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SASARAN STRATEGI 1 

TINGKATKAN PROFESIONALISME PEKERJA PANGAN DAN RUBAH 

PERILAKU BOROS PANGAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG 

UPAYA PENCEGAHAN FLW  

 

Faktor utama terjadinya Food Loss (FL) 

adalah karena perlakuan dan kelalaian 

pekerja pangan (petani, nelayan, 

peternak, tengkulak, pengepul, distributor, 

pelaku usaha hotel-restoran-kafe, UMKM, 

asosiasi, koperasi) terhadap pangan pada 

saat proses pemanenan, penyimpanan, 

pengolahan, pengemasan, distribusi 

maupun pada saat pemasaran. 

Sedangkan Food Waste (FW) terjadi 

utamanya karena kelalaian atau 

ketidaktepatan dalam perencanaan 

pelaku usaha, rumah tangga maupun 

perilaku konsumen dengan kebiasaan 

konsumsi pangan berlebihan dan 

membuang makanan (Badan Pangan 

Nasional, 2022).  

Hasil kajian tim dari Kementerian 

PPN/Bappenas dengan pakar di bidang 

pangan menemukan bahwa rata-rata 

emisi yang dihasilkan dari 1-ton timbulan 

FW lebih besar sekitar 4,3 kali lipat 

dibandingkan emisi 1-ton timbulan FL. 

Persentase rata-rata dalam 20 tahun 

(2000-2019) untuk emisi GRK dari FL 

yaitu sebesar 23 persen dan untuk FW 

yaitu sebesar 77 persen. Data juga 

menunjukan bahwa pengurangan 

timbulan FL rumah tangga paling 

signifikan mereduksi emisi GRK. Jika FW rumah tangga direduksi sebesar 5 persen, GRK 

turun sebesar 2,98 persen. Dibandingkan dengan reduksi FW sebesar 5 persen di hotel, 

restoran, katering (HOREKA) dan FL produksi serta pascapanen, penurunan emisi GRK 

yang diperoleh hanya 0,53 persen dan 0,6 persen. Hal ini menunjukan bahwa upaya 

perubahan perilaku di rumah tangga (masyarakat umum) juga memerlukan fokus perhatian 

(Bappenas, 2021).  

Untuk meningkatkan profesionalisme pekerja pangan pemerintah perlu berkolaborasi 

dengan Pentahelix lainnya dalam mengembangkan lembaga dan menyiapkan tenaga 

 FAO menyatakan bahwa 37,3 persen 

pangan dunia hilang atau terbuang 

sejak dari kegiatan produksi hingga 

pangan siap untuk dikonsumsi.  

 FL di Indonesia dalam kurun waktu 20 

tahun terakhir (2000-2019) cenderung 

turun yaitu dari 61 persen pada tahun 

2000 menjadi 45 persen pada tahun 

2019.   

 FW di Indonesia dalam kurun waktu 20 

tahun terakhir (2000-2019) cenderung 

naik yaitu dari 35 persen pada tahun 

2000 menjadi 55 persen pada tahun 

2019. 

 Kerugian dari FLW Indonesia pada 

tahun 2000 - 2019 sebesar 213-551 

triliun rupiah/tahun atau setara dengan 

4-5% PDB Indonesia.  

 Jumlah orang yang dapat diberi makan 

dari kehilangan kandungan energi 

akibat FLW ini diperkirakan sejumlah 

61-125 juta orang atau 29-47% populasi 

Indonesia. 

 FLW tahun 2000 - 2019 menyumbang 

emisi GRK yang cukup besar dengan 

estimasi sebesar 1.702,9 Mt CO2-ek.   
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penyuluhan di setiap daerah untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, 

pendampingan atau pemantauan kepada pekerja pangan terkait isu pencegahan FLW.  

 

► Aksi Kunci 1.1: “Tingkatkan edukasi pekerja pangan dalam pencegahan FLW”  

- Petakan pekerja pangan di setiap daerah sentra produksi pangan dan rantai pasok 

pangan yang dinilai memerlukan edukasi pencegahan FLW sesuai dengan profesinya.  

- Kembangkan lembaga penyuluhan dan siapkan tenaga penyuluh bersinergi dengan 

swasta, tenaga ahli dan TNI. 

- Berikan edukasi kepada pekerja pangan dalam pencegahan FLW secra berkelanjutan. 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Canangkan Aksi Gerakan Nasional Pencegahan FLW secara 

masif dan berkesinambungan” 

- Ubah perilaku boros pangan dimulai dari unsur-unsur pemerintahan pusat dan daerah 

sebagai contoh teladan. 

- Laksanakan kampanye melalui pencanangan Aksi Gerakan Nasional Pencegahan 

FLW secara masif dan berkesinambungan.  

- Libatkan unsur Pentahelix lainnya (swasta, institusi pendidikan, LSM dan Media) serta 

influencer untuk membantu menyebarluaskan isu pencegahan FLW dalam rangka 

memaksimalkan efek kampanye.   

 

► Aksi Kunci 1.3: “Susun regulasi sebagai elemen pendorong untuk mengugah 

berpartisipasi dan dukungan masyarakat dalam pencegahan FLW”. 

- Tingkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi pangan dan rantai pasok pangan 

melalui proses pencegahan dan penanganan FLW. 

- Lakukan pengaturan terhadap foodbank dan donasi sisa makanan, termasuk terkait 

tanggung jawab terhadap sisa makanan yang disumbangkan dan syarat operasional 

foodbank sebagai penyalur sisa makanan. 

- Dorong kewajiban HOREKA dan pelaku usaha pangan untuk mengintegrasikan sistem 

ekonomi sirkular dan memanfaatkan FW secara mandiri guna mereduksi Emisi GRK. 

- Terapkan sistem insentif dan disinsentif untuk produsen yang memiliki inovasi dalam 

pencegahan dan penanganan FLW secara masif, dan untuk sektor HOREKA yang tidak 

mengelola FLW-nya dengan baik. 

- Implementasikan dan sosialisasikan pemberlakuan denda bagi HOREKA dan 

konsumen yang dengan sengaja membuang sisa makanan. 
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SASARAN STRATEGI 2 

TINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA 

PRASANA PENUNJANG SISTEM PANGAN DALAM RANTAI PASOK 

PANGAN YANG MENDUKUNG EFISIENSI PENCEGAHAN FLW 

 

Penanganan FLW tidak cukup hanya dengan meningkatkan profesionalisme aktor pekerja 

pangan namun juga memerlukan pembenahan pada infrastrusktur dan sarana prasarana 

penunjang sistem pangan seperti antara lain penggunaan teknologi alat mesin 

pertanian/perikanan, teknologi budi daya, infrastruktur penyimpanan, infrastruktur 

pengolahan dan pengemasan produk, infrastruktur rantai pasok pangan, dan lain-lain serta 

kemudahan pekerja pangan untuk mengakses infrastruktur dan sarana prasarana tersebut. 

Untuk mereduksi FLW, FAO merekomendasikan adanya peningkatan infrastruktur dan 

sarana prasarana penunjang sistem pangan agar dapat membantu pekerja pangan 

menerapkan praktek budidaya yang baik (good agricultural practices), menerapkan praktek 

penanganan pangan yang baik (good handling practices), menerapkan teknologi 

pengolahan dan pengemasan produk dan menerapkan praktik distribusi pangan yang baik 

(good distribution practices). Fakta menunjukkan bahwa negara-negara maju yang sudah 

menerapkan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan dengan baik 

menunjukan FLW-nya relatif cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara yang 

belum didukung oleh infrastrusktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan yang 

memadai. 

 

► Aksi Kunci 2.1: “Tingkatkan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana 

penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan” 

- Petakan dan iventarisasi daerah yang memerlukan peningkatan infrastruktur dan 

sarana prasarana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan sesuai 

karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.  

- Sediakan dan tingkatkan infrastruktur dan sarana prasarana sesuai karakteristik dan 

kebutuhan daerah masing-masing dengan melibatkan komponen pentahelix.  

 

► Aksi Kunci 2.2: “Permudah pekerja pangan mendapatkan akses terhadap 

infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan termasuk 

kemudahan akses terhadap modal” 

- Perluas pekerja pangan mendapatkan akses terhadap infrastruktur dan sarana 

prasarana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok makanan sesuai 

kebutuhannya. 

- Berikan kemudahan akses terhadap modal melalui kerjasama perbankan. 

- Tingkatkan kapasitas kemampuan pengelolaan modal secara ekonomis dan akuntabel. 
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SASARAN STRATEGI 3 

TINGKATKAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN STRATEGI ANTAR 

KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) TERKAIT ISU FLW 

 

Peningkatan koordinasi perencanaan dan strategi antar K/L ini sangat strategis dalam 

upaya pencegahan FLW mengingat upaya peningkatan profesionalisme pekerja pangan, 

merubah perilaku masyarakat serta pembenahan infrastruktur akan sulit terlaksana apabila 

perencanaan dan strategi antar K/L tidak terintegrasi.  

K/L pemangku kebijakan dibidang pangan, lingkungan hidup, perencanaan nasional, 

statistik, dan lain-lain telah membuat perencanaan, strategi, program terkait ketahanan 

pangan, lingkungan hidup, pembangunan ekonomi sirkular, dan lain-lain yang tertuang 

dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan sumber data kajian dan 

penelitian yang berbeda dan belum terintegrasi. 

Kedepan untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan 

akan menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan alih fungsi dan degradasi 

lahan, pertambahan jumlah penduduk, perubahan iklim global dan pergerakan harga 

pangan. Untuk itu, terkait dengan isu FLW, perlu adanya integrasi kebijakan penguatan 

ketahanan pangan dari hulu sampai dengan hilir.  

 

► Aksi Kunci 3.1: “Integrasikan perencanaan dan strategi ketahanan pangan hulu-

hilir” 

- Integrasikan perencanaan, strategi dan program Ketahanan Pangan, penurunan Emisi 

GRK, Ekonomi Sirkular dan pencegahan FLW. 

- Tingkatkan koordinasi antar K/L terkait isu FLW. 

- Adakan evaluasi secara berkala gerakan nasional pencegahan FLW. 

 

► Aksi Kunci 3.2: “Integrasikan pengembangan kajian dan pendataan FLW antar 

K/L berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga pengkajian”  

- Buat Databank FLW yang menjadi rujukan perencanaan, strategi dan program.  

- Adakan pendataan FLW yang terintegrasi dalam survei berkala BPS (Sensus 

Pertanian, Sensus Perikanan, SUSENAS). 

- Susun kajian hubungan penyebab dan pendorong FLW pada seluruh tahap rantai 

pasok pangan dengan timbulan FLW yang terjadi di setiap tahap tersebut. 

 

► Aksi Kunci 3.3: “Perkuat dan berdayakan peran Badan Pangan Nasional untuk 

mengoordinasikan perencanaan dan strategi nasional pencegahan FLW”  



60 

 

- Revisi tugas dan fungsi Bapanas dengan tambahan nomenklatur tugas terkait 

pencegahan FLW. 

- Susun strategi nasional pencegahan FLW secara komprehensif dan holistik. 

- Berdayakan Badan Pangan Nasional untuk mengkoordinasikan strategi nasional 

pencegahan FLW 

PENUTUP 

 

Indonesia saat ini, menempati urutan ke dua terbesar di dunia setelah Arab Saudi dalam 

hal FLW. Dilihat dari sisi keekonomian, kerugian negara akibat FLW dari tahun 2000-2019 

juga sangat besar yaitu sekitar 213-551 triliun rupiah/tahun yang diperkirakan dapat 

memberi makan sekitar 61-125 juta orang. Kondisi ini kontradiktif ditengah upaya 

pemerintah untuk melaksanakan penghematan dan penguatan ketahanan pangan serta 

pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kenyataan juga menunjukan FLW telah 

berdampak cukup besar pada kerugian negara di bidang ketahanan pangan, ekonomi dan 

pemanasan global. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi pencegahan FLW guna 

memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi GRK dalam rangka keamanan 

nasional. 

Pencegahan Kehilangan dan Pemborosan Pangan difokuskan pada 3 isu strategis. 

Pertama, masih rendahnya profesionalisme pekerja pangan dan perilaku boros pangan 

masyarakat belum  mendukung upaya pencegahan FLW. Kedua, terbatasnya infrastruktur 

dan sarana prasana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan yang 

mendukung efisiensi pencegahan FLW. Ketiga, terbatasnya koordinasi perencanaan dan 

strategi antar K/L terkait isu FLW. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, naskah ini merumuskan tiga isu strategis. 

Pertama, meningkatkan profesionalisme pekerja pangan dan merubah perilaku boros 

pangan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan FLW. Kedua, membenahi 

infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan 

yang mendukung efisiensi pencegahan FLW. Ketiga meningkatkan koordinasi 

perencanaan dan strategi antar K/L terkait isu FLW.  

Diharapkan dengan terwujudnya strategi pencegahan FLW ini akan memperkuat 

ketahanan pangan sekaligus menurunkan emisi GRK yang pada gilirannya dapat 

memperkokoh keamanan nasional.   
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NASKAH STRATEGIS 

 

STRATEGI SINERGITAS RENBANGNAS DENGAN RTRW PERTAHANAN 

DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KEAMANAN NASIONAL 

         

 

PENDAHULUAN  

 

Pembangunan Nasional disusun berdasar perencanaan yang menyeluruh, terpadu, sistematis dan 

bermanfaat untuk seluruh rakyat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata 

ruang wilayah pertahanan merupakan kawasan yang tidak terpisah dengan tata ruang nasional 

yang  meliputi penataan ruang wilayah Provinsi/ Daerah Khusus/ Daerah Istimewa dan penataan 

ruang wilayah Kabupaten/ Kota. Penataan ruang kawasan pertahanan diselenggarakan bersama-

sama atau dipadukan dengan pelaksanaan penataan ruang di luar fungsi pertahanan negara.  

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kawasan strategis, 

kawasan budidaya, kawasan lindung atau kawasan lain yang harus mewadahi kepentingan 

pertahanan.  

Penataan ruang kawasan pertahanan disusun dalam suatu konsepsi tatanan Sistem Pertahanan 

Semesta yang mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter. Penataan ruang juga 

diperuntukkan dalam penyelenggaraan dukungan administrasi terhadap kegiatan operasional 

satuan operasinal TNI secara kewilayahan maupun terpusat, dan menyelenggarakan pertahanan 

dan perlindungan obyek-obyek vital dan daerah latihan Satuan TNI, serta menyelenggarakan 

perang berlanjut yang meliputi penyiapan kekuatan, penyiapan medan pertahanan dan dukungan 

logistik yang ditata berdasarkan konsepsi yang dikembangkan sesuai kebutuhan pertahanan. 

Wilayah pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan fungsi pertahanan dan kepentingan daerah 

serta dalam konteks kepentingan nasional dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia 

sebagai negara kepulauan. 

Secara garis besar, naskah strategi ini memusatkan pada tiga isu strategis. Pertama, belum 

sinerginya regulasi menyangkut Tata Ruang Wilhan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional dan 

Daerah. Kedua, belum terintegrasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah. Ketiga, belum optimalnya kompetensi SDM dalam dinamika dan koordinasi  

penyusunan Rencana Tata Ruang. Ketiga  hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diatasi 

sebagai kunci keberhasilan sinergitas penataan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Pertahanan dengan Rencana  Tata Tuang Wilayah Nasional dan daerah.  
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SUBSTANSI STRATEGIS 

 

SASARAN  STRATEGI 1 

SINERGIKAN REGULASI MENYANGKUT TATA RUANG WILHAN 

DENGAN TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN DAERAH 

Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk 

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 

gangguan keutuhan bangsa dan negara. Penataan Wilayah 

Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan 

berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah 

Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan 

pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan. 

Pengaturan penataan ruang dan penataan wilayah 

pertahanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan 

Wilayah Pertahanan Negara serta Keputusan Menteri 

Pertahanan Nomor 138/M/II/2018 tentang Wilayah 

Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan.  Substansi 

regulasi di atas secara tegas mengatur bahwa ada ruang 

dan wilayah tertentu dinyatakan sebagai wilayah 

strategis/wilayah pertahanan dan pelaksanaan penataan 

wilayah pertahanan ini dilakukan secara terintegrasi 

dengan tata ruang nasional, tata ruang wilayah provinsi 

dan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Wilayah 

pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan fungsi pertahanan dan kepentingan daerah.  

Meskipun demikian terkait kewenangan daerah dalam pengaturan tata ruang wilayah pertahanan 

belum ada. Hal ini karena belum dimasukkannya pentingnya wilayah pertahanan dalam UU No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan penataan ruang dan penataan wilayah 

pertahanan belum ada penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

mengatur tata ruang wilayah pertahanan. Demikian pula dalam PP No. 21 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang belum melibatkan unsur TNI di daerah. 

► Aksi Kunci 1.1: “Rumuskan peran dan tanggungjawab Pemda dalam bidang tata ruang 

wilayah pertahanan“   

- Dorong Pemda agar berpartisipasi aktif dalam penyiapan wilayah pertahanan didaerahnya 

masing-masing. 

- Siapkan konsep penataan wilayah dengan memperhatikan kepentingan daerah dan 

kepentingan pertahanan. 

- Tingkatkan koordinasi dan pemahaman Pemda dalam penyusunan tata ruang wilayah 

pertahanan. 

 Penataan ruang adalah suatu sistem 

proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

 Rencana Wilayah Pertahanan yang 

selanjutnya disingkat RWP adalah 

hasil perencanaan wilayah yang 

mengindikasikan lokasi Wilayah 

Pertahanan untuk kepentingan 

pertahanan negara. 

 Rencana Rinci Wilayah Pertahanan 

yang selanjutnya disingkat RRWP 

adalah jabaran dari perencanaan 

wilayah yang mengindikasikan lokasi 

Wilayah Pertahanan, sesuai matra 

TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan 

Laut, dan TNI Angkatan Udara yang 

dibuat secara rinci untuk kepentingan 

pertahanan negara. 
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► Aksi Kunci 1.2: “Optimalkan kolaborasi antar stakeholder melalui Forkopimda. 

- Dorong revisi Permendagri RI Nomor 116 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN Nomor 15 

Tahun 2021 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah agar memasukan unsur TNI dalam 

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( TKPRD) 

- Beri masukan kepada Tim koordinasi Penataan Ruang agar melibatkan TNI dalam 

pembahasan penataan ruang daerah. 

- Adakan pendekatan persuasif dan akademis untuk memudahkan penyelarasan penyusunan 

tata ruang. 

 

► Aksi Kunci 1.3: Intensifkan komunikasi, sosialisasi dan pembinaan kepada  Instansi 

terkait dalam sinergitas penyusunan tata ruang 

- Perbanyak komunikasi dalam berbagai level organisasi untuk meningkatkan kesepahaman 

bersama. 

- Optimalkan sosialisasi dua arah untuk menghilangkan mis persepsi terkait penyusunan tata 

ruang. 

- Adakan upaya mensinergikan penyusunan tata ruang melalui berbagai forum forma dan 

nonformal. 

 

SASARAN STRATEGI  2 

INTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN 

DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini 

tidak melibatkan wilayah pertahanan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aspek 

pertahanan keamanan kurang terwadahi dan kurang 

terakomodasi dalam dokumen RTRW pembangunan 

yang disusun pemerintah daerah sehingga 

menimbulkan benturan pada level teknis 

operasional di lapangan dengan RTRW pertahanan, 

perlunya sinkronisasi penyusunan rencana tata 

ruang wilayah/rencana detail tata ruang/rencana tata 

ruang kawasan strategis nasional  dengan penataan 

wilayah pertahanan.  

Dasar  Penataan Ruang Wilayah Pertahanan sudah 

cukup memadai,  yaitu  UU No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN),  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara, PP No. 68 tahun 2014 tentang Penataan 

 Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh 

Pemerintah untuk memberi jaminan 

kepastian terhadap keberadaan 

Wilayah Pertahanan. 

 Wilayah Pertahanan terdiri atas: a. 

pangkalan militer atau kesatrian; b. 

daerah latihan militer; c. instalasi 

militer; d. daerah uji coba peralatan 

dan persenjataan militer; e. daerah 

penyimpanan barang eksplosif dan 

berbahaya lainnya; f. daerah disposal 

amunisi dan peralatan pertahanan 

berbahaya lainnya; g. obyek vital 

nasional yang bersifat strategis; 

dan/atau h. kepentingan pertahanan 

udara 
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Wilayah Pertahanan Negara yang secara substansi jelas mengatur adanya wilayah dan ruang 

tertentu sebagai wilayah strategis yang merupakan wilayah pertahanan. Perencanaan tata ruang 

wilayah pertahanan perlu diselenggarakan secara terintegrasi dengan RTRW Nasional, provinsi 

dan kabupaten/Kota dengan mengacu pada PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang; Permen Pertahanan RI No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Rinci Wilayah Pertahanan. 

Rencana Wilayah Pertahanan dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang seharusnya sudah 

ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan tersendiri. Kewenangan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) propinsi maupun kabupaten/kota kesulitan mendapatkan 

referensi. Setelah terbitnya peraturan pemerintah tentang penataan wilayah pertahanan pada tahun 

2014 pun masih belum bisa memberikan masukan kepada Raperda pembuatan RTRW daerah/kota, 

hal ini menyebabkan RWP dan RRWP yang dijadikan sebagai salah satu referensi penyusunan 

RTRW pemerintah daerah/kota belum disusun oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes 

TNI/Angkatan. 

 

Aksi Kunci 2: 

► Aksi Kunci Sasaran 2.1: “Dorong pembangunan nasional dengan memperhatikan wilayah 

pertahanan guna menunjang sistem pertahanan semesta” 

- Maksimalkan pembangunan nasional dengan memperhatikan wilayah pertahanan sebagai 

kepentingan bersama.  

- Padukan rencana wilayah pertahanan dengan wilayah pembangunan nasional/daerah sesuai 

dinamika pembangunan. 

- Koordinasikan rencana pembangunan sejak dini untuk mengakomodasi berbagai 

kepentingan antar stakeholder. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 2.2:  “Optimalkan kinerja forum koordinasi tata ruang pertahanan 

dan non pertahanan” 

- Libatkan semua stakeholder yang terkait dengan penataan ruang agar mencapai hasil yang 

maksimal. 

- Evaluasi secara berkala pelaksanaan forum koordinasi agar mendapatkan solusi maksimal 

dari  permasalahan yang ada. 

- Tingkatkan motivasi dan kinerja forum koordinasi penyusunan tata ruang.  

 

► Aksi Kunci Sasaran 2.3: Percepat penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan 

(RRWP). 

- Susun tahapan penyusunan RRWP secara detail. 

- Tentukan SDM yang tepat dan berkualifikasi untuk penyusunan RRWP. 

- Dukung fasilitas dan insfrastruktur yang dibutuhkan dalam penyusunan RRWP. 
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SASARAN  STRATEGI  3 

OPTIMALKAN KOMPETENSI SDM DALAM DINAMIKA DAN 

KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG 

Kompetensi SDM menjadi kunci dalam menyusun 

rancangan tata ruang wilayah pertahanan yang tidak 

terpisah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Dalam menyusun dan mensinkronkan tata ruang 

wilayah pertahanan dengan tata ruang wilayah 

pemerintah provinsi, kabupaten/kota perlu melakukan 

koordinasi dan kolaborasi antar instansi Kemendagri, 

Kemen ATR/BPN, KLHK, Kemen PUPR, termasuk 

pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut juga harus 

didukung berdasar peraturan perundangan dan peraturan 

pemerintah yang memberikan ruang bagi penyusunan 

tata ruang wilayah pertahanan. Melalui kolaborasi teknis 

dan non teknis tersebut akan menjadi acuan dalam 

pemanfaatan wilayah baik darat, laut dan udara yang 

tertuang dalam kebijakan pemerintah yang bertujuan 

mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan nasional. 

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan secara bertahap dengan sasaran utama menguasai materi 

dasar Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Wilayah Pertahanan, mampu mensosialisasikan 

peraturan perundang-undangan dan tata ruang sesuai substansi kelembagaan, bersikap kooperatif 

dan koordinatif dalam proses sinergi penyusunan tata ruang dengan meninggalkan ego sektoral 

kepentingan masing-masing. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 3.1: “Tingkatkan kompetensi SDM di lingkungan TNI dan Pemda 

dalam penyusunan rencana tata ruang” 

- Adakan seleksi secara ketat terhadap pengisian jabatan yang memerlukan keahlian 

penyusunan tata ruang. 

- Siapkan kader personil untuk regenerasi jabatan keahlian bidang tata ruang. 

- Lakukan pembinaan SDM berbasis Tour of Area/Tour of Duty (TOA/TOD) sesuai bidang 

keahlian. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 3.2: “Percepat penguatan ‘capacity building’ bagi SDM di lingkungan 

TNI dalam penyusunan  rencana tata wilayah pertahanan.” 

- Laksanakan pelatihan/penataran/kursus guna meningkatkan kompetensi penyusunan tata 

ruang.  

- Tugaskan SDM terseleksi untuk mengikuti seminar, symposium dan workshop dalam 

menambah kemampuan keilmuan tata ruang. 

- Berikan insentif secara terukur untuk meningkatkan motivasi kinerja SDM tata ruang. 

Kemampuan SDM dengan 

kompetensi dibidang penataan 

Wilhan diharapkan memiliki 

kualifikasi : 

 Latar pendidikan teknik sipil, 

planologi, atau  geografi,  

 Memiliki dan menguasai 

pemikiran dan ide-ide spasial 

tata ruang. 

 Mampu membuat master plan  

 Menguasai masalah 

perencanaan pembangunan 
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► Aksi Kunci Sasaran 3.3: “Siapkan SDM untuk pendidikan  spesialisasi  tata ruang secara 

berkelanjutan” 

- Selenggarakan seleksi SDM secara komperehensif untuk memperoleh kader regenerasi 

bidang tata ruang. 

- Susun rencana pengembangan SDM yang berkualifikasi tata ruang 

- Tingkatkan motivasi SDM peserta pendidikan untuk mencapai kualifikasi standar yang 

dibutuhkan. 

 

 

PENUTUP 

 

Pembangunan Nasional disusun berdasar perencanaan yang menyeluruh, terpadu, sistematis dan 

bermanfaat untuk seluruh rakyat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Rencana Tata 

Ruang Wilayah Pertahanan (Wilhan) merupakan kawasan yang tidak terpisahkan dengan Tata 

Ruang Nasional, meliputi penataan ruang wilayah Provinsi/ Daerah Khusus/ Daerah Istimewa dan 

penataan ruang wilayah Kabupaten/ Kota. Penataan ruang kawasan pertahanan diselenggarakan 

bersama-sama atau dipadukan dengan pelaksanaan penataan ruang di luar fungsi pertahanan 

negara. Realitas lapangan menunjukkan belum adanya sinergi dalam Perencanaan Pembangunan 

Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan sehingga berpengaruh terhadap 

penyiapan pertahanan negara dalam rangka memperkokoh keamanan nasional. 

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan rencana tata ruang wilayah 

pertahanan dihadapkan pada tiga  isu persoalan strategis. Pertama, belum sinerginya regulasi 

menyangkut Tata Ruang Wilhan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah. 

Kedua, belum terintegrasinya Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah. Ketiga, Belum optimalnya kompetensi SDM dalam dinamika dan koordinasi, 

penyusunan Rencana Tata Ruang. 

Dalam rangka mengatasi empat persoalan tersebut perlu dilaksanakan tiga upaya strategi yaitu : 

Strategi 1, memperkuat sinergitas regulasi menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah. Strategi 2, mengintegrasikan RTRW 

Wilhan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Strategi 3, mengoptimalkan kompetensi SDM dalam 

dinamika dan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang. 
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NASKAH STRATEGI 

  

AKSELERASI PENERAPAN EKONOMI SYARIAH UNTUK 

MEMPERKOKOH KETAHANAN EKONOMI DALAM RANGKA 

KEAMANAN NASIONAL 

 
         

 

PENDAHULUAN 
 
Tantangan perekonomian pasca pandemi Covid-19 semakin kompleks dan beragam. Munculnya 
berbagai risiko perdagangan, keuangan, dan geopolitik, membuat seluruh negara mengalami 
ancaman ketidakstabilan dan kerentanan. Untuk merespon berbagai ketidakpastian ekonomi 
global, kemampuan memanfaatkan peluang yang ada dan mengakselerasi pemanfaatannya 
menjadi salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional. Salah satu peluang yang dimaksud adalah 
ekonomi dan keuangan syariah.  
 
Pada 2021, omset ekonomi industri halal mencapai USD$ 2,02 triliun. Beberapa negara 
berlomba-lomba mengambil peluang tersebut. Malaysia memiliki visi menjadi pusat industri 
halal dan keuangan syariah global. Inggris bertekad menjadikan London sebagai pusat keuangan 
syariah di belahan bumi bagian Barat. Korea Selatan dan Thailand, dengan keunggulan 
komparatif masing-masing mencoba menjadi destinasi utama pariwisata halal global dan dapur 
halal dunia. Termasuk Uni Emirat Arab berambisi menjadi ibu kota ekonomi syariah global.  
Ekonomi syariah diproyeksikan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat 
muslim global dan peningkatan kesadaran akan produk dan gaya hidup halal, dan perkembangan 
keuangan syariah. Dalam Global Islamic Economy Report (2021), sejumlah kluster ekonomi 
syariah seperti keuangan syariah diproyeksikan bernilai sebesar USD$ 2,88 triliun, makanan dan 
minuman halal sebesar USD$ 1,38 triliun, media dan rekreasi halal sebesar USD$ 270 miliar 
pada 2024. 
 
Di dalam negeri, ekonomi syariah secara konsisten terus berkembang, namun tanpa percepatan 
berarti. Secara umum bisa dilihat dari kontribusi rantai nilai halal dalam PDB dari 2016 hingga 
2020 sebesar 24,30 persen, 24,61 persen, 24,77 persen, dan 24,86 persen. Saat ekonomi nasional 
terkontraksi minus 2,07 persen karena dampak pandemi Covid-19 pun, kinerja sektor rantai nilai 
halal relatif lebih baik dibandingkan kinerja sektor lain, dengan kontraksi sebesar minus 1,72 
persen. Selain itu, perkembangan bisa dilihat dari penyaluran pembiayaan perbankan syariah 
yang memperlihatkan pertumbuhan sebesar 7,86 persen. 
 
Kondisi ini memperlihatkan suatu progres, namun ekonomi syariah harus tetap dikelola dengan 
optimal agar mencapai potensi besarnya. Empat tahun sejak masterplan ekonomi syariah 
Indonesia 2019-2024 pertama kali dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas, sejumlah kondisi makro ekonomi syariah belum mengalami perubahan 
berarti. Sejauh ini, Indonesia masih lebih banyak mengimpor bahan baku dan produk halal, 
dibandingkan mengekspornya ke negara-negara lain.  Dalam Global Islamic Economy Index 
(2022) pun, dari lima rantai halal utama, Indonesia menempati posisi 3 besar, hanya pada 
kategori makanan dan minuman, dan fashion halal. Dibalik status sebagai negara dengan jumlah 
penduduk muslim terbesar di dunia, market share sektor perbankan, pasar modal, industri non-
perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan sektor konvensional, masing-masing 
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dengan 6,74 persen dan 4,37 persen.  Khusus untuk perbankan syariah, selama bertahun-tahun 
konsisten di angka 5 persen, sebelum Aceh dan NTB melakukan konversi.  Selain itu, masih 
banyak persoalan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.   
 
Kedepan masih dibutuhkan suatu akselerasi untuk mengoptimalkan potensi besar ekonomi 
syariah yang dilakukan secara bersama-sama oleh para stakeholders. Agar pemulihan ekonomi 
pasca pandemi Covid-19 berlangsung dengan optimal, sehingga ketahanan ekonomi semakin 
kokoh guna ketahanan nasional. 
 

SUBSTANSI STRATEGIS 
 
Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 
beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, 
belum optimalnya pengembangan rantai nilai halal; Kedua, belum kokohnya fondasi industri 
keuangan syariah; Ketiga belum optimalnya peran dan sinergi UMKM, pelaku usaha di industri 
besar dan BUMN sebagai penggerak utama rantai nilai halal; dan Keempat, belum optimalnya 
penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. 
 

 

SASARAN STRATEGI 1 

OPTIMALKAN PENGEMBANGAN RANTAI NILAI HALAL 
 

Di dalam Masterplan Ekonomi Syariah 
Indonesia yang disusun Kementerian 
PPN/Bappenas (2018), pengembangan rantai 
nilai halal merupakan strategi utama untuk 
mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi 
syariah dunia. Pengembangan rantai nilai halal 
bisa dilihat sebagai lokomotif yang akan 
menarik pertumbuhan ekonomi dan keuangan 
syariah. Secara umum, seluruh sistem dalam 
rantai nilai halal harus mengikuti prinsip dan 
standar halal, serta menghindari yang dilarang 
oleh syariat. Sektor utama dalam pengembangan 
rantai nilai halal mencakup klaster halal food, 
muslim friendly travel, modest fashion, pharma 
& cosmetic, dan media & recreation. Belum 
optimalnya pengembangan rantai nilai halal.  
Selain itu, pengembangan rantai nilai halal 
terhambat oleh perumusan dan penerapan 
kebijakan yang masih parsial dari masing-
masing anggota KNEKS. Kewenangan 
manajemen eksekutif KNEKS sendiri tergolong 
lemah karena dalam pelaksanaan tugas untuk 
menyiapkan arah rekomendasi kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan 
keuangan syariah, manajemen eksekutif tidak menyelenggarakan fungsi implementasi program/ 
kebijakan yang telah direkomendasikan. 
 

Data rantai nilai halal:  
 Pertama, dalam klaster halal food 

global, Indonesia menempati 
peringkat ke-4 di bawah Malaysia, 
Singapura dan Uni Emirat Arab;  

 Kedua, peringkat ke-6 dalam klaster 
muslim friendly travel, di bawah 
Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, 
Thailand dan Tunisia; 

 Ketiga, peringkat ke-3 dalam klaster 
modest fashion, di bawah Uni Emirat 
Arab dan Turki; 

 Keempat, peringkat ke-6 dalam 
klaster pharma & cosmetic, di bawah 
Malaysia, Uni Emirat Arab, 
Singapura, Iran dan Mesir; 

 Kelima, peringkat terakhir dalam 
klaster media & recreation, di bawah 
Uni Emirat Arab, Malaysia, 
Singapura dan Inggris. 
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► Aksi Kunci 1.1: “Perkuat kewenangan KNEKS untuk melakukan koordinasi 
pengembangan rantai nilai halal” 

- Rumuskan bersama kewenangan KNEKS yang lebih kuat dan adaptif. 

- Review kinerja keanggotaan KNEKS secara berkala. 

- Pertahankan dan kembangkan kearifan lokal sesuai identitas nasional sebagai daya tarik 
produk. 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Dorong proses sertifikasi halal berbasis pernyataan mandiri pelaku usaha 
(Self Declare) yang murah, cepat dan sederhana” 

- Efektifkan proses sertifikasi halal, murah, cepat dan sederhana. 

- Persingkat birokrasi sertifikasi. 

- Tingkatkan jumlah lembaga pemeriksa/penguji rantai nilai halal. 

 

► Aksi Kunci 1.3: “Terbitkan kebijakan untuk memprioritaskan penggunaan produk 
bersertifikasi halal buatan dalam negeri.” 

- Tingkatkan produksi bersertifikasi halal yang kompetitif. 

- Perbanyak daerah yang menerapkan kebijakan sertifikasi halal. 

- Tingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. 

 

► Aksi Kunci 1.4: “Optimalkan penggunaan bahan baku dan produk halal bersumber dari 
dalam negeri.” 

- Kembangkan keragaman sumber bahan baku produk halal. 

- Dorong daerah untuk mengembangkan kawasan industri halal. 

- Tingkatkan kualitas, promosi dan branding produk halal.  

 

SASARAN STRATEGI 2 

PERKUAT FONDASI INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH 

 
Pada dasarnya, ekonomi dan keuangan syariah tidak 
dapat berkembang secara parsial. Sektor ekonomi 
tidak dapat berkembang dengan optimal tanpa 
dukungan pembiayaan dari sektor keuangan. Begitu 
pun sektor keuangan, tidak akan tumbuh tanpa 
permintaan sektor riil. Industri keuangan syariah 
setidaknya meliputi perbankan syariah, pasar modal 
syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) 
syariah. Industri perbankan syariah mencakup bank 
syariah yang menghimpun dana, menyalurkan dana, 
dan memberikan pelayanan jasa perbankan kepada 
nasabahnya. Secara umum, proses perbankan syariah 
mencakup proses penghimpunan (funding), 

BAZNAS menyatakan bahwa 

potensi zakat Indonesia sebesar 327 

Triliun pada tahun 2022. Namun, 

BAZNAS baru menargetkan 

pengumpulan dana sebesar 26 

Triliun, jika dana tersebut berhasil 

terkumpul diperkirakan akan ada 56 

juta penerima manfaat dari 

pengumpulan zakat tersebut. Dilain 

sisi, data optimalisasi pengumpulan 

zakat di tingkat provinsi seluruh 

Indonesia baru mencapai angka 2,9 

Triliun (BAZNAS 2022).  
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manajemen dan tata kelola perbankan, hingga pembiayaan (financing). Adapun industri pasar 
modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Sementara 
industri non-perbankan syariah mencakup asuransi syariah, zakat, wakaf, dana pensiun syariah, 
lembaga keuangan syariah khusus, lembaga keuangan mikro dll. 
 

► Aksi Kunci 2.1: “Gunakan metode sosialisasi produk industri keuangan syariah yang 
efektif.” 

- Siapkan SDM profesional yang menguasai ekonomi syariah. 

- Tentukan metode sosialisasi dan gaya komunikasi sesuai objek sasaran. 

- Monitoring efektifitas metode dan hasil sosialisasi. 

 

► Aksi Kunci 2.2: “Dorong penggunaan skema pembiayaan dalam industri perbankan 
syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB).” 

- Rumuskan skema pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan dan dinamika pasar. 

- Tingkatkan daya saing skema pembiayaan syariah. 

- Permudah proses pembiayaan untuk program infrastruktur dan pengembangan kapasitas 
UMKM. 

 

► Aksi Kunci 2.3: “Optimalkan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana sosial 
syariah.” 

- Inventarisir dana sosial dari berbagai stakeholder yang memperkuat keuangan syariah 

- Tetapkan tata kelola dan penyaluran dana sosial secara transparan dan akuntabel. 

- Seleksi SDM yang profesional dan berintegritas terkait pengelolaan dana sosial syariah. 

 

► Aksi Kunci 2.4: “Optimalkan program pendidikan dan pelatihan SDM, riset dan inovasi 
produk keuangan syariah, serta penggunaan teknologi informasi.” 

- Rumuskan kurikulum ekonomi syariah yang dinamis sesuai dengan perkembangan 
Teknologi Informasi (TI). 

- Kembangkan riset ekonomi syariah didukung anggaran yg memadai. 

- Perbanyak inovasi produk ekonomi syariah yang berbasis digital. 

 

 

SASARAN STRATEGI 3 

OPTIMALKAN PERAN DAN SINERGI UMKM, PELAKU USAHA DI 

INDUSTRI BESAR DAN BUMN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA 

RANTAI NILAI HALAL 

 
UMKM adalah fondasi ketahanan ekonomi Indonesia. Pada 2019 jumlah UMKM di Indonesia 
sekitar 64,19 juta unit, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau sekitar 8,5 
triliun rupiah. Namun, peran UMKM dalam rantai nilai halal belum optimal. Kondisi ini bisa 
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dilihat dari jumlah UMKM yang terhubung dengan ekosistem ekonomi digital masih sekitar 
17,25 juta unit, atau 25 persen lebih dari jumlah keseluruhan UMKM.  
Jumlah UMKM yang bersertifikat halal masih sekitar 650 ribu unit, atau 3 persen kurang dari 
jumlah UMKM yang tercatat go digital (KemenKopUKM, 2022). Penguatan peran UMKM 
sebagai penggerak utama nilai halal menjadi suatu urgensi mengingat Undang-Undang Jaminan 
Produk Halal, Pasal 4 telah mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia bersertifikat halal. Sinergi UMKM dan Industri besar untuk meningkatkan 
kapasitas UMKM, menjadi off taker produk-produk UMKM, dan mendukung permodalan 
UMKM masih perlu diakselerasi. 
 

► Aksi Kunci 3.1: “Prioritaskan penerbitan sertifikasi halal kepada kelompok atau klaster 
UMKM.” 

- Dorong pelaku usaha UMKM untuk pro aktif melakukan sertifikasi halal. 

- Inventarisir kelompok utama UMKM sebagai penerima prioritas sertifikasi halal. 

- Atasi dan hilangkan hambatan dalam proses sertifikasi halal. 

 

► Aksi Kunci 3.2: “Prioritaskan program pengembangan kapasitas UMKM dan pelaku usaha 
lainnya.” 

- Rumuskan materi program pengembangan sesuai tantangan aktual yang dihadapi 
ekonomi syariah. 

- Tentukan metode pengembangan kapasitas secara komprehensif dan modern. 

- Perluas kepesertaan dalam program pengembangan kapasitas.  

 

► Aksi Kunci 3.3: “Percepat pembangunan infrastruktur TIK.” 

- Rencanakan dan alokasikan anggaran sesuai kebutuhan infrastruktur. 

- Peroleh sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk memperbesar kemampuan pendanaan 
pemerintah. 

 

► Aksi Kunci 3.4: “Kembangkan skema pembiayaan syariah untuk peningkatan modal 
UMKM.” 

- Tentukan strategi pembiayaan dan pengelolaan dana sosial (CSR) yang tepat sasaran. 

- Rumuskan program kemitraan UMKM dengan industri besar dan BUMN. 

- Susun dan tetapkan kebijakan pemerintah terkait pembinaan UMKM oleh pelaku usaha 
industri besar dan BUMN. 

 

SASARAN STRATEGI 4 

TINGKATKAN LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 

MELALUI METODE YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 

 

Bank Indonesia (2022) mendefinisikan literasi ekonomi syariah sebagai pengetahuan mendasar 
mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (economic & Financial knowledge) menurut 
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aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (financial skill) dan keyakinan (financial 
confident) dalam mengelola sumber keuangannya (financial behavior) secara tepat guna, untuk 
mencapai kesejahteraan (well-being) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan 
agama. 

Pada 2021, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia baru mencapai 20,01 persen. Artinya, 
dari 100 orang penduduk muslim Indonesia, baru sekitar 20 orang yang memahami ekonomi 
syariah.  Literasi menjadi penting karena semakin tinggi tingkat literasi ekonomi syariah di 
masyarakat, semakin tinggi juga penggunaan barang dan jasa halal. Literasi yang 
diimplementasikan melalui inklusi penggunaan produk barang dan jasa akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional secara berkelanjutan. 
 

► Aksi Kunci 4.1: “Kembangkan metode literasi yang kreatif dan inovatif.” 

- Manfaatkan semua jenis platform aplikasi media sosial secara optimal.  

- Libatkan peran serta kelompok milenial dalam berbagai kegiatan literasi ekonomi syariah 

- Kedepankan narasi ekonomi syariah yang kuantitatif, logis dan rasional. 

 

► Aksi Kunci 4.2: “Rumuskan pedoman bagi pelaku di sektor pendidikan, pendidikan tinggi, 
penelitian dan pengembangan.” 

- Tampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan pedoman di lingkungan pendidikan. 

- Implementasikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai bahan pengetahuan 
disemua tingkat dan aktivitas pendidikan. 

- Kembangkan variasi dan inovasi metode pembelajaran dalam berbagai model. 

 

► Aksi Kunci 4.3: “Intensifkan sosialisasi keunggulan produk ekonomi dan keuangan 
syariah.” 

- Tingkatkan kampanye nasional tentang keunggulan produk ekonomi syariah secara 
intensif dan kolaboratif. 

- Libatkan peran influencer dalam mengembangkan produk ekonomi syariah di media 
sosial. 

- Dorong semua tokoh masyarakat sebagai role model dalam mengembangkan produk 
ekonomi syariah. 

 

► Aksi Kunci 4.4: “Kembangkan Pusat Data Ekonomi dan Keuangan Syariah.” 

- Siapkan rancang bangun pusat data ekonomi dan keuangan syariah 

- Adakan proses rekruitmen SDM yang bertalenta digital. 

- Pelihara dan kembangkan kemampuan SDM secara berjenjang dan berkelanjutan. 
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PENUTUP 
 
Sejak KNEKS berdiri pada 2020, kondisi ekonomi dan keuangan syariah mengalami 
pertumbuhan. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ini masih perlu diakselerasi, terutama 
dengan mempertimbangkan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah nasional. Meskipun 
telah ditetapkan masterplan ekonomi dan keuangan syariah, di mana strategi utama adalah 
pengembangan dan penguatan rantai nilai halal. Namun implementasinya belum optimal karena 
K/L, perguruan tinggi dan BUMN masih bergerak secara parsial. Selain itu dalam praktiknya, 
masyarakat dan pelaku usaha masih menggunakan produk dan bahan baku produk impor. 
 
Integrasi antara industri keuangan syariah dengan rantai nilai halal belum terbangun, utamanya 
karena pelayanan masih rendah, produk belum dikenal luas dan belum memiliki keunggulan 
kompetitif dibandingkan industri perbankan konvensional. Sementara kontribusi UMKM, pelaku 
usaha di industri besar dan BUMN dalam menggerakkan rantai nilai halal juga belum sesuai 
harapan terutama karena kesadaran UMKM akan sertifikasi halal, akses pemodalan, digitalisasi 
UMKM, pendampingan dan pendayagunaan UMKM oleh pelaku usaha di industri besar dan 
BUMN belum maksimal. 
 
Tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu diselenggarakan secara masif. Perlu adanya 
inovasi dan terobosan dalam upaya literasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas 
informasi positif di ruang publik terkait keunggulan dan manfaat ekonomi syariah. Pemanfaatan 
partisipasi influencer dan role model pegiat ekonomi dan keuangan syariah yang bisa menjadi 
teladan dan rujukan bagi masyarakat perlu diupayakan secara maksimal. 
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NASKAH STRATEGIS 

MENGHADAPI ANCAMAN DUNIA DIGITAL 

 
         

 

PENDAHULUAN 

 

 

Kemajuan teknologi berbasis informasi yang telah mampu merubah dunia dan kehidupan 

manusia memasuki era baru teknologi komunikasi yang senantiasa berkembang menuntut 

penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi. Era digital sebagai dampak kemajuan 

teknologi membawa dunia menuju masyarakat informasi dengan proses transisi yang terus 

bergulir sedemikian cepat pada seluruh kepentingan kehidupan manusia, seiring dengan 

dinamika tersebut terdapat pemanfaatan dan ancaman ancaman yang terus menyertai serta ikut 

terus berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan akan teknologi informasi komunikasi. 

maka kemajuan dunia informasi dalam era digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi 

seluruh negara untuk menyesuaikan strategi keamanan nasional terhadap penggunaan dan 

pengamanannya karena hal yang terjadi di dunia teknologi informasi akan sangat berdampak 

serius dan sistemik terhadap stabilitas keamanan nasional suatu negara. 

 

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu 

strategis terkait dunia digital di Indonesia, sebagai salah satu peluang untuk mewujudkan 

kepentingan nasional, sehingga negara harus menghadirkan keamanan bagi warga negaranya. 

Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: akselerasi pengembangan 

penatalaksanaan digital nasional yang belum optimal; platform standar interoperabilitas data 

nasional yang belum ditetapkan; strategi keamanan siber nasional yang belum ditetapkan; dan 

regulasi pembangunan digital nasional yang belum terintegrasi. 

 

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang 

dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap 

solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, optimalkan akselerasi 

pengembangan penatalaksanan digital nasional. Kedua, tetapkan platform bersama demi 

interoperabilitas data nasional. Ketiga, segera selesaikan pembuatan strategi keamanan siber 

nasional. Keempat, pastikan regulasi terintegrasi guna mendorong pembangunan dunia digital 

nasional. 

 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian yaitu :  

pengoptimalan akselerasi pengembangan penatalaksanaan digital nasional; penetapan platform 

standar interoperabilitas data nasional; pengakselerasian penetapan strategi keamanan siber 

nasional; dan pengintegrasian regulasi pembangunan digital nasional. 
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SASARAN 1 

OPTIMALKAN AKSELERASI PENGEMBANGAN 

PENATALAKSANAAN DIGITAL NASIONAL 

 
Seiring dinamika perkembangan 

lingkungan strategis yang cepat dan 

dinamis dengan segenap apa yang 

dianggap problematis dalam dunia 

nyata, meliputi kemajuan teknologi, 

dinamika politik dan transformasi sosial, 

bahwa iklim pancaroba pro–kontra 

terhadap setiap kebijakan semakin 

kental menunjukkan potensi 

menurunnya kualitas sebuah kebijakan 

di era globalisasi digital saat ini. 

Bergesernya bipolar ke multipolar dalam 

sistem hubungan internasional pasca 

perang dingin telah melahirkan unipolar 

dengan segenap pengaruhnya mampu 

melakukan tekanan politik global 

meskipun kekuatan militer tetap 

mendominasi disamping kemampuan 

ekonomi yang kuat dan menaikkan 

kekuatan politik yang semakin 

menguatkan ekonomi yang menguatkan 

militer, mendukung politik dan ekonomi 

di dalam hubungan internasional. Oleh 

karenanya, potensi konflik dalam era 

globalisasi digital atau kemajuan 

teknologi lebih mengarah pada potensi 

konflik politik dan ekonomi 

memanfaatkan cyberspace di tengah 

pusaran fakta kecenderungan pergeseran 

perekonomian dunia dari negara super power ke negara negara di asia yang semakin kentara 

dengan sejumlah upaya perimbangan dalam persaingan global dengan pemanfaatan dunia 

digital. Perkembangan dunia digital di Korea Selatan dapat menunjukkan dengan jelas 

fenomena pergeseran tersebut. 

 

Kemajuan pada era revolusi industri 4.0 yaitu pembangunan teknologi informasi dan 

komunikasi telah menjelma menjadi suatu hal yang sangat krusial pada tatanan kehidupan 

masyarakat. Digitalisasi dianggap sebuah kunci untuk memenangkan dalam persaingan global. 

Revolusi Industri 4.0 telah merubah perilaku dan pola pikir pada masyarakat serta momentum 

agar dapat melakukan transformasi digital di setiap kehidupan masyarakat nasional. 

Menyingkapi hal tersebut dibutuhkan strategi nasional yang dilaksanakan dengan komitmen 

dan konsisten, hal tersebut sebagai acuan untuk mengatasi hambatan pada akselerasi dunia 

digital yaitu kurang meratanya dalam pengembangan dan penyebaran TIK yang menyebabkan 

 Kesenjangan digital merupakan suatu gap antara 

individu, bisnis, dan area geografi pada level 

sosial sampai ekonomi. Perbedaan pada hal ini 

dapat terlihat pada kemampuan masyarakat 

secara umum untuk mengakses TIK (tekonologi 

informasi dan komunikasi), serta dalam hal 

penggunaan internet untuk berbagai aktivitas.  

 

 Peraturan sarana transaksi elektronik dan 

perdagangan tertuang dan diatur dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang 

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Perdagangan serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik. 

 

 Regulasi dan parameter tersebut berupa 

ketentuan bahwa sistem yang digunakan oleh 

masing-masing Kementerian Lembaga harus 

dapat melakukan integrasi dalam jaringan 

terpusat dan terpadu. 
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terjadinya kesenjangan digital terutama pada kalangan masyarakat. Kesenjangan digital terjadi 

karena adanya ketidaksamaan kepemilikan teknologi atau akses internet antar individu yang 

menimbulkan munculnya suatu gap.  Fenomena dan kesenjangan dalam dunia digital yang 

kerap terjadi pada masyarakat adalah suatu permasalahan di era digital sekarang ini, yang 

disebabkan karena tidak meratanya pembangunan serta penyebaran TIK tersebut di masyarakat 

yang menjadikan sebagai pengambat agar TIK dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. 

Segala permasalahan yang terjadi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat 

untuk menerima dan menggunakan TIK yang kedepannya semakin canggih. 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Susun dan bangun arsitektur standar infrastruktur digital” 

 

- Hindari pembangunan infrastruktur digital yang parsial 

- Bakukan kualitas infrastruktur digital 

- Tetapkan standar arsitektur infrastruktur 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Intensifkan sosialisasi literasi digital” 

 

- Laksanakan pemerataan pengembangan masyarakat digital 

- Cegah terjadinya kesenjangan digital 

- Kampanyekan literasi digital secara berkelanjutan 

 

► Aksi Kunci 1.3: “Bangun standarisasi peraturan yang mendorong sinergitas pemerintah 

pusat dan daerah” 

 

- Tetapkan aturan standar pembangunan dunia digital 

- Realisasikan integrasi sistem informasi-komunikasi pemerintah pusat dan daerah 

- Cegah pembangunan dunia digital yang parsial 

 

► Aksi Kunci 1.4: “Optimalkan pemantauan tata laksana dan perkembangan TIK” 

 

- Laksanakan pemantauan perkembangan teknologi dunia digital dengan optimal 

- Tingkatkan daya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dunia digital 

- Ikuti setiap perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara seksama. 

 

 

SASARAN 2 

TETAPKAN PLATFORM STANDAR INTEROPERABILITAS 

DATA NASIONAL 

 

Presiden Indonesia telah mencanangkan program Satu Data Indonesia hal tersebut untuk 

mengatasi tentang sulitnya mendapatkan data yang kredibilitas ketika dibutuhkan pemerintah 

dalam membuat kebijakan strategis. Terdapat empat kemungkinan keraguan data saat ini, 

Pertama, data yang dibutuhkan tidak  tersedia di  kementerian/lembaga dan  instansi  daerah. 

Kedua, data yang ada memiliki banyak versi data dalam “objek data” yang sama di 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga saling bertentangan. Ketiga data 

kurang valid dan berkualitas dari kaidah penyusunannya maupun regularitas pemutakhirannya 

sehingga agak sulit dan dilematis untuk dapat dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan 
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keputusan. Keempat, data yang tersedia tidak bisa saling diakses dan digunakan antar 

kementerian/lembaga ataupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 

Secara khusus penerapan SPBE 

merupakan bagian dari area perubahan 

tata laksana di mana penerapan sistem, 

proses, dan prosedur kerja yang 

transparan, efektif, efisien, dan terukur 

didukung oleh penerapan SPBE. Di 

samping itu, secara umum SPBE 

mendukung semua area perubahan 

sebagai upaya mendasar dan menyeluruh 

dalam pembangunan aparatur negara 

yang memanfaatkan TIK. Kondisi 

demikian diharapkan mampu 

mendukung profesionalisme Aparatur 

Sipil Negara dan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

 

Kondisi saat ini setiap 

kementerian/lembaga, dan lebih khusus 

lagi tiap unit, membangun aplikasinya sendiri-sendiri, sehingga anggaran TIK bertambah 

setiap tahunnya namun utilitasnya tidak terukur dengan baik. Sementara saat ini, integrasi 

sangat dibutuhkan untuk itu perlu diambil langkah strategis agar berbagai permasalahan terkait 

ego sektoral dan bermacam silo tersebut bisa diatasi. ketidak akuratan informasi dan data 

sangat besar terjadi implikasi selalu menerapkan sistem TIK yang bersifat silo.. Hal tersebut 

memungkinkan adanya kebocoran data dan informasi yang sangat besar serta luas. Di sisi lain, 

sistem silo tersebut membutuhkan proses pemeliharaan secara berkala. Sehingga dapat dilihat 

bahwa akan terdapat lebih dari satu anggaran dalam pemeliharaan serta pengembangan sistem 

TIK didalam suatu instansi.  

 

 

► Aksi Kunci 2.1: “Kembangkan penggunaan aplikasi digital secara terintegrasi” 

 

- Hilangkan dan cegah terjadinya silo dalam pembuatan aplikasi digital  

- Pastikan aplikasi yang digunakan memiliki kemampuan untuk dapat terus dikembangkan 

- Integrasikan semua aplikasi yang sudah dan akan digunakan 

 

► Aksi Kunci 2.2: “Tetapkan standarisasi pembangunan aplikasi guna mendorong 

peningkatan produksi aplikasi di dalam negeri” 

 

- Susun standarisasi pembuatan aplikasi digital. 

- Ciptakan keseragaman aplikasi, proses bisnis, dan fitur antar instansi pemerintah dan 

masyarakat. 

- Wajibkan assessment, audit, dan sertifikasi terhadap semua aplikasi digital 

 

► Aksi Kunci 2.3: “Dorong kolaborasi K/L dalam membangun platform standar 

interoperabilitas data” 

 

- Samakan persepsi tentang pentingnya interoperabilitas data 

 Berbagai Kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah seperti berlomba 

membuat layanan publik secara elektronik. 

 Pembangunan SPBE masih bersifat sektoral 

sehingga menyebabkan pemborosan 

anggaran akibat terbangunnya silo-silo 

sistem yang tidak terintegrasi. 

 Upaya standarisasi data dalam aplikasi e-

gov telah dilakukan oleh beberapa instansi 

pemerintah pusat maupun daerah, namun 

dengan belum adanya panduan yang jelas 

secara nasional, maka sebagian besar 

standarisasi data masih bersifat sektoral. 
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- Cegah terjadinya kegagalan dalam interoperabilitas data 

- Utamakan kepentingan nasional daripada kepentingan masing-masing K/L 

 

 

SASARAN 3 

AKSELERASIKAN PENETAPAN STRATEGI KEAMANAN 

SIBER NASIONAL 

 

Wilayah yang luas serta populasi yang besar 

membuat Indonesia menjadi daya Tarik bagi 

pelaku industry telekomunikasi untuk 

menyelenggarakan telekomunikasi di dalam 

negeri. Adanya kebijakan persaingan bebas dan 

keterbukaan dalam metode penanaman modal 

di industry ini mendorong peningkatan 

penyelenggara layanan telekomunikasi.  

Banyak nya jumlah pihak yang 

menyelenggarakan jasa NAP membuat 

pengelolaan "international gateway" internet 

Indonesia menjadikan tidak efektif dan efisien. 

 

Penyusunan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang dilakukan BSSN, mengalami 

keterlambatan dalam proses penyusunannya. Ketiadaan Strategi Keamanan Nasional 

menyebabkan belum adanya persamaan persepsi antar eksekutif. Penyusunan SKSN 

seharusnya menginduk atau mengacu kepada Strategis Keamanan Nasional yang memberikan 

doktrin awal mengenai keamanan siber, asal ancaman, arah penggunaan kekuatan infrastruktur 

dan sumber daya, hingga kesamaan pandangan masing-masing K/L dalam menyikapi ancaman 

siber. Penetapan SKSN akan memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk 

mewujudkan keamanan siber nasional. Ruang siber memerlukan pembinaan kekuatan dan 

kemampuan tak hanya dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun juga dari akademisi 

sebagai tulang punggung ilmu dan inovasi teknologi, pelaku usaha sebagai penyedia produk 

dan pelayanan yang aman di dunia siber, serta berbagai komunitas masyarakat yang 

mengaplikasikan pedoman dan informasi mengenai keamanan siber. Sehingga dapat terwujud 

keamanan ruang siber nasional secara bergotong royong guna mendukung visi negara 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.1 

 

Terkait infrastruktur siber di Indonesia, ruang siber suatu negara dibatasi oleh 2 (dua) hal yaitu 

alamat IP dan nama domain.2 Akan tetapi, pengaturan keduanya bukan masuk pada 

kewenangan pemerintah, melainkan pendistribusian alamat IP maupun pengaturan nama 

domain adalah dipegang oleh korporasi swasta. Dengan kata lain yang menjaga perbatasan 

ruang siber adalah korporasi swasta. Dengan demikian diskursus mengenai ancaman siber tidak 

dapat hanya dibahas pada tataran aparat penegak hukum, pemerintahan, dan birokrat, tetapi 

kita juga harus melibatkan entitas lain di luar pemerintahan. 

 

 
1 Sulistyo. (2022). Dinamika Ancaman Siber & Strategi Keamanan Siber Nasional. Badan Siber dan Sandi 

Negara. Disampaikan pada Rakertas Wantannas, tanggal 22 Juni 2022 di Redtop Hotel Jakarta. 
2 ibid 

 Sebanyak 602 perusahaan (62,77%) 

bergerak g di bidang internet service 

provider (ISP), network access point 

(NAP). 

 

 Korporasi swasta diberi wewenang 

pendistribusian alamat IP maupun 

pengaturan nama domain, berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan 

Informatika. 
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Tingginya tingkat pemanfaatan siber oleh masyarakat berbanding lurus dengan risiko dan 

ancaman keamanannya. Hal tersebut harus disadari oleh Institusi atau lembaga nasional 

maupun swasta di Indonesia menerapkan pertahanan siber masing-masing untuk melindungi 

sistem jaringan yang menopang infrastruktur kritis mereka. Belum lagi risiko berhadapan 

dengan peperangan di dunia siber, sebuah perang yang menggunakan jaringan komputer dan 

internet atau ranah siber dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan sistem informasi 

lawan. Perang Ukraina-Rusia menunjukkan serangan siber menjadi pertanda pertempuran 

untuk mendapatkan hati dan pikiran masyarakat lokal secara online. Rusia bahkan dapat 

mengatur waktu serangan siber secara strategis untuk keuntungan dalam serangan di lapangan. 

Para peretas yang didukung Rusia meluncurkan beberapa kampanye disinformasi yang 

dimaksudkan untuk menurunkan moral dan mengasingkan orang Ukraina.3 

 

 

► Aksi Kunci 3.1: “Bangun dan perkuat sistem pemantauan terpusat terhadap gateway 

lalu lintas digital” 

 

- Antisipasi peningkatan jumlah NAP (Network Access Provider)  

- Perkuat pemanfaatan pintu lalu lintas ruang digital yang merugikan  

- Susun regulasi dan kebijakan pembatasan ijin NAP 

 

► Aksi Kunci 3.2: “Percepat penetapan Strategi Keamanan Nasional”  

 

- Wujudkan kesamaan persepsi pentingnya strategi keamanan nasional 

- Bangun kesamaan pandangan dalam menyikapi ancaman siber 

- Pastikan strategi keamanan nasional dapat menjelaskan posisi dan ruang lingkup kebijakan 

terkait keamanan siber 

 

► Aksi Kunci 3.3: “Tingkatkan kolaborasi pelibatan korporasi swasta dalam menyusun 

kebijakan keamanan siber”  

 

- Sinergikan peran pemerintah dan swasta dalam mengelola infrastruktur dasar dunia digital. 

- Ciptakan kolaborasi yang optimal dalam mengelola keamanan dunia digital. 

- Susun kebijakan keamanan siber yang antisipatif dan operasional 

 

► Aksi Kunci 3.4: “Susun dan rencanakan aksi pengamanan ruang siber nasional”  

 

- Sentralisasikan keamanan siber secara sistematis 

- Sederhanakan hambatan birokrasi dalam upaya pengamanan siber 

- Tanamkan keamanan siber sebagai tanggungjawab lintas sektor 
 

SASARAN 4 

INTEGRASIKAN REGULASI PEMBANGUNAN DIGITAL 

NASIONAL 

 
3 Kagubare, Ines. (2022). What the Russia-Ukraine war means for the future of cyber warfare. Sumber: 

https://thehill.com/policy/cybersecurity/3526539-what-the-russia-ukraine-war-means-for-the-future-of-

cyber-warfare/ 
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Kolaborasi seluruh komponen bangsa 

menjadi kondisi yang penting untuk 

mendorong akselerasi pembangunan di 

dunia digital. Salah satu pihak yang 

memiliki peran penting adalah pemerintah 

daerah (pemda) untuk mengurangi 

kesenjangan infrastruktur digital. 

Sayangnya, mindset pemda yang 

cenderung masih mengedepankan 

pendapatan asli daerah (PAD) di depan, 

sehingga menyebabkan para investor 

terhambat dalam membangun infrastruktur 

TIK.4 Hal tersebut sebagaimana yang 

terjadi di Mojokerto. Belum selarasnya 

peraturan di daerah dengan kebijakan dari 

pemerintah pusat. Pemda seharusnya dapat 

menjadi fasilitator untuk menciptakan kemudahan-kemudahan dalam rangka percepatan 

pembangunan dunia digital.  

 

Berbagai produk digital harus didorong untuk lebih banyak diproduksi di dalam negeri. 

Mengingat preferensi berbagai pihak dalam pemakaian perangkat TIK masih cenderung 

menempatkan produk asing sebagai pilihan utama. Pemerintah saat ini masih mengandalkan 

kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) serta peningkatan belanja produk TIK 

lokal. Hal yang perlu diperhatikan adalah, dibalik frase produk lokal, terdapat fenomena bahwa 

kemampuan produksi barang-barang TIK di negeri sendiri masih belum sebanding dengan 

tingginya tingkat penggunaan berbagai produk TIK di Indonesia. Meski tingkat TKDN selalu 

diupayakan meningkat, namun hal tersebut belum dapat mengesampingkan fakta bahwa 

produk tersebut masih berlabel vendor asing. Karena kebijakan TKDN hanya mendorong 

peningkatan proses perakitan di dalam negeri.5 Dibalik proses perakitan tersebut, bagian-

bagian (parts) yang dirakit tersebut sejatinya masih parts yang diimpor kemudian dirakit di 

Indonesia. Kebijakan peningkatan produktivitas belum diterjemahkan sebagai kebijakan untuk 

mendorong peningkatan pembuatan parts tersebut di Indonesia. 

 

 

► Aksi Kunci 4.1: “Tumbuh kembangkan kesadaran nasionalisme untuk mewujudkan 

kolaborasi pembangunan dunia digital nasional” 

 

- Susun regulasi yang mengikat semua pihak untuk berkolaborasi dalam mendorong 

akselerasi pembangunan digital nasional 

- Dorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat digital secara efektif 

- Bangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi 

pembangunan dunia digital 
 

► Aksi Kunci 4.2: “Laksanakan riset dan pengembangan aplikasi dunia digital” 

 

 
4 Muslim, Kristianus, & Kure. (2021). Pemda Jangan Menjadi Kendala Pembangunan Infrastruktur Digital. 

Sumber: Investor.co.id 
5 Zenudin, Ahmad. (2018). Ponsel Indonesia Masih Sebatas “Tukang Jahit” Barang Impor. Sumber: Tirto.id 

 Ruang digital / ruang siber, sebagaimana ruang 

darat, laut, dan udara, menyimpan potensi 

kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Namun, 

dibalik kekuatan tersebut, juga terkandung 

potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan 

tantangan. 

 

 Pemerintah tak hanya membutuhkan model 

tata kelola baru yang mendorong kolaborasi 

antara masyarakat, pemerintah dan pihak 

swasta, tapi juga regulasi yang dapat 

mendorong peningkatan wewenang 

pengawasan dan kendali terhadap infrastruktur 

digital di Indonesia. 
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- Susun regulasi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi industri 

digital dalam negeri 

- Pastikan industri dalam negeri dapat masuk dalam rantai pasokan produksi TIK. 

- Jadikan produksi dalam negeri sebagai pilihan utama 
 

► Aksi Kunci 4.3: “Susun regulasi penguatan pengawasan dan pengendalian pemerintah 

terhadap infrastruktur digital” 

 

- Tetapkam tim penyusun regulasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

- Awasi dan kendalikan ekosistem digital nasional 

- Efektifkan tata kelola ekosistem digital nasional berbasis manajemen modern  
 

 

PENUTUP 

 

 

Keamanan Nasional tak hanya terkait ruang darat, laut, dan udara saja. Melalui kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi, keamanan ruang digital atau ruang siber menjadi sebuah 

kebutuhan publik. Seiring dengan semakin luasnya masyarakat Indonesia pada penggunaan 

internet sebagai media dalam berbagai kegiatan ekonomi, layanan publik, hingga kegiatan 

pemerintahan. Oleh karena itu, pengamanan nasional dalam bergiat di dunia siber menjadi 

salah satu kepentingan nasional bangsa Indonesia. 

 

Dari kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa pokok persoalan meliputi akselerasi 

pengembangan penatalaksanaan digital nasional yang belum optimal; platform standar 

interoperabilitas data nasional yang belum ditetapkan; strategi keamanan siber nasional yang 

belum ditetapkan; dan regulasi pembangunan digital nasional yang belum terintegrasi. 

 

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut 

yaitu penyusunan strategi nasional dalam menghadapi ancaman dunia digital berupa penetapan 

platform bersama yang dapat memenuhi interoperabilitas data, percepatan penyelesaian 

pembuatan strategi keamanan siber nasional dalam sistem digital Indonesia dan 

pengintegrasian regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan di dunia digital nasional. 
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NASKAH STRATEGIS 

 

STRATEGI PENGUATAN HILIRISASI KELAPA SAWIT GUNA 

MEMPERKUAT EKONOMI DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL 

         

 

PENDAHULUAN  

 

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, dan merupakan produsen utama 

Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO). Dengan total produksi CPO dan 

CPKO 49,7 juta ton (Kementan RI, 2021). Produksi nasional sawit menguasai 44,4 persen 

produksi CPO dan CPKO dunia. Dari CPO dan CPKO ini dapat dihasilkan berbagai produk 

turunan, di antaranya adalah minyak goreng, oleokimia dan biodiesel. Industri oleokimia sendiri 

merupakan bahan dasar yang menopang pertumbuhan industri barang konsumen seperti deterjen, 

sabun dan kosmetika. Produk kelapa sawit dalam bentuk CPO dan CPKO memang memiliki 

berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya seperti minyak 

kedelai, bunga matahari dan kanola, selain efisiensi produksi dalam luasan yang sama, juga 

pemanfaatannya bagi pengembangan industri olahan (hilir).  

Nilai ekspor dari perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 503,4 triliun 

rupiah, merupakan penyumbang devisa negara terbesar melebihi minyak dan gas (GAPKI, 2021). 

Hal ini menjadikan perkebunan kelapa sawit dan industri minyak sawit nasional memiliki peran 

strategis dalam perekonomian, karena disamping menjadi penyumbang devisa terbesar juga 

menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun 

demikian, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai dengan hilir juga menghadapi berbagai 

macam tantangan dan hambatan yang datang dari luar dan dalam negeri. Disamping tantangan 

untuk meningkatkan hasil produksi sawit di sektor hulu, tantangan dari sektor hilir juga semakin 

mengemuka. 

Secara garis besar, naskah strategi ini memusatkan pada tiga isu strategis. Pertama, masih kuatnya 

indikasi praktik korupsi, oligopoli, monopoli, mafia dan kartel dalam industri sawit disektor hulu-

hilir. Kedua, belum optimalnya koordinasi penyusunan regulasi, kebijakan dan strategi antar 

Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam pengembangan industri sawit di hulu dan penguatan industri 

sawit di hilir. Ketiga, masih lemahnya pemberdayaan petani sawit di sektor hilir. 
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SUBSTANSI STRATEGIS 

 

SASARAN  STRATEGI 1 

PERKUAT PENEGAKAN HUKUM, REGULASI DAN PENGAWASAN 

TERHADAP INDIKASI DAN PRAKTIK HIGH INTENSITY CRIME 

(MAFIA DAN KARTEL) DALAM INDUSTRI SAWIT  

Data dan fakta keberadaan adanya praktek korupsi, 

mafia dan kartel dalam industri sawit adalah kasus 

penangkapan terhadap pejabat tinggi di Kementerian 

Perdagangan RI dan pihak swasta oleh Kejaksaan 

Agung RI. Yang paling terakhir adalah kasus 

penangkapan pengusaha kelapa sawit tahun 2022 

Surya Darmadi yang disangkakan melakukan 

kegiatan ilegal alih fungsi lahan sawit yang 

merugikan negara sekitar Rp. 78 Triliun. Korupsi dan 

kegiatan mafia (persekongkolan antara pengusaha 

sawit dengan aparat pemerintah) ini merupakan rekor 

korupsi terbesar di Indonesia saat ini. Disamping dua 

kasus di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) juga mengidentifikasi sedikitnya ada 8 (delapan) perusahaan besar yang menguasai sekitar 

70 (tujuh puluh) persen pasar minyak goreng sawit yang terindikasi melakukan praktek mafia dan 

kartel minyak goreng sawit. 

Berdasarkan studi literatur dan diskusi yang intensif diidentifikasikan bahwa penyebab utama 

masih terjadinya praktek korupsi, oligopoli, monopoli, mafia dan kartel dalam pengembangan 

industri kepala sawit di hulu dan penguatan hilirisasi industri kelapa sawit di hilir adalah karena 

masih lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan regulasi terkait industri sawit. 

Masih lemahnya penegakan hukum terhadap praktek korupsi, mafia dan kartel dalam industri 

sawit, dan masih adanya tumpang tindih regulasi dalam industri sawit. 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Susun kebijakan dan tegakkan regulasi pembatasan penguasaan 

lahan” 

- Inventarisir permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik lahan. 

- Rumuskan kebijakan pengaturan penguasaan lahan secara adil dan sejahtera untuk semua 

pihak. 

- Akomodasikan hak-hak petani rakyat untuk berusaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

lahan perkebunan kelapa sawit. 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Perkuat kewenangan lembaga penegak hukum dalam mengatasi 

praktik kelompok mafia dan kartel industri sawit” 

 Dalam teori, praktik mafia dan kartel 

ini, karena dampak yang 

ditimbulkannya dapat mengancam 

stabilitas keamanan nasional 

dikelompokkan dalam high intensity 

crime. Pengelompokan ini bahkan 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

kegiatan terorisme dan insurjensi 

yang masih bersifat lokal yang 

dikelompokkan dalam low intensity 

crime 
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- Sinergikan langkah tindak penegakan hukum yang berbasis pada perundang-undangan 

yang berlaku. 

- Bentuk tim terpadu yang solid dan profesional dalam pemberantasan mafia dan kartel 

minyak sawit. 

- Lakukan pendekatan persuasif dan hukum untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera 

pelaku pelanggaran hukum. 

 

► Aksi Kunci 1.3: “Implementasikan sistem pengendalian perijinan serta pengawasan 

secara terintegrasi” 

- Percepat sistem pengendalian dan perizinan perolehan lahan usaha. 

- Tingkatkan pengawasan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. 

- Adakan koordinasi yang intensif antar instansi untuk penguatan pengawasan berbasis data 

di lapangan maupun penggunaan teknologi digital. 

 

► Aksi Kunci 1.4: “Klasifikasikan dan tegakan hukum terhadap praktik mafia dan 

kartel industri sawit sebagai bagian high intensity crime” 

- Perketat celah hukum untuk menutup upaya ilegal praktik mafia dan kartel. 

- Inventarisir dan identifikasi tindakan ilegal pemanfaatan minyak sawit yang merugikan. 

- Satukan persepsi antar penegak hukum dalam penanganan pelanggar hukum usaha 

pengolahan minyak sawit. 

 

SASARAN STRATEGI  2 

TINGKATKAN KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN REGULASI, 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI ANTAR K/L DALAM PENGEMBANGAN 

INDUSTRI SAWIT 

Tantangan utama yang ditemukan dalam tata kelola 

industri sawit hulu-hilir adalah masih tumpang 

tindihnya regulasi dan kebijakan yang menyebabkan 

munculnya berbagai masalah dalam tata kelola 

industri sawit. 

Kelemahan pengawasan dan kontrol serta tidak 

terintegrasinya regulasi, kebijakan dan strategi 

pengembangan dan penguatan industri sawit 

diantaranya karena belum tersedianya sistem 

pendataan yang akurat dan terintegrasi mengenai luas dan status lahan sawit, produksi CPO dan 

distribusinya, produksi minyak goreng dan produksi turunan sawit lainnya dan distribusinya, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, penataan sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi merupakan key 

drive dalam penyusunan dan pengintegrasian regulasi, kebijakan dan strategi pengembangan dan 

penguatan industri sawit nasional menuju visi hilirisasi produk kelapa sawit 2045. 

 Visi Hilirisasi produk kelapa sawit 

2045 adalah Indonesia menjadi pusat 

produsen dan konsumen produk 

turunan minyak sawit dunia, sehingga 

mampu menjadi price setter penentu 

harga CPO global (Dirjen Industri 

Agri-kementerian Perindustrian, 

2021). 
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Untuk mewujudkan visi hilirisasi produk kelapa sawit 2045  akan mengalami tantangan besar. 

Tantangan tersebut sangat terkait dengan belum optimalnya tata kelola pengintegrasian 

pengelolaan industri kelapa sawit dari sisi hulu-hilir. Persoalan utamanya adalah terkait dengan 

infrastruktur dan sarana prasarana pendukung supply chain. Tantangan dalam supply chain dan 

jalur transaksi adalah bahwa industri hilir sawit terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan industri 

hulu berada di luar Jawa. Kondisi ini mengakibatkan biaya yang cukup tinggi terutama di supply 

chain dan jalur transaksi yang dapat melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan 

pengembangan dan penguatan industri hilir sawit mendekati sentra – sentra industri hulu sawit di 

luar Pulau Jawa. 

 

Aksi Kunci 2: 

► Aksi Kunci Sasaran 2.1: “Integrasikan penyusunan regulasi, kebijakan, strategi dan peta 

jalan pengembangan dan penguatan industri sawit dari hulu sampai dengan hilir” 

- Akomodir dan seleksi semua masukan berbagai pihak untuk menghasilkan regulasi yang 

operasional dan mendukung pengembangan sawit nasional. 

- Susun kebijakan dan strategi yang berpihak pada kepentingan sawit nasional dari upaya 

pihak tertentu yang kontra produktif. 

- Taati peta jalan pengembangan industri hilir sawit sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 2.2:  “Siapkan sistem pendataan tata kelola industri kelapa sawit” 

- Libatkan semua stakeholder yang terkait dalam mendukung penyusunan database nasional 

industri kelapa sawit. 

- Lakukan updating data untuk mendukung pengambilan kebijakan industri sawit secara 

tepat. 

- Optimalkan verifikasi data secara teliti dan transparan terhadap aksesibilitas publik. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 2.3: “Kembangkan industri hilir sawit di sentra-sentra industri hulu 

sawit di luar Pulau Jawa” 

- Inventarisir dan petakan alokasi kebutuhan industri hilir sawit di tiap daerah. 

- Prioritaskan pengembangan industri hilir sawit di luar pulau Jawa. 

- Sinergikan industri hilir dan hulu kepala sawit berbasis pemasaran dan kebutuhan yang 

berkelanjutan. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 2.4: “Tingkatkan dan perbanyak produk turunan kelapa sawit untuk 

meningkatkan value chain industri hilir sawit” 

- Adakan riset pengembangan produk turunan minyak sawit secara terus-menerus. 

- Perluas pemasaran produk turunan minyak sawit dalam dan luar negeri. 
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- Tingkatkan daya saing produk turunan minyak sawit dan kembangkan value chain industri 

hilir sawit nasional. 

 

SASARAN  STRATEGI  3 

OPTIMALKAN PEMBERDAYAAN PETANI SAWIT DI SEKTOR HILIR  

Pemberdayaan petani sawit melalui program 

pemerintah masih fokus untuk pemberdayaan petani 

kelapa sawit di sektor hulu melalui program 

percepatan peremajaan tanaman kelapa sawit 

(replanting) petani pekebun kelapa sawit rakyat 

(swadaya) dengan fasilitasi bibit unggul dan 

bersertifikat, pendampingan/pengawalan penerapan 

Good Agriculture Pracitices (GAP) dan pembiayaan 

dari skema kredit program (KUR), CSR dan BPDP-

KS. Sedangkan pemberdayaan petani kelapa sawit 

di sektor hilir masih sangat terbatas terutama modal pembangunan mills dan refinary minyak 

sawit. Hal ini mengakibatkan seluruh produksi sawit petani harus disalurkan kepada pabrik mills 

dan refinary milik pengusaha besar yang berdampak pada penguasaan pasar (monopoli) minyak 

sawit di pasaran oleh kelompok pengusaha sawit bermodal besar. 

Kepemilikan, teknologi industri hilir sawit serta akses pasar masih dikuasai oleh grup pelaku usaha 

besar. Hal ini menimbulkan sulitnya petani sawit untuk terlibat dalam pengembangan 

industrialisasi di sektor hilir. Untuk itu diperlukan juga kepemilikan, teknologi industri hilir sawit 

serta akses pasar oleh koperasi, kelompok tani sawit, BUMD dan lain-lain.  

Selama ini petani sawit masih kesulitan untuk mendapatkan akses pasar untuk produksi petani 

yang tidak memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO). Hal ini mengakibatkan kerugian petani yang cukup besar 

dikarenakan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) petani yang masih belum memenuhi standar 

tidak terserap. Mengingat TBS kelapa sawit mudah membusuk dan untuk menghasilkan CPO yang 

berkualitas maka TBS tidak boleh melewati lebih dari 12 jam setelah pemanenan. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 3.1: “Dukung dan kembangkan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit 

(PKS) skala Industri Kecil Menengah (IKM)” 

- Dukung kemudahan akses permodalan bagi industri kecil menengah sawit. 

- Sinergikan peningkatan profesionalisme dan manajemen pelaku industri kecil menengah 

sawit. 

- Perkuat daya saing IKM sawit untuk pengembangan teknologi dan produksi. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 3.2: “Salurkan insentif modal dan tingkatkan kapasitas keterampilan 

petani dalam pengelolaan perkebunan” 

 Pemberdayaan petani sawit di sektor 

hilir perlu dilakukan dengan 

mendorong modal, teknologi dan 

fasilitas guna pembangunan mills dan 

refinary setidaknya pada sentra-sentra 

produksi petani sawit melalui 

koperasi, kelompok tani sawit dan 

BUMD. 
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- Selenggarakan pelatihan keterampilan petani dalam pengelolaan perkebunan secara 

intensif. 

- Dorong perbankan untuk penyaluran permodalan kepada petani kelapa sawit dengan bunga 

minimal. 

- Tingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh dan pendamping perkebunan sawit. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 3.3: “Perkuat pelaku usaha UMKM di sektor industri hilir sawit” 

- Tingkatkan dan perluas akses pasar produk UMKM sawit. 

- Kembangkan kemampuan dan manajemen praktis pelaku usaha UMKM sawit. 

- Dorong penggunaan aplikasi digital untuk pengelolaan UMKM yang mendukung efisiensi 

dan kemudahan berusaha. 

 

► Aksi Kunci Sasaran 3.4: “Tingkatkan fasilitas dan kemudahan petani kebun kelapa sawit 

rakyat untuk memperoleh sertifikat ISPO dan RSPO” 

- Lakukan pendataan secara menyeluruh terkait kondisi petani sawit dalam berbagai aspek 

pengembangan usaha. 

- Sosialisasikan dan permudah petani sawit dalam memenuhi ISPO dan RSPO. 

- Temukan solusi permasalahan yang menghambat petani sawit dalam pengembangan 

bisnisnya. 

 

PENUTUP 

 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kondisi lahan yang cocok bagi pertumbuhan kelapa 

sawit. Sebagai negara yang memiliki kelapa sawit terluas di dunia, dimana Indonesia merupakan 

produsen utama Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Karnel Oil (CPKO) dengan total 

produksi CPO dan CPKO 49,7 juta ton, dengan kata lain Indonesia menguasai 44,4 persen 

produksi CPO dan CPKO dunia. Produk kelapa sawit dalam bentuk CPO dan CPKO memiliki 

berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya seperti minyak 

kedelai, bunga matahari dan kanola, selain efisiensi produksi dalam luasan yang sama, juga 

kemanfaatan bagi pengembangan industri olahan (hilir). 

Potensi lahan perkebunan dan produksi kelapa sawit tersebut dapat memberikan kontribusi 

terhadap keberlangsungan bahan baku produk pangan dan non pangan. Maka difokuskan pada 3 

isu strategis, yaitu: Masih kuatnya indikasi adanya high intensity crime (mafia dan kartel) dalam 

industri sawit disektor hulu-hilir; Belum optimalnya koordinasi penyusunan regulasi, kebijakan 

dan strategi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam pengembangan industri sawit di hulu dan 

penguatan industri sawit di hilir; dan Masih lemahnya pemberdayaan petani sawit di sektor hilir. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, naskah ini merumuskan tiga isu strategis. Pertama, 

Memperkuat penegakan hukum, regulasi dan pengawasan terhadap indikasi dan praktik high 

intensity crime (mafia dan kartel) dalam industri sawit disektor hulu-hilir. Kedua, Meningkatkan 

koordinasi dalam penyusunan regulasi, kebijakan dan strategi antar K/L dalam pengembangan 

industri sawit di hulu dan penguatan industri sawit di hilir. Ketiga, Mengoptimalkan 

pemberdayaan petani sawit di sektor hilir. Diharapkan dengan terwujudnya strategi penguatan 

hilirisasi kelapa sawit guna memperkuat ekonomi yang pada gilirannya menjamin stabilitas 

keamanan nasional. 
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NASKAH STRATEGI 

 

 STRATEGI HIJAU YANG BERKELANJUTAN GUNA MENYELAMATKAN 

BUMI DARI DARURAT SAMPAH PLASTIK  
 

         
 

PENDAHULUAN 

 

Dunia saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan karena perubahan iklim akibat pemanasan 

global, yang disebabkan oleh semakin tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penyebab 

utama tingginya emisi GRK adalah akibat pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan 

energi. Salah satu upaya global untuk mengurangi dampak emisi GRK ini adalah disepakatinya 

Paris Agreement pada Conference of Parties (COP)-21 dibawah naungan Dewan UNFCCC 

(United Nations Framework Convention on Climate Change) tahun 2015.  Pertemuan ini 

menyetujui  kesepakatan yang mengikat (legally binding) untuk menghentikan suhu pemanasan 

bumi tidak lebih dari 2 derajat celcius, untuk itu, setiap negara perlu memasukkan komitmen 

mengenai berapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi dengan mulai beralih 

menggunakan energi maupun material yang terbarukan. 

Dari tinjauan ekonomi, nilai pasar plastik global tahun 2021 menunjukan angka yang cukup 

fantastis yaitu sekitar USD 593 Miliar. Nilai pasar plastik ini diproyeksikan bertumbuh USD 601 

Miliar pada 2022 dan lebih dari USD 810 Miliar pada 2030.1 Kementerian Perindustrian 

mencatat pada tahun 2021, konsumsi plastik nasional sebanyak 6,9 juta ton setahun, tetapi 

industri plastik mudah terurai dalam negeri hanya mampu menyuplai 35.400 ton per tahun. 

Dengan mempertimbangkan kondisi alam dan daya beli masyarakat, potensi pasar plastik ini 

dapat menjadi ancaman sekaligus merupakan peluang besar bagi Indonesia. Ancamannya adalah, 

jika ketentuan pembatasan penggunaan plastik konvensional mulai diberlakukan pada 2030 

sedangkan kemampuan industri plastik mudah terurai dalam negeri belum kuat, maka otomatis 

Indonesia akan dibanjiri oleh produk plastik mudah terurai dari luar negeri yang tentunya akan 

merugikan ekonomi negara, dan Indonesia akan kehilangan salah satu kesempatan emas untuk 

berpartisipasi di pengembangan industri hijau. Sedangkan peluangnya adalah, jika Indonesia 

mampu memperkuat industri plastik mudah teruai dalam negeri maka Indonesia bukan hanya 

akan mampu mensuplai kebutuhan plastik mudah terurai dalam negeri namun juga untuk 

kebutuhan global. Jika upaya ini terwujud maka Indonesia juga akan berperan besar dalam 

pengembangan industri hijau.  
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SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Mengacu pada empat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, 

Penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan regulasi pengelolaan sampah 

masih lemah; Kedua strategi pengelolaan sampah saat ini (masih berfokus pada strategi 3R) 

hanya dapat mengelola dan memanfaatkan kembali sebagian kecil sampah plastik. Ketiga, 

standardisasi dan regulasi yang mengatur tentang ekosistem hijau plastik mudah terurai  masih 

terbatas; Keempat, peta jalan yang mengatur bahan baku untuk industri green plastic yang 

mudah terurai di Indonesia belum ada. 

SASARAN STRATEGI 1: PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SETIAP 

PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH 

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan prasyarat utama terselenggaranya pengawasan 

dan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan peraturan pengelolaan sampah. 

Kelemahan utama dalam manajemen pengelolaan sampah pada semua level pemerintah di 

daerah, adalah belum adanya mekanisme yang jelas dalam pengawasan dan penegakan hokum, 

terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan sampah, mulai dari tingkat desa/kelurahan, 

kecamatan, provinsi dan nasional. Mekanisme ini perlu mengatur tentang siapa dan berbuat apa 

guna mewujudkan sistem pengawasan secara ketat dan tegas dalam penegakan hukum. 

Singapura negara yang terkenal dengan 'memaksa' warganya untuk maju, memiliki mekanisme 

sistem pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk dapat mendisiplinkan 

warganya, sehingga kemudian berkembang menjadi kultur masyarakat yang selalu ikut serta 

berperan menjaga kebersihan dan patuh terhadap peraturan pemerintah dalam pengelolaan 

sampah. 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Dorong penyusunan Perda pengelolaan sampah yang komprehensif dan 

operasional.” 

- Adakan studi banding terhadap daerah yang sukses dalam menyusun Perda tentang 

pengelolaan sampah. 

- Libatkan masyarakat untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan Perda. 

- Prioritaskan penyusunan Perda sebagai payung hukum penegakan hukum. 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Susun mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

penyimpangan pengelolaan sampah.” 

- Susun mekanisme pengawasan yang mudah dilakukan oleh aparat. 

- Optimalkan penggunaan teknologi dan artificial intelegent untuk mengefektifkan 

pengawasan. 

- Buat database terkait pelanggaran hukum pengelolaan sampah. 

 

► Aksi Kunci 1.3: “Perkuat badan pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sampah 

dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan provinsi.” 
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- Susun SOP tentang penguatan pelanggaran hukum pengelolaan sampah. 

- Tingkatkan profesionalitas petugas dan aparat pengakan hukum pengelolaan sampah. 

- Perkuat sinergi pengawasan penegakan hukum bagi tiap-tiap petugas. 

► Aksi Kunci 1.4: “Intensifkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait 

pengelolaan dan regulasi sampah.” 

- Rencanakan program edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. 

- Realisasikan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah secara berkala. 

- Libatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap regulasi 

pengelolaan sampah. 

 

SASARAN STRATEGI  2: PENYEMPURNAAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH 

YANG LEBIH HOLISTIK AGAR DAPAT MENANGANI SAMPAH PLASTIK DALAM 

JUMLAH BESAR 

 

Di hulu, pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan terkait, perlu meningkatkan 

edukasi sedini mungkin melalui komunikasi di keluarga, institusi keagamanan, di sekolah dan 

komunitas masyarakat lainnya serta melaksanakan kampanye aksi nasional pengelolaan sampah 

plastik yang melibatkan sinergi pentahelix. Sesuai dengan konsep dorongan kampanye awal, 

yang dapat dilakukan adalah tentang bagaimana memperbaiki kebersihan dan higienitas 

lingkungan dengan stiker dan papan pengumuman, banner, media massa, dan lain-lain seperti, 

"Jagalah Kebersihan" atau "buanglah sampah pada tempatnya"  pada tempat-tempat umum.  Poin 

terpenting yang harus ditanamkan kepada masyarakat adalah, kebiasaan untuk membuang 

sampah pada tempatnya serta mendorong pemilahan dari sumber penghasil sampah (rumah 

tangga, pemukiman, kawasan, dll. 

Di sisi hilir, juga diperlukan penguatan sinergisitas antar instansi baik di daerah maupun di pusat 

dalam manajemen pengelolaan sampah, penyiapan sarana dan prasarana penanganan sampah 

serta simplifikasi kategori sampah. Agar tepat sasaran, langkah koordinasi dan perencanaan 

pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan antar stakeholder (KLHK, 

Kemen PUPR, dan Pemda) perlu dikuatkan. Hal ini penting guna meningkatkan fasilitas 

pengelolaan sampah seperti, Truk Sampah, Bank Sampah, TPS3R, TPST (Tempat Pemrosesan 

Sampah Terpadu), PDU (Pusat Daur Ulang), dan meningkatkan kolaborasi antara Pemda dengan 

mitra swasta dalam pengolahan sampah. Sedangkan dari sisi industri, pemerintah perlu 

menetapkan labelisasi produk terkait tipe material plastik untuk mempermudah penanganan 

sampahnya. Dengan tercampurnya sampah plastik dengan sampah lainnya, maka diperlukan 

beberapa proses tahapan untuk dapat menghasilkan bahan baku industri plastik daur ulang yang 

memenuhi standar, antara lain memilah sampah plastik berdasarkan materialnya, mencuci 

sampah yang kotor lalu mencacahnya. 

 

► Aksi Kunci 2.1: “Lakukan sinkronisasi regulasi terkait pengelolaan sampah.” 

- Lakukan sinkronisasi lampiran I dan II Permen KLHK Nomor 75/2019 dengan batang tubuh 

dan UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perpres 83/2018. 

- Dorong simplifikasi kategori sampah basah (untuk dikomposkan), sampah daur ulang, dan 

sampah residu. 

- Lengkapi strategi (3R) dengan memasukan konsep strategi R keempat, yakni return to 

earth/mudah terurai sebagai bagian dari solusi strategi hijau yang holistik dan kontekstual. 
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- Atur pemilahan sampah dari sumber penghasil sampah (rumah tangga, pemukiman, kawasan 

perkantoran, hotel, restoran dan kafe). 

- Optimalkan koordinasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah 

yang berkelanjutan antar stakeholder. 

- Susun Perda yang mendorong pemakaian plastik mudah terurai serta melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai alternatif pengganti plastik konvensional. 

- Dorong pengembangan standardisasi pengklasifikasian manajemen pengelolaan sampah 

yang terintegrasi dimulai dari hulu - hilir, ditingkat kota dan desa. 

 

► Aksi Kunci 2.2: “Tingkatkan kapasitas produksi plastik melalui pengembangan industri 

plastik mudah terurai berbasis pemanfaatan sumber daya alam nasional.” 

- Perkuat peningkatan kapasitas produksi industri plastik mudah terurai dan dapat didaur 

ulang di hulu dan hilir sesuai mandat Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. 

- Tingkatkan riset di bidang bahan baku plastik mudah terurai. 

- Laksanakan labelisasi di sektor produksi (hilir) terkait tipe material plastik (mudah terurai 

dan dapat didaur ulang). 

 

► Aksi Kunci 2.3: “Tingkatkan daya saing produk green plastic mudah terurai dalam 

perspektif harga dan kualitas.” 

- Dorong percepatan pencantuman label (labelisasi) pada semua produk plastik mudah terurai. 

- Pastikan ketersediaan produk plastik mudah terurai di berbagai daerah 

- Amankan distribusi dan rantai pasok plastik mudah terurai dalam jumlah yang memadai 

 

SASARAN  STRATEGI  3:  PENGOPTIMALAN STANDARISASI DAN REGULASI 

YANG MENGATUR TENTANG EKOSISTEM HIJAU PLASTIK MUDAH TERURAI 

Standardisasi untuk produk plastik mudah terurai masih terbatas pada produk tertentu. 

Keterbatasan ini merujuk pada standardisasi produk plastik mudah terurai saat ini baru mengatur 

tentang produk kantong belanja (kantong belanja retail) meliputi SNI 7818.2014 produk kantong 

plastik mudah terurai dan SNI 7188-7.2022 kriteria ecolabel bagian 7: kategori produk, kemasan 

produk, dan wadah bio plastik yang mudah dikomposkan, serta Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja 

Plastik dan Bio Plastik. Standardisasi diatas belum mengakomodir berbagai teknologi mudah 

terurai yang sudah ada saat ini serta belum mengakomodir produk-produk plastik sebagai 

sampah plastik yang bermasalah atau sulit di daur ulang (seperti sachet, kemasan pangan dan non 

pangan, dll). Oleh karena itu, perlu mendorong penyusunan standardisasi untuk produk plastik 

(SNI) mudah terurai lainnya seperti kemasan atau wadah pangan dan non pangan yang mudah 

terurai sesuai target Perpres Nomor 83 Tahun 2018, dimana Kementrian Perindustrian ditugasi 

untuk membuat SNI-SNI baru tersebut. Penguatan dalam bentuk standardisasi ini diharapkan 

dapat mendukung pertumbuhan industri plastik mudah terurai nasional serta penguatan kapasitas 

lembaga pengujian plastik mudah terurai di balai-balai besar yang ada di bawah koordinasi 

Kementerian Perindustrian. 
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► Aksi Kunci 3.1: “Perkuat kapasitas lembaga pengujian plastik mudah terurai di balai besar 

dibawah Kementerian Perindustrian.” 

- Dorong penguatan kapasitas SDM di lembaga pengujian plastik mudah terurai di lingkungan 

balai besar Kemenperin. 

- Perkuat infrastruktur lembaga pengujian plastik untuk mempercepat sertifikasi dan 

peningkatan kualitas plastik mudah terurai. 

- Tingkatkan teknologi untuk mendukung kemajuan sistem pengujian plastik mudah terurai 

- Susun prosedur pengujian plastik mudah terurai yang efektif, efisien dan akuntabel. 

 

► Aksi Kunci 3.2: “Percepat penyusunan standar produk plastik yang mudah terurai lainnya 

seperti kemasan atau wadah yang mudah terurai sesuai target Perpres Nomor 83 Tahun 

2018.” 

- Gunakan pencantuman ekolabel untuk memudahkan manajemen dan akuntabilitas 

pengelolaan sampah.  

- Lengkapi SNI-SNI yang sudah ada maupun yang baru sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi 

dan geografis Indonesia. 

- Libatkan badan-badan nasional sertifikasi terkait untuk merumuskan standardisasi plastik 

terurai 

 

► Aksi Kunci 3.3: “Dorong regulasi yang mendukung penguatan industri plastik mudah 

terurai.” 

- Sinkronisasikan Lampiran I dan II Permen KLHK No 75/2019 guna memberikan 

kesempatan bagi teknologi industri plastik mudah terurai secara konsisten dan luas, 

diutamakan yang dikembangkan anak bangsa. 

- Dorong penambahan kapasitas produksi dan ragam jenis produksi plastik mudah terurai dan 

dapat didaur ulang, sesuai Perpres Nomor 83 Tahun 2018. 

- Identifikasi regulasi yang menghambat penguatan industri plastik mudah terurai. 

 

SASARAN  STRATEGI  4:  PERCEPATAN PENYUSUNAN PETA JALAN YANG 

MENGATUR BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI GREEN PLASTIC YANG MUDAH 

TERURAI 

Saat ini bahan baku plastik masih tergantung pada bahan baku plastik konvensional (minyak 

bumi) sehingga diperlukan riset untuk mencari bahan baku alternatif yang mudah terurai. Bahan 

nabati adalah salah satu bahan baku green plastic mudah terurai yang berpotensi dikembangkan 

secara masif guna memenuhi kebutuhan industri plastik mudah terurai dalam negeri. 

Persoalannya adalah belum ada riset terpadu mengenai bahan nabati yang dapat mencakup 

kebutuhan pangan dan industri plastik. Hal itu dikarenakan bahan nabati di Indonesia masih 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Untuk itu diperlukan adanya riset terpadu 

mengenai bahan nabati peruntukan pangan dan bahan nabati peruntukan industri. Untuk 

menetapkan target pencapaian sasaran yang tepat diperlukan adanya peta jalan dalam 
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menentukan bahan baku dan daerah sumber bahan baku yang potensial untuk industri plastik 

mudah terurai nasional. Namun demikian, saat ini belum ada peta jalan terkait bahan baku yang 

potensial untuk industri plastik mudah terurai. Salah satu tugas pokok dan fungsi K/L adalah 

bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan terkait bidang masing-

masing. Bahan baku potensial untuk industri green plastic mudah terurai akan bersinggungan 

antar K/L terkait dengan bidang pertanian dan perindustrian. Dalam upaya mensinergikan 

penyusunan peta jalan terkait bahan baku potensial untuk industri plastik mudah terurai, perlu 

ditetapkan leading sector yang bertanggung jawab pada penyusunan peta jalan tersebut. 

Menimbang bahwa bahan baku plastik mudah terurai bersumber dari bahan nabati dan non 

nabati berkaitan erat dengan perindustrian, maka Kemenperin direkomendasikan sebagai leading 

sector yang menyelenggarakan penyusunan kebijakan pemetaan bahan baku potensial untuk 

industri plastik mudah terurai. 

 

► Aksi Kunci 4.1: “Dorong pelaksanaan riset terpadu untuk inovasi bahan nabati untuk 

industri plastik mudah terurai.” 

- Laksanakan riset secara terus menerus untuk menghasilkan produk yang berdaya saing 

tinggi. 

- Libatkan dunia industri dan akademisi dalam negeri untuk kemandirian industri plastik. 

- Kembangkan teknologi yang mendukung riset untuk mempercepat proses produksi. 

 

► Aksi Kunci  4.2: “Dorong penyusunan peta jalan bahan baku potensial untuk industri plastik 

mudah terurai.” 

- Susun tim penyusun peta jalan plastik mudah terurai dari lintas kelembagaan. 

- Wujudkan produk peta jalan plastik mudah terurai yang dapat diimplementasikan. 

- Jamin implementasi peta jalan yang didukung oleh semua pihak terkait sesuai target 

periodik. 

 

PENUTUP 

Menjadi kepentingan strategis bagi pemerintah untuk dapat menyiapkan dan memperkuat 

industri hijau plastik mudah terurai dalam negeri sedini mungkin, targetnya agar Indonesia 

memiliki kemampuan yang besar dalam produksi plastik mudah terurai baik disektor hulu 

maupun hilir untuk menyuplai kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Jika hal ini tercapai maka, 

perekonomian Indonesia akan semakin kuat, karena adanya hilirisasi produk green plastic. 

Selain itu, tidak menutup kemungkinan Industri plastik mudah terurai Indonesia akan dapat 

menguasai pasar green plastic global, karena potensi bahan nabati Indonesia untuk bahan plastik 

sangat kaya dan beragam. Faktor lain yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen 

plastik mudah terurai adalah, adanya komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 

dengan mengurangi pemanfaatan energi fosil.  

Namun demikian, berdasarkan studi literatur dan diskusi yang intensif ditemukan bahwa 

Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengusung strategi yang lebih holistik untuk 

mengatasi darurat sampah plastik, masih ditemukan beberpa pokok permsalahan. Pertama, 

Penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan regulasi pengelolaan sampah 
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masih lemah; Kedua, strategi pengelolaan sampah saat ini (masih berfokus pada strategi 3R) 

hanya dapat mengelola dan memanfaatkan kembali sebagian kecil sampah plastik; Ketiga, 

standardisasi dan regulasi yang mengatur tentang ekosistem hijau plastik mudah terurai  masih 

terbatas; Keempat, peta jalan yang mengatur bahan baku untuk industri green plastic yang 

mudah terurai di Indonesia belum ada. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh dengan empat   strategi. Pertama, Penguatan 

penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan regulasi pengelolaan sampah; 

Kedua, mendorong penyempurnaan strategi pengelolaan sampah yang lebih holistik agar dapat 

menangani sampah plastik dalam jumlah besar; Ketiga, mengoptimalkan standardisasi dan 

regulasi yang mengatur tentang ekosistem hijau plastik mudah terurai; Keempat, melakukan 

percepatan penyusunan peta jalan yang mengatur bahan baku untuk industri plastik mudah 

terurai. 
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NASKAH STRATEGIS 

AKSELERASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA 

MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL 

 
         

 

PENDAHULUAN 
 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) 

mengamanatkan pada alinea keempat bahwa tujuan nasional adalah: “melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pencapaian tujuan 
nasional memerlukan pembangunan nasional secara  menyeluruh dan terus menerus. 

Pemerintah merupakan kunci terselenggaranya proses pencapaian tujuan, sasaran, dan 

kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata di 

seluruh pelosok tanah air, dimulai dari amanat konstitusi dan mengantisipasi kemungkinan 

ancaman yang mungkin timbul dari waktu ke waktu yang cenderung dinamis sesuai dengan 

perkembangan lingkungan strategis 

 

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, 

karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap 

inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga 

memberikan banyak kemudahan, sekaligus cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. 

Manusia juga telah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi teknologi yang telah 

dihasilkan dalam satu dekade terakhir.  

 

Stabilitas keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada akselerasi 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, sebagai salah satu langkah 

untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga negara harus mewujudkan stabilitas 

keamanan nasional. Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: Regulasi 

untuk mendorong akselerasi pembangunan digital nasional belum terintegrasi; Dukungan 

infrastruktur TIK menuju terwujudnya masyarakat informasi belum optimal; Kemampuan 

pemanfaatan kemajuan TIK belum merata; dan Pengintegrasian Big Data nasional dalam 

rangka penguatan data dan informasi belum optimal. 

 

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang 

dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap 

solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, integrasikan regulasi untuk 

mendorong akselerasi pembangunan digital nasional Kedua, optimalkan sarana infrastruktur 

TIK demi terwujudnya masyarakat informasi. Ketiga, susun akselerasi pemerataan 

pemanfaatan kemajuan TIK.  Keempat integrasikan Big Data nasional dalam rangka penguatan 

pengelolaan data dan informasi 
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SUBSTANSI STRATEGIS 
 

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, 

pengintegrasian regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan digital nasional. Kedua, 

pengoptimalan sarana infrastruktur TIK demi terwujudnya masyarakat informasi. Ketiga,  

akselerasi pemerataan pemanfaatan kemajuan TIK.  Keempat, pengintegrasian Big Data 

nasional dalam rangka penguatan pengelolaan data dan informasi. 

 

SASARAN 1 

INTEGRASIKAN REGULASI UNTUK MENDORONG 

AKSELERASI PEMBANGUNAN DIGITAL NASIONAL 
 

Saat ini Indonesia sedang mengalami 

perubahan mendasar dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, dihadapkan 

dengan perubahan lingkungan strategis 

yang sangat cepat. Ketidakmampuan 

untuk beradaptasi dengan tren global 

tersebut dapat membawa bangsa 

Indonesia ke dalam kesenjangan digital, 

yaitu terisolasi dari perkembangan 

global karena tidak dapat memanfaatkan 

informasi secara maksimal. Menghadapi 

perubahan global tersebut, pemerintah 

dituntut dapat melaksanakan 

transformasi menuju e-Government.  

Melalui proses transformasi ini, 

pemerintah dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan kemajuan TIK untuk 

menghilangkan hambatan organisasi 

birokrasi, membangun jaringan sistem 

manajemen dan proses kerja yang 

memungkinkan instansi pemerintah, 

baik pusat maupun daerah, bekerja 

secara terintegrasi  untuk mempermudah 

akses terhadap semua informasi dan 

pelayanan publik yang akan diberikan 

  

Transformasi yang dilakukan akan 

berdampak pada keleluasaan seluruh 

lembaga negara, masyarakat, dunia 

usaha, dan pihak berkepentingan lainnya 

dalam upaya memanfaatkan informasi 

dan pelayanan publik secara optimal. Untuk itu  kepemimpinan yang kuat di setiap lembaga 

atau unit pemerintahan dan kolaborasi seluruh komponen bangsa menjadi syarat penting untuk 

mendorong percepatan pembangunan di dunia digital. Salah satu level manajeman sistim 

pemerintahan yang memiliki peran penting adalah pemerintah daerah (local government) untuk 

mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur digital yang belum terstandarisasi.  

 Kesenjangan digital merupakan suatu gap 

antara individu, bisnis, dan area geografi 

pada level sosial sampai ekonomi. 

Perbedaan pada hal ini dapat terlihat pada 

kemampuan masyarakat secara umum 

untuk mengakses TIK (tekonologi informasi 

dan komunikasi), serta dalam hal 

penggunaan internet untuk berbagai 

aktivitas.  

 

 Peraturan sarana transaksi elektronik dan 

perdagangan dalam hal ini sudah tertuang 

dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 yang telah diubah menjadi 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik. 

 

 Regulasi dan parameter tersebut berupa 

ketentuan bahwa sistem yang digunakan 

oleh masing-masing Kementerian Lembaga 

harus dapat melakukan integrasi dalam 

jaringan terpusat dan terpadu. 
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Masalah utamanya adalah pola pikir pemerintah daerah yang cenderung masih mengutamakan 

pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan jangka pendek sehingga sedikit 

mengabaikan kepentingan dalam jangka panjang sepeti pembangunan sumber daya manusia 

dan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi kemajuan teknologi di masa depan, sehingga 

menyebabkan investor terhambat dalam membangun infrastruktur TIK. 

  

Peraturan daerah yang belum selaras dengan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi 

permasalahan penyertaan dimana pemerintah daerah dituntut mampu menjadi fasilitator untuk 

menciptakan fasilitas dalam rangka percepatan perkembangan dunia digital, ruang 

digital/cyberspace, seperti darat, laut, dan ruang udara, memiliki potensi kekuatan yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Namun dibalik kekuatan tersebut, terdapat pula 

potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sehingga dari perspektif kepentingan 

Indonesia membutuhkan pengelolaan ruang digital yang baik agar setiap pengaruh terhadap 

ruang digital pada berbagai sektor kehidupan masyarakat dapat diatur, diawasi, dan 

dikendalikan. 

  

Berbagai regulasi terkait dunia digital Indonesia telah diberlakukan, namun masih menyisakan 

persoalan penataan yang kurang holistik, masih ada ruang-ruang digital yang belum 

sepenuhnya terawasi dan terkontrol. Salah satu faktor utama yang menghambat belum 

optimalnya peningkatan pengawasan dan kontrol pemerintah pada kinerja tata kelola yang 

terdesentralisasi dan terintegrasi dari ekosistem digital Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah 

tidak hanya membutuhkan model tata kelola dinamis yang mendorong kolaborasi antara 

masyarakat, pemerintah, dan swasta, tetapi juga regulasi yang dapat mendorong peningkatan 

pengawasan dan pengendalian infrastruktur digital di Indonesia. 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Intensifkan sosialisasi pemahaman aspek hukum untuk 

pembangunan digital.” 

- Libatkan semua stakeholder terkait dalam sosialisasi hukum terkait pembangunan 

digital nasional. 

- Diskusikan dan inventarisir pokok-pokok permasalahan hukum yang menghambat 

pembangunan digital nasional 

- Hilangkan ego sektoral yang menghambat integrasi regulasi pembangunan digital.  

 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Sinergi dan kolaborasikan akselerasi pembangunan dunia digital 

nasional.” 

- Tingkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam pembangunan digital nasional. 

- Optimalkan pemberdayaan aset-aset pembangunan digital nasional. 

- Pertimbangkan pemanfaatan pihak ketiga untuk percepatan pembangunan.  

 

► Aksi Kunci 1.3: “Susun regulasi guna penguatan wewenang pengawasan dan 

kendali pemerintah terhadap infrastruktur digital nasional.” 

- Susun regulasi tatakelola infrastruktur digital; dan 

- Tentukan kewenangan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. 

- Laporkan dan temukan solusi setiap permasalahan yang akan menghambat 

pembangunan infrastruktur. 

 

 



114 

 

SASARAN 2 

 

OPTIMALKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TIK DEMI 

TERWUJUDNYA MASYARAKAT INFORMASI 

 
Pada saat ini Indonesia sedang mengalami 

perubahan yang esensial dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, reformasi otonomi daerah 

memberikan kesan sistem pemerintahan yang 

otokratis, tertutup tanpa kepastian hukum yang jelas 

menuju pada sistem pemerintahan yang lebih 

demokratis, transparan dengan menempatkan rule 

of law sesuai tingkatnya. Perubahan ini terjadi 

ketika dunia sedang mengalami transformasi 

menuju masyarakat teknologi informasi. Pesatnya 

kemajuan teknologi informasi dan potensi 

pemanfaatannya secara luas, membuka peluang 

bagi akses, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi 

dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Fakta 

menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik 

merupakan faktor yang sangat penting dalam 

berbagai transaksi internasional, terutama dalam 

transaksi perdagangan.   
  

Ketidakmampuan beradaptasi dengan trend dinamika global akan membawa bangsa Indonesia 

ke dalam jurang pemisah, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu 

memanfaatkan  informasi.  Kondisi seperti ini akan berdampak baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap pembangunan nasional dan stabilitas keamanan nasional bangsa 

Indonesia. Realitas aktual globalisasi tidak selalu membawa dampak yang baik bagi bangsa  

Indonesia. Kondisi geografis nasional yang berkepulauan jumlahnya  menyebabkan terjadinya 

ketimpangan, baik dalam akses informasi maupun dalam pembangunan. Akses TIK 

menunjukkan masih terjadi  kesenjangan penggunaan internet yang masih didominasi di pulau-

pulau yang sudah maju seperti Sumatera, Jawa dan Bali. Dominasi sektor swasta sebagai 

pelaku ekonomi digital yang mengedepankan profit juga telah mengakibatkan kesenjangan 

digital antara pulau Jawa dan pulau-pulau di kawasan timur Indonesia. Kesenjangan digital 

juga terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga antara pusat kota dan pinggiran kota.  

 

Keberpihakan pemangku kepentingan dan pemahaman seluruh masyarakat perlu ditingkatkan 

akan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai di seluruh wilayah 

Indonesia. Penyebaran layanan di lokasi yang sulit dijangkau atau terpencil dibutuhkan agar 

mampu beradaptasi terhadap kemajuan TIK yang dinamis. Sektor TIK merupakan salah satu 

sektor pasca masa pandemi Covid-19 ini yang harus bekerja lebih keras untuk memastikan 

produktivitas masyarakat dapat terus menjalankan aktivitasnya. 

 

► Aksi Kunci 2.1: “Susun dan kembangkan arsitektur standar infrastruktur.” 

- Optimalkan pembuatan dan penggunaan aplikasi digital untuk pemerintah dan 

masyarakat; 

- Pastikan aplikasi yang digunakan memiliki kemampuan untuk terus dikembangkan; 

dan 
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- Kembangkan kemampuan aplikasi untuk dapat memanfaatkan informasi dalam jumlah 

besar secara cepat dan akurat. 

► Aksi Kunci 2.2: “Rencanakan dan laksanakan tata kelola pembuatan aplikasi 

digital yang berorientasi pada kemampuan integrasi.” 

- Pastikan tata kelola dapat diimplementasikan secara nasional. 

- Kembangkan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan TIK. 

- Yakinkan integrasi data dan informasi dapat tercapai dan aman.  

 

► Aksi Kunci 2.3: “Dorong kolaborasi K/L dalam membangun platform yang 

memiliki standardisasi untuk mewujudkan interoperabilitas data.” 

- Cegah kegagalan interoperabilitas data; dan 

- Utamakan kepentingan nasional daripada kepentingan masing-masing K/L. 

- Pastikan platform yang dihasilkan dapat menjamin interoperabilitas data. 
 

► Aksi Kunci 2.4: “Laksanakan pemantauan sistem informasi manajemen 

perkembangan teknologi dunia digital yang belum optimal.” 

- Cegah terjadinya keberpihakan pemangku kepentingan dalam pemantauan informasi. 

- Tingkatkan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan pentingnya pemerataan 

pembangunan infrastruktur. 

- Perluas penyebaran layanan di lokasi yang sulit dijangkau atau terpencil guna 

mambantu masyarakat agar dapat terus menjalankan aktivitasnya. 

 

 

SASARAN 3 

PERCEPATAN PEMERATAAN KEMAMPUAN 

PEMANFAATAN KEMAJUAN TIK  

 
Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah 

mempengaruhi sendi kehidupan sosial masyarakat, 

ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan 

sosial, budaya masyarakat tetapi juga tatanan 

pemerintahan, kehidupan politik, perekonomian, 

pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kecanggihan 

teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-

benar memanfaatkan fasilitas teknologi informasi 

yang secara global berfungsi membantu manusia 

memecahkan masalah terutama yang berkaitan 

dengan aspek informasi atau komunikasi, mendukung 

manusia untuk mengembangkan kreativitasnya dan 

membantu membuat berbagai pekerjaan menjadi 

lebih efektif dan efisien .   Salah satu contohnya 

adalah smartphone yang dilengkapi dengan fitur/ 

aplikasi yang canggih yang berhubung langsung ke 

jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara 

individu yang satu dengan yang lainnya, antara satu 

kelompok dengan kelompok lainnya bahkan negara 

yang memberikan dampak besar dalam politik 

moderen.  

"Bapak Pesiden Joko Widodo 

sendiri mempunyai directive 

yang sangat jelas bahwa di 

era transformasi digital ini 

kita harus memastikan no 

one shall be left behind, 

karenanya kita harus 

menjangkau kepada seluruh 

rakyat dan ke seluruh 

wilayah," Menkoinfo dalam 

Festival Ekonomi Keuangan 

Digital Indonesia, yang 

berlangsung secara hibrida 

dari Nusa Dua, Badung,  Bali, 

Senin (11/07/2022) 
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Mekanisme elektronik juga telah mengubah aktivitas sosial berskala besar seperti dalam 

mesosialisasikan kebijakan pemerintah berbasis internet, website-website, email dan podcast. 

Hal ini menjadi fasilitas bagi para pemimpin sebagai sarana yang cepat dan murah untuk 

mengirim pesan kepada audiens dalam hal ini penerima pelayanan, yang memungkinkan pesan 

cepat tersampaikan.  Indonesia saat ini telah menduduki peringkat keempat dalam 

penggunaan internet di tingkat Asia. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia telah 

memanfaatkan internet dalam berbagai kegiatan. Sebagai contoh adalah penggunaan media 

digital smartphone yang terhubung dengan jejaring sosial, sangat efektif  dalam upaya 

menjangkau kalangan masyarakat usia muda, yang sering kali merupakan segmen masyarakat 

yang paling sulit untuk dilibatkan melalui strategi-strategi konvensional.  

  

Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif 

yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Peningkatan tindak pidana dengan 

memanfaatan dunia digital (diambil sampel di Polda NTT yang memiliki kemajuan teknologi 

informasi terendah namun terjadi peningkatan tindak pidana digital) .  Kemerosotan moral di 

kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya 

yang serius.  Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti 

komputer pada semua golongan masyarakat ekonomi lemah,menengah dan atas.  Komputer 

yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan 

dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung.  

  

Di sisi pemerintah, terdapat tuntutan dan tantangan berupa era otonomi daerah yang juga 

merupakan keharusan dalam mempercepat percepatan pembangunan daerah (otonom) dengan 

tetap terintegrasi secara integral dengan pemerintah daerah lainnya dan dengan pemerintah 

pusat. Maka dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sudah menjadi 

keharusan untuk dapat memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan TIK dengan 

menyelenggarakan e-Government. 

  

Apalagi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan tuntutan era 

demokratisasi dimana masyarakat menuntut kebebasan menyampaikan aspirasi, hak 

memperoleh informasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. E-Government pada 

dasarnya adalah pemerintah yang memberikan pelayanan informasi kepada sesama instansi 

pemerintah (Government to Government – G2G), kepada dunia bisnis (Government to Business 

– G2B) dan kepada masyarakat (Government to Citizen – G2C), dengan tujuan :   

(1)  Mampu memberikan informasi lengkap mengenai lembaga atau daerah untuk kemajuan 

ekonomi dan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja proses pelayanan (peningkatan 

efektivitas dan produktivitas).  

(2)  Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (resources) seperti waktu, tenaga, 

budget, dan fasilitas lainnya (peningkatan efisiensi).  

  

Tuntutan dan kebutuhan akan pemanfaatan TIK khususnya oleh pemerintah melalui e-

Government dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi 

dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di era demokratisasi, otonomi daerah dan 

desentralisasi sebagai tuntutan reformasi. E-Government sendiri adalah penggunaan TIK dalam 

domain administrasi (termasuk penyediaan layanan publik, peraturan, penegakan hukum, 

keamanan, peningkatan efisiensi birokrasi dan pembuatan kebijakan) dan domain politik 

(sejumlah aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat membuat keputusan dan 

mewujudkan nilai-nilai yang mengikat anggotanya) di tingkat lokal, nasional, regional, dan 

global.  
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TIK secara global memfasilitasi proses bisnis dalam empat set layanan inti untuk membantu 

proses otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pengguna layanan, dan 

alat-alat produktivitas. Tantangan dalam bidang teknologi informasi sangat banyak sehingga 

disamping memberi banyak manfaat dalam sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis dan 

hubungan masyarakat namun juga harus disadari adanya resiko dan ancaman kerugian dari 

teknologi informasi sehingga perlu memformulasikan rencana pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pelaksanaannya.  

  

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tertundanya pemanfaatan teknologi informasi 

seperti biaya yang relative tinggi, proses penguasaan teknologi yang lambat, Perkembangan 

teknologi yang sangat pesat dan masalah incompatibility, reaksi masyarakat mental block atau 

menolak masuknya peralatan serba otomatis dan manajemen perubahan, pengambilan 

keputusan, koordinasi dan lain–lain. Ketidak keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat 

dan daerah dalam penyiapan SDM bertalenta, pembagunan infrastruktur dan regulasi turunan. 

 

 

► Aksi Kunci 3.1: “Kembangkan pemimpin transformasional yang berorientasi pada 

pemanfaatan TIK.” 

- Selenggarakan diklat kepemimpinan yang berorientasi transformasional. 

- Ciptakan lingkungan kerja organisasi yang berwawasan TIK. 

- Tingkatkan literasi kepemimpinan transformasional. 

 

► Aksi Kunci 3.2: “Susun dan tetapkan standar kompetensi dalam mengintegrasikan 

pemanfaatan TIK.”  

- Lakukan riset secara menyeluruh pada generasi muda guna menentukan standar 

kompetensi. 

- Bangun kerja sama dengan pihak terkait untuk mencegah kesalahan dalam menentukan 

standar kompetensi. 

- Tingkatkan daya saing kompetensi nasional dalam pemanfaatan dunia digital. 

 

► Aksi Kunci 3.3: “Penuhi target  kebutuhan SDM talenta digital.” 

- Perbanyak sekolah-sekolah khusus talenta digital bagi kalangan milenial. 

- Siapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan masyarakat digital. 

- Optimalkan tenaga profesional pendidik talenta digital. 

 

► Aksi Kunci 3.4: “Sosialisasikan pemahamanan dan keterampilan berbasis elektronik 

dalam kehidupan dinamis masyarakat.”  

- Bangun rumah-rumah digital secara tersebar dan merata. 

- Perluas penggunaan media sosial yang atraktif untuk mengedukasi masyarakat. 

- Fasilitasi proses bisnis masyarakat dengan akses internet yang memadai. 
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SASARAN 4 

 

OPTIMALKAN INTEGRASI BIG DATA NASIONAL UNTUK 

PENGUATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 

 

Dalam menghadapi perkembangan TIK, 

Indonesia harus melompat menuju 

pemerintahan berbasis digital dengan 

menjadi platform bersama integrasi Big Data  

nasional. Apabila  melihat perkembangan 

digitalisasi di sektor swasta dan juga di sektor 

publik di beberapa negara sudah sangat pesat 

dan terhubung dengan tuntutan Revolusi 

Industri 4.0. yaitu kondisi birokrasi biasanya 

ditandai dengan kecepatan dan konvergensi 

dalam semua bidang, baik dalam sistem 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

publik.  

Maka dihadapkan dengan karakteristik 

birokrasi Indonesia saat ini pada dasarnya masih berada pada level pemerintahan yang masih 

di bawah 4.0 ditandai belum optimalnya pendayagunaan peran dan dukungan publik dalam 

mengakselerasi pembangunan Big Data  nasional dengan orientasi politik yang masih tinggi, 

tumpang tindih berbagai program dan kegiatan antar instansi, serta berbagai proses bisnis yang 

manual dan terfragmentasi. Indonesia harus menyelesaikan permasalahan dasar dengan 

beberapa kebijakan untuk menuju birokrasi digital. 

Lompatan perubahan menuju ke Birokrasi Digital Indonesia pada level 4.0 dalam pengelolaan 

data dan informasi harus dipaksakan melalui pembangunan aplikasi terpadu yaitu platform 

digital yang terintegrasi yang menawarkan multi layanan dalam satu aplikasi karena berbagai 

integrasi data, proses bisnis dan teknologi untuk aneka  keperluan pelayanan internal 

pemerintah maupun pelayanan publik menuju birokrasi yang terintegrasi berbasis digital, 

sebagai catatan penting yang tidak dapat diproses dalam birokrasi yang manual, tradisional dan 

parsial. 

 

► Aksi Kunci 4.1: “Tingkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti 

penting Big Data nasional.” 

- Tingkatkan pemahaman Big Data nasional secara masif. 

- Bangun dukungan masyarakat untuk integrasi Big Data nasional. 

- Bangun kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk memperkuat Big Data 

Nasional. 
 

► Aksi Kunci 4.2: “Sinergikan sistem yang digunakan di Indonesia untuk menjadi 

platform bersama integrasi Big Data nasional.” 

- Pilih dan tentukan platform integrasi Big Data nasional. 

- Libatkan para ahli untuk mendorong percepatan integrasi Big Data. 

- Pastikan integrasi yang dibangun bisa berkesinambungan dan up to date. 
 

 

Pentingnya Big Data tidak berkisar pada 

seberapa banyak data yang Anda miliki, 

tetapi apa yang Anda lakukan dengan data 

tersebut. Anda dapat mengambil data dari 

sumber apa pun dan menganalisisnya untuk 

menemukan jawaban yang memungkinkan 

1) pengurangan biaya, 2) pengurangan 

waktu, 3) pengembangan produk baru, dan 

penawaran yang dioptimalkan, serta 4) 

pengambilan keputusan yang cerdas 



119 

 

► Aksi Kunci 4.3: “Atasi ancaman keamanan informasi terhadap Big Data yang dapat 

bereskalasi ke tataran keamanan nasional dan regional/global.” 

- Bangun kolaborasi dengan industri terkait untuk menciptakan standar keamanan Big 

Data nasional. 

- Kontrol kemampuan NAP (Network Access Provider) secara periodik dengan tingkat 

keamanan siber yang tinggi. 

- Tetapkan standar struktur dan metadata di K/L dan Pemda keakuratan data terjamin. 

 

► Aksi Kunci 4.4: “Optimalkan pendayagunaan peran dan dukungan publik dalam 

mengakselerasi pembangunan Big Data nasional.” 

- Tetapkan kontribusi dan dukungan publik dalam pembangunan Big Data. 

- Bangun keyakinan Big Data nasional bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

- Ciptakan kemandirian pengelolaan Big Data internal organisasi/lembaga. 
 

 

PENUTUP 
 

 

Perkembangan TIK di era globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah atau desentralisasi 

sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah. Pemerintah perlu 

terus beradaptasi untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK dengan 

mengatasi permasalahan pokok yaitu; Regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan 

digital nasional belum terintegrasi; Dukungan infrastruktur TIK menuju terwujudnya 

masyarakat informasi belum optimal; Kemampuan pemanfaatan kemajuan TIK yang belum 

merata; dan Pengintegrasian Big Data nasional dalam rangka penguatan data dan informasi 

yang belum optimal. Keberhasilan pemanfaatan TIK sangat dibutuhkan untuk menyukseskan 

pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan 

suksesnya pembangunan maka stabilitas keamanan nasional juga dapat terdukung dari aspek 

fisik maupun non fisik untuk dapat menghadapi dinamika perubahan keamanan nasional yang 

bersifat dinamis. Keamanan nasional kini tak hanya terkait ruang darat, laut, dan udara saja. 

Melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan ruang digital atau ruang 

siber menjadi sebuah kebutuhan publik, seiring dengan semakin tergantungnya masyarakat 

Indonesia pada penggunaan internet sebagai media dalam berbagai kegiatan ekonomi, layanan 

publik, hingga kegiatan pemerintahan. 

Dalam upaya mewujudkan akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna 

mendukung pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional  

diperlukan kebijakan yang sinergis dan kolaboratif oleh semua stakeholder pemerintah dan 

komponen bangsa lainnya. Beberapa strategi yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

Pertama, mengintegrasikan regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan digital 

nasional; Kedua, mengoptimalkan dukungan infrastruktur TIK menuju terwujudnya 

masyarakat informasi; Ketiga, melakukan percepatan pemerataan kemampuan pemanfaatan 

kemajuan TIK; Keempat, mengoptimalkan integrasi Big Data  nasional untuk penguatan 

pengelolaan data dan informasi. 
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NASKAH STRATEGIS 

SINERGISME PERTAMBANGAN BATU BARA DAN  

PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH  

 
     

 

PENDAHULUAN 

Kinerja pembangunan ekonomi wilayah menentukan tingkat ketahanan ekonomi dan memengaruhi 

stabilitas keamanan nasional. Sektor ekonomi yang diunggulkan harus dapat menjadi penggerak dan 

membangkitkan sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor pertambangan mineral dan batu bara 

terhadap pendapatan negara cukup besar, terutama batu bara. Target penerimaan negara (PNBP) 

tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 42,37 triliun, dan pada 1 Agustus telah tercapai Rp.87,72 triliun 

(207 persen dari target), sehingga pertambangan batu bara layak menjadi sektor unggulan dalam 

pembangunan ekonomi suatu wilayah. Namun, aktivitas pertambangan batu bara harus dilandasi 

kolaborasi tingkat tinggi (sinergisme) dengan sektor ekonomi lainnya. Permasalahan sinergisme 

pertambangan batu bara dan pembangunan ekonomi wilayah semakin mengemuka tatkala hasil 

eksplorasi pertambangan batu bara ditemukan pada wilayah yang sudah berkembang, di mana 

susunan sosial ekonomi masyarakat sudah terbentuk. 

Pengaturan lebih rinci terkait pembangunan jalan khusus yang tidak kunjung selesai akan berdampak 

pada penggunaan jalan umum sebagai prasarana angkutan batu bara semakin intens. Penggunaan 

jalan umum sebagai jalan khusus angkutan batu bara akan mengganggu mobilitas masyarakat dalam 

rangka melaksanakan kegiatan sosial ekonominya. Sementara standar dan kualitas jalan umum 

bukan dirancang untuk memenuhi kebutuhan jalan khusus angkutan batu bara. Pertambangan batu 

bara tanpa izin memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial karena 

umumnya abai terhadap kewajiban-kewajiban yang dilakukan penambang legal, baik kewajiban 

kepada negara (pembayaran pajak dan royalti) maupun masyarakat sekitar lokasi tambang (program 

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat). Semuanya ini berujung pada penurunan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang harus mampu diperbaiki. 

Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu strategis, yaitu: ketersediaan jalan khusus angkutan 

batu bara dari wilayah pertambangan menuju pelabuhan atau jetty yang masih terbatas, standar dan 

kualitas jalan umum yang belum memenuhi kebutuhan angkutan batu bara, penertiban penambangan 

batu bara tanpa izin yang belum berjalan efektif, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup yang semakin menurun.  

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah 

mempercepat ketersediaan jalan khusus angkutan batu bara dari wilayah pertambangan menuju 

pelabuhan atau jetty. Kedua, meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai kebutuhan 

angkutan batu bara. Ketiga, memperkuat efektivitas penertiban penambangan batu bara tanpa izin, 

Terakhir, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 



124 

 

 

SASARAN STRATEGIS 1 

PERCEPATAN KETERSEDIAAN JALAN KHUSUS ANGKUTAN BATU 

BARA 
 

Amanat UU Minerba dan UU Jalan terkait 

dengan kewajiban penggunaan jalan khusus 

belum dipatuhi pelaku usaha, bahkan lebih 

memilih menggunakan jalan umum, tanpa 

mengindahkan ketentuan peningkatan standar 

dan kualitas serta pemeliharaan jalan umum 

yang digunakan untuk angkutan batu bara. 

Pelimpahan tanggung jawab kepada pelaku 

usaha tersebut dikarenakan jalan umum 

diperuntukkan bagi lalu lintas umum, bukan 

untuk kepentingan khusus seperti lalu lintas 

angkutan batu bara yang sejatinya dilarang 

melintas di jalan umum. Sayangnya, aturan 

yang bersifat lebih teknis dan operasional dari 

kedua UU tersebut belum tersedia. 

Implementasi ketentuan izin atau dispensasi 

penggunaan jalan umum dari penyelenggara 

jalan (Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota) 

yang berwenang belum efektif. Bahkan 

Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan 

Daerah yang mengatur angkutan batu bara 

tidak mensyaratkan tentang izin penggunaan 

jalan umum. Sejatinya, pemberian izin dan 

dispensasi ini mensyaratkan salah satunya 

terkait dengan jaminan pemeliharaan jalan 

umum. Pembangunan jalan khusus yang 

memang menjadi tanggung jawab pelaku usaha 

akan lebih ringan bila dilakukan dengan kolaborasi atau konsorsium antarpelaku usaha dan pihak-

pihak terkait lainnya, namun patut dihindari adanya monopoli kepentingan salah satu pihak. Kurang 

tepat bila Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan khusus seperti tuntutan 

sebagian pihak. 

Penerapan sanksi penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara hingga kini belum menimbulkan 

efek jera karena baru sebatas tindakan tilang atas pelanggaran lalulintas. Sanksi penghentian 

aktivitas perusahaan yang diberikan Kemen ESDM pun hanya bersifat sementara. Perlu kiranya 

segera disepakati sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha yang abai terhadap ketentuan 

angkutan batu bara, termasuk sanksi pidana dan bila perlu pencabutan IUP, baik terkait dengan 

pembangunan jalan khusus, pemeliharaan jalan umum yang digunakan sebagai angkutan batu bara, 

maupun pemberlakukan traffic management angkutan batu bara di jalan umum.  

 Dalam UU No. 3 Th. 2020 Tentang Perubahan 

atas UU No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu bara, UU No. 2 Th. 2022 

Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Th. 

2004 Tentang Jalan, mengamanatkan kewajiban 

pelaku usaha pertambangan untuk menggunakan 

jalan pertambangan (jalan khusus), namun 

hingga kini masih  belum sepenuhnya dipatuhi. 

 Dalam Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang 

Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-

Bagian Jalan ditetapkan perlunya izin dan 

dispensasi penggunaan jalan umum untuk 

kepentingan di luar lalu lintas umum, seperti 

angkutan batu bara dari penyelenggara jalan, 

namun realitanya belum dipatuhi oleh pelaku 

usaha. 

 Di Kabupate Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, 

praktik pembangunan jalan khusus dilakukan 

oleh PT. Servo Lintas Raya, namun dalam 

operasionalisasinya ada upaya monopoli untuk 

kepentingan sendiri.    

 Ditjen Minerba, Kemen ESDM memberi sanksi 

administratif berupa penghentian sementara 

seluruh kegiatan selama 60 hari kelender kerja 

kepada 8 (delapan) perusahan tambang batu bara 

di Provinsi Jambi atas pelanggaran angkutan batu 

bara di jalan umum. 
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► Aksi Kunci 1.1: “Fasilitasi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban penggunaan jalan 

khusus untuk angkutan batu bara” 

- Pastikan pelaku usaha dapat akses membangun jalan khusus atau perizinan penggunaan jalan 

umum. 

- Upayakan peraturan teknis dapat diterapkan secara konsisten. 

- Beri dukungan kepada Pemda untuk melengkapi dan menyinkronisasi regulasi pemberian 

izin dan dispensasi penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara. 

► Aksi Kunci 1.2: “Beri kemudahan membangun kolaborasi pembangunan jalan khusus 

untuk angkutan batu bara” 

- Dorong mekanisme KPBU dalam kolaborasi para pihak terkait untuk membangun jalan 

khusus angkutan batu bara. 

- Optimalkan kolaborasi sekurangnya melibatkan pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. 

- Amankan dan pastikan penggunaan jalan khusus dengan sistem berbayar terhindar dari 

praktik monopoli dan penguasaan pihak tertentu. 

► Aksi Kunci 1.3: “Segera tetapkan sanksi atas pelanggaran penggunaan jalan umum 

sebagai jalan khusus” 

- Sosialisasikan sanksi atas pelanggaran untuk membangun kesadaran hukum. 

- Pastikan sanksi yang ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati. 

- Upayakan seluruh pelanggaran terhadap traffic management dikenai sanksi. 
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SASARAN STRATEGIS 2 

PENINGKATAN STANDAR DAN KUALITAS JALAN UMUM YANG 

DILALUI ANGKUTAN BATU BARA  

 

Standar dan kualitas jalan umum dirancang 

untuk mobilitas penduduk dan distribusi barang 

kebutuhan pokok yang umumnya memiliki 

dengan tonase kendaraan yang lebih rendah 

dari angkutan batu bara. Hal ini mendorong 

kerusakan jalan umum yang lebih cepat dari 

yang diperkirakan. Kerusakan jalan umum dan 

pertambahan armada angkutan batu bara untuk 

memenuhi kebutuhan pasar akan meningkatkan 

kerawanan terjadi kecelakaan, apalagi banyak 

pengemudi truk yang mengangkut batu bara 

kelewat batas bahkan hampir dua kali lipat 

Mekanisme pembiayaan peningkatan standar 

dan kualitas jalan umum sesuai kebutuhan jalan 

khusus belum tersedia. Pemeliharaan jalan 

umum menjadi kewajiban pemerintah, baik 

pusat maupun daerah, namun kemampuan yang 

ada masih belum mampu mencegah kerusakan 

jalan yang banyak terjadi saat ini. Sementara, 

pelaku usaha juga belum mengalokasikan dana 

untuk peningkatan standar dan kualitas jalan 

sesuai yang dibutuhkan. Mekanisme 

pembiayaan perlu segera disiapkan dalam 

upaya menghindari kerusakan jalan umum 

yang lebih parah. Penggunaan jalan umum 

sebagai jalan khusus lebih banyak memenuhi kepentingan pelaku usaha, sehingga biaya peningkatan 

kualitas jalan umum menjadi tanggung jawab pelaku usaha, baik pemegang IUP maupun jasa 

angkutan.  

Belum ada ketegasan pihak yang berwenang dalam penegakan aturan terkait penggunaan jalan 

umum sebagai jalan khusus  Aparat atau institusi penegak hukum masih ditegaskan dalam regulasi 

yang ada, termasuk dalam Permen PU Nomor: 11 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Jalan Khusus. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

terhadap pengangkutan batu bara yang menggunakan jalan umum tertentu/kendaraan tertentu atau 

jalur sungai sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, perlu dibentuk institusi seperti Tim Pembina 

dan Pengawas yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, POLRI, SATPOL PP 

dan unsur terkait lainnya. Selain itu, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu untuk 

ditingkatkan dalam upaya memantau pelanggaran angkutan batu bara yang sudah ditetapkan 

mekanismenya dalam Peraturan Daerah. 

 Kerusakan jalan umum akibat angkutan batu bara 

terjadi karena standar dan kualitas jalan umum 

yang dilalui belum selaras dengan kebutuhan 

jalan khusus angkutan batu bara. 

 Kerusakan jalan dan banyaknya armada 

angkutan batu bara di jalan umum menyebabkan 

terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta hampir 1/3 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan 

batu bara menjadi tragedi kecelakaan.  

 Penambahan beban jalan umum oleh angkutan 

batu bara akan meningkatkan potensi konflik 

penggunaan jalan umum antara masyarakat 

(dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi) 

dengan pelaku usaha. 

 Kemampuan Pemerintah untuk memelihara jalan 

umum (jalan nasional) baru 5-10 persen dari total 

anggaran pada tahun 2008, dimana alokasi dana 

untuk pemeliharaan jalan yang ideal sebesar 30-

40 persen dari total anggaran. 

 Pengabaian atas kewajiban untuk meningkatkan 

standar dan kualitas jalan umum sesuai dengan 

kebutuhan pengguna jalan khusus, termasuk 

lebar dan muatan sumbu terberat, hanya dikenai 

sanksi administratif berupa: teguran tertulis; 

denda administratif; pembekuan izin dan/atau 

pencabutan izin. 
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► Aksi Kunci 2.1: “Tetapkan mekanisme peningkatan standar dan kualitas jalan umum 

yang digunakan untuk angkutan batu bara” 

- Libatkan pelaku usaha dalam perumusan mekanisme jalan umum sebelum ditetapkan. 

- Pastikan standar dan kualitas jalan umum memenuhi kebutuhan jalan khusus angkutan batu 

bara dan menjamin penurunan incident dan accident. 

- Pastikan fungsi dan pelayanan jalan umum tidak terganggu. 

► Aksi Kunci 2.2: “Tetapkan mekanisme pembiayaan peningkatan standar dan kualitas 

jalan umum untuk angkutan batu bara” 

- Rumuskan dan pastikan mekanisme pembiayaan bisa diterima pelaku usaha sesuai 

kewajaran. 

- Bangun komitmen pelaku usaha, baik pertambangan maupun angkutan, untuk berkontribusi 

dalam pemeliharaan jalan umum yang digunakan. 

- Awasi mekanisme pembayaran untuk akuntabilitas publik 

► Aksi Kunci 2.3: “Segera bentuk Tim Pembina dan Pengawas untuk pembangunan jalan 

khusus dan angkutan batu bara di jalan umum” 

- Pastikan seluruh aparat penegak hukum terkait dengan pembangunan jalan khusus dan 

angkutan batu bara di jalan umum terwadahi dalam Tim Pembina dan Pengawas. 

- Beri dukungan kepada Pemda agar Tim Pembina dan Pengawas dapat berfungsi secara 

optimal.  

- Perkuat peran PPNS dalam pemantauan angkutan pertambangan. 
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SASARAN STRATEGIS 3 

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENERTIBAN PENAMBANGAN BATU 
BARA TANPA IZIN 

 

Penambangan batu bara tanpa izin umumnya 

abai terhadap kewajibannya kepada negara, 

seperti pembayaran pajak dan royalti, ataupun 

kewajiban kepada masyarakat, yakni  program 

pemberdayaan masyarakat. Upaya penertiban 

penambangan batu bara tanpa izin akan lebih 

memperkuat peran batu bara dalam 

perekonomian nasional. Sayangnya regulasi 

yang mendasari upaya penertiban belum 

tersedia, hal ini menjadi rumit karena berkaitan 

dengan mata pencaharian masyarakat di sekitar 

wilayah penambangan. Sementara, upaya 

transformasi menjadi pertambangan rakyat 

membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah 

untuk menyusun Peraturan Daerah. 

Penambangan batu bara tanpa izin bisa 

dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau 

korporasi. Penertiban terhadap korporasi relatif 

lebih mudah, karena korporasi telah diikat 

dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. 

Berbeda bila pelakunya perseorangan atau 

kelompok yang ingin terlibat, tidak sekedar 

menjadi penonton. Solusinya harus lebih 

mengedepankan pendekatan edukatif-kultural, 

ketimbang pendekatan legal. Bila memenuhi 

syarat dapat dikembangkan menjadi 

pertambangan rakyat guna memperkuat 

ekonomi rakyat. Kiprah penambang tanpa izin 

pada dasarnya tidak terlepas dari pemegang 

IUP, terutama pada saat transaksi penjualan 

batu bara. Oleh karena itu, pelibatan pemegang 

IUP dalam reklamasi lahan pasca tambang 

menjadi penting, tidak hanya pelaporan 

aktivitas penambangan tanpa izin di sekitar 

wilayah kerjanya.  

Terdapat beberapa modus operasi 

penambangan tanpa izin, mulai dari tidak 

berizin, menambang di luar konsesi, 

menambang tidak sesuai izin hingga pemalsuan 

dokumen dan pencurian bahan tambang di luar konsesi. Selama ini upaya penertiban penambangan 

 Lokasi penambangan batu bara tanpa izin 

berdasarkan catatan Kementerian ESDM pada 

triwulan 3 tahun 2021, hanya 96 lokasi atau 3.5 

persen dari 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin 

di seluruh Indonesia. Jumlah pekerja yang 

terlibat dalam pertambangan tanpa izin kurang 

lebih sebanyak 37 juta pekerja. 

 Perlu penegasan regulasi yang bersifat 

operasional dan mengatur proses penetapan 

status pertambangan rakyat khususnya 

kewajiban yang berkaitan dengan tanggung 

jawab perbaikan lingkungan hidup, termasuk 

reklamasi lahan.  

 Penambang batu bara tanpa izin umumnya 

kurang dibekali dengan pengetahuan dan 

ketrampilan, menggunakan peralatan dan modal 

yang terbatas, serta kurang memperhatikan 

masalah keselamatan kerja dan lingkungan. 

 Pembinaan kepada penambang tanpa izin 

perseorangan atau kelompok bisa diselaraskan 

dengan beberapa bentuk kelembagaan seperti 

kelompok tambang, koperasi, ataupun Badan 

Usaha Milik Daerah, mengingat kewajiban 

reklamasi lahan pasca tambang dalam konteks 

pertambangan rakyat berada di Pemerintah 

Daerah. 

 Lokasi penambangan batu bara tanpa izin 

teridentifikasi di Provinsi Sumatera Selatan 

sebanyak 33 lokasi, di Provinsi Kalimantan 

Timur sebanyak 36 lokasi, dan di Provinsi 

Kalimantan Selatan sebanyak 26 lokasi. Lokasi 

tersebut umumnya berada di dalam Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan (WIUP). 

 Maraknya penambangan tanpa izin ini berkaitan 

erat dengan minimnya pengawasan pihak yang 

berwenang dan dipicu kenaikan harga komoditas 

di pasar global. Aktivitas penambangan tanpa 

izin sebenarnya berkaitan dengan nilai ekonomi 

yang didapat oleh masyarakat, bahkan sudah 

menjadi mata pencaharian. 
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batu bara tanpa izin bertumpu pada Inspektur Tambang yang sesungguhnya tidak memiliki 

kewenangan. Aktivitas penambangan batu bara tanpa izin seakan luput dari pantauan pengawasan 

yang berwenang. Karenanya, perlu penegasan lembaga yang berkewenangan menangani penegakan 

hukum agar upaya penertiban penambangan tanpa izin bisa berjalan lebih efektif, serta tidak terkesan 

hanya menjadi kewenangan Polisi semata. Kehadiran lembaga atau satuan tugas yang berwenang 

melakukan penertiban penambangan tanpa izin tidak sebatas melakukan penegakan hukum, 

melainkan juga melakukan pembinaan, fasilitasi, dan supervisi, serta bekerja secara sinergi lintas 

sektor. 

 

► Aksi Kunci 3.1: “Lengkapi regulasi yang mendasari proses hukum penambangan batu 

bara tanpa izin” 

- Percepat pembentukan regulasi sebagai operasionalisasi sanksi pidana yang tercantum dalam 

UU No. 3 tahun 2020. 

- Pastikan regulasi dapat diacu untuk memproses penambangan batu bara tanpa izin. 

- Perkuat kewenangan inspektur tambang untuk pendataan dan pemantauan penambangan 

batu bara tanpa izin. 

► Aksi Kunci 3.2: “Libatkan pemegang IUP untuk reklamasi lahan penambangan batu bara 

tanpa izin” 

- Pastikan pemegang IUP berkomitmen untuk membantu reklamasi lahan di sekitarnya yang 

terbengkalai. 

- Dorong pemegang IUP untuk memantau lahan penambangan batu bara tanpa izin di sekitar 

wilayah penambangannya. 

- Optimalkan proses dan hasil reklamasi untuk menjaga keseimbangan alam. 

► Aksi Kunci 3.3: “Percepat pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Penambangan 

Tanpa Izin”  

- Pastikan Satuan Tugas Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin dapat segera terbentuk. 

- Perkuat pengawasan transaksi penjualan batu bara, sejak dari mulut tambang hingga 

pelabuhan/jetty dengan dukungan komitmen pemegang IUP. 

- Ciptakan iklim kerja yang mendorong optimalisasi tugas Satuan Tugas Penanggulangan 

Penambangan Tanpa Izin. 
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SASARAN STRATEGIS 4 

PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG 

LINGKUNGAN HIDUP 

 

Tidak dipungkiri penambangan batu bara akan 

berdampak pada kualitas lingkungan hidup. 

Hilirisasi batu bara adalah upaya minimalisasi 

penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti 

pengolahan batu bara menjadi  dimethyl ether 

(DME) atau PLTU mulut tambang. Hilirisasi 

akan mengurangi transportasi batu bara dan 

emisi batu bara sehingga dapat mendukung 

target Net Zero Emission pada 2060. 

Pemerintah telah menetapkan pengenaan 

royalti batu bara 0% (nol persen) terhadap 

volume batu bara dengan syarat pelaku usaha 

melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. 

Kejadian kecelakaan angkutan batu bara di 

jalan umum frekuensinya terus bertambah dan 

menelan banyak korban jiwa. Seringkali 

kecelakaan terjadi karena pengemudi angkutan 

batu bara abai terhadap standar keamanan dan 

keselamatan berlalu lintas di jalan umum. 

Misalnya, memuat angkutan kelewat batas dan 

berburu waktu. Hal ini memicu keresahan 

masyarakat pengguna jalan umum.  

Angkutan batu bara di jalan umum akan 

menambah beban lalu lintas dan mendorong 

timbulnya kemacetan lalu lintas. Meskipun 

telah ditetapkan aturan pelarangan dan 

pembatasan waktu operasional angkutan batu 

bara oleh Pemda, namun realitanya armada 

angkutan batu bara mendominasi lalu lintas di 

jalan umum, bahkan menimbulkan kemacetan 

yang semakin parah. Contohnya, di Provinsi 

Jambi, ribuan angkutan batu bara melintas 

setiap hari di jalan umum dari mulut tambang menuju pelabuhan yang menyebabkan kemacetan 

parah hingga belasan kilometer dan menganggu aktivitas masyarakat, apalagi praktik angkutan batu 

bara yang ODOL mempercepat kerusakan jalan yang sulit untuk dilakukan perbaikan sehingga 

ancaman kecelakaan lalu lintas semakin meningkat.   

 

 Proses pengolahan 6 juta ton batu bara menjadi 

1,4 juta ton dimethyl ether (DME) menghemat 

devisa negara senilai Rp 8,7 triliun dari impor 

LPG dan mendukung capaian target Net Zero 

Emission pada 2060 (di Tanjung Enim, Provinsi 

Sumatera Selatan). 

 Penurunan daya dukung lingkungan akibat 

operasionalisasi pertambangan tampak dari 

permasalahan yang dihadapi warga seperti air 

sungai yang tercemar, polusi debu batu bara (saat 

pengumpulan maupun pengangkutan), dan 

kebisingan suara alat berat. 

 Angka pasti korban kecelakaan lalu lintas akibat 

angkutan batu bara secara nasional memang 

belum terdata, namun diyakini cenderung 

bertambah. Sebagai contoh, di Provinsi Jambi 

pada Januari – Juli 2022, terjadi minimal 180 

kecelakaan lalu lintas angkutan batu bara dengan 

44 orang korban meninggal. Terpantau 747 dari 

2.548 pelanggaran lalu lintas dalam Operasi 

Patuh pada Juni 2022 dilakukan angkutan batu 

bara. Sejak 2017 – 2019, setidaknya 35 orang 

meninggal karena kecelakaan angkutan batu bara 

dan terbanyak di Kabupaten Batanghari, yakni 

lebih 20 orang (Mongabay). 

 Angkutan batu bara mendominasi komposisi lalu 

lintas angkutan barang sehingga lalu lintas  

umum semakin padat dan potensi kecelakaan 

serta kerusakan jalan semakin tinggi. Kepadatan 

lalu lintas bisa berujung pada kemacetan yang 

semakin parah, seperti di Provinsi Jambi hingga 

belasan kilometer dan meningkatnya keresahan 

masyarakat di koridor jalan umum yang 

digunakan untuk angkutan batu bara. 
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► Aksi Kunci 4.1: “Perkuat industri hilirisasi batu bara mendukung Net Zero Emission 

2060” 

- Fasilitasi pelaku usaha yang berkomitmen melakukan hilirisasi batu bara.  

- Pastikan kebijakan pengenaan royalti 0% (nol persen) mudah diakses. 

- Libatkan dan perankan semua stakeholder terkait secara optimal. 

► Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan pengawasan dan penerapan sanksi pelanggaran angkutan 

batu bara” 

- Percepat penetapan traffic management angkutan batu bara di jalan umum. 

- Lakukan pengawasan penerapan traffic management secara maksimal. 

- Terapkan sanksi pelanggaran angkutan pertambangan di jalan umum secara adil dan 

menimbulkan efek jera. 

► Aksi Kunci 4.3: “Tingkatkan penertiban operasional angkutan batu bara” 

- Pastikan ketentuan traffic management angkutan pertambangan  berlangsung tertib. 

- Fasilitasi investasi swasta untuk pengembangan moda angkutan pertambangan melalui jalur 

sungai atau rel kereta api. 

- Tingkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 

 

PENUTUP 

 

Sinergisme pertambangan batu bara dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah harus diwujudkan 

dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi dan keamanan nasional. Empat permasalahan yang 

perlu segera diselesaikan agar sinergisme dimaksud dapat diwujudkan, yaitu ketersediaan jalan 

khusus angkutan batu bara dari wilayah pertambangan menuju pelabuhan atau jetty yang masih 

terbatas; standar dan kualitas jalan umum yang belum memenuhi kebutuhan angkutan batu bara; 

penertiban penambangan batu bara tanpa izin yang belum berjalan efektif; dan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun. 

Percepatan ketersediaan jalan khusus angkutan batu bara dari wilayah pertambangan menuju 

pelabuhan atau jetty diperlukan agar angkutan batu bara tidak terus menggunakan jalan umum yang 

mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat karena peningkatan kerawanan kecelakaan dan 

kemacetan lalu lintas. Kolaborasi pembangunan jalan khusus antara Pemerintah, pelaku usaha dan 

masyarakat perlu ditingkatkan secara optimal. Selain itu, sanksi tegas perlu segera ditetapkan dan 

diberlakukan kepada pelaku usaha yang abai terhadap kewajibannya sehingga jalan umum tidak 

semakin terbebani fungsi oleh angkutan batu bara. 

Jalan umum yang digunakan sebagai angkutan batu bara perlu ditingkatkan standar dan kualitasnya 

agar tidak cepat mengalami kerusakan yang mengganggu mobilitas penduduk dan distribusi barang. 

Pemerintah perlu segera menetapkan mekanisme pembiayaan peningkatan atau pemeliharaan 
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standar dan kualitas jalan umum yang digunakan sebagai angkutan batu bara. Selain itu, perlu 

ketegasan penerapan sanksi lalu lintas terhadap angkutan batu bara yang ODOL, tidak hanya sanksi 

administratif namun juga sanksi pidana. 

Penertiban penambangan batu bara tanpa izin harus berlangsung lebih efektif. Untuk itu, regulasi 

sebagai rujukan penertiban dan penghentian penambangan tanpa izin perlu segera ditetapkan, 

sekaligus sebagai dasar memproses hukum bila terjadi pelanggaran. Pemegang IUP perlu dilibatkan 

dalam tanggung jawab reklamasi lahan pasca tambang pada areal penambangan batu bara tanpa izin, 

sekaligus memantau aktivitas ilegal yang sering luput dari pengawasan pihak berwenang, termasuk 

bila diperlukan pembinaan kepada pelaku agar dapat mempertimbangkan kesehatan, keamanan, 

keselamatan, dan lingkungan. 

Terakhir, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menurun harus dapat diperbaiki 

dengan mengembangkan industri hilirisasi batu bara untuk mengurangi transportasi batu bara dan 

mendukung kebijakan transisi energi, serta secara tidak langsung memperkecil kecelakaan dan 

kemacetan lalu lintas di jalan umum yang melibatkan angkutan batu bara. Selain itu, traffic 

management angkutan batu bara harus segera ditetapkan untuk melengkapi agar gangguan sosial 

ekonomi masyarakat tidak berkembang menjadi konflik sosial. 



  

 

133 

 

  

 

 

         

 

PERCEPATAN TALENTA DIGITAL (DIGITAL 

TALENT) UNTUK MENSUKSESKAN PROSES 

TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL DALAM 

RANGKA KEAMANAN NASIONAL 

 

November   2022 



  

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

NASKAH STRATEGI 

  

PERCEPATAN TALENTA DIGITAL (DIGITAL TALENT) UNTUK 

MENSUKSESKAN PROSES TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL DALAM 

RANGKA KEAMANAN NASIONAL 

 

 
         

 

PENDAHULUAN 
 

Kebijakan dan arahan Presiden RI terkait transformasi digital telah tercantum di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, dimana pemerintah yang diamanatkan untuk 

melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung 

transformasi digital. Dalam hal ini, pemerintah telah membangun jaringan 4G melalui proses 

inframing spektrum yang sudah ada. Hasilnya, saat ini sudah ada cakupan 4G di seluruh kota di 

Indonesia mencapai 82,3 persen (belum termasuk daerah 3T). Selain itu, pemerintah juga 

membangun Palapa Ring untuk menghubungkan serat optik di setiap kota yang saat ini 

cakupannya telah mencapai sekitar 93 persen. Kemudian Pemerintah juga menyiapkan akses 

infrastruktur yang berada di daerah non-komersial. Sejumlah 1086 base transceiver station sudah 

tersedia di wilayah perbatasan dan daerah tetangga, begitu juga akses internet sudah berada di 

sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan perkantoran. Selain itu juga membangun satelit nasional 

untuk akses internet di daerah terpencil, dimana jaringan dengan kecepatan 150 Gbps sudah 

tersedia, terdapat 150 ribu titik di seluruh negeri, yang akan bisa diakses internet. 

 

Terkait dengan penyiapan talenta digital era industri 4.0, sektor pendidikan dan pelatihan vokasi 

merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan dan penting, sehingga pemerintah fokus pada 3 

lembaga vokasi, yaitu SMK, politeknik dan balai latihan kerja. Sejumlah strategi yang dilakukan 

pemerintah. Pertama, mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian menyusun 

kurikulum bersama industri, dan selanjutnya melakukan Training of Trainer (ToT) yang 

difokuskan pada guru dan dosen. Strategi kedua, pengembangan berbagai standar kompetensi. 

Ketiga, membakukan model kerja sama sarana dan prasarana industri dengan menerapkan 

beberapa kerja sama dengan industri, kemudian mengoptimalkan keterbatasan keterlibatan 

industri. Strategi keempat adalah membakukan mekanisme pemagangan dengan menetapkan 

template atau model peran dunia usaha dan kemudian ToT terhadap instruktur pemagangan. 

Kelima, terkait dengan strategi perbaikan pendidikan vokasi dengan meningkatkan pendanaan dan 

koordinasi. 
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SUBSTANSI STRATEGIS 
 

Mengacu pada tiga isu strategis yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan 

strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Regulasi dan kolaborasi 

pengembangan talenta digital antar /KL masih belum mendukung. Kedua, Infrastruktur teknologi 

digital untuk mendukung pengembangan talenta digital masih terbatas. Ketiga, Jumlah dan 

kemampuan inovasi talenta digital untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital masih belum 

maksimal. 

 

SASARAN STRATEGI 1 :  

TINGKATKAN SINKRONISASI REGULASI DAN KOLABORASI DALAM INOVASI 

PENGEMBANGAN  TALENTA DIGITAL 
 

Perkembangan talenta digital juga berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, khususnya 

talenta digital keamanan siber sebagai salah satu unsur penting pertahanan dan keamanan. Pertahanan 

dan keamanan adalah salah satu sektor yang sangat strategis. Data BSSN memperkuat hal itu dengan 

adanya fakta lebih dari 700 juta serangan siber pada awal 2022. Serangan ini terdiri atas serangan 

ransomware/malware hingga peretasan web (web defacement).  

Untuk mempertahankan pertahanan dan kedaulatan negara, pembangunan talenta digital menjadi salah 

satu dari lima langkah penting dalam transformasi digital, baik pada sektor talenta digital di bidang 

pendidikan, profesi dan dunia usaha, maupun transformasi digital di bidang pertahanan dan keamanan 

mengingat semakin berkembang dan majunya teknologi pertahanan. Namun realitasnya belum ada 

sikronisasi perencanaan dan regulasi serta kolaborasi antar K/L dan daerah untuk mempercepat 

terwujudnya transformasi digital nasional.  

 

► Aksi Kunci 1.1: “Penuhi target program talenta digital tersertifikasi secara maksimal.” 

- Optimalkan kinerja BNSP dalam sertifikasi talenta digital 

- Koordinasikan terget talenta digital masing-masing K/L dan stakeholder 

- Sosialisasikan standar nilai dan kemampuan sertifikasi talenta digital 

► Aksi Kunci 1.2: “Percepat implementasi road map untuk pengembangan inovasi talenta 

digital   dalam proses transformasi digital nasional.” 

- Pahamkan setiap K/L untuk menguasai roadmap talenta digital 

- Adakan evaluasi secara berkala capaian roadmap talenta digital 

- Koordinasikan capaian roadmap talenta digital sesuai kemampuan 

► Aksi Kunci 1.3: “Wajibkan semua K/L untuk mengimplementasikan program digitalisasi 

pada unit Diklat masing-masing guna mempercepat inovasi talenta digital.” 

- Sinergikan program mandiri K/L merujuk pada roadmap talenta digital 

- Kembangkan program talenta digital sesuai dinamika kemajuan TIK 

- Optimalkan peserta dalam program mandiri talenta digital  
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SASARAN  STRATEGI  2:    

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI DIGITAL DALAM 

MENDUKUNG PENGEMBANGAN TALENTA DIGITAL 

 

Internet merupakan salah satu jaringan yang sangat penting dalam konteks meningkatkan 

kemampuan inovasi talenta digital. Faktor penghambat penetrasi internet yang merata adalah 

faktor geografi, kultural, urgensi politis dan modal manusia. Tiga tantangan mendasar yang 

dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur digital adalah infrastruktur, regulasi dan ekosistem. 

Pertama, terkait dengan infrastruktur dan keamanan informasi yang mencakup masalah disrupsi 

informasi, penipuan, pornografi dan hoaks. Tantangan kedua adalah cyber crime atau cyber 

security, potensi penyalahgunaan jaringan secara tidak sah, peningkatan malware seluler, 

peningkatan popularitas perangkat IoT, potensi ransomware yang menargetkan pelaku bisnis, 

serangan fishing. Ada juga aktivitas hack, dronejacking dan rekayasa sosial yang masih terjadi di 

media sosial. Tantangan ketiga terkait digital talent, mencakup keterbatasan tenaga kerja digital, 

literasi digital yang belum meluas, alih teknologi yang masih terbatas, celah yang terlalu besar 

antara keterampilan yang dihasilkan sektor pendidikan formal dengan kebutuhan dunia usaha. 

 

► Aksi Kunci   2.1:  “Percepat  pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi digital di 

seluruh pelosok tanah air guna mempermudah akses intenet.” 

- Inventarisir penyebaran pembangunan infrastruktur secara tepat sasaran 

- Hindari terjadinya kepadatan infrastruktur di satu tempat 

- Pelihara infrastruktur teknologi digital sesuai ketentuan yang berlaku 

► Aksi Kunci 2.2:   “Tetapkan pembangunan infrastruktur teknologi digital  sebagai 

prioritas untuk peningkatan kemampuan inovasi talenta  digital.” 

- Alokasikan dukungan anggaran infrastruktur yang memadai 

- Adakan pengawasan secara ketat penggunaan anggaran infrastruktur teknologi digital 

- Dukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh semua stakeholder 

► Aksi Kunci 2.3:   “Optimalkan kontribusi dunia usaha dan industri dalam mempercepat 

pembangunan infrastruktur.” 

- Komunikasikan peran dan kontribusi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur 

- Jalin kerjasama dan komunikasi dengan mitra kerja secara berkesinambungan 

- Rencanakan sosialisasi pembangunan infrastruktur dalam forum diskusi yang kondusif dan 

produktif. 

 

SASARAN STRATEGI 3:  

OPTIMALKAN LITERASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN JUMLAH DAN 

KEMAMPUAN INOVASI TALENTA DIGITAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN 

TRANFORMASI DIGITAL SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF 

Masih adanya kesenjangan (gap) yang tinggi terkait literasi digital di Indonesia. Data 

Kemendikbudristek 2022 menunjukkan, literasi digital masih minim untuk jenjang pendidikan dasar. 

Selain itu, dibutuhkan kehadiran peraturan dan regulasi yang tepat, misalnya dengan 

pembentukan UU pendukung yang responsif terhadap perkembangan dunia industri. Untuk 

mewujudkan sebuah transformasi digital, pada akhirnya diperlukan peran aktif oleh setiap 

stakeholders. Regulator atau policy makers men-support industry, sementara user juga 

memberikan support industri di tengahnya, sehingga transformasi digital ini bisa terwujud dengan 

baik di nasional dan daerah. Namun kenyataan menunjukan kurangnya kontribusi K/L, Badan Riset, 
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Lembaga Pendidkan, Industri dan Dunia Usaha dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi talenta 

digital. 

► Aksi Kunci 3.1:  “Optimalkan gerakan nasional literasi digital yang didukung oleh seluruh 

kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.” 

- Samakan persepsi dan komitmen untuk mencapai tujuan literasi digital 

- Sinergikan penyelenggaraan literasi secara tepat dan berkelanjutan  

- Optimalkan kehadiran peserta dalam setiap literasi baik daring maupun luring. 

► Aksi Kunci 3.2:  “Tetapkan standarisasi kompetensi talenta digital dalam hal hard skill, 

ketrampilan soft skill, entrepreneurship skill serta digital skill.” 

- Seimbangkan empat komponen kompetensi talenta digital secara serasi 

- Dorong motivasi dan semangat dalam program standarisasi kompetensi talenta digital 

- Kembangkan inovasi dalam metode literasi yang membangkitkan semangat dalam dunia 

digital. 

► Aksi Kunci 3.3: “Optimalkan kontribusi K/L terkait, Badan Litbang, lembaga Pendidikan, 

Dunia Usaha dan Industri untuk mempercepat penciptaan talenta digital yang memiliki 

kemampuan inovasi.” 

- Siapkan SDM yang profesional dalam mendukung penyiapan talenta digital 

- Tetapkan bidang kontribusi yang sesuai dengan kemampuan lembaga/institusi 

- Selenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik. 

 

PENUTUP 

RPJMN 2020-2024 telah menjadikan transformasi digital sebagai output sekaligus outcome prioritas 

pembangunan nasional. Rencana tersebut memprioritaskan pembangunan SDM pekerja keras yang 

dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama 

industri dan talenta global. Berdasar pada laporan World Bank dan McKinsey tahun 2016, target 

pencapaian SDM bertalenta digital Indonesia sebanyak 9 juta orang hingga tahun 2030, dengan target 

rata-rata 600 ribu orang per tahun. Pembangunan talenta digital merupakan salah satu dari lima 

langkah pesan transformasi digital. 

 

Di tengah perkembangan teknologi digital dengan segala benefitnya di atas, ternyata perkembangan 

digital di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Namun ketika muncul prediksi bahwa 

Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 pada tahun 2050 mendatang, maka diperlukan 

kerja sama yang dikolaborasikan setiap daerah dengan cakupan provinsi dan percepatan membentuk 

dan memperkuat ekosistem talenta digital terdiri dari dunia pendidikan, profesi, Dunia Usaha Dunia 

Industri (DUDI), dan regulasi. 

 

Pelaksanaan percepatan talenta digital (digital talent) masih menghadapi beberapa pokok-pokok 

permasalahan, diantaranya: Kurangnya sinkronisasi dan kolaborasi dalam inovasi pengembangan SDM 

bertalenta digital, belum optimalnya infrastruktur teknologi digital dalam mendukung pengembangan 

talenta digital, dan belum optimalnya literasi digital dalam meningkatkan kemampuan dan inovasi 

talenta digital  untuk menghadapi transformasi digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

ditempuh  tiga  strategi. Pertama, meningkatkan  sinkronisasi dan kolaborasi dalam inovasi 

pengembangan talenta digital; Kedua, mengoptimalkan infrastruktur teknologi digital dalam 

mendukung pengembangan talenta digital. Ketiga. mengoptimalkan literasi digital dalam 

meningkatkan kemampuan  dan inovasi talenta digtial  untuk menghadapi transformasi  digital.  
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NASKAH STRATEGIS 

 

 REVITALISASI PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI 

 

         

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam pengembangan energi panas bumi masih terkendala kurang sinergisitasnya antar K/L 

terkait, untuk itu diperlukan peningkatan kerja sama dan kemitraan sinergitas   dari Kemenko 

Marvest/Kementerian, Kemenkeu,Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, 

Kementerian ESDM, KLHK, Dewan Energi Nasional, Kemen PUPR dan PLN dengan 

perusahaan pengembang baik BUMN maupun BUMS, dalam membangun kerjasama dan 

kemitraan dalam mengembangkan ekosistem energi panas bumi yang lebih stabil dan solid. 

Disisi lain untuk menentukan harga jual beli antara PLN sebagai single offtaker dengan 

pengembang masih menjadi persoalan yang berlarut-larut dan sangat sulit untuk menemukan 

titik temu harga yang dapat disepakati bersama. Dari  PLN cenderung melihat besaran subsidi 

dari perbandingan harga listrik dari berbagai pembangkit energi lainnya (EBT) dengan harga 

listrik dari pembangkit batubara dengan prinsip least cost atau masih surplusnya daya listrik pada 

suatu daerah tertentu.  Dari  pengembang cenderung melihat dari harga keekonomian, karena 

biaya pengembangan pembangkit energi panas bumi dengan tingginya harga produksi 

diakibatkan oleh biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi di daerah terpencil serta biaya 

pembangunan pembangkit yang masih harus didatangkan dari luar negeri, dan memerlukan 

waktu yang lama untuk bernegosiasi menentukan harga jual beli dengan pihak PLN. 

Keberadaan potensi energi panas bumi di Indonesia yang diperkirakan sebesar 23,9 GW adalah 

merupakan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Besarnya potensi energi panas bumi 

tersebut laik dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan penyediaan energi Indonesia pada 

fosil fuel sebagai pasokan energi beban dasar (base load) secara bertahap, berkelanjutan dan 

ramah terhadap lingkungan. Pemerintah sebenarnya menargetkan kontribusi energi panas bumi 

sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 atau sekitar 16% dari kontribusi EBT dalam bauran energi 

primer nasional. Namun demikian, target kontribusi energi panas bumi tersebut masih sangat 

sulit tercapai dimana kapasitas terpasang pembangkit dari energi panas bumi Indonesia saat ini 

baru sebesar 2,3 GW atau hanya sekitar 9%.  

Hal ini terjadi karena pengembangan energi panas bumi mengalami stagnasi. Praktis sejak tahun 

2017 tidak ada lagi pengembangan baru proyek PLTP akibat rendahnya minat investor untuk 

mengerjakan proyek PLTP baru terutama karena dihadapkan pada tantangan investasi yang 

disebutkan belum sesuai dengan harga keekonomian serta tantangan lainnya yang membuat 

pengembangan energi panas bumi menjadi kurang menarik karena membuat biaya investasi 

semakin tinggi seperti tantangan pembiayaan, regulasi, birokrasi, teknologi, sumber daya 

manusia, dukungan pemerintah, serta isu sosial dan lingkungan alam. Sebagai solusi diperlukan 

adanya upaya revitalisasi pengembangan energi panas bumi guna mendukung ketahanan 

ekonomi nasional 

 



  

 

142 

 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini 

yang penting untuk mendapat perhatian. 

Pertama, Peningkatan Kerja sama dan kemitraan strategis antar K/L terkait dan dengan 

pengembang energi panas bumi (BUMN dan BUMS) dalam membangun ekosistem energi panas 

bumi belum optimal. Kedua, Penyempurnaan, Penyelarasan, dan Penyederhanaan regulasi dan 

birokrasi dalam pengembangan energi panas bumi. Ketiga, Peningkatan kemampuan teknologi 

dan sumber daya manusia dalam pengembangan energi panas bumi. 

SASARAN STRATEGI 1:  

TINGKATKAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN STRATEGIS ANTAR K/L 

TERKAIT DAN DENGAN PENGEMBANG ENERGI PANAS BUMI (BUMN DAN 

BUMS) DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM ENERGI PANAS BUMI 

Dalam pengembangan industri panas bumi masih mengalami pasang surut bahkan  cenderung 

stagnan. Sampai saat ini kontribusi energi panas bumi dalam bauran energi primer nasional 

masih jauh dari target pemerintah saat ini yaitu baru sebesar 2,3 GW atau sekitar 9% saja yang 

dihasilkan dari pembangkit energi panas bumi di sekitar Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, 

dan Sulawesi Utara. Dari hasil pengamatan, pengembangan energi panas bumi masih terkendala 

belum optimalnya sinergisitas baik antar K/L terkait  (Kemenko Marvest/Kementerian, 

Kemenkeu,Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, KLHK, 

Dewan Energi Nasional, Kemen PUPR dan PLN) maupun dengan perusahaan pengembang 

panas bumi (BUMN/BUMS) dalam pengembangan energi panas bumi dalam membangun 

kerjasama dan kemitraan dalam mengembangkan ekosistem energi panas bumi yang lebih stabil 

dan solid. Sebagai contoh untuk menentukan harga jual beli antara PLN sebagai single offtaker 

dengan pengembang masih menjadi persoalan yang berlarut-larut dan sangat sulit untuk 

menemukan titik temu harga yang dapat disepakati bersama. Disatu sisi, PLN cenderung melihat 

besaran subsidi dari perbandingan harga listrik dari berbagai pembangkit energi lainnya (EBT) 

dengan harga listrik dari pembangkit batubara dengan prinsip least cost atau masih surplusnya 

daya listrik pada suatu daerah tertentu. Sedangkan disisi lain, pengembang cenderung melihat 

dari harga keekonomian. 

 

1. Aksi Kunci 1:   

1.1. Dorong percepatan revisi Road Map Strategi Nasional Transisi Energi Indonesia 

1.2. Dorong percepatan pensiun dini (early retirement) PLTU sesuai Road Map  strategi 

nasional transisi energi Indonesia 

1.3. Dorong percepatan negosiasi PPA (power purchasing agreement)  antara PLN dengan 

pengembang dengan mempertimbangkan harga keekonomian 

1.4. Dorong terciptanya mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari 

sumber energi terbarukan atau dari pembangkit listrik swasta ke pembeli energi listrik 

selain PLN dengan memanfaatkan jaringan listrik yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

PLN 
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1.5. Tingkatan kualitas data (pengayaan data) dan pelaksanaan pengeboran eksplorasi oleh 

pemerintah untuk mereduksi risiko kegagalan eksplorasi 

1.6. Dorong dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) khusus bidang panas bumi yang 

memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan khusus pada tahap eksplorasi 

1.7. Dorong pemutakhiran data geosains sebagai prioritas nasional untuk menurunkan 

risiko pengembangan sumber daya hulu (upstream resource development) khususnya 

pada tahapan pengintaian permukaan (surface reconnaisance) dan pengeboran 

eksploratif.  

1.8. Bemberikan kemudahan kepada badan usaha (pengembang) untuk melakukan 

eksplorasi sendiri untuk mendukung program percepatan pengembangan energi panas 

bumi. 

1.9. Bemberikan dukungan pendanaan untuk penugasan pengembangan panas bumi kepada 

BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). 

1.10. Dorong sektor perbankan terutama Bank-Bank Nasional untuk meningkatkan peran 

serta dan kontribusinya membangun ekosistem EBT guna mendukung transformasi 

energi nasional dengan menyalurkan pembiayaan kepada pengembangan PLTP. 

1.11. Dorong pemanfataan secara bersama sistem transmisi dan/atau sistem distribusi yang 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik (PLN) melalui 

penerapan skema power wheeling atau skema lainnya sehingga terbuka opsi 

pengembangan bisnis distribusi listrik langsung ke pengguna akhir. 

1.12. Dorong penawaran Wilayah Kerja panas bumi melalui mekanisme lelang panas bumi 

yang menarik bagi pengembang panas bumi guna tercapainya target lelang yang 

ditetapkan dalam RUEN. 

1.13. Padukan pembangunan infrastruktur di daerah dengan pengembangan infrastruktur 

energi panas bumi (PUPR, Pemda) 

 

SASARAN STRATEGI  2: SEMPURNAKAN, SELARASKAN, DAN SEDERHANAKAN 

(SIMPLIFIKASI) REGULASI DAN BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN ENERGI 

PANAS BUMI 

Pengembangan energi panas bumi menjadi semakin sulit ditemukan titik temunya setelah 

diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk 

Pemanfaatan Tidak Langsung dan kemudian Permen ESDM Nomor 33 tahun 2018 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak 

Langsung. Perubahan regulasi ini memuat aturan baru yang dianggap terlalu berisiko tinggi bagi 

para pengembang. Dimana pengembang harus menanggung segala risiko pembiayaan tahap 

eksplorasi sedangkan tidak ada jaminan pembelian oleh PLN sebagai single offtaker. 

Ketidakpastian ini berdampak pada tidak ada satupun badan usaha yang mengikuti lelang 

langsung dan hanya beberapa badan usaha mengambil kesempatan melalui lelang skema PSPE. 

Hanya saja, skema PSPE ini juga ternyata tidak berjalan (stagnan) karena sampai saat ini belum 

ada satupun badan usaha yang memenangkan lelang memulai kerja.  

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu strategi baru untuk mengiatkan kembali 

pengembangan energi panas bumi. Diantaranya dengan perubahan regulasi yang lebih feasible 

dan reasonable (proporsional) dan memiliki kepastian hukum bagi para investor untuk bisa 
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mengembangkan energi panas bumi secara berkelanjutan, seperti jaminan pembelian oleh PLN 

sebagai single offtaker sebelum dimulainya kegiatan tahap eksplorasi.  Alternatif strategi lain 

yang dapat dilakukan adalah pemerintah melakukan tahap eksplorasi awal dengan pengeboran 

sampai ditemukan sumber sumur panas bumi sebelum melakukan lelang kepada para 

investor/pengembang (pemerintah dapat menunjuk BUMN terkait atau melelang ke pihak swasta 

seperti skema PSPE dengan pembiayaan dari pemerintah). Dengan demikian, pengembang dapat 

melakukan penawaran harga jual-beli sebelumnya dengan PLN sebelum melakukan penawaran 

harga pada pelelangan. Dengan catatan bahwa penggantian biaya eksplorasi oleh pemerintah 

menjadi pertimbangan komponen harga. Sedangkan sebagai solusi atas problem pembelian yang 

harus dihadapi oleh PLN sebagai single offtaker maka pemerintah dapat membuka keran yang 

tersumbat dengan mendorong terciptanya mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi 

listrik dari sumber energi terbarukan atau dari pembangkit listrik swasta ke pembeli energi listrik 

selain PLN dengan memanfaatkan jaringan listrik yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN. 

Terkait persoalan kelestarian lingkungan alam, dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2014 ini 

maka pengembangan energi panas bumi tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan, 

sehingga pengembangan energi panas bumi dapat dilakukan di atas lahan konservasi. Langkah 

ini sangat strategis mengingat sekitar 80% dari cadangan panas bumi Indonesia terletak di hutan 

lindung dan area konservasi. Lagi pula secara teori, untuk menjaga potensi panas bumi  tetap 

terjaga diperlukan adanya kelestarian pohon-pohon yang dapat membantu penyerapan air tanah 

sebagai bahan untuk menghasilkan uap air panas dari sumber panas bumi. Namun demikian, UU 

No. 21 Tahun 2014 masih memerlukan aturan turunan pelaksanaannya karena masih masih 

terjadi kendala birokrasi dan perizinan dalam penyiapan lahan.  

Guna mengatasi kendala birokrasi seperti prosedur perizinan yang panjang dan mahal dengan 

banyaknya biaya-biaya tambahan yang harus dibebankan kepada investor/pengembang,  

pemerintah perlu mendorong simplifikasi dalam prosedur perizinan dan birokrasi. Diantaranya 

dengan menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik 

atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam pengembangan energi 

panas bumi yang memungkinkan calon investor dan pelaku usaha memulai bisnis dengan sistem 

perizinan cepat dan mudah, memberikan sejumlah insentif fiskal untuk menarik minat investor 

lokal dan asing dan memangkas biaya-biaya tambahan dalam pengembangan panas bumi seperti 

biaya jasa SDA (BJPSDA) yang dibebankan untuk penggunaan air yang diperlukan sebagai 

media konversi panas bumi. 

Untuk mengatasi kendala penolakan masyarakat yang umumnya terjadi karena masih terbatasnya 

sosialisasi dan literasi terkait proyek yang akan dilakukan. dieprlukan sinergisitas dan kolaborasi 

antar pentahelix sangat terlihat dan bersama-sama melakukan sosialisasi dan literasi termasuk 

dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh 

masyarakat). Dari pengalaman yang ada sinersitas dan kolaborasi pentahelix yang dilakukan jauh 

sebelum proyek ini dimulai dinilai cukup berhasil menekan adanya penolakan masyarakat.  

 

2. Aksi Kunci 2:  

2.1. Sempurnakan regulasi energi panas bumi yang lebih feasible dan reasonable 

(proporsional) dan memiliki kepastian hukum bagi para investor untuk bisa memberikan 
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ruang gerak bagi investor/pengembang dalam mengembangkan energi panas bumi 

secara berkelanjutan. 

2.2. Susun aturan pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi untuk 

mempercepat proses perizinan, penyediaan dan pemanfaatan lahan khususnya di lahan 

konservasi dan hutan lindung. 

2.3. Dorong penyederhanaan (simplifikasi) birokrasi dan prosedur perizinan pengembangan 

energi panas bumi. 

2.4. Terapkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik 

atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam pengembangan 

energi panas bumi yang memungkinkan calon investor dan pelaku usaha memulai bisnis 

dengan sistem perizinan cepat dan mudah. 

2.5. Berikan insentif fiskal untuk menarik minat investor lokal dan asing dalam 

mengembangkan PLTP. 

2.6. Pangkas biaya-biaya tambahan dalam pengembangan panas bumi seperti biaya jasa SDA 

(BJPSDA) yang dibebankan untuk penggunaan air yang diperlukan sebagai media 

konversi panas bumi. 

2.7. Dorong kolaborasi dan sinergitas antar pentahelix dalam melakukan sosialisasi dan 

literasi kepada masyarakat yang dilakukan lebih awal sebelum memulai eksplorasi 

energi panas bumi. 

 

SASARAN  STRATEGI  3:  TINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI DAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI  

Terlepas dari berbagai macam teknologi PLTP, teknologi PLTP saat ini belum dikembangkan di 

Indonesia sehingga masih harus didatangkan dari luar negeri sehingga berdampak pada semakin 

tingginya biaya pengembangan. Oleh karena itu, K/L terkait perlu mendorong industri dalam 

negeri untuk mengembangkan dan memproduksi teknologi dan alat peralatan PLTP di dalam 

negeri guna dapat mereduksi biaya produksi sekaligus mewujudkan kemandirian dalam 

memperkuat ketahanan energi nasional. 

Guna mengatasi persoalan sumber daya manusia (SDM) di bidang energi panas bumi masih 

cukup langka di  Indonesia yang menurut data ini sebagian SDM tersebut juga sudah akan 

memasuki usia lanjut (menurut asosiasi energi panas bumi, tercatat sekitar 600 orang SDM 

berkualifikasi energi panas bumi, dimana sekitar 140 orang dari jumlah itu adalah generasi tua).  

Hal ini memerlukan perhatian serius K/L terkait, karena bila tidak, sekalipun problem lain dalam 

pengembangan energi panas bumi seperti regulasi dan birokrasi sudah beres, pengembangan 

energi panas bumi akan tetap didominasi asing karena kelangkaan SDM. Hal-hal baik yang 

sudah dikembangkan saat ini seperti yang dilakukan di PLTP Muara Laboh, Solok Selatan baik 

secara mandiri atau bekerjasama dengan Fakutas Teknik Industri Universitas Bung Hatta yang 

membuka Program Studi Energi Baru Terbarukan mendidik, melatih dan menyiapkan dan 

memberdayakan SDM yang bersumber dari masyarakat lokal yang merupakan putra-putra Solok 

Selatan untuk tenaga operator PLTP. Namun demikian, upaya-upaya tersebut hanya akan 

memberikan dampak parsial dan belum sistematis. Oleh karena itu K/L terkait perlu membangun 

ekosistem SDM energi panas bumi yang lebih visioner dan sistematis secara dini dalam 

menghadapi tantangan tranformasi energi kini dan dimasa yang akan datang serta menjamin agar 
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SDM energi panas bumi dapat terserap dalam proyek-proyek pengembangan energi panas bumi 

nasional.  

3. Aksi Kunci 3:  

3.1. Fasilitasi pengembangan dan penguasaan teknologi panas bumi.  

3.2. Dorong industri dalam negeri untuk mengembangkan dan memproduksi teknologi dan 

alat peralatan PLTP di dalam negeri guna dapat mereduksi biaya produksi sekaligus 

mewujudkan kemandirian pengembangan energi panas bumi. 

3.3. Dorong K/L terkait untuk membangun ekosistem SDM energi panas bumi yang lebih 

visioner dan sistematis melalui pendidikan dan pelatihan secara dini guna menghadapi 

tantangan tranformasi energi kini dan dimasa yang akan datang. 

3.4. Jamin talenta SDM energi panas bumi dalam negeri dapat terserap dalam proyek-proyek 

pengembangan energi panas bumi nasional. 

 

PENUTUP 

 

Keberadaan potensi energi panas bumi di Indonesia yang diperkirakan sebesar 23,9 GW adalah 

merupakan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Besarnya potensi energi panas bumi 

tersebut laik dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan penyediaan energi Indonesia pada 

fosil fuel sebagai pasokan energi beban dasar (base load) secara bertahap, berkelanjutan dan 

ramah terhadap lingkungan. Pemerintah sebenarnya menargetkan kontribusi energi panas bumi 

sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 atau sekitar 16% dari kontribusi EBT dalam bauran energi 

primer nasional. Namun demikian, target kontribusi energi panas bumi tersebut masih sangat 

sulit tercapai dimana kapasitas terpasang pembangkit dari energi panas bumi Indonesia saat ini 

baru sebesar 2,3 GW atau hanya sekitar 9% karena mengalami stagnasi dalam pengembangan 

baru energi panas bumi dan memerlukan revitalisasi.  

Revitalisasi energi panas bumi difokuskan pada tiga isu strategis. Pertama, minat investor dalam 

mengembangkan dan mengelola energi panas bumi masih rendah. Kedua, regulasi dan birokrasi 

dalam pengembangan energi panas bumi masih rumit dan tumpang tindih. Ketiga, teknologi dan 

sumber daya manusia dalam pengembangan energi panas bumi masih terbatas. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, naskah ini merumuskan tiga isu strategis. Pertama, 

meningkatkan minat investor dalam mengembangkan dan mengelola energi panas bumi. Kedua, 

menyempurnakan, menyelaraskan dan menyederhanakan (simplifikasi) regulasi dan birokrasi 

dalam pengembangan energi panas bumi. Ketiga,  meningkatkan kemampuan teknologi dan 

sumber daya manusia dalam pengembangan energi panas bumi. Diharapkan dengan terwujudnya 

revitalisasi pengembangan energi panas bumi ini dapat mendukung ketahanan energi dan 

kelestarian alam yang pada gilirannya dapat memperkuat keamanan nasional.  
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NASKAH STRATEGIS 

PENDAYAGUNAAN EKOSISTEM GAMBUT  

GUNA MEMPERKUAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN 

 
     

 

PENDAHULUAN 

Pendayagunaan ekosistem gambut harus dapat diwujudkan dalam upaya memperkuat perekonomian 

yang berkelanjutan dan meningkatkan keamanan nasional. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi 

ekonomi ekosistem gambut saat ini masih belum optimal. Hal ini didorong karena keterbatasan 

kemampuan Pemerintah, tidak semua ekosistem gambut dapat dapat dibudidayakan untuk pertanian, 

dan potensi ekonomi yang belum terpetakan dengan baik. Optimalisasi potensi ekonomi ekosistem 

gambut harus disertai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga ekosistem 

gambut, pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan sesuai dengan habitat rawa, dan pencegahan 

kerusakan ekosistem gambut semakin meluas. 

Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang belum terintegrasi disebabkan karena pemanfaatan 

ekosistem gambut yang bersifat sektoral, belum ada lembaga berkewenangan yang mensinergikan, 

dan koordinasi lintas sektor masih terbatas. Upaya mempercepat penetapan lembaga yang 

bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemanfaatan ekosistem gambut perlu segera dilakukan agar 

pemanfaatan berfungsi lindung dan budidaya dapat terintegrasi, kerusakan ekosistem berfungsi 

lindung dapat diminimalkan dan terjaga kerusakan ekosistem gambut yang berulang. 

Terakhir, peran Pemerintah Derah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut harus dapat 

ditingkatkan secara optimal. Pengelolaan ekosistem gambut menjadi tanggung jawab bersama.  

Biaya restorasi ekosistem gambut harus dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Literasi 

masyarakat pun perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan inovasi 

berbasis kearifan lokal dalam pengeloaan ekosistem gambut dapat berkembang, restorasi tidak 

terbatas pada lahan gambut yang terbakar, dan keterlibatan masyarakat dapat lebih optimal. Naskah 

strategis ini memusatkan pada tiga isu strategis, yaitu: pemanfaatan potensi ekonomi ekosistem 

gambut yang masih belum optimal, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang masih belum 

terintegrasi, dan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem gambut 

yang masih rendah dan belum optimal. 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat tiga solusi 

strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah mengoptimalkan 

potensi ekonomi ekosistem gambut. Kedua, mengintegrasikan kebijakan pengelolaan ekosistem 

gambut. Terakhir, meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan 

ekosistem gambut 
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SASARAN STRATEGIS 1 

OPTIMALKAN POTENSI EKONOMI EKOSISTEM GAMBUT 

 

Lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting 

bagi dunia karena menyimpan setidaknya 57 

miliar ton karbon dan hanya mampu ditandingi 

oleh hutan hujan tropis di Amazon (86 miliar 

ton karbon). Kerusakan ekosistem gambut yang 

sangat berat menjadi prioritas utama program 

restorasi yang dilakukan Pemerintah dengan 

berbagai keterbatasan dengan menugaskan 

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 

(BRGM). 

Tidak semua lahan gambut bisa dijadikan areal 

budidaya pertanian karena karakteristik lahan 

gambut yang mudah terbakar, tingkat 

kesuburan rendah, serta tingkat keasamannya 

yang tinggi. Pemanfaatan ekosistem gambut 

untuk pertanian harus dilakukan secara sangat 

hati-hati, meskipun dilakukan pada ekosistem 

gambut yang berfungsi budidaya dengan 

kedalaman gambut dangkal/tipis. 

Ekosistem gambut berawa merupakan habitat 

tanaman Sagu (Metroxylon sagu). Tanaman ini  

menjadi mata pencaharian masyarakat di Desa 

Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, 

Kabupaten Meranti, Provinsi Riau yang 

dilengkapi dengan 14 industri kilang sagu yang 

aktif beroperasi.  

Ekosistem gambut Indonesia masih belum 

terpetakan dengan baik dan akurat. Perbedaan 

luasan ekosistem gambut antarsumber data 

dipengaruhi oleh metoda pemetaan dan 

dinamika luasan yang rentan berubah. Metode 

pemetaan berbasis data satelit (penginderaan 

jauh dan teknologi geo-spasial) sudah 

berkembang dan banyak dipillih karena 

memiliki beberapa keunggulan dibanding 

pemetaan konvensional dan lebih efisien dan 

hemat biaya.  

 Ekosistem gambut Indonesia seluas 24.667.804 

hektar terbagi dalam 865 KHG yang tersebar di 

Pulau Sumatera (207 KHG, 9.604.29 hektar), 

Kalimantan (190 KHG, 8.404.818 hektar), 

Sulawesi (3 KHG, 63.290 hektar), dan Papua 

(465 KHG, 6.595.167 hektar), serta hanya 16 

persen (4.024.285 hektar) yang tidak mengalami 

kerusakan dan yang rusak ringan seluas 

15.859.960 hektar (65,45 persen).  

 Pemerintah mentargetkan restorasi ekosistem 

gambut hingga 2024 seluas 1,2 juta hektar di 7 

provinsi melalui tugas pembantuan KLHK. 

 Luas lahan gambut menurut Kementan (tahun 

2019) sebesar 13,43 juta hektar dan hanya 6 juta 

hektar yang diperkirakan dapat dapat dijadikan 

area budidaya. 

 Potensi lahan gambut dangkal/tipis di Indonesia 

diperkirakan sekitar 5.241.473 hektar atau 35,17 

persen dari total luas lahan gambut Indonesia, 

tersebar di Papua (2.425.523 hektar), Sumatera 

(1.767.303 hektar), dan Kalimantan (1.048.611 

hektar). 

 Budidaya tanaman sagu pada lahan gambut 

seluas 2.650 hektar di Kabupaten Meranti, 

Provinsi Riau menjadi bukti kesesuian untuk 

dikembangkan di wilayah lain. 

 Kedalaman gambut di Sumatera, Kalimantan, 

dan Papua bervariasi, demikian pula cadangan 

karbon yang ada di dalamnya. Ketebalan gambut 

Sumatera bervariasi mulai dari sangat dangkal (< 

50 cm) sampai sangat dalam (lebih dari 4 meter) 

dengan 18.813 juta ton kandungan karbon. 

Ketebalan gambut  yang lebih dari 800 cm ada di 

Kalimantan seluas 278 ribu hektar. Kandungan 

karbon gambut Kalimantan diperkirakan sebesar 

11.274,55 juta ton (11,3 GT). Gambut di Papua 

memiliki ketebalan di bawah 300 cm dan 

kandungan karbon total diperkirakan sebasar 

3.623,36 juta ton 
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► Aksi Kunci 1.1: “Fasilitasi kolaborasi antar pihak dalam menjaga ekosistem gambut” 

- Pastikan keterlibatan pemerintah, pemegang izin konsesi, dan masyarakat dalam kolaborasi  

- Dorong kolaborasi agar terimplementasi dalam restorasi ekosistem gambut. 

- Pastikan kolaborasi juga diterapkan dalam pemanfaatan ekosistem gambut  

► Aksi Kunci 1.2: “Optimalkan pemanfaatan ekosistem gambut untuk ketahanan pangan” 

- Pastikan pengembangan budidaya tanaman sagu dan pangan lokal tidak merusak ekosistem 

gambut. 

- Perkuat pengawasan manajemen tata air pada kawasan perkebunan dan pertanian. 

► Aksi Kunci 1.3: “Segera sinkronisasi data sebaran ekosistem gambut” 

- Percepat pembentukan tim sinkronisasi satu data spasial ekosistem gambut 

- Lakukan koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi peta sebaran gambut 

- Bangun kesepakatan menjadikan satu data spasial ekosistem gambut sebagai acuan bersama 

restorasi dan pemanfaatan ekosistem gambut. 

 

  



152 

 

SASARAN STRATEGIS 2 

INTEGRASIKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT 

Pengelolaan ekosistem gambut merupakan 

pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi 

berbagai pihak terkait dalam satu kesatuan 

ekosistem (hidrologis) gambut yang saling 

berkaitan. Kolaborasi ini mensyaratkan adanya 

kesamaan persepsi dan tujuan antarunsur yang 

berkolaborasi. Ekosistem gambut bukan hanya 

aset lingkungan hidup semata, namun juga 

menjadi aset ekonomi. 

Ego sektoral dalam pengelolaan ekosistem 

gambut timbul akibat pembagian kewenangan 

berbasis sektor, bukan KHG. Komitmen 

pemegang izn (terutama swasta) lebih berpihak 

pada pembina sektor, apakah kehutanan atau 

pertanian/perkebunan. Cara berpikir sektoral 

ini perlu dihindari mengingat gambut terkait 

dengan lintas kepentingan. 

BRG/BRGM hadur sebagai respon untuk 

restorasi ekosistem gambut yang rusak akibat 

kebakaran yang terjadi cukup masif pada tahun 

2015. Realita masih terjadi kebakaran tidak 

kurang dari 400 ribu hektar pada tahun 2019. 

Regulasi memberi mandat kepada KLHK 

untuk memulihkan ekosistem gambut, bukan 

BRGM. Selain itu, tugas BRGM akan berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2024.  

Tim Restorasi Gambut Daeerah (TRGD) yang 

dibentuk di 7 provinsi tetap diperlukan guna 

mendukung rencana program perlindungan dan 

pengelolaan ekosistem gambut nasional hingga 

tahun  2049, sehingga lembaga seperti BRGM 

seharusnya lebih diperkuat. Koordinasi lintas 

sektor dan lintas daerah, baik pada tingkat pusat 

maupun tingkat provinsi dalam penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran restorasi 

gambut, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan ekosistem gambut. 

 

  

 Kolaborasi pengelolaan ekosistem gambut di 

wilayah KGH Air Saleh-Sugihan dan Sugihan-

Sungai Lumpur Kabupaten Ogan Komering Ilir 

bisa menjadi contoh. Tim Kerja Bersama 

melibatkan berbagai unsur dinas dan lembaga 

 Ekosistem gambut bersifat unik yang rentan 

gangguan dan terdegradasi sehingga pengelolaan 

harus hati-hati dan bijaksana dan berkelanjutan. 

 Pembagian kewenangan pengelolaan ekosistem 

gambut, BRGM hanya lahan gambut di areal luar 

konsesi, KLHK di areal konsesi bidang 

kehutanan, sedangkan Kementan di areal konsesi 

bidang pertanian dan perkebunan. 

 Hingga tahun 2019, BRG telah memfasilitasi dan 

mengoordinasikan pembasahan gambut seluas 

780 ribu hektar (88  persen dari luas total 892.248 

hektar) di luar konsesi.  

 BRG juga melakukan  supervisi bersama 

Kementan kepada 109 perusahaan perkebunan 

seluas 442 ribu hektar (79,6 persen dari total luas 

perkebunan) periode September 2018 hingga 

Juni 2020.  

 Sesuai amanat Pasal 15, Perpres nomor 120 

Tahun 2020, Gubernur menunjuk pejabat sebagai 

koordinator tim restorasi gambut mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM 

di daerah.  

 Urgensi koordinasi lintas sektor diamanatkan 

dalam Perpres tentang Badan Restorasi Gambut  

tahun 2016 maupun Perpres tentang BRGM 

tahun 2020, serta dalam Permen KLHK Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan 

Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 

2022.  
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► Aksi Kunci 2.1: “Segera tetapkan lembaga koordinator pengelolaan ekosistem gambut” 

- Pastikan ada kesepakatan lintas sektor terkait dengan lembaga koordinator, misalnya 

memperkuat kewenangan BRGM. 

- Pastikan lembaga koordinator memiliki wewenang untuk memfasilitasi kolaborasi lintas 

sektor dalam pemanfaatan ekosistem gambut 

► Aksi Kunci 2.2: “Sinergikan  kebijakan pemanfaatan ekosistem gambut” 

- Jamin pemanfaatan ekosistem gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) 

- Pastikan  pemanfaatan ekosistem gambut berfungsi lindung sinergi dengan yang berfungsi 

budidaya. 

► Aksi Kunci 2.3: “Segera koordinasikan pemanfaatan ekosistem gambut” 

- Pastikan koordinasi koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan berlangsung secara reguler. 

- Tetapkan prosedur penyelesaian bila terjadi konflik pemanfaatan ekosistem gambut.  
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SASARAN STRATEGIS 3 

TINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT 

DALAM PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT 

 

BRG atau BRGM sejak tahun 2016 diberi 

memfasilitasi restorasi ekosistem gambut dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

dukungan tim restorasi gambut daerah (TRGD) 

yang dibentuk oleh Gubernur. TRGD menjadi 

mitra dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan 

dari KLHK. Tugas pembantuan ini menyasar 

ekosistem gambut di areal penggunaan lain 

yang menjadi tanggung jawab Pemda atau 

lahan gambut yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat, serta bukan di areal lahan konsesi. 

Tugas pembantuan tersebut seiring dengan 

komitmen Indonesia untuk merestorasi 2,5 juta 

hektar ekosistem gambut yang mengalami 

kerusakan, baik akibat alih fungsi lahan 

maupun kebaran yang masif terjadi tahun 2015. 

Target restorasi, disamping memulihkan 6 

persen area yang rusak akibat kebakaran, juga 

mengurangi emisi CO2 sebesar 18 persen, dan 

emisi partikel halus (PM2.5) sebesar 24 persen.   

Biaya restorasi gambut lebih kurang Rp.6 – 36 

juta per hektar (Bank Dunia dan CIFOR), 

namun perkiraan BRG biaya restorasi hidrologi 

berkisar Rp 12 juta per hektar. Kebutuhan biaya 

yang sungguh besar ini tidak sebanding dengan 

kemampuan Pemerintah, seperti halnya tugas 

pembantuan kepada Provinsi Jambi, yang sejak 

tahun 2018 hingga 2022 cenderung menurun. 

Kebutuhan dana restorasi ekosistem gambut 

yang cukup besar dapat dipertimbangkan untuk 

memanfaatkan potensi perdagangan karbon 

dunia. Tahun 2015, US EPA menghitung biaya 

lingkungan dan sosial yang harus ditanggung 

dunia akibat emisi 1 ton CO2 adalah setara 

USD37 atau Rp.555 ribu (1USD=Rp.15 ribu).  

Masyarakat di kawasan gambut memiliki peran 

kunci dalam perlindungan dan pengelolaan 

ekosistem gambut di tingkat tapak. Sayangnya, 

 Perpres Nomor 120 Tahun 2020 memberi 

mandat kepada BRGM untuk memfasilitasi 

percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pada areal kerja restorasi gambut di 7 (tujuh) 

provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, 

Kalteng, Kalsel, dan Papua, seluas 1,2 juta hektar 

dalam 4 (empat) tahun, tahun 2021 sebesar 25 

persen, 2022 sebesar 30 persen, 2023 sebesar 25 

persen, dan tahun 2024 sebesar 20 persen.  

 KLHK memberikan tugas pembantuan restorasi 

ekosistem gambut setiap tahun kepada 7 provinsi 

melalui Permen KLHK Nomor 2 Tahun 2021 dan 

Permen KLHK Nomor 7 Tahun 2022. 

 Sesuai amanat Perpres Nomor 120 Tahun 2020, 

Pemprov Jambi membentuk TRGMD dengan 

Keputusan Gubernur Nomor 621/KEP.GUB/ 

DLH-3.2/2022.   

 Biaya restorasi 2,5 juta hektar diperkirakan 

mencapai USD 3,2 – 7 miliar, nilai ini jauh lebih 

kecil dibanding kerugian akibat kebakaran hutan 

tahun 2015 yang mencapai USD 28 miliar. 

 Tahun 2018, alokasi dana tugas pembantuan 

untuk Provinsi Jambi sebesar Rp.35,9 milyar 

(target 47 ribu hektar), namun alokasinya 

cenderung menurun, yaitu 2019 sebesar Rp.14,6 

milyar (42 ribu hektar), 2020 sebesar Rp.7,6 

milyar (5 ribu hektar), 2021 sebesar Rp.12,8 

milyar (36,5 ribu hektar), dan tahun 2022 sebesar 

Rp.12,7 milyar (38,7 ribu hektar).   

 Beberapa program untuk meningkatkan literasi 

masyarakat terkait dengan ekosistem gambut dan 

mangrove seperti Rumah Literasi Mangrove, 

Desa Mandiri Peduli Gambut, dan  KEDAI KOPI 

(Kedaireka, Kolaborasi, Partisipasi dan Inovasi), 

perlu terus digalakkan.  

 Tahun 2021 telah terbentuk 604 Desa Mandiri 

Peduli Gambut dengan 29.664 anggota 

masyarakat yang terlibat.  
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literasi masyarakat terkait dengan ekosistem gambut masih minim. Literasi masyarakat perlu 

ditingkatkan agar masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran dan kerusakan 

ekosistem gambut di areal masyarakat. Berbagai program peningkatan literasi yang ada harus dapat 

diperkuat dalam upaya membuka wawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana 

beraktivitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi wilayah dan ramah lingkungan. 

 

► Aksi Kunci 3.1:  “Tingkatkan kemampuan Pemda dalam merestorasi ekosistem gambut” 

- Fasilitasi Pemda agar mampu merencanakan pengelolaan ekosistem gambut di daerahnya. 

- Pastikan fasilitasi berjalan lancar dan mendukung kolaborasi pusat-daerah. 

- Segera bangun kolaborasi pusat-daerah dalam pembiayaan pengelolaan ekosistem gambut. 

► Aksi Kunci 3.2:  “Optimalkan potensi pembiayaan pengelolaan ekosistem gambut” 

- Dukung Pemda untuk dapat memanfaatkan sumber biaya dari carbon trade. 

- Pastikan Pemda mendapatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan pengelolaan ekosistem 

gambut yang ada, termasuk dari perusahaan pemegang izin konsesi. 

► Aksi Kunci 3.3:  “Perkuat literasi masyarakat mengenai ekosistem gambut” 

- Pastikan program peningkatan literasi yang sudah ada bisa terus berkembang. 

- Fasilitasi masyarakat untuk berinovasi dalam pengelolaan ekosistem gambut. 

 

PENUTUP 

 

Pendayagunaan ekosistem gambut harus dapat diwujudkan dalam upaya memperkuat perekonomian 

yang berkelanjutan dan meningkatkan keamanan nasional. Sekurangnya ada tiga permasalahan yang 

perlu diselesaikan, yaitu pemanfaatan potensi ekonomi ekosistem gambut yang belum optimal, 

kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang masih belum terintegrasi, dan peran Pemerintah 

Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem gambut yang masih rendah dan belum 

optimal. 

Pemanfaatan potensi ekonomi ekosistem gambut yang belum optimal  didorong karena keterbatasan 

kemampuan Pemerintah, tidak semua ekosistem gambut dapat dibudidayakan untuk pertanian, dan 

potensi ekonomi yang belum terpetakan dengan baik. Optimalisasi potensi ekonomi ekosistem 

gambut harus disertai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga ekosistem 

gambut, pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan sesuai dengan habitat rawa, dan mencegah 

kerusakan ekosistem gambut semakin meluas. 

Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang belum terintegrasi disebabkan karena pemanfaatan 

ekosistem gambut yang bersifat sektoral, belum ada lembaga berkewenangan yang mensinergikan, 

dan koordinasi lintas sektor masih terbatas. Upaya mempercepat penetapan lembaga yang 

bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemanfaatan ekosistem gambut perlu segera dilakukan agar 

pemanfaatan berfungsi lindung dan budidaya dapat terintegrasi, kerusakan ekosistem berfungsi 

lindung dapat diminimalkan dan terjaga kerusakan ekosistem gambut yang berulang. 
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Terakhir, peran Pemerintah Derah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut harus dapat 

ditingkatkan secara optimal. Pengelolaan ekosistem gambut menjadi tanggung jawab bersama, biaya 

restorasi ekosistem gambut harus dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektf, serta literasi 

masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Diharapkan inovasi berbasis kearifan lokal 

dalam pengeloaan ekosistem gambut dapat berkembang, restorasi tidak terbatas pada lahan gambut 

yang terbakar, dan keterlibatan masyarakat dapat lebih optimal. 
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NASKAH STRATEGIS 
REORIENTASI PENCAPAIAN TARGET TRANSISI ENERGI 2050 

 
     

 

PENDAHULUAN 

Net Zero Emission (NZE) 2060 sudah menjadi komitmen global. Tahun 2022 lalu, Indonesia 

menaikkan target pengurangan emisi pada tahun 2030 yang dituangkan dalam Enhanced Nationally 

Determined Contribution (E-NDC). Perwujudan skenario NZE 2060 diterjemahkan dalam program 

transisi energi, dimana Indonesia berkomitmen bauran EBT sebesar 23 persen tahun 2025 dan akan 

mengakhiri operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara pada tahun 2050. 

Hingga Juni 2022 pencapaian bauran EBT Indonesia sebesar 12.8 persen, meningkat lebih kurang 

2,6 kali lipat dibanding tahun 2015 yaitu 4.9 persen. Untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 

persen tahun 2025, diperlukan peningkatan rata-rata sebesar 21.4 persen per tahun. Sementara, sejak 

tahun 2015 hingga 2022, rata-rata peningkatan bauran energi hanya sebesar 14.4 persen per tahun. 

Agar pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri tidak terkendala, sekaligus dapat memenuhi 

komitmen Indonesia dalam transisi energi mendukung perwujudan ekonomi hijau dan menekan 

dampak perubahan iklim (global warming), maka diperlukan reorientasi pencapaian target transisi 

energi melalui perumusan kebijakan afirmatif yang mendukung proses transisi energi agar bisa 

berjalan tepat waktu dan tidak menganggu stabilitas keamanan nasional. Penerbitan Perpres Nomor 

112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga 

Listrik menjadi upaya awal reorientasi pencapaian target transisi energi guna menghemat pemakaian 

bahan bakar fosil. 

Naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu strategis, yaitu: penyediaan energi nasional yang 

masih mengandalkan bahan bakar fosil, pertumbuhan kapasitas EBT nasional yang masih sangat 

lambat, dan pengembangan pembangkit listrik yang masih belum serasi dengan pertumbuhan 

permintaan. Apabila penyediaan energi nasional masih mengandalkan bahan bakar fosil akan 

berisiko tidak tercapainya target bauran EBT 23 persen tahun 2025 dan minat investasi EBT menjadi 

rendah sehingga EBT sulit berkembang. Kemudian, apabila pertumbuhan kapasitas EBT nasional 

masih sangat lambat akan berisiko target transisi energi tidak tercapai, EBT tidak mencapai nilai 

keekonomian, dan usaha penyediaan EBT sulit tumbuh. Terakhir, apabila pengembangan 

penyediaan belum serasi dengan pertumbuhan permintaan akan berisiko pada peningkatan biaya 

pokok penyediaan (BPP) listrik dan beban keuangan negara sehingga produksi EBT tidak dapat 

diserap oleh PT. PLN. 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa 

solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah 

mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dalam penyediaan energi nasional. Kedua, 
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menggiatkan pengembangan pembangkit EBT nasional. Terakhir, menyerasikan pengembangan 

pembangkit listrik dengan pertumbuhan permintaan. 

SASARAN STRATEGIS 1 

KURANGI KETERGANTUNGAN BAHAN BAKAR FOSIL DALAM 

PENYEDIAAN ENERGI NASIONAL  
 

Hingga kini, arah kebijakan energi nasional 

masih mengandalkan batubara untuk meme-

nuhi kebutuhan energi nasional. Sementara 

produksi batubara terus meninggi seiring tren 

harga batubara acuan (HBA) global meningkat, 

disamping imbas konflik Rusia –Ukraina yang 

tak kunjung reda. Konsumsi BBM pun cukup 

merepotkan hingga memaksa Indonesia untuk 

menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi 

BBM tahun 2022 hingga 3 kali lipat. 

Co-firing pada PLTU batubara menjadi salah 

satu upaya meningkatkan bauran EBT yang 

diperkirakan menyumbang sebesar 3,5 persen. 

Namun hingga kini masih belum ada skema 

bisnis untuk menjamin kepastian pasokan 

biomassa secara kontinu untuk keperluan co-

firing tersebut. Sementara, capaian bauran EBT 

tahun 2022 turun akibat penambahan kapasitas 

PLTU (batubara) sebesar 4 GW di Pulau Jawa. 

Sungguhpun transisi energi merupakan suatu 

keniscayaan, namun membutuhkan waktu yang 

tak singkat, terutama untuk mengembangkan 

infrastruktur energi yang baru. Produksi EBT 

terkendala faktor intermiten berdampak pada 

keamanan energi (energy security), harga 

keekonomian, dan ketersediaan inovasi 

teknologi yang menjamin keandalan sistem 

tenaga listrik. Harga EBT yang masih lebih 

mahal dari energi fosil mendapat perhatian 

saksama dari Pemerintah, sehingga dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 diinisiasi adanya 

kompensasi kepada PT. PLN (Persero) atas semua biaya yang telah dikeluarkan dan pembayaran 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Upaya strategis mempercepat penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT perlu didasari Rencana 

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sudah diselaraskan dengan komitmen dalam 

 Konsumsi batu bara domestik tahun 2022 lebih 

tinggi 16 persen dari target (193 juta ton dari 166 

juta ton). Sementara produksi mencapai 687 juta 

ton, melebihi target 663 juta ton. Target tahun 

2023 pun tetap ditingkatkan. 

 Januari 2023, HBA berada di level US$305,21 

per ton, naik 8,43 persen dari posisi Desember 

2022 (US$281,48 per ton).   

 Subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 

mencapai Rp.502,4 triliun (tahun 2021 hanya 

Rp.152,5 triliun). 

 Co-firing nasional hingga Desember 2022 baru 

0.585 persen. Target hingga 2025 sebesar 12 

persen diaplikasikan pada 52 PLTU dengan 

kapasitas total 18.895 MW dan kebutuhan  

biomassa tidak kurang dari 10,2 juta ton per 

tahun.  

 Bauran EBT Indonesia tahun 2022 tumbuh 

negatif dari 11,5 persen pada 2021 menjadi 

10,4 persen pada 2022. 

 Transisi batubara ke minyak dan gas butuh waktu 

sekitar 100 tahun. 

 85 persen energi Indonesia masih dari bahan 

bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel. 

 Indonesia berharap memperoleh dukungan 

pendanaan transisi energi melalui skema Just 

Energy Transition Partnership (JETP) dari 

negara-negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan 

Irlandia Utara sebesar US$20 miliar atau sekitar 

Rp.311 triliun. 
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dokumen E-NDC, diantaranya perwujudan pembangkit listrik energi terbarukan sejak 2023 hingga 

2025 sehingga bisa beroperasi sebelum 2030, serta bisa membuat harga EBT semakin kompetitif.  

 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Selaraskan kebijakan yang mengandalkan bahan bakar fosil (batubara) 

dengan komitmen mendukung NZE 2060” 

- Pastikan peninjauan kembali Kebijakan Energi Nasional sesuai dengan komitmen terbaru 

Indonesia dalam E-NDC 2022. 

- Pastikan proses perubahan kebijakan dan regulasi berjalan lancar sesuai  

- Dorong peta jalan early retirement PLTU disusun secara rinci dan segera ditetapkan 

- Pastikan peta jalan early retirement PLTU mewadahi upaya co-firing pada PLTU,. 

► Aksi Kunci 1.2: “Percepat sinergisitas peta jalan transisi energi sebagai acuan bersama 

antar pemangku kepentingan” 

- Pastikan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan peta jalan transisi energi 

- Upayakan peta jalan transisi energi dapat menampung kepentingan seluruh pemangku 

kepentingan dan disepakati sebagai acuan bersama. 

- Segera tinjau kembali penetapan target produksi batubara nasional agar selaras dengan 

rencana penghentian operasional PLTU. 

► Aksi Kunci 1.3: “Segera tetapkan kebijakan afirmatif untuk mengkonversi PLTU 

berbahan bakar fosil (batubara) ke EBT” 

- Dukung penetapan kebijakan afirmatif mendukung transisi energi fosil ke EBT. 

- Segera selesaikan peta jalan terperinci produksi energi hijau sesuai target RUPTL terbaru. 

- Pastikan rencana investasi yang dipersyaratkan dalam kemitraan transisi energi berkeadilan 

segera tersusun.  
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SASARAN STRATEGIS 2 

GIATKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT EBT NASIONAL  

 

Sumber daya EBT Indonesia sebagian besar 

berupa tenaga surya (89,39 persen). EBT bisa 

dimanfaatkan secara optimal bila didukung 

pertumbuhan demand yang pasti dan inovasi 

yang bisa mencapai nilai keekonomian. 

Penjualan listrik IPP kepada masyarakat harus 

melalui jaringan distribusi dan transmisi milik 

PT. PLN. Mekanisme power wheeling tidak 

diperkenankan di Indonesia hingga kini, 

apalagi PT. PLN menghadapi kelebihan 

pasokan listrik yang sangat besar dan tidak 

berimbang dengan konsumsi akibat skema take 

or pay dalam kontrak pengadaan energi listrik. 

Pengembangan EBT di PT. PLN (Persero) 

terkendala belum ada rencana pencapaian 

bauran EBT yang rinci dan aplikatif. Sedang 

pengembangan EBT di PT. Pertamina 

terkendala belum jelas dukungan kegiatan 

eksploitasi energi panas bumi yang berbiaya 

tinggi. Realita ini menunjukkan bahwa belum 

ada peta jalan transisi energi yang disepakati 

bersama sebagai satu-satunya acuan dalam 

produksi energi nasional. 

Upaya mengakhiri operasi PLTU berbasis 

batubara pada tahun 2050 belum disertai peta 

jalan yang jelas. Sementara kontribusi PLTN 

ditargetkan mencapai 35 GW terkendala 

kelembagaan yang bertugas mempersiapkan 

pembangunan PLTN, yaitu Nuclear Energy 

Program Implementation Organization 

(NEPIO). Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk mengakselerasi EBT belum memiliki dasar 

hukum. Penetapan insentif dan regulasi (seperti pengurangan pajak dan proses perizinan yang jelas) 

bisa merangsang minat investasi EBT. 

Penerbitan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 merupakan dukungan Pemerintah dalam transisi energi, 

namun juga perlu mobilisasi semua sumber keuangan dan memperkuat kolaborasi di antara semua 

pemangku kepentingan guna memastikan semua potensi dapat dimanfaatkan. Indonesia juga perlu 

mengundang investor untuk mendukung upaya menjalankan transisi energi dan NZE 2060, juga 

perlu membuka peluang kolaborasi dengan negara mitra maupun organisasi internasional. 

 Potensi EBT baru termanfaatkan 0,23 persen 

(8,61 GW dari total potensi 3.686 GW), tenaga 

surya hampir belum termanfaatkan (hanya 0,09 

GW dari potensi 3.295 GW yang merupakan 

89,39 persen).  

 Tahun 2022, 87,7 persen kapasitas pembangkit 

PLN didominasi bahan bakar fosil. Pada tahun 

2030, sesuai RUPTL 2021-2030 pembangkit 

EBT akan mencapai 51,6 persen (20,9 GW dari 

40,6 GW rencana penambahan kapasitas), serta 

10,4 GW diantaranya dari tenaga hydro/air.  

 Skema pengembangan kapasitas dari PLN 

sebesar 9,1 GW dan IPP sebesar 11,8 GW.   

 Dalam E-NDC 2022, Indonesia menaikkan target 

pengurangan emisi pada 2030 menjadi 31,89 

persen (atau setara dengan 912 juta ton CO2) 

dengan usaha sendiri, atau 43,20 persen dengan 

dukungan internasional dari semula 29 persen 

(atau setara dengan 835 juta ton CO2).  

 Selaras dengan skenario NZE 2060, kontribusi 

PLTN ditargetkan mencapai 35 GW, dengan 

syarat sudah dimulai beroperasi sekitar 2049 

dengan kapasitas sekitar 3 GW untuk menjaga 

keandalan sistem. PLTN masuk ke dalam bauran 

energi nasional pada tahun 2035.  

 Indonesia membutuhkan investasi senilai 

USD2,5 triliun yang lebih dari 50 persen-nya 

untuk sektor energi. Total rencana investasi 

sampai tahun 2025 adalah USD57,9 miliar, 

sampai 2030 adalah USD125,9 miliar, ada 

penambahan investasi USD68 miliar dari tahun 

2025.  
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► Aksi Kunci 2.1: “Berikan jaminan keberlanjutan produksi EBT yang dilakukan IPP” 

- Pastikan IPP memperoleh jaminan keberlanjutan produksi EBT 

- Pastikan seluruh IPP memperoleh akses yang setara. 

- Pastikan produk EBT dari IPP terserap ke jaringan distribusi PLN. 

► Aksi Kunci 2.2: “Segera tetapkan peta jalan transisi energi secara menyeluruh” 

- Dorong peta jalan transisi energi yang ditetapkan digunakan sebagai acuan bersama para 

pemangku kepentingan 

- Pastikan peta jalan transisi energi mencakup penghentian pengoperasian PLTU batubara. 

- Dorong percepatan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization 

(NEPIO) mendukung skenario NZE 2060. 

- Dukung NEPIO untuk segera menyusun peta jalan pembangunan PLTN. 

► Aksi Kunci 2.3: “Segera tetapkan insentif dan disinsentif mendukung transisi energi” 

- Percepat penetapan insentif dan disinsentif mendukung transisi energi  

- Pastikan insentif dan disinsentif memberi jaminan keberlanjutan produksi EBT 

- Fasilitasi kerjasama dengan badan usaha agar produksi EBT mencapai harga keekonomian. 
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SASARAN STRATEGIS 3 

SERASIKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK DENGAN 

PERTUMBUHAN PERMINTAAN 

 

Kelebihan pasokan listrik (over supply) PT. 

PLN (Persero) di Jawa-Bali dan Sumatera yang 

cukup besar berpotensi terjadi dalam kurun 

waktu lama. Tambahan listrik EBT sejatinya 

belum dibutuhkan, terlebih bila diterapkan 

skema power wheeling yang merugikan negara.  

Program 35 GW yang didasari asumsi kenaikan 

permintaan listrik 6-7 persen per tahun perlu 

dicermati ulang agar beban keuangan negara 

akibat kelebihan pasokan listrik tidak semakin 

parah. Selain itu, kontrak pengadaan listrik 

dengan skema take or pay perlu dievaluasi 

sementara kebutuhan energi (demand) sangat 

dipengaruhi kebijakan pemerintah. Konsumsi 

listrik per kapita di Indonesia memiliki tren 

yang selalu meningkat sejak tahun 2015. Selain 

kebutuhan domistik, energi listrik juga 

dibutuhkan untuk sistem transportasi dan 

utilitas kota lainnya.  

Pemanfaatan EBT masih berjalan lambat akibat 

mahalnya infrastruktur EBT. Transisi energi 

dari fosil ke non fosil, termasuk pemanfaatan 

teknologi seperti clean coal teknologi dan 

kombinasi co-firing dan Amonia, ataupun 

dengan carbon capture and storage (CCS) 

membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. 

Selain itu, pengembangan pembangkit EBT 

perlu mengoptimalkan penggunaan energi 

lokal karena potensi setiap daerah yang berbeda beda. Empat kriteria utama pengembangan PLT 

EBT, yaitu keseimbangan supply – demand, kesiapan sistem, keekonomian, dan kemampuan 

pendanaan. Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan EBT, diantaranya 

adalah kebijakan peningkatan dan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang 

belum selaras dengan penguasaan teknologi, penguatan SDM dan kesiapan industri pendukung 

sehingga perlu sinkronisasi pendanaan dengan kebijakan TKDN baik aspek teknis maupun 

keekonomian. Tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan harmonisasi keseimbangan supply – 

demand, keekonomian, dan keandalan.  

 

 Terjadi kelebihan pasokan 50 sampai 60 persen 

di Jawa yang kemungkinan berlangsung selama 

3-4 tahun. Sedangkan over supply di Sumatera 

sekitar 40 sampai 50 persen juga diperkirakan 

selama 3 tahun. 

 Akibat over supply ini, negara menanggung 

kerugian sebesar Rp.3 triliun per GW sehingga 

kelebihan 6 GW setara dengan Rp.18 triliun. 

Tahun 2022 tambahan pasokan listrik di Jawa 

sebesar 6,8 GW, sedang tambahan permintaan 

hanya 800 MW. Di Sumatera, tambahan 

permintaan listrik hanya 1,5 GW, sedangkan 

penambahan kapasitas yang sebesar 5 GW 

sehingga kelebihan 4 GW. 

 Program 35 GW didasari asumsi pertumbuhan 

permintaan listrik 6-7 persen, namun realitasnya 

pertumbuhan permintaan listrik tidak sampai 5 

persen 

 Secara nasional, pada tahun 2022 kapasitas 

pembangkit EBT yang sudah dibangun mencapai 

2.575 MW atau naik 5 persen per tahunnya.  

 Konsumsi listrik per kapita di Indonesia tahun 

2022 sebesar 1.173 Kwh, meningkat 4,45 persen 

dari tahun 2021 yang sebesar 1.123 Kwh, namun 

belum mencapai target yang ditetapkan (sebesar 

1.268 Kwh).  

 Target konsumsi listrik per kapita tahun 2023 

sebesar 1.336 Kwh guna mencapai target rasio 

elektrifikasi di dalam negeri 100 persen, dan saat 

ini telah mencapai 99,63 persen. 
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► Aksi Kunci 3.1: “Segera atasi kelebihan pasokan listrik dengan menata kembali 

keseimbangan penyediaan dengan permintaan listrik” 

- Segera tinjau kembali skema kontrak pembelian listrik take or pay  

- Negosiasikan perubahan skema take or pay menjadi take and pay (hanya membeli listrik 

sesuai kebutuhan). 

- Percepat program pencapaian target pertumbuhan permintaan listrik nasional, termasuk 

konsumsi domestik dan transportasi (kendaraan listrik).  

- Bangun komunikasi dengan IPP untuk renegosiasi kontrak guna menunda Commercial 

Operation Date (COD) pembangkit listrik yang dimiliki. 

► Aksi Kunci 3.2: “Dorong perwujudan kawasan pengembangan ekonomi yang bisa memicu 

peningkatan permintaan listrik” 

- Perbaiki iklim investasi agar dapat mempercepat perwujudan kawasan industri yang telah 

dirancang. 

- Pastikan kebutuhan listrik kawasan industri dapat dipenuhi dari jaringan distribusi PT. PLN 

- Segera susun peta jalan untuk mencapai peningkatan konsumsi listrik minimal 6 persen per 

tahun. 

► Aksi Kunci 3.3: “Percepat sinkronisasi potensi pembangkit EBT dengan permintaan 

energi listrik daerah dan nasional”  

- Pastikan potensi pembangkit EBT sinkron dengan kebutuhan energi daerah dan nasional. 

- Akomodir berbagai kepentingan para pemangku kepentingan saat sinkronisasi pembangkit 

dan permintaan listrik. 
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PENUTUP 

Skenario NZE pada tahun 2060 sebagaimana Paris Climate Agreement pada tahun 2015 memaksa 

negara-negara dunia melakukan transisi energi dari fosil menuju EBT, termasuk Indonesia yang 

menargetkan net zero CO2 pada tahun 2060. Namun, target yang telah ditetapkan tersebut perlu 

reorientasi seiring dinamika lingkungan strategis, mengingat transisi energi saat ini sepatutnya 

diposisikan sebagai peluang bukan lagi tantangan karena bisa menciptakan industri baru yang 

membuka lapangan kerja baru dan pada akhirnya menjaga stabilitas keamanan nasional. 

Telaah strategis ini memusatkan pada tiga isu, yaitu: penyediaan energi nasional yang masih 

mengandalkan bahan bakar fosil, pertumbuhan kapasitas EBT nasional yang masih sangat lambat, 

dan pengembangan pembangkit listrik (supply) yang masih belum serasi dengan pertumbuhan 

permintaan (demand). Penyediaan energi nasional yang masih mengandalkan bahan bakar fosil 

disebabkan karena batubara masih digunakan sebagai andalan pasokan energi nasional, perencanaan 

transisi energi antar pemangku kepentingan masih belum sinergi, dan produksi energi berbahan 

bakar fosil masih lebih murah dibanding produksi EBT. Hal ini berisiko pada target bauran EBT 

dalam transisi energi tidak tercapai, penguatan pengembangan EBT sulit tercapai, dan minat 

investasi dalam pengembangan EBT menjadi rendah.  

Kemudian, pertumbuhan kapasitas EBT nasional yang masih sangat lambat didasari fakta bahwa 

distribusi produksi energi EBT masih menjadi kewenangan penuh PT. PLN (persero), peta jalan 

transisi energi belum disepakati bersama sebagai satu-satunya acuan dalam produksi energi 

nasional, dan belum tersedia insentif dan disinsentif yang jelas terkait perwujudan transisi energi. 

Risiko yang penting untuk dihadapi adalah produksi EBT sulit tumbuh dan berkembang sehingga 

target bauran berpotensi tidak tercapai, pelaksanaan transisi energi tidak miliki dasar yang kuat dan 

memadai, serta produksi EBT sulit tumbuh dan berkembang, serta investor EBT akan menarik diri. 

Terakhir, pengembangan pembangkit listrik (supply) yang masih belum serasi dengan pertumbuhan 

permintaan (demand) memicu terjadinya over supply energi di Pulau Jawa-Bali dan Sumatera, 

pertumbuhan kebutuhan energi (demand) yang tidak sesuai dengan target prakiraan, dan potensi 

pembangkit EBT masing-masing daerah menjadi kurang diperhatikan secara saksama dalam 

prakiraan kebutuhan energi. Beberapa risiko yang bakal dihadapi yaitu biaya pokok penyediaan 

(BPP) menjadi meningkat sehingga berimbas kenaikan harga listrik, beban keuangan negara 

meningkat dan berpotensi pembebanan pada tarif dasar listrik, serta produksi EBT tidak link and 

match dengan kebutuhan energi sehingga tidak dapat diserap oleh PT. PLN 
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NASKAH STRATEGI 
 

ANTISIPASI KEMUNGKINAN TIMBULNYA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN 

DAN ANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) GUNA 

MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE DAN KEAMANAN NASIONAL 

 
         

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengatur beberapa 

kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini, baik 

yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota 

Negara juga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kekhususan 

diantaranya, bentuk pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita.  Kepala Otorita 

kedudukannya setingkat menteri (Pasal 5 ayat (4) UU No 3 Tahun 2022). Bentuk pemerintahan Otorita 

yang kedudukkannya setingkat menteri tidak selaras dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI 1945 yaitu 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. 

Dalam UU IKN, Pasal 5 Ayat (2)  dan (6 ) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibu 

Kota Nusantara dikelola oleh Otorita sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan 

pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota 

Nusantara. Alokasi anggaran untuk tahap awal pembangunan infrastruktur dasar di IKN, seperti jalan 

raya, perairan, dan jaringan telekomunikasi dan perhubungan, sekitar Rp 466 triliun yang bersumber  

dari APBN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Mengingat Otorita mempunyai 

kewenangan dan anggaran yang begitu besar, maka potensi timbulnya  penyalahgunaan kewenangan 

dan anggaran baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan IKN juga 

sangat besar terjadi.  

 Wilayah IKN berada di Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai wilayah 

darat kurang lebih 256.142 hektar, dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar.  Sesuai 

Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara, wilayah darat terbagi menjadi dua kawasan yaitu 

kawasan utama seluas kurang lebih 56.180 hektar  sebagai kawasan inti dan kawasan pengembangan  

seluas kurang lebih 199.962 hektar. Luasnya daratan dan lautan yang menjadi cakupan kewenangan 

Otorita IKN dengan kondisi banyak aktivitas masyarakat yang sebelumnya telah berlangsung pada 

kawasan Otorita tersebut sehingga berpeluang terjadinya benturan kepentingan. 
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Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur berdampak terjadinya perubahan fundamental 

dalam arah pembangunan wilayah yaitu dari kondisi wilayah padesaan menjadi wilayah perkotaan 

tingkat internasional. Hal ini mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap ruang lahan di 

wilayah IKN tersebut khususnya bagi lokasi-lokasi strategis yang memberi makna kebanggaan (pride) 

bagi negara asing dan tujuan-tujuan strategis komersial (investor) yang memerlukan tapak yang 

memberi kesan keunggulan dalam persaingan usaha. Kebutuhan untuk memperoleh tapak lokasi 

strategis yang bersifat “pride” maupun komersial dapat mendorong upaya memperolehnya dengan cara 

legal maupun illegal yang tidak menutup peluang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. 

Wilayah IKN di Provinsi Kalimantan Timur memiliki penduduk lokal tradisional yaitu suku 

Dayak yang mempunyai nilai-nilai yang diikuti dengan hak-hak adat baik berupa hak sosial maupun 

hak ekonomi. Pembangunan IKN membawa implikasi penerapan nilai-nilai dan aturan baru yang 

belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kultur masyarakat lokal khususnya bidang pertanahan dan 

lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat tradisional agraris. Negara 

Republik Indonesia dalam batasan tertentu mengakui hak-hak masyarakat adat yang dipelihara oleh 

penduduk lokal. Oleh karena itu kemungkinan benturan antara kepentingan dan aspirasi masyarakat 

lokal yang berpegang pada nilai-nilai adat dengan kepentingan pembangunan IKN berpeluang terjadi 

sehingga diperlukan antisipasi awal guna pelaksanaan pembangunan IKN dalam ruang Good 

Governance. 

 

 

SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Mengacu pada kelima isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa 

sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. pertama, Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN tidak selaras dengan konstitusi  UUD NKRI 1945 pasal 18 ayat (1) 

yang menyatakan bentuk pemerintahan daerah di Indonesia adalah provinsi dan tidak menyebut 

dengan adanya Otorita; kedua, Luasnya rentang kewenangan dan cakupan lingkup kegiatan (persiapan, 

pembangunan, pemindahan) serta besarnya anggaran yang diberikan kepada Otorita untuk 

pembangunan IKN yang memungkinkan “abuse of power”; ketiga, Luasnya daratan dan lautan yang 

menjadi cakupan kewenangan Otorita IKN dengan kondisi banyak aktivitas masyarakat yang 

sebelumnya telah berlangsung pada kawasan Otorita tersebut sehingga berpeluang terjadinya benturan 

kepentingan; keempat, Banyaknya lembaga kedutaan dan lembaga asing serta investor yang 

memperebutkan tapak lokasi yang strategis untuk kedudukan di wilayah IKN sehingga berpeluang 

terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan kelima, Kemungkinan benturan antara hak dan 

aspirasi masyarakat adat dengan hukum positif di bidang pertanahan dan lingkungan hidup dalam 

kawasan yang akan dikelola oleh Otorita IKN. 
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SASARAN STRATEGI 1 

MEMPERKUAT REGULASI PADA SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 

TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN) AGAR SELARAS DENGAN 

UUD NKRI 1945. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 khususnya 

Bab III Bagian Kesatu tentang Bentuk dan Susunan 

Pemerintahan tidak menyebutkan bentuk 

pemerintahan daerah pada pemerintahan daerah 

khusus Ibu Kota Nusantara melainkan menyebutkan 

bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus 

Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota 

Nusantara. Kepala Otorita pada Pasal 5 ayat (4) UU 

No 3 Tahun 2022 dinyatakan berkedudukan setingkat 

menteri. Pada segi lain UUD NKRI 1945 sebagai 

hukum dasar tertinggi  harus menjadi pedoman dari 

seluruh peraturan perundang-undangan dibawahnya 

sehingga substansi UU Nomor 3 Tahun 2022 harus 

selaras dengan UUD NKRI 1945 khususnya Pasal 18 

ayat (1) dan ayat (4). 

Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan 

RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan ayat (4) 

menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan 

daerah provinsi. 

Dengan demikian, ketidakselarasan perihal tersebut dapat menyebabkan kerawanan dalam kelancaran 

pembangunan IKN.  

 

► Aksi Kunci 1.1. : “Susun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pasal-pasal UU No.3 Tahun 

2022 yang tidak selaras dengan UUD NKRI 1945, khususnya pasal 8 dan pasal 5 ayat (4) 

serta pasal-pasal lainnya, dalam UU No.3 Tahun 2022 yang tidak selaras dengan amanat 

UUD NKRI 1945”. 

- Inventarisasi pasal-pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 yang bertentangan dengan UUD 

NKRI 1945. 

- Koordinasikan pembahasan DIM  dengan K/L terkait, guna mengantisipasi permohonan 

Judicial Review (JR). 

- Rancang revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 untuk diajukan Pemerintah kepada DPR) 

UUD NKRI 1945 
BAB VI 

PEMERINTAHAN DAERAH 
Pasal 18 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan 
undang-undang.  

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, 
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, 
dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 
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► Aksi Kunci 1.2 : “Sempurnakan organisasi dan tata kerja sesuai dengan hasil revisi UU No. 3 

Tahun 2022 yang tidak selaras dengan sistem pemerintahan negara sesuai UUD NKRI 

1945”. 

- Rumuskan kembali konsep struktur organisasi dan tata kerja Otorita IKN agar selaras dengan 

sistem pemerintahan negara sesuai UUD NKRI 1945. 

- Susun regulasi berkaitan legalitas Kepala Otorita dalam struktur organisasi pemerintahan IKN. 

- Mitigasi timbulnya tuntutan hukum atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Otorita 

IKN akibat tidak selarasnya dengan sistem pemerintahan negara sesuai UUD NKRI 1945 

 

SASARAN STRATEGI 2 

MEMPERCEPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN OTORITA IKN UNTUK 

MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS OTORITA IKN YANG MENCAKUP 

PERSIAPAN, PEMBANGUNAN DAN PEMINDAHAN IBU KOTA DARI DKI 

JAKARTA 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan visi sebagai 

“Kota dunia Untuk Semua” dengan tujuan 1) menjadi 

kota berkelanjutan di dunia; 2) Sebagai penggerak 

ekonomi Indonesia di masa depan; 3) simbol identitas 

nasional, merupakan realisasi dari suatu cita-cita besar 

bangsa Indonesia. Otorita Ibu Kota Negara (IKN) 

Nusantara disebut akan menyusun struktur organisasi 

dan tata kerja paling lambat 2022 sehingga sudah dapat 

memiliki Badan Anggaran sendiri pada tahun 2023, 

Kepala Otorita IKN sebagai koordinator pembangunan 

dan pemindahan IKN perlu melakukan tagging kegiatan-

kegiatan pada anggaran masing-masing 

Kementerian/Lembaga yang berbasis IKN, sehingga 

mudah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama.  

 

► Aksi Kunci 2.1. : “Rancang ulang  organisasi, tata kerja, dan kebutuhan SDM untuk 

mendukung pelaksanaan tugas Otorita IKN dengan menyesuaikan pada tuntutan volume 

kerja dan kerangka waktu untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota 

Negara”. 

- Rancang kelembagaan sistem akuntabilitas dan transparansi Otorita IKN dengan mengadopsi 

berbagai pendekatan baru dan modern. 

- Jabarkan semua wewenang yang dimiliki Otorita melalui SOP yang jelas, kriteria yang terukur, 

dan mekanisme pelaksanaan wewenang yang transparan serta penerpan system Manajeman 

Kewenangan Otorita yang tersebut dalam UU Ibu 

Kota Negara 
• Pasal 12; 

Kewenangan khusus berupa kewenangan 

pemberian perizinan investasi, kemudahan 

berusaha, serta pemberian fasilitas khusus 

kepada pihak yang mendukung pembiayaan 

dalam rangka kegiatan persiapan, 

pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota 

Negara, serta pengembangan Ibu Kota 

Nusantara dan daerah mitra 
• Tata Ruang (Pasal 15) 
• Pertanahan (Pasal 16) 
• LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 18) 
• Perpajakan (Pasal 24) 
• Penanggulangan Bencana (Pasal 24) 
• Anggaran (Pasal 25) 

• Barang dan Jasa (Pasal 32) 
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Anti Penyuapan (SMAP), corruption risks assessment, e-government, penguatan kode etik dan 

pengelolaan konflik kepentingan, pengelolaan gratifikasi dan penerapan  Whistle Blower 

System (WBS). 

- Rekrut SDM dengan mekanisme yang lebih ketat, melibatkan pihak lain yang professional, 

termasuk menggunakan pendekatan penelusuran rekam jejak untuk memastikan integritas 

pejabat yang akan dipilih. Termasuk pembekalan pada isu tata kelola pemerintahan yang 

akuntabel. 

► Aksi Kunci 2.2. : “Bentuk satuan kerja pendukung  bagi Otorita IKN untuk pelaksanaan 

tugas-tugas: Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pengawasan lapangan dan 

administrasi keuangan untuk memperkuat kinerja Otorita IKN”. 

- Susun sistem pengawasan organisasi pendukung (span of control) Otorita IKN terhadap 

kegiatan pembangunan dan pengunaan anggaran  

- Susun standard operasional prosedur (SOP) dan tandard perilaku (kode etik) satgas pendukung 

untuk membantu pelaksanaan tugas Otorita IKN.  

- Laksanakan rekruitmen SDM satuan kerja pendukung yang mempunyai kapasitas dan integritas 

yang tinggi. 

 

SASARAN STRATEGI 3 

MENINGKATKAN MONITORING AKTIFITAS MASYARAKAT YANG TELAH 

BERLANGSUNG DI KAWASAN OTORITA IKN AGAR TIDAK TERJADI 

BENTURAN KEPENTINGAN TERHADAP PEMANFAATAN DARATAN DAN LAUTAN 

YANG MENJADI CAKUPAN WILAYAH IKN. 

 

Luas wilayah daratan dan wilayah perairan laut 
yang berada dalam kawasan IKN dapat dikatakan 5 
kali lipat luasnya bila dibandingkan luas wilayah 
ibu kota negara DKI Jakarta sekarang ini. Kawasan 
yang ditetapkan menjadi wilayah IKN ini bukanlah 
daerah tanpa penghuni, tanpa pemukiman dan 
aktivitas masyarakat sebagaimana halnya kawasan 
padesaan tersebut. Berdasarkan catatan pada 
jumlah desa-desa dan kelurahan tersebut di atas 
terdapat kurang lebih 163.000 jiwa penduduk yang 
telah bermukim sebelum ditetapkan sebagai 
kawasan IKN. Dengan demikian tidak tertutup 
kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan sosial ekonomi masyarakat penghuni dengan 
kepentingan program pembangunan IKN 

 

√ KOMPAS.com - Suku asli Penajam Paser Utara - 
lokasi Ibu Kota Negara Nusantara - mengaku khawatir 
akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, di tengah 
kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur. 
Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara 
menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara 
turun temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN) dan sejumlah NGO memperingatkan potensi 
konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang 
dari 21 masyarakat adat di sekitar IKNNusantara. 
( https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/122500
778/ikn-nusantara-bagaimana-nasib-masyarakat-adat-
di-sekitarnya-). 
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► Aksi Kunci 3.1. : “Manfaatkan teknologi digital dalam rangka mengembangkan sistem 

monitoring aktifitas masyarakat yang telah berlangsung di kawasan IKN.  

- Lakukan kerja sama dengan stakeholder yang mempunyai sistem manajemen piranti teknologi 

digital yang sesuai dengan kebutuhan organisasi IKN  

- Bangun sistem aplikasi monitoring aktifitas masyarakat seperti: Whistle Blowing System 

(WBS). 

- Susun sistem pengawasan dan monitoring serta standar operasional prosedur (SOP). 

► Aksi Kunci 3.2. : “Kelola sistem monitoring yang dibuat untuk menampung pengaduan dan 

aspirasi serta permasalahan yang timbul di lapangan. 

- Tampung setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan untuk diadakan penelitian dan 

penyelesaian permasalahan 

- Mitigasi adanya gugatan dari masyarakat atas pengaduan dan aspirasi yang tidak terlesaikan. 

- Selesaikan setiap pengaduan yang sudah diterima dengan solusi yang komprehensif dan 

berkekuatan hukum. 

 

SASARAN STRATEGI 4 

MEMPERCEPAT PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH IKN 

SESUAI ZONASI PERUNTUKAN MASING-MASING. 

  

Pembangunan IKN di Provinsi Kaltim berdampak terjadinya 

perubahan fundamental dalam arah pembangunan wilayah 

yaitu dari kondisi wilayah padesaan menjadi wilayah perkotaan 

tingkat internasional. Hal ini mengakibatkan meningkatnya 

permintaan terhadap ruang lahan di wilayah IKN tersebut 

khususnya bagi lokasi-lokasi strategis yang memberi makna 

kebanggaan (pride) bagi negara asing dan tujuan-tujuan 

strategis komersial (investor) yang memerlukan tapak yang 

memberi kesan keunggulan dalam persaingan usaha. 

Kebutuhan untuk memperoleh tapak lokasi strategis yang 

bersifat “pride” maupun komersial dapat mendorong upaya 

memperolehnya dengan cara legal maupun illegal yang tidak 

menutup peluang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. 

 

► Aksi Kunci 4.1. : “Petakan secara komprehensif seluruh wilayah geografis yang menjadi 

kewenangan IKN untuk menjadi basis data informasi kepada publik”. 

- Manfaatkan teknologi digital dalam memetakan wilayah geografi IKN. 
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- Laksanakan pemetaan sesesuai dengan tata ruang dan zonasi yang telah ditentukan terhadap 

seluruh wilayah geografi IKN  

- Lakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membangun Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan (SMAP), Corruption Risk Assessment, Operation Manual Policies and Procedures 

► Aksi Kunci 4.2: “Bentuk Satgas pengawasan lapangan terhadap pemanfaatan dan 

perubahan yang terjadi pada tata ruang”. 

- Susun sistem pengawasan tata ruang wilayah pada Otorita IKN dengan mengembangkan 

dukungan piranti teknologi digital. 

- Bentuk organisasi pengawasan lapangan  sesuai dengan kebutuhan pengawasan tata ruang 

wilayah IKN. 

- Laksanakan rekruitmen SDM pengawasan tata ruang wilayah sesuai kebutuhan. 

 

SASARAN STRATEGI 5 

MEMBENTUK KONSIL  PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM ORGANISASI IKN 

DENGAN ANGGOTA YANG TURUT MENGAKOMODASI PERWAKILAN DARI 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PEMERINTAH KABUPATEN 

PENAJAM PASER UTARA DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SERTA 

MASYARAKAT ADAT LOKAL. 

Secara historis, wilayah IKN di Provnsi Kaltimn 

memiliki penduduk lokal tradisional yaitu suku Dayak 

yang mempunyai nilai-nilai yang diikuti dengan hak-

hak adat baik berupa hak sosial maupun hak ekonomi. 

Pembangunan IKN membawa implikasi penerapan 

nilai-nilai dan aturan baru yang belum tentu sejalan 

dengan nilai-nilai kultur masyarakat lokal khususnya 

bidang pertanahan dan lingkungan hidup sebagai 

bagian integral dari kehidupan masyarakat tradisional 

agraris. Negara Republik Indonesia dalam batasan 

tertentu mengakui hak-hak masyarakat adat yang 

dipelihara oleh penduduk lokal. Oleh karena itu 

kemungkinan benturan antara kepentingan dan aspirasi 

masyarakat lokal yang berpegang pada nilai-nilai adat 

dengan kepentingan pembangunan IKN berpeluang terjadi sehingga diperlukan antisipasi awal guna 

pelaksanaan pembangunan IKN dalam ruang Good Governance. 

► Aksi Kunci 5.1.: Bentuk Konsil perwakilan masyarakat dengan anggota Konsil yang 

representatif sesuai dengan struktur masyarakat lokal. 

STRUKTUR ORGANISASI OTORITA IKN 
DENGAN SKEMA AGILE ORGANIZATION

PRESIDEN

KEPALA/WAKIL

DEWAN 

PENGARAH

KETUA

ANGGOTA

SEKRETARIS SATUAN KERJA HUKUM 

DAN KEPATUHAN

i. Manajer Proyek Senior (MPS)
ii. Manajer Proyek (MP)
iii. Talents of Strategic Planning
iv. Talents of Infrastructure & Area Development
v. Talents of Human Resources
vi. Talents of Financial Investment & Investor Relations
vii. Talents of Economy & Investment Development
viii. Talents of Land and Spatial Planning
ix. Talents of Environment, Health and Safety (EHS)
x. Talents of Permit and License
xi. Talents of Institutional Relations
xii. Talents of Legal and Compliance
xiii. Talents of Public Communication/Relations
xiv. Talents of Logistics
xv. Talents of General Administration
xvi. Talents of Finance
xvii. dan Lain-Lain

UNIT TEKNIS
Gedung 

Pemerintahan

UNIT TEKNIS
Hunian ASN, 

TNI/Polri

UNIT TEKNIS
Pembangunan 
Sarpras Dasar

UNIT TEKNIS
Pendanaan

UNIT TEKNIS

lainnya

UNIT TEKNIS
Fasilitas Rumah 

Ibadah, 
Kesehatan dan 

Pendidikan

UNIT TEKNIS
Pemindahan 

Personel ASN, 
TNI/Polri ke IKN

UNIT TEKNIS
Pelayanan dan 

Fasilitasi 
Perizinan

Konsil Perwakilan Masyarakat

5 

DEPUTI

PROJECT FUNCTION
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- Laksanakan pendataan  masyarakat adat dan LSM/ Ormas  lokal di wilayah IKN. 

- Bentuk struktur organisasi Konsil yang sesuai struktur masyarakat lokal. 

- Lakukan rekruitmen Konsil dari masyarakat adat/ LSM/Ormas lokal  

► Aksi kunci 5.2: Tunjuk anggota Konsil dari kalangan perwakilan dari Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai 

Kartanegara 

- Koordinasikan dengan Pemerintah Daerah sekitar IKN untuk penunjukkan personil yang akan 

duduk di Konsil. 

- Siapkan legalitas sebagai landasan penugasan personil yang akan duduk di  Konsil. 

- Susun sistem dan mekanisme kerja   Konsil. 

 

 

PENUTUP 
 

Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai mega proyek yang prestisius harus didukung 

pelaksanaannya dalam sistem Good Governance serta menjadi role model untuk pembangunan 

kota-kota besar lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan penguatan kelembagaan dan 

sistem manajemen sesuai dengan semangat demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan yang 

mencerminkan Good Governance dan mendukung ketahanan nasional. Penguatan kelembagaan 

dan sistem manajemen sangat diperlukan agar mampu untuk meminimalisir penyalahgunaan 

kewenangan dan anggaran sehingga pembangunan IKN dapat berjalan secara efektif sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

Ada 5 (lima) isu/pokok permasalahan dalam dalam pembangunan IKN, yaitu: pertama, 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN tidak selaras dengan konstitusi  UUD NKRI 

1945 pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bentuk pemerintahan daerah di Indonesia adalah provinsi 

dan tidak menyebut dengan adanya Otorita; kedua, Luasnya rentang kewenangan dan cakupan 

lingkup kegiatan (persiapan, pembangunan, pemindahan) serta besarnya anggaran yang diberikan 

kepada Otorita untuk pembangunan IKN yang memungkinkan “abuse of power”; ketiga, Luasnya 

daratan dan lautan yang menjadi cakupan kewenangan Otorita IKN dengan kondisi banyak 

aktivitas masyarakat yang sebelumnya telah berlangsung pada kawasan Otorita tersebut sehingga 

berpeluang terjadinya benturan kepentingan; keempat, Banyaknya lembaga kedutaan dan lembaga 

asing serta investor yang memperebutkan tapak lokasi yang strategis untuk kedudukan di wilayah 

IKN sehingga berpeluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan kelima, 

Kemungkinan benturan antara hak dan aspirasi masyarakat adat dengan hukum positif di bidang 

pertanahan dan lingkungan hidup dalam kawasan yang akan dikelola oleh Otorita IKN. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas  maka terdapat 5 sasaran strategi dalam 

mengantisipasi timbulnya penyalahgunaan kewenaNgan dan anggaran dalam pembangunan IKN 

yaitu : Strategi 1. Memperkuat regulasi pada substansi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 
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tentang Ibu Kota negara agar selaras dengan UUD NKRI 1945; Strategi 2: Mempercepat 

penguatan kelembagaan Otorita IKN untuk mendukung pelaksanaan tugas Otorita IKN yang 

mencakup persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta; Strategi 3: 

Meningkatkan monitoring aktifitas masyarakat yang telah berlangsung di kawasan Otorita IKN 

agar tidak terjadi benturan kepentingan terhadap pemanfaatan daran dan lautan yang menjadi 

cakupan wilayah IKN; Strategi 4: Mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah IKN 

sesuai zonasi peruntukan masing-masing dan Strategi 5: Membentuk Konsil  perwakilan 

masyarakat dalam organisasi IKN dengan anggota yang turut mengakomodasi perwakilan dari 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta masyarakat adat lokal. 
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UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT KUNJUNGI 

www.wantannas.go.id 
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         
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NASKAH STRATEGI 
 

ANTISIPASI DAN  SOLUSI MENJAGA STABILITAS HARGA 

BARANG KEBUTUHAN POKOK DALAM RANGKA 

KETAHANAN EKONOMI 

 
         

 

 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Secara garis besar, naskah strategis ini memusatkan pada lima isu. Pertama, belum terbangunnya 

kesamaan data base secara terintegrasi dan online mengenai kapasitas produksi dan kebutuhan nasional 

atas barang kebutuhan pokok; Kedua, belum terbangunnya sistem pengendalian stok barang kebutuhan 

pokok masyarakat menurut waktu kebutuhan dan fluktuasi kondisi produksi dalam negeri; Ketiga, 

belum optimalnya peran organisasi produsen dan organisasi pelaku pasar dalam memperpendek rantai 

pasok barang; Keempat, belum terciptanya kesamaan visi dan misi lembaga atau KL berkompeten 

dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok; dan Kelima, terbatasnya 

rentang kendali pemerintah terhadap produksi barang kebutuhan pokok tertentu.  

   

SUBSTANSI STRATEGIS 
 

Mengacu pada kelima isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa 

sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian: Pertama, belum 

terbangunnya kesamaan data base secara terintegrasi; Kedua, belum terbangunnya sistem pengendalian 

stok barang kebutuhan pokok masyarakat; Ketiga, belum optimalnya peran organisasi produsen dan 

organisasi pelaku pasar dalam memperpendek rantai pasok barang; Keempat, belum terciptanya 

kesamaan visi dan misi lembaga atau KL berkompeten dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan 

harga barang kebutuhan pokok; dan Kelima, terbatasnya rentang kendali pemerintah terhadap produksi 

barang kebutuhan pokok tertentu.  

 

SASARAN STRATEGI 1 

TERWUJUDNYA KESAMAAN DATA BASE SECARA TERINTEGRASI DAN 

ONLINE MENGENAI KAPASITAS PRODUKSI DAN KEBUTUHAN 
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 Jenis-jenis barang kebutuhan pokok tersebut 

di atas menunjukkan bahwa pengelolaan 

barang tersebut berada dalam kewenangan 

beberapa K/L, untuk mendukung produksi 

juga diperlukan dukungan Badan 

Pertanahan Nasional. 

 Dari sisi nilai impor gandum mencapai 

US2,6 milyar, gula USD 1,935 milyar, 

kedelai USD 1 milyar, daging USD 707 Juta, 

bawang putih USD 585,78 juta, jagung USD 

233,47 juta dan garam USD 94,56 juta. 

Dalam kaitan ini, kombinasi pemulihan yang 

lambat akibat pandemi yang merusak rantai 

pasok dan dampak perang Rusia-Ukraina. 

NASIONAL ATAS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG MENJADI 

ACUAN BERSAMA PADA  SELURUH K/L YANG BERKOMPETEN. 

Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di 

dunia (278.752.361 jiwa/Tahun 2022) membutuhkan jumlah barang kebutuhan pokok yang besar 

untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan, mengemukakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

Ketersediaan Pangan. Ketersediaan pangan tentu mencakup pula keterjangkauan, dan pemenuhan 

konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Jenis-jenis barang 

kebutuhan pokok tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan barang tersebut berada dalam 

kewenangan beberapa K/L, antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan Kementerian Perdagangan. Bahkan untuk mendukung 

produksi juga diperlukan dukungan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan dan LH, 

Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pangan Nasional serta Bulog. Intinya bahwa 

pengelolaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok memerlukan peran banyak K/L, mulai dari 

produksi, distribusi, pemasaran, penyimpanan, dan perencanaaan serta pengawasan dan pendanaan. 

Luasnya aspek yang tercakup dalam lingkup pengelolaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, 

seluruh K/L yang berkompeten harus 

mempunyai visi yang sama agar kebijakan 

pengelolaan yang dijalankan harus terpadu, 

bersinergi dan komprehensif. Sebagai contoh:  

Impor daging dan kedele misalnya, harus 

selaras dengan kebijakan produksi agar tidak 

merugikan harga pada tingkat petani. Kebijakan 

produksi jagung untuk pakan ternak dalam 

negeri harus saling komplementer dengan 

kebijakan impor jagung. Pada sisi lain, 

pengelolaan semua aspek tersebut di atas harus 

mengarah pada pemenuhi kebutuhan pokok 

utamanya pangan secara berdaulat dan mandiri. 

► Aksi Kunci 1.1: “Percepat efektifitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Pangan Nasional sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021 khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 

4”. 

- Rumuskan kebijakan, perencanaan, dan agenda operasional seluruh K/L yang berperan dalam 

pengelolaan pangan nasional yang masih bersifat sektoral 

- Sinergikan program pembangunan barang kebutuhan pokok secara nasional. 

- Efektifkan program optimalisasi produksi barang kebutuhan pokok untuk mencapai 

kemandirian pangan nasional dan susun Road Map sebagai acuan lintas K/L dalam 

pembangunan bidang barang kebutuhan pokok. 

► Aksi Kunci 1.2: “Percepat kelengkapan organisasi dan kapasitas Badan Pangan Nasional 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas”. 



  

 

183 

 

 Indonesia merupakan suatu negara besar yang 

wilayahnya sangat luas, memanjang dari ujung 

barat di Sabang sampai dengan ujung timur di 

Merauke berjarak sekitar 5.000 km, dan melintang 

dari utara di Pulau Miangas dan ujung selatan di 

Pulau Timor berjarak sekitar 2000 km. Selain itu 

memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 37 provinsi. 

 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting telah menyebutkan 

perlunya pengelolaan stok dan logistik; 

peningkatan kelancaran arus distribusi; 

pengelolaan impor dan ekspor, serta penyediaan 

subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, 

dan perbatasan. 

- Rumuskan kebijakan yang komprehensif dan sinergis secara online bagi semua K/L terkait. 

- Tingkatkan produksi dan pemeliharaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok secara lintas 

sektoral. 

- Bangun data base yang terintegrasi, komprehensif dan online sebagai acuan seluruh K/L. 

 

SASARAN STRATEGI 2 

TERBANGUNNYA SISTEM PENGENDALIAN STOK BARANG 

KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MENURUT WAKTU KEBUTUHAN 

DAN FLUKTUASI KONDISI PRODUKSI DALAM NEGERI.  

Kondisi Indonesia yang luas harus 

dukung dengan sistem transportasi 

nasional yang efektif dan efisien. 

Penyelenggaran transportasi yang efektif 

adalah terwujudnya keselamatan 

pengguna, aksesbilitas tinggi, terpadu, 

kapasitas mencukupi, teratur lancar, 

cepat, mudah dicapai, tepat waktu, 

nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, 

dan rendah polusi, sementara yang 

dimaksud dengan penyelenggaraan 

transportasi yang efisien adalah beban 

yang dihadapi publik atas 

terselenggaranya transportasi yang rendah 

dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan. 

Terselenggaranya sistem tranportasi yang efektif dan efisien diharapkan dapat melayani angkutan 

barang dan orang antar kota, antar daerah, dan antar pulau secara lancar, cepat, aman, dan murah. 

Sistem transportasi di Indonesia memiliki kekhususan. Sebagai negara maritim dengan daerah yang 

terpisah oleh perairan, maka transportasi menggunakan seluruh moda yang ada yaitu darat, laut, udara, 

dan perairan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kebutuhan infrastruktur antar wilayah 

seharusnya tidak digeneralisasi berdasarkan wilayah. Ada daerah yang membutuhkan jalan sebagai 

prioritas pendistribusian barang, tetapi ada daerah-daerah kepulauan yang lebih membutuhkan 

dermaga dan kapal-kapal penyeberangan sebagai prioritas.  

Suatu realitas pula bahwa musim  puncak produksi jenis barang kebutuhan pokok tertentu berbeda-

beda menurut wilayah. Oleh sebab itu, waktu ketersediaan produksi secara melimpah bisa sangat 

berbeda dengan waktu permintaan konsumsi yang banyak. Hal lain, bahwa daya tahan jenis produksi 

tertentu untuk layak dikonsumsi umumnya pendek sehingga diperlukan sistem pengolahan atau 

penyimpanan pasca panen agar pengendalian stok bisa diwujudkan dalam mendukung stabilitas 

pasokan dan harga.  
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► Aksi Kunci 2.1: “Kembangkan infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk 

penyimpanan barang kebutuhan pokok sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 

tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”. 

- Efektifkan teknologi informatika dalam pembinaan produsen barang kebutuhan pokok untuk 

aktifitas produksi. 

- Selaraskan musim produksi dengan fluktuasi permintaan. 

- Waspadai ancaman agroklimat dan pengaruh iklim global yang berdampak pada kegagalan 

produksi dan kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok. 

► Aksi Kunci 2.2: “Pelatihan SDM lokal untuk operasional infrastruktur penyimpanan barang 

kebutuhan pokok”. 

- Siapkan infrastuktur pasca produksi (cold storage) pada tingkat simpul-simpul produsen dan 

konsumen terhadap sentral produksi barang kebutuhan pokok dan penyimpanan barang 

kebutuhan pokok. 

- Tingkatkan kualitas barang kebutuhan pokok melalui teknologi cold storage yang memadai. 

- Tingkatkan kepuasan konsumen akhir terhadap kualitas barang kebutuhan pokok. 
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 Kenaikan harga yang terjadi di 

pasar konsumen, belum tentu 

dinikmati oleh produsen 

(petani/peternak/nelayan). 

 Beberapa titik rantai pasok 

didominasi pelaku usaha yang 

memungkinkan memainkan harga. 

 Stabilitas harga dan ketersediaan 

bahan kebutuhan pokok 

mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis dari sisi ekonomi 

maupun sosial politik. 

SASARAN STRATEGI 3 

OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI PRODUSEN DAN ORGANISASI 

PELAKU PASAR DALAM MEMPERPENDEK RANTAI PASOK BARANG 

DAN PENGENDALIAN HARGA. 

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada 

momen tertentu seperti menjelang hari hari besar 

keagamaan disebabkan rantai pasok yang belum 

efisien. Adanya ekspektasi permintaan yang 

meningkat membuat harga juga meningkat. “Akibat 

peningkatan permintaan tersebut, dan belum siap tata 

niaganya, rantai pasoknya belum efisien. Akibatnya, 

ketika permintaan naik ditambah pasokan terbatas, 

maka harga akan meningkat,” Penyebab utama dari 

fenomena yang terus berulang setiap tahun ini 

terletak dari rantai pasoknya. Rantai pasok barang 

kebutuhan pokok masih belum efisien, karena 

memiliki jalur distribusi yang panjang. Mulai dari petani, tengkulak, ritel, baru sampai ke tangan 

konsumen. Jika tata niaga tersebut diatur dan dikendalikan dengan baik, seharusnya harga barang 

kebutuhan pokok tetap stabil, baik menjelang hari raya ataupun di luar hari raya. Dengan tata niaga 

yang baik, stok pangan pun akan tetap terjaga. Saat ini beberapa titik rantai pasok didominasi pelaku 

usaha yang memungkinkan mereka memainkan harga. Hal ini yang kerap disebut sebagai kartel atau 

mafia pangan. Harga di petani sebenarnya aman, ketika masuk ke tengkulak mereka akhirnya mampu 

memainkan harga. Hal inilah yang harus dibenahi bagaimana agar rantai pasok lebih efisien dan 

mampu mencegah terjadinya kartel. 

Oleh sebab itu, rantai pasok barang kebutuhan pokok harus diperpendek dengan melibatkan organisasi 

Pedagang Pasar sebagai pintu akhir pertemuan pembeli dan penjual serta melibatkan organisasi 

produsen(petani/peternak/nelayan) dalam penjualan produknya untuk tidak melalui tengkulak. 

Sebaiknya, Lembaga Pemerintah tidak perlu terlibat dalam kegiatan retailer barang kebutuhan pokok 

sebab lebih efisien dan lebih membuka lapangan kerja bila melibatkan partisipasi masyarakat lokal 

pada daerah distribusi barang kebutuhan pokok.  

► Aksi Kunci 3.1: “Kembangkan kerja sama (MOU) kepada Lembaga Swadaya Masyarakat di 

bidang produksi, pengangkutan, pedagang pasar dengan K/L yang bergerak dalam kaitan 

dengan aspek tersebut di atas dengan dukungan pembinaan dari Badan Pangan Nasional”. 

- Ciptakan kerja sama antar K/L yang berkompeten dengan organisasi sosial produsen dan 

organisasi sosial pedagang pasar untuk memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan 

pokok. 

- Sederhanakan rantai distribusi barang kebutuhan pokok agar harga pada tingkat konsumen 

akhir berada pada tingkat harga normal. 

- Kurangi peranan tengkulak dalam penentuan harga barang kebutuhan pokok, fungsikan 

asosiasi pedagang terkait, agar harga yang normal dapat dinikmati oleh konsumen akhir. 
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► Aksi Kunci 3.2: “Kembangkan bantuan transfer teknologi dan permodalan bagi Lembaga 

Swadaya Masyarakat yang diperbantukan dalam bidang pengelolaan produksi, 

pengangkutan dan pemasaran barang kebutuhan pokok”. 

- Efektifkan pembinaan Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota terhadap organisasi produsen 

barang kebutuhan pokok di wilayahnya untuk pengelolaan produksi dan pemasaran dengan 

dukungan teknologi digital. 

- Sosialisasikan ancaman gagalnya produksi barang kebutuhan pokok akibat mengabaikan 

kondisi iklim global. 

- Efektifkan pembinaan Organisasi produsen untuk membangun produktifitas anggota 

organisasi yang mendukung stabilitas produksi nasional dan kesejahteraan anggota. 

► Aksi Kunci 3.3: “Latih tenaga Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan MOU 

secara efektif.  ”.   

- Fungsikan organisasi pedagang pasar dalam manajemen penyimpanan dagangan barang 

kebutuhan pokok di kawasan pasar dan pangkas peran tengkulak. 

- Hindari kondisi dilematik Pedagang pasar karena konsumen akhir mengurangi pembelian 

akibat kenaikan harga dan penurunan pendapatan pedagang pasar karena omset penjualan 

yang menurun. 

- Efektifkan  peran organisasi produsen dan organisasi pedagang pasar agar dapat berperan 

dalam distribusi barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga pasar. 
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 Terbentuknya Badan Pangan 

Nasional melalui Keputusan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2021, 

betul-betul diharapkan mampu 

mewujudkan kehadiran negara 

dalam upaya stabilitas harga 

barang kebutuhan pokok 

 infrastruktur pendukung untuk 

pengelolaan hasil perikanan tidak 

dapat dapat dioperasionalkan oleh 

penduduk lokal 

SASARAN STRATEGI 4 

TERCIPTANYA KESAMAAN VISI DAN MISI LEMBAGA ATAU K/L 

BERKOMPETEN DALAM MENDUKUNG STABILITAS KETERSEDIAAN 

DAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DI PASAR SESUAI 

DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 

 

Banyaknya K/L yang tertugas dalam penyediaan dan 

pengelolaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok 

menyebabkan seringnya ketidakharmonisan kebijakan 

atau bahkan dapat berupa kebijakan yang tidak 

sejalan walaupun dengan bahasa politk yang sama 

yaitu untuk kepentingan rakyat. Terdapat beberapa 

indikasi bahwa infrastruktur pendukung untuk 

pengelolaan hasil perikanan tidak dapat dapat 

dioperasionalkan oleh penduduk lokal karena 

ketidakpahaman teknologi yang digunakan. Begitu 

pula, kegandrungan pada penggunaan teknologi 

digital yang mudah bagi masyarakat kota, mungkin 

masih sangat sulit dijangkau oleh penduduk lokal pedesaan sehingga kebijakan yang maksudnya untuk 

kemudahan justru menjadi beban tersendiri bagi masyarakat pada kawasan tertentu. Terbentuknya 

Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, betul-betul diharapkan 

mampu mewujudkan kehadiran negara dalam upaya stabilitas harga barang kebutuhan pokok, sejalan 

dengan tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Tugas ini sekaligus 

sebagai upaya aktualisasi terfokus atas amanat pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan 

masyarakat. 

 

► Aksi Kunci 4.1: “Percepat aktifasi Badan Pangan Nasional dalam pelaksanaan tugas fungsi 

khususnya dalam koordinasi K/L yang terkait dengan pengelolaan barang kebutuhan 

pokok”. 

- Kuatkan peranan Lembaga yang berperan sebagai Leading Institution yang menyusun Road 

Map Makro dalam Manajemen Pangan Nasional untuk menjadi Acuan untuk penyusunan 

kebijakan dan program operasional K/L yang terkait dalam pengelolaan pangan nasional. 

- Bangun Road Map Makro yang menjadi acuan seluruh K/L yang terkait dengan distribusi dan 

stabilitas harga barang kebutuhan pokok sehingga kegiatan bersifat lintas sektoral. 

- Kuatkan eksistensi Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugasnya agar terwujud penguatan 

koordinasi dan komitmen dalam program seluruh K/L terkait dalam pengelolaan barang 

kebutuhan pokok untuk membangun visi dan misi yang sama sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

► Aksi Kunci 4.2: “Dukungan anggaran yang memadai untuk percepatan aktifasi fungsi Badan 

Pangan Nasional”. 
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 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan dan Perpres Nomor 

71 Tahun 2015 tentang Penetapan 

dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting (Bapokting). 

 Tekanan politik kepada Pemerintah 

bila terjadi peningkatan harga dan 

kelangkaan bahan kebutuhan pokok 

pada wilayah-wilayah tertentu 

 

- Efektifkan Koordinasi dan Pengawasan terhadap kebijakan dan program operasional K/L 

yang terkait dalam pengelolaan pangan nasional demi pengendalian visi sektoral yang 

produktif. 

- Hindari Aktifitas operasional K/L yang tidak terpadu dan bahkan bisa saling kontra produktif 

dalam distribusi dan pemeliharaan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. 

- Bangun komitmen yang kuat dari K/L dalam upaya implementasi Peraturan Presiden Nomor 

71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan Barang 

Penting. 

 

SASARAN STRATEGI 5 

PENGUATAN RENTANG KENDALI PEMERINTAH TERHADAP 

PRODUKSI BAHAN KEBUTUHAN POKOK TERTENTU. 

 

Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 

tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian 

Perdagangan (Kemendag) diberi tugas dan wewenang 

untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan 

ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat.  

Dalam kenyataan, barang kebutuhan pokok tertentu 

yang sudah diproduksi dalam negeri dalam jumlah 

yang cukup, kadang-kadang sudah dijamin 

ketersediaannya secara cukup pada pasar dalam 

negeri. Hal ini disebabkan karena motivasi keuntungan yang dominan pada pengusaha produsen 

komoditi tertentu yang lebih tertarik dengan harga yang lebih tinggi di luar negeri sebagai akibat nilai 

kurs dolar Amerika yang tinggi terhadap rupiah. Intinya, sikap patriotisme produsen barang kebutuhan 

pokok dalam negeri tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk berbakti menopang stabilitas pasokan 

dan harga barang kebutuhan pokok tertentu yang diproduksinya demi kesejahteraan rakyat. Hal ini 

tercermin pada kasus langkanya dan mahalnya harga minyak goreng yang terjadi pada negara 

produsen minyak sawit terbesar di dunia yaitu Indonesia. Pada hal, pelaku produksi minyak goreng ada 

yang berasal dari BUMN.  

Kondisi ini menunjukkan terbatasnya rentang kendali pemerintah dalam menjamin pasokan  barang 

kebutuhan pokok. Untuk itu, perlu adanya penegasan “domestic market obligation” bagi para produsen 

barang kebutuhan pokok utamanya terhadap BUMN yang secara filosofis harus memperhatikan 

kepentingan nasional.  

  

► Aksi Kunci 5.1: “Kembangkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi barang 

kebutuhan pokok dengan percepatan pengelolaan simpul-simpul produksi milik negara 

misalnya Rice Estate dan BUMN”. 

- Kuatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Domestic Market Obligation sehingga komoditi 

tertentu dalam kategori barang kebutuhan pokok tetap dikuasai oleh mekanisme pasar. 
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- Hilangkan peluang Terjadinya upaya spekulasi dari produsen barang kebutuhan pokok untuk 

menghindari Domestic Market Obligation demi memperoleh profit dari harga ekspor yang 

lebih menguntungkan. 

- Hindari Terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok pada pasar dalam negeri yang 

mengakibatkan peningkatan harga dan penafsiran politik yang mempertanyakan kehadiran 

Pemerintah dalam urusan pengendalian harga. 

► Aksi Kunci 5.2: “Peningkatan pengawasan Pemerintah dalam pemenuhan kewajiban 

Domestic Market Obligation termasuk pelibatan Lembaga Pemasaran Bersama dari 

BUMN”. 

- Kuatkan komitmen BUMN yang memperoduksi barang kebutuhan pokok dalam mendukung 

ketersediaan komoditi tertentu di dalam negeri. 

- Hindari tekanan politik kepada pemerintah akibat dari tidak efektifnya pengawasan terhadap 

BUMN yang memproduksi bahan kebutuhan pokok tapi lalai dalam mendukung stabilitas 

distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok dalam negeri. 

- Hilangkan timbulnya pertanyaan publik terhadap kinerja kelembagaan yang mengendalikan 

kinerja BUMN dalam mendukung komitmen swasembada pangan secara nasional. 

► Aksi Kunci 5.3: “Berikan sanksi yang tegas terhadap aparat Pemerintah yang melakukan 

penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan barang kebutuhan pokok Nasional”. 

- Fungsikan food estate yang direncanakan Pemerintah dalam menopang ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dalam negeri. 

- Antisipasi terhadap peningkatan permintaan pasar sejalan dengan peningkatan jumlah 

penduduk sehingga upaya kemandirian pangan Nasional menjadi tidak terganggu. 

- Efektifkan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian dan peternakan dalam menjaga 

ketahanan pangan nasional yang sangat diperlukan dalam percepatan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

  

PENUTUP 
 

Keterbukaan informasi  dalam era demokrasi menyebabkan rawannya fenomena kelangkaan dan 

ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok menjadi isu politik yang turut dipermudah oleh 

berkembangnya media sosial. Selain aspek politik, kekhawatiran global tentang ancaman krisis pangan 

juga harus menjadi sudut kewaspadaan Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan pembangunan pada satu segi meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat 

tetapi pada sisi lain juga meningkatkan jumlah dan kualitas permintaan konsumsi barang kebutuhan 

pokok oleh masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk yang terus bertambah juga mendorong 

peningkatan volume barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehingga peningkatan produksi, 

perbaikan distribusi dan upaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok adalah sesuatu yang 

sangat esensial dalam kehidupan politik negara.  

Pemerintah telah memberi perhatian yang memadai dalam menjaga stabilitas produksi, distribusi dan 

tingkat harga barang kebutuhan pokok yang tercermin pada penerbitan beberapa produk hukum tetapi 

operasionalisasi seluruh komitmen politik tersebut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang cukup luas ini tetap memerlukan kinerja yang lebih keras dan komitmen penyelenggara 
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negara secara lebih utuh dalam mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok 

yang diharapkan oleh masyarakat. 

Ada 5 isu strategis yang berfokus dalam  antisipasi dan  solusi menjaga stabilitas harga barang 

kebutuhan pokok dalam rangka ketahanan ekonomi. Isu tersebut adalah: Pertama, belum terbangunnya 

kesamaan data base secara terintegrasi; Kedua belum terbangunnya sistem pengendalian stok barang 

kebutuhan pokok masyarakat: Ketiga belum optimalnya peran organisasi produsen dan organisasi 

pelaku pasar dalam memperpendek rantai pasok barang: Keempat, belum terciptanya kesamaan visi 

dan misi lembaga atau KL berkompeten dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan harga barang 

kebutuhan pokok: Kelima terbatasnya rentang kendali pemerintah terhadap produksi barang kebutuhan 

pokok tertentu.  

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama, wujudkan kesamaan data base secara 

terintegrasi dan online  kapasitas produksi dan kebutuhan nasional atas barang kebutuhan pokok yang 

menjadi acuan bersama pada seluruh K/L yang berkompeten; Kedua, bangun sistem pengendalian stok 

barang kebutuhan pokok masyarakat menurut waktu kebutuhan dan fluktuasi kondisi produksi dalam 

negeri; Ketiga, optimalkan peran organisasi produsen dan organisasi pelaku pasar dalam 

memperpendek rantai pasok barang dan pengendalian harga; Keempat,  Wujudkan kesamaan visi dan 

misi lembaga dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di pasar 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Kelima, revitalisasi rentang kendali pemerintah 

terhadap produksi barang kebutuhan pokok tertentu.  
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NASKAH STRATEGI 
 

STRATEGI PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA  

MENGHADAPI PENGARUH GLOBALISASI IDEOLOGI           

DAN BUDAYA ASING DALAM RANGKA MENJAGA  

KETAHANAN NASIONAL  
 

         
 

 

PENDAHULUAN 

 

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengemukakan 

bahwa telah terjadi situasi melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Kondisi 

tersebut dapat dipahami karena pesatnya perkembangan paham demokrasi dalam kehidupan 

bernegara dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka arus 

globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang  tidak dapat terelakkan penyebarannya ke segenap 

penjuru dunia. Penyebarannya berlangsung secara cepat dan meluas dengan menembus segala 

batas wilayah negara sehingga tidak dapat dihindari dampaknya pada suatu negara termasuk 

Indonesia. Kebebasan dan keterbukaan yang merupakan esensi dari pemerintahan demokratis 

pada banyak negara di dunia dalam iklim teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang 

pesat menyebabkan derasnya arus globalisasi. Negara bisa menerapkan batas-batas dalam 

kedaulatan wilayah dan administrasi pemerintahan, tetapi kebebasan berpikir warga negara tetap 

mengalir dan berkembang  sejalan dengan iklim globalisasi dengan segala dampaknya dalam 

kehidupan bernegara termasuk terhadap ideologi dan budaya bangsa.  

Globalisasi dengan dukungan kemajuan teknologi yang begitu cepat, selain memberikan 

dampak positif, juga memberikan dampak negatif yang sifatnya ancaman pada suatu bangsa dan 

negara yang tadinya dari bentuk ancaman tradisionil beralih menjadi non tradisionil. Teori 

geopolitik dipersepsikan untuk penguasaan ruang hidup secara fisik, namun dengan 

perkembangan saat ini dikembangkan lebih luas termasuk ditentukan oleh kemampuan 

mempertahankan dan membentengi diri dari hegemoni penguasaan secara non fisik yaitu salah 

satunya adalah ideologi dan kebudayaan. 

Samuel P. Huntington dalam bukunya ”The Third Wave: Democratization“ mengemukakan 

bahwa gelombang demokrasi telah melahirkan kebebasan berpikir warga negara dan berimplikasi 

kepada kebebasan pemikiran tentang ideologi dalam hubungan global-internasional. Dalam 

bukunya “The Clash of Civilization”, juga dikemukakan bahwa dalam peradaban kehidupan 

global akan terjadi benturan kebudayaan, di mana antar kebudayaan saling melumat dan 

menghancurkan kebudayaan lain. Benturan akan melahirkan pemenang dimana kebudayaan yang 

kalah akan tersingkir dan akhirnya lenyap dari muka bumi. Tesis tersebut diatas menunjukkan 

bahwa kebebasan berfikir dalam demokrasi dapat berpengaruh kepada ideologi bernegara dan 
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globalisasi budaya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan sehingga diperlukan suatu ketahanan 

ideologi dan budaya nasional dalam menghadapi pengaruh ideologi dan budaya asing.  

Fenomena masuknya ideologi dan budaya asing yang mempengaruhi kehidupan nasional 

Indonesia dapat terlihat pada berbagai bidang. Berkembangnya paham-paham yang 

mempertentangkan Pancasila dengan Agama, pelarangan hormat pada upacara bendera “Merah 

Putih”, berkembangnya organisasi yang berasas “Hilafah”, bahkan berkembangnya faham-faham 

radikal dan aksi terorisme, semuanya merupakan ancaman terhadap ideologi bangsa dan dasar 

negara yaitu Pancasila.  

Pasca Pemerintahan Orde Baru, kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila mulai berkurang. 

Pendidikan Pancasila yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang 

mulanya merupakan mata pelajaran tersendiri, berubah menjadi bagian dari mata pelajaran 

gabungan kewiraan, wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini menyebabkan melemahnya 

pemahaman nilai-nilai Pancasila pada anak didik generasi muda.  Di sisi lain, globalisasi juga 

membawa pengaruh masuknya berbagai paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. 

Paham tersebut meliputi paham trans-nasional radikal, organisasi dengan ideologi kekhalifahan 

dan gerakan trans-nasional yang bersifat keagamaan yang non politis.  

Pengaruh globalisasi terhadap dimensi kebudayaan terlihat misalnya pada bidang musik, 

film/TV Show/drama, fesyen, tarian, kuliner dan lain-lain. Dalam bidang musik, budaya asing 

terlihat sangat mendominasi dunia musik Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya aliran musik 

luar  yang masuk ke Indonesia, contohnya yaitu musik K-Pop, rap, rock n roll, reggae, remix, dan 

sebagainya. Pada bidang perfilman, kita bisa melihat bahwa masyarakat kita begitu sangat 

menggemari film, drama maupun tv show produk dari luar negeri. Film, tv show maupun drama 

yang berasal dari luar tersebut sering mempertontonkan kehidupan sosial masyarakat yang 

menyimpang misalnya adalah budaya free sex, LGBT, hedonisme, konsumerisme, dan lain-lain 

yang secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Pada 

bidang fesyen, banyak pakaian model asing, seperti gaun, bikini, dress, dan lain sebagainya yang 

diterima dan digunakan oleh masyarakat Indonesia walau tidak sejalan dengan nilai budaya asli 

Indonesia. Tari-tarian asing yang sering berpadu dengan musik yang dibawakan oleh para artis 

luar juga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Kita banyak menyaksikan bahwa tarian-

tarian tersebut kadang ditampilkan dengan mempertontonkan gerakan yang cenderung mengarah 

pada pornoaksi. Pada sisi yang lain para remaja kita sudah mulai meninggalkan tari-tarian khas 

Indonesia yang merupakan warisan leluhur Bangsa Indonesia. 

Di bidang kuliner, cukup banyak produk kuliner luar yang masuk ke Indonesia dan 

cenderung menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Bukan tidak mungkin menjamurnya jenis-

jenis makanan dari luar akan mengakibatkan menurunnya minat masyarakat Indonesia terhadap 

menu makanan dalam negeri sehingga makanan dalam negeri yang diperjualbelikan akan semakin 

menurun. Hal ini akan menurunkan pangsa pasar usaha ekonomi kuliner masyarakat. Gambaran 

kondisi di atas menunjukan bahwa budaya asing telah begitu masif masuk ke Indonesia dan 

mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat yang tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap 

nilai-nilai Pancasila dalam diri Masyarakat Indonesia.  
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SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Mengacu pada isu isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa 

sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. pertama, 

menginternalisasi nilai Pancasila kepada aparat pemerintah pusat,  pemerintah daerah dan 

kelompok masyarakat anggota eks organisasi terlarang dengan  BPIP sebagai leading sektor;  

kedua, meningkatkan kinerja BPIP dalam penyiapan panduan Diklat dan sosialisasi  pembinaan 

ideologi Pancasila.; ketiga, mengembangkan program ekonomi budaya Indonesia; dan keempat, 

memantapkan pendidikan karakter dan budi pekerti melalui program nasional pemajuan 

kebudayaan Indonesia. 

 

SASARAN STRATEGI  1 

MENGINTERNALISASI NILAI PANCASILA KEPADA APARAT 

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN KELOMPOK 

MASYARAKAT ANGGOTA EKS ORGANISASI TERLARANG DENGAN 

BPIP SEBAGAI LEADING SEKTOR. 

  

Pasca Pemerintahan Orde Baru, kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila mulai berkurang. 

Program pembekalan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang semula menjadi program unggulan 

mengalami stagnasi akibat dari perubahan sistem pemerintahan ke iklim demokratis. Hal ini 

menyebabkan melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada seluruh lapisan masyarakat.  Di 

sisi lain, demokratisasi pemerintahan dan iklim globalisasi secara bersama membawa pengaruh 

masuknya berbagai paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.  Paham tersebut meliputi 

paham trans-nasional radikal, organisasi dengan ideologi kekhalifahan dan gerakan trans-nasional 

yang bersifat keagamaan yang non politis. Kondisi tersebut di atas menyebabkan melemahnya 

ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.  

► Aksi Kunci 1.1. : “Laksanakan program revolusi mental dan pembinaan ideologi 

Pancasila secara nasional”. 

- Laksanakan gerakan penguatan nilai Pancasila melalui assessment kepada seluruh aparat 

negara  mengenai kesetiaan pada Pancasila. 

- Laksanakan  penyegaran nasional terkait pemahaman nilai-nilai  Pancasila bagi aparatur 

negara. 

► Aksi Kunci 1.2 : “Evaluasi aktivitas anggota eks organisasi terlarang dalam kaitan 

dengan komitmen kesetiaan terhadap Pancasila”. 
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- Laksanakan revitalisasi peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan  

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk pemantauan dan sosialisasi nilai-nilai 

Pancasila. 

- Laksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang berfokus kepada  eks anggota organisasi 

terlarang. 

 

SASARAN STRATEGI  2 

MENINGKATKAN KINERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI 

PANCASILA (BPIP)  DALAM PENYIAPAN PANDUAN DIKLAT DAN 

SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. 

Fenomena masuknya ideologi dan budaya asing yang mempengaruhi kehidupan nasional 

Indonesia dapat terlihat pada berbagai bidang. Berkembangnya paham-paham yang 

mempertentangkan Pancasila dengan agama, pelarangan hormat pada upacara bendera “Merah 

Putih”, berkembangnya organisasi yang berasas “Hilafah”, bahkan berkembangnya faham-faham 

radikal dan aksi terorisme, semuanya merupakan ancaman terhadap ideologi bangsa dan dasar 

negara yaitu Pancasila. Kebebasan berfikir dalam iklim demokrasi dapat berpengaruh kepada 

ideologi bernegara, menjadi suatu hal yang tidak terelakkan sehingga diperlukan suatu ketahanan 

ideologi  dalam menghadapi pengaruh ideologi dan budaya asing. 

Negara harus hadir dalam rangka membentengi masyarakat dari paham paham yang bertentangan 

dengan Ideologi Pancasila melalui kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan 

melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Kegiatan-

kegiatan tersebut harus dapat berjalan secara efektif dan bukan hanya sekedar terlaksana. 

Diperlukan suatu panduan dalam rangka efektivitas kegiatan penguatan nilai nilai Pancasila yang 

dapat dipergunakan oleh seluruh elemen bangsa. 

► Aksi Kunci 2.1. : “Susun standarisasi  materi Diklat dan sosialisasi ideologi negara 

Pancasila  yang menjadi acuan umum pembinaan ideologi Pancasila”. 

- Kompilasi materi Diklat dan sosialisasi ideologi negara Pancasila yang telah berkembang 

pada Kementerian/Lembaga termasuk Lembaga Pendidikan. 

- Rancang buku pedoman pembinaan ideologi Pancasila sebagai materi diklat dan 

sosialisasi. 

► Aksi Kunci 2.2. : “Formulasikan  materi pendidikan Pancasila untuk semua jenjang dan 

jenis pendidikan formal dan non formal sesuai buku pedoman dan paket materi 

pendidikan/pembekalan Pancasila”. 

- Tetapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila ke semua jenjang Pendidikan baik formal 

maupun non formal sebagai mata pelajaran wajib. 
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- Sosialisasikan materi Pendidikan Pancasila kepada seluruh Pembina mata pelajaran 

Pancasila pada semua jenjang dan jenis pendidikan formal dan non formal.  

  

SASARAN STRATEGI  3 

MENGEMBANGKAN PROGRAM EKONOMI BUDAYA INDONESIA. 

Pengaruh globalisasi terhadap dimensi kebudayaan terlihat misalnya pada bidang musik, film/TV 

Show/drama, fesyen, tarian, kuliner dan lain-lain. Dalam bidang musik, budaya asing terlihat 

sangat mendominasi dunia musik Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya aliran musik luar  

yang masuk ke Indonesia, contohnya yaitu musik K-Pop, rap, rock n roll, reggae, remix, dan 

sebagainya. Pada bidang perfilman, kita bisa melihat bahwa masyarakat kita begitu sangat 

menggemari film, drama maupun tv show produk dari luar negeri. 

Di bidang kuliner, cukup banyak produk kuliner luar yang masuk ke Indonesia dan cenderung 

menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya minat 

masyarakat Indonesia terhadap menu makanan dalam negeri sehingga makanan dalam negeri 

yang diperjualbelikan akan semakin menurun dan dapat menurunkan pangsa pasar usaha ekonomi 

kuliner masyarakat. Gambaran kondisi di atas menunjukan bahwa budaya asing telah begitu masif 

masuk ke Indonesia dan mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat yang akan berpengaruh 

terhadap nilai-nilai Pancasila. Budaya nasional akan semakin tergerus seiring dengan 

berkembangnya budaya asing yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia. 

 Aksi Kunci 3.1. : “Lakukan globalisasi budaya Indonesia melalui pengembangan perfilman 

nasional dan dinamika fesyen nasional “.  

- Revitalisasi organisasi perfilman nasional dan Asosiasi Perancang Busana Indonesia. 

- Viralkan budaya Indonesia melalui media film nasional dan media sosial dalam skala  

global. 

► Aksi Kunci 3.2. : “Optimalkan fasilitas ruang ekspresi budaya nasional dan daerah pada 

semua tingkatan Pemerintahan”. 

- Fasilitasi dan sediakan ruang ekspresi budaya nasional dan daerah  pada semua  tingkatan 

pemerintahan.  

- Lakukan pembinaan kepada Lembaga/Organisasi penggerak budaya nasional dan daerah  

pada semua tingkatan pemerintahan.  

► Aksi Kunci 3.3. : “Optimalkan pemanfaatan potensi warisan cagar budaya bawah air 

Indonesia.” 

- Viralkan potensi warisan cagar budaya bawah air Indonesia secara global. 

- Fasilitasi kelembagaan/usaha pengelolaan potensi warisan budaya bawah air Indonesia.  
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SASARAN STRATEGI  4 

MEMANTAPKAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDI PEKERTI 

MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMAJUAN KEBUDAYAAN 

INDONESIA. 

Materi Pendidikan Karakter  dan etika moral mulai berkurang sejak reformasi pemerintahan tahun 

1998.  Materi Pendidikan tersebut termasuk budi pekerti  yang diajarkan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah, yang mulanya merupakan mata pelajaran tersendiri, berubah menjadi bagian 

dari mata pelajaran tertentu. Hal ini menyebabkan melemahnya pemahaman nilai-nilai pembentuk 

karakter dan budi pekerti pada  generasi muda.  

Berkembangnya globalisasi juga membawa pengaruh masuknya berbagai budaya asing yang 

tanpa disadari menggerus nilai nilai budaya nasional sebagai aktualisasi nilai nilai luhur bangsa.  

► Aksi Kunci 4.1. : “Tetapkan program nasional tentang gerakan sosialisasi budaya 

nasional dan daerah”. 

- Revitalisasi pendidikan karakter dan budi pekerti masyarakat bangsa sebagai mata 

pelajaran mandiri dan wajib pada semua jenjang Pendidikan.  

- Susun materi Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai substansi materi pembelajaran 

lokal/muatan lokal. 

► Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat dalam 

pengembangan produk budaya nasional”. 

- Tetapkan program gerakan nasional untuk literasi, inovasi dan kreativitas dalam 

pengembangan produk budaya nasional dengan dukungan dana abadi kebudayaan. 

- Fasilitasi ruang kreativitas penggerak budaya untuk pengembangan literasi dan inovasi 

untuk pemajuan produk budaya nasional.  
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PENUTUP 

 

Ancaman terhadap ideologi Pancasila memperlihatkan fenomena yang tetap berlanjut 

baik melalui aksi terorisme maupun melalui penyusupan aliran radikal secara terbuka atau 

terselubung. Oleh sebab itu strategi penguatan nilai Pancasila dalam menghadapi ancaman 

tersebut di atas merupakan kebutuhan nyata bangsa sebagai mana yang telah ditetapkan 

sebagai agenda pembangunan bidang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 

Pada dasarnya,  melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya nasional telah 

menjadi atensi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu diperlukan strategi 

penguatan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan 

budaya asing guna menjaga ketahanan nasional. Demokratisasi dalam sistem pemerintahan 

Republik Indonesia dan berkembangnya globalisasi menyebabkan mudahnya infiltrasi 

berbagai ideologi dan kultur budaya yang tidak sejalan dengan Pancasila dan nilai-nilai 

budaya Indonesia.  
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NASKAH STRATEGIS 

ANTISIPASI PEMBENGKAKAN SUBSIDI BBM & LPG 

         

 

PENDAHULUAN 
 

Seluruh asumsi dalam UU APBN nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran belanja tahun 2022 

yang terkait dengan subsidi jauh dari perkiraan. Asumsi makro yang dibuat berubah drastis 

sejak perang Russia Ukraina berlangsung. Hal ini tentu secara drastis mengubah angka angka 

yang ditetapkan dalam APBN, semua berubah secara signifikan. Mengingat harga minyak 

dan nilai tukar masih merupakan parameter paling dasar dalam membuat asumsi APBN, hal 

ini berakibat nilai subsidi yang harus ditanggung APBN meningkat sangat besar. Besaran 

penerimaan negara dari SDA relatif belum sebanding dengan kebutuhan subsidi yang sangat 

besar. Belum lagi masalah utang negara yang besar yang mengakibatkan beban bunga dan 

cicilan utang yang harus ditanggung setiap tahun sangatlah besar. Sementara sistem bagi hasil 

sumber daya alam belum sejalan dengan kebutuhan pemerintah mendapatkan dana yang 

besar bagi pembangunan. Ada terobosan seperti rencana pungutan ekspor batubara dan 

sumber daya alam lainnya yang selama ini dijual ke luar negeri, namun sistem itu belum 

berjalan secara terbuka dan transparan. Selain itu, laju eksplotasi sumber daya alam akan 

tertahan oleh agenda perubahan iklim, sehingga dapat dipastikan akan semakin mengecil di 

masa mendatang, walaupun harga komoditas meningkat.  

 

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu 

strategis di bidang subsidi BBM dan LPG sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang 

diacu dari perspektif negara untuk menghadirkan keamanan bagi warga negara. Naskah 

strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: APBN menanggung beban subsidi 

BBM dan LPG yang sama besar tiap tahunnya; harga BBM dalam negeri belum sesuai 

dengan harga keekonomiannya; penggunaan BBM dan LPG bersubsidi belum sesuai dengan 

peruntukannya; dan masyarakat belum memahami dan menyadari dengan utuh siapa yang 

berhak atas BBM dan LPG bersubsidi. 

 

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang 

dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap 

solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, menurunkan beban subsidi 

BBM dan LPG di dalam APBN secara bertahap. Kedua, membangun mekanisme 

penyesuaian harga BBM dan LPG dengan harga pasar. Ketiga, menciptakan sistem alokasi 

BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya. Keempat, meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam mengkonsumsi BBM dan LPG sesuai. 
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SUBSTANSI STRATEGIS 

 

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama 

penurunan beban subsidi BBM dan LPG di dalam APBN secara bertahap. Kedua, 

pembangunan mekanisme penyesuaian harga BBM dan LPG dengan harga pasar. Ketiga, 

penciptaan sistem alokasi BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya. Keempat, 

peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi BBM dan LPG sesuai. 

 

SASARAN STRATEGI 1 

TURUNKAN BEBAN SUBSIDI BBM DAN LPG DI 

DALAM APBN SECARA BERTAHAP 

 

Meningkatnya tekanan terhadap APBN 

akibat perubahan kondisi eksternal berupa 

kenaikan harga komoditas seperti minyak, 

pangan, dan pupuk. Kondisi ini telah 

berdampak terhadap harga bahan bakar di 

dalam negeri. Jika pemerintah melakukan 

penyesuaian harga, rakyat akan kesulitan 

untuk membayarnya. Oleh karena itu, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dituntut menjadi Shock Absorber 

guna menahan gejolak yang terjadi. Dalam 

kondisi beban APBN seperti sekarang ini 

akan sulit menghadapi dinamika global yang 

sangat ekstrim.  

 

Selain beban subsidi BBM dan LPG yang 

sangat besar, terdapat subsidi lain dalam 

APBN yang cukup menguras anggaran dan 

menjadi skala prioritas APBN 2022. Subsidi 

tersebut adalah untuk membiayai kebijakan 

Pemerintah dalam rangka penanganan 

pandemi Covid-19 berupa (1) pemberian 

diskon listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA (DTKS); (2) insentif subsidi 

bunga untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan (3) tambahan subsidi 

bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19, serta (4) insentif pajak ditanggung 

pemerintah untuk dunia usaha. 

 

Namun yang menjadi persoalan adalah APBN terlanjur diarahkan untuk menanggung beban 

subsidi BBM dan LPG yang semakin besar tiap tahunnya. Akibatnya subsidi tersebut 

 Harga minyak melompat ke angka 120 

dolar AS per barel, dan nilai tukar rupiah 

juga bergerak melewati Rp. 15.000 per 

dolar Amerika Serikat (AS) sebagai 

dampak konfilk Rusia-Ukraina  

 

 APBN 2022 pada awalnya mengasumsikan 

harga BBM sebesar 63 dolar AS per barel 

dan mengalokasi belanja subsidi sebesar 

Rp206.96 triliun yang terdiri atas subsidi 

energi sebesar Rp134,03 triliun dan 

subsidi non-energi sebesar Rp72,94 

triliun. 

 

 Subsidi energi atas BBM dan LPG tabung 3 

kg sebesar Rp77.55 triliun dan subsidi 

listrik sebesar Rp56,47 triliun.  

 

 Hal ini berimplikasi subsidi energi dalam 

APBN yang diperlukan untuk merespon 

shock harga energi dan merosotnya nilai 

tukar rupiah pada tahun 2022 

diperkirakan mencapai Rp 520 triliun. 
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mempersempit ruang fiskal, melemahkan kemampuan keuangan negara dalam menanggung 

krisis ekonomi lainnya, serta mengurangi kemampuan keuangan negara dalam mengatasi 

kemiskinan. 

► Aksi Kunci 1.1: “Sesuaikan subsidi BBM dan LPG sesuai dengan kemampuan APBN dan 

ruang fiskal” 

- Tingkatkan kesimbangan antara alokasi subsidi BBM dan LPG dengan Kemampuan 

APBN dan ruang Fiskal 

- Lakukan pertimbangan yang matang dalam pemangkasan pos-pos rutin dan 

pembangunan 

- Tingkatkan kemampuan pembiayaan anggran rutin dan pembangunan 

► Aksi Kunci 1.2: “Perbanyak sumber-sumber anggaran bagi pemulihan ekonomi” 

- Reduksi ketergantungan pemulihan ekonomi terhadap subsidi dari APBN 

- Optimalkan alokasi anggaran untuk penyediaan BBM dan LPG sesuai kebutuhan 

prioritas. 

- Pertahanakan subsidi untuk BBM dan LPG 

► Aksi Kunci 1.3: “Tingkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

penerimaan negara terutama dari sumber daya alam” 

- Kuatkan kemampuan keuangan negara di tengah krisis ekonomi. 

- Optimalkan anggaran untuk keperluan subsidi yang tersedia 

- Cari daya dukung dari sumber keuangan yang lain untuk kebutuhan subsidi 

 

 

SASARAN STRATEGI 2 

BANGUN MEKANISME PENYESUAIAN HARGA BBM 

DAN LPG DENGAN HARGA KEEKONOMIAN 

 

 Harga BBM dalam negeri belum sesuai 

dengan harga keekonomiannya. 

Disparitas harga BBM dalam negeri 

dengan harga pasar internasional masih 

sangat tinggi dikarekan subsidi negara 

yang sangat besar. Selain itu minyak bumi sebagai bahan baku BBM sebagian besar masih 

impor membuat devisa negara makin terkuras. Jikalau harga di luar naik, maka Indonesia 

harus membayar ke luar lebih banyak.  

 

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa banyak negara sudah melakukan penyesuaian 

harga BBM. Sementara pemerintah Indonesia masih memberikan subsidi sangat besar untuk 

menahan harga jual BBM dan LPG di dalam negeri.  

 

 Impor bahan baku BBM mencapai 1,5 juta barel 

per hari. Demikian juga dengan LPG yang 

sebagian besar impor, harga internasionalnya 

sudah naik 5 kali lipat. 
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Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, harga Pertalite jika dijual tanpa 

subsidi dari APBN adalah sebesar Rp 17.200 per liter. Sementara saat ini, Pertamina masih 

menjual BBM Pertalite dengan harga Rp 7.650 per liter, dengan demikian subsidi setiap liter 

Pertalite sebesar Rp 9.550. Selain itu BBM jenis solar, jika dijual tanpa subsidi harga 

biodiesel (B30) sebenarnya sebesar Rp 18.150 per liter. Sementara Pertamina menjual Solar 

B30 dengan harga Rp 5.150 per liter. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 

13.000 per liternya. Demikian juga dengan harga LPG jika dijual tanpa subsidi sebesar Rp. 

15.000 per kilogram, saat ini Pertamina menjual LPG 3 kilogram seharga Rp. 4.000 

perkilogramnya. 

► Aksi Kunci 2.1: “Persempit selisih harga BBM bersubsidi dengan harga pasar” 

- Reduksi disparitas harga BBM dalam negeri dengan harga pasar. 

- Kendalikan utang negara terhadap BUMN hilir migas. 

- Selidiki potensi kerugian di dalam BUMN penugasan BBM bersubsidi. 

► Aksi Kunci 2.2: “Kurangi ketergantungan pada BBM impor melalui diversifikasi energi” 

- Kendalikan impor minyak bumi. 

- Lakukan audit terhadap BUMN penugasan BBM dan LPG bersubsidi, terkait 

keuangannya maupun pelaksanaan tugasnya. 

 

 

SASARAN STRATEGI 3 

CIPTAKAN SISTEM ALOKASI BBM DAN LPG SUBSIDI 

SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA 

 

BBM dan LPG subsidi diduga banyak 

digunakan oleh kalangan yang tidak 

berhak mendapatkan subsidi. Hal ini 

terindikasi dari banyaknya mobil 

mewah yang mengkonsumsi BBM 

bersubsidi, demikian juga dengan LPG 

subsidi 3 kilogram yang justru 

dikonsumsi oleh orang kaya. 

 

Selain itu, terdapat indikasi 

penyelewengan penggunaan solar 

subsidi oleh kalangan industri. Menteri 

ESDM menyatakan bahwa perusahaan Batubara dan Sawit masih mengunakan BBM 

bersubsidi. Padahal menurut peraturan perundangan, perusahaan industri dilarang 

menggunakan BBM bersubsidi. Sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas terhadap 

penyimpangan subsidi yang terjadi.  

 

 Sebanyak 60 persen masyarakat golongan 

mampu menikmati hampir 80 persen dari total 

konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per 

bulan. 

 40 persen masyarakat golongan miskin hanya 

menikmati konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 

17,1 liter per rumah tangga per bulan. 

 23,3 persen penggunaan LPG 3 kg oleh 

masyarakat golongan miskin, sisanya sebesar 

57,9 persen merupakan orang golongan 

mampu. 
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Sementara data mengenai penyimpangan BBM dan LPG subsidi belum tersistematisir dengan 

baik, upaya untuk melakukan pendataan penggunaan solar subsidi agar tepat sasaran belum 

berjalan dengan baik. Sistem pendataan melalui Mypertamina sampai dengan saat ini kurang 

mendapatkan dukungan dari stakeholder. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH 

Migas) belum memiliki sistem pendataan yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan BBM dan LPG bersuibsidi sesuai tugas dan fungsinya. Meskipun demikian BPH 

Migas melaporkan total penyelewengan BBM sejak Januari hingga bulan Mei tahun 2022 

cukup signifikan yakni mencapai 257.455 liter.  

Persoalan tersebut diatas, terjadi karena lemahnya system pengendalian Penggunaan BBM 

bersubsidi, penegakan hukum terhadap penyelewengan BBM bersubsidi masih lemah dan 

subsidi BBM dan LPG banyak digunakan oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. 

► Aksi Kunci 3.1: “Perkuat sistem pengendalian penggunaan BBM bersubsidi” 

- Lakukan penguatan terhadap sistem pengendalian penggunaan BBM bersubsidi 

- Cegah terjadinya over kuota pengadaan BBM dan LPG bersubsidi. 

- Kendalikan kuota penggunaan BBM dan LPG bersubsidi. 

► Aksi Kunci 3.2: “Lakukan penegakan hukum terhadap penyelewengan BBM dan LPG 

bersubsidi”  

- Tingkatkan upaya penegakkan hukum terhadap penyelewengan BBM bersubsidi. 

- Atasi perdagangan ilegal dan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. 

► Aksi Kunci 3.3: “Alokasikan subsidi BBM dan LPG secara tepat sasaran”  

- Pastikan subsidi BBM dan LPG diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. 

- Cegah ketidakadilan pemanfaatan subsidi BBM dan LPG. 

- Prioritaskan masyarakat miskin untuk memperoleh manfaat dari subsidi BBM dan 

LPG. 

 

 

SASARAN STRATEGI 4 

TINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM 

MENGKONSUMSI BBM DAN LPG YANG SESUAI 

DENGAN HAKNYA 

 

Komposisi BBM dan LPG subsidi masih mendominasi struktur penjualan BBM di dalam 

negeri. Konsumsi untuk BBM porsi Pertalite atau penugasan dan solar subsidi secara nasional 

85 persen dari total konsumsi BBM. Sementara itu LPG subsidi mencapai 93 persen dari 

jumlah gas LPG yang didistribusikan pertamina ke masyarakat. 
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Masyarakat Indonesia masih sangat 

akrab dengan penggunaan BBM dan 

LPG subsidi dan enggan beralih ke 

BBM yang non subsidi yang 

kualitasnya lebih baik. Seharusnya 

BBM dan LPG subsidi tidak sebanyak 

angka tersebut jika masyarakat sadar 

akan haknya.  

 

Sebagaimana diketahui bahwa 

penduduk miskin di Indonesia yang 

berhak atas BBM dan LPG subsidi 

tersebut hanya sebesar 9 persen dari 

jumlah penduduk indonesia. Kelompok 

miskin inilah yang seharusnya 

mendapat prioritas BBM dan LPG 

subsidi. Rendahnya kesadaran 

masyarakat merupakan salah satu 

tantangan untuk menyalurkan BBM subsidi kepada yang berhak menerimanya.  

 

Selain itu masih minimnya infrastruktur dalam mendukung transisi dari energi fosil ke energi 

terbarukan, menyebabkan ketergantungan terhadap BBM dan LPG subsidi semakin 

meningkat. Padahal, terbuka kesempatan yang luas untuk beralih ke energi listrik sebagai 

pengganti BBM dan LPG subsidi untuk keperluan rumah tangga, serta membuka kesadaran 

masyarakat untuk meninggalkan energi fosil.  

 

Dengan demikian persoalan tersebut di atas ditengarai karena sosialisasi tentang pembatasan 

penggunaan BBM dan LPG subsidi belum berjalan dengan baik. Akibatnya pemahaman 

masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi BBM yang berkualitas masih kurang. Selain 

itu, masyarakat belum menyadari bahwa BBM dan LPG masih sebagian besar diimpor. 

Masyarakat juga belum menyadari bahwa adanya kesempatan untuk beralih ke listrik sebagai 

pengganti LPG bagi keperluan rumah tangga.   

► Aksi Kunci 4.1: “Perbanyak sosialisasi bagi pembatasan penggunaan BBM dan LPG 

subsidi” 

- Perluas jangkauan sosialisasi pembatasan penggunaan BBM dan LPG. 

- Optimalkan Pertamina untuk penyediaan kuota BBM bersubsidi. 

- Antisipasi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi. 

► Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan 

subsidi BBM dan LPG” 

- Tingkatkan pemahaman masyarakat atas hak penggunaan BBM dan LPG bersubsidi. 

- Tingkatkan dukungan masyarakat terhadap subsidi tepat sasaran. 

 Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei 

Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu 

(24/7/2022).Mayoritas publik ingin pemerintah 

berupaya tidak menaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) meski harus menambah hutang 

negara. 

 Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas 

atau 82.6% responden tak setuju apabila 

pembelian BBM subsidi harus mendaftar lewat 

aplikasi dahulu. Sementara itu, hanya 16,1% 

yang mengatakan setuju dengan kebijakan 

tersebut. Sedangkan, 1,3% responden 

mengatakan tidak tahu. 

 Per Kamis 5 Agustus 2022 jumlah kendaraan 

roda empat atau mobil yang sudah mendaftar 

di MyPertamina sudah menembus 500 ribu 

unit. 
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► Aksi Kunci 4.3: “Tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan 

subsidi BBM dan LPG” 

- Tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai tingginya impor minyak Indonesia. 

- Lakukan berbagai upaya untuk mereduksi tuntutan masyarakat terhadap subsidi BBM 

dan LPG. 
 

PENUTUP 

 

Antisipasi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, terhadap ketahanan anggaran 

dan pendapatan belanja negara (APBN) sebagai akibat dari meningkatnya nilai subsidi yang 

harus ditanggung untuk keperluan subsidi BBM dan LPG bagi stabilitas harga energi. 

Kondisi APBN mengalami tekanan yang cukup besar dikarenakan pada satu sisi harus 

menjadi Shock Absorber terhadap dinamika kenaikan komoditas global, pada sisi lain harus 

menjaga ruang fiskal bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta kesinambungan 

fiskal dalam menghadapi krisis. Kompleksitas masalah energi, terutama BBM dan LPG yang 

membebani keuangan negara, membutuhkan solusi yang konfrehensif. 

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi APBN 

menanggung beban subsidi BBM dan LPG yang sama besar tiap tahunnya; harga BBM 

dalam negeri belum sesuai dengan harga keekonomiannya; penggunaan BBM dan LPG 

bersubsidi belum sesuai dengan peruntukannya; dan masyarakat belum memahami dan 

menyadari dengan utuh siapa yang berhak atas BBM dan LPG bersubsidi. 

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut 

yaitu menurunkan beban subsidi BBM dan LPG didalam APBN secara bertahap; membangun 

mekanisme penyesuaian harga BBM dan LPG dengan harga keekonomian; menciptakan 

sistem alokasi BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya; dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi BBM dan LPG sesuai dengan haknya. 
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NASKAH STRATEGI 

 
 

INVENTARISASI SUMBER ENERGI BARU TERBARUKAN DAN 

PEMANFAATANNYA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI 

 

         
 

 

PENDAHULUAN 
 

Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh seluruh 

masyarakat dunia. Hingga saat ini, ketahanan energi bahan kembali menjadi topik pembicaraan yang 

hangat, terutama imbas dari peperangan Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan yang menyebabkan 

naiknya harga-harga berbagai jenis BBM. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesetaraan 

energi dan ketahanan energi merupakan bentuk pelaksanaan dari Sustainable Development Goal’s 

(SDG’s) khususnya nomor 7 yaitu memastikan masyarakat memiliki akses energi yang terjangkau, 

handal, berkelanjutan, dan modern melalui kebijakan energi berkeadilan. Perkembangan sektor energi 

tidak lepas dari pergerakan perekonomian masyarakat, terutama di era modern seperti saat ini. Energi 

tidak lagi dipandang sebagai komoditas belaka, melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya yang terbaik untuk 

memanfaatkan kesetaraan energi bagi masyarakat serta ketahanan energi dan kelestarian lingkungan. 

Sementara itu, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjadikan energi terbarukan sebagai 

sumber energi alternatif dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Komposisi panas 

bumi dalam bauran energi nasional ditargetkan meningkat hingga mencapai 17 persen pada tahun 2025 

begitu juga dengan energi terbarukan lainnya seperti biomasa, nuklir, tenaga surya dan tenaga angin. 

Optimalisasi energi terbarukan dianggap langkah strategis karena setidaknya ada dua argumen utama, 

yaitu: Pertama, dari sisi sumber daya, potensi panas bumi Indonesia cukup besar yaitu mencapai 

29.038 GWe dan yang dikembangkan baru sebesar 1.226 WW, sehingga masih ada potensi yang 

cukup besar untuk pengembangan energi panas bumi untuk kelistrikan nasional; Kedua, energi 

terbarukan memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh energi fosil, yaitu dapat dihasilkan 

secara alamiah secara terus menerus sehingga risiko akan hilangnya sumber energi sangatlah kecil dan 

time frame untuk pengembangannya bisa tak terbatas. 

Oleh karena itu, dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, kebutuhan 

pengembangan inovasi sumber EBT menjadi penting dilakukan. Sejauh ini, terdapat upaya 

berkolaborasi bersama masyarakat dengan mencanangkan dan melaksanakan program Desa Mandiri 

Energi yang berbasiskan pada biogas untuk mengantikan energi yang berasal dari fosil. Hal ini 

dilakukan  dalam rangka mewujudkan ketahanan energi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, mencari 

solusi dan upaya alternatif guna memperkuat ketersediaan pasokan energi di Kalimantan Timur 

menjadi sebuah kebutuhan mendesak. 
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SUBSTANSI STRATEGIS 
 

Mengacu pada kedua isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa 

sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian: pertama, memenuhi 

tuntutan  kebutuhan jaminan kontinuitas pasokan sumber ebt secara optimalbersumber dari ebt lokal 

dan sumber ebt diluar Kalimantan Timur; kedua meningkatkan alokasi anggaran perawatan  peralatan 

ebt, di dukung oleh pengadaan tehnologi dan sdm untuk memenuhi standart perawatan sumber EBT. 

 

SASARAN STRATEGI 1 

MEMENUHI TUNTUTAN KEBUTUHAN JAMINAN KONTINUITAS 

PASOKAN SUMBER EBT SECARA OPTIMAL BERSUMBER DARI EBT 

LOKAL DAN SUMBER EBT DI LUAR KALIMANTAN TIMUR 

Beberapa EBT yang berkembang di Kalimantan Timur, yaitu: gas metan dari  sampah, energi matahari 

menggunakan solar cell (PLTS), biogas. Tingginya kebutuhan jaminan kontinuitas pasokan sumber 

EBT, beberapa EBT yang berkembang di Kalimantan Timur, yaitu: gas metan dari sampah, energi 

matahari menggunakan solar cell (PLTS), biogas. Penggunaan PLTS di LNG Badak hanya mampu 

menopang 12 persen dari total kebutuhan energi listriknya. Persoalan inovasi sumber energi baru  

terbarukan, sesuai dengan peluang yang ada  dan kondisi geografis KKDN, maka sumber daya air 

dapat didayagunakan sebagai pilihan sumber EBT. 

► Aksi Kunci 1.1. : “Kembangkan kemampuan pengadaan kebutuhan sumber EBT baik dari 

sumber lokal dan atau dari sumber di luar Kalimantan Timur”.  

- Tingkatkan kemampuan produksi fasilitas penghasil EBT.  

- Kembangkan produksi energi EBT agar tidak stagnan untuk mengurangi keterbatasanan 

petani penghasil sampah.  

- Tingkatkan program pengembangan kemampuan produksi dari fasilitas penghasil EBT  

► Aksi Kunci 1.2. : “Perluas kesempatan/peluang investor baik yang  bersumber dari Pusat, 

Pemerintah Daerah dan atau swasta untuk mendukung peningkatan kemampuan 

pengadaan kebutuhan sumber EBT”. 

- Lakukan kerjasama antara pemerintah dan investor untuk menggali sumber sumber EBT. 

- Fasilitasi lembaga lembaga peneliti swasta untuk melakukan analisis/kajian energi yang dapat 

diperbaharui. 

- Perluas wilayah/tempat sumber sumber EBT dari luar Kalimantan Timur. 

 

 

SASARAN STRATEGI 2 

MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN PERAWATAN  PERALATAN 

EBT, DIDUKUNG OLEH PENGADAAN TEHNOLOGI DAN SDM UNTUK 

MEMENUHI STANDAR PERAWATAN SUMBER EBT 
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APBN dan APBD sebagai sumber anggaran perawatan pada umumnya terbagi habis pada sektor-

sektor pembangunan dan/atau investasi swasta minatnya rendah sulit memenuhi kebutuhan peralatan 

EBT. Selain itu EBT yang dihasilkan melalui intensifikasi fasilitas pengolahan dari TPA Manggar 

antara lain berupa gas metan, memerlukan biaya pembangunan dan pemeliharaan sebesar Rp.75 miliar. 

Namun pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan EBT hanya mencapai Rp.15 miliar. Artinya 

terjadi defisit yang belum mampu ditunjang melalui APBN dan atau APBD sebesar Rp.60 miliar. 

► Aksi Kunci 2.1. : “Susun RAPBD anggaran tahun depan  (TAB1) dengan menegaskan 

porsi anggaran pemeliharaan peralatan EBT berdasar perhitungan yang realistis.”  

- Lakukan analisis kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan EBT berdasarkan perhitungan 

realistis.  

- Siapkan rencana anggaran dan biaya (RAB) dan rencana kerja untuk menentukan besaran 

anggaran pemeliharaan peralatan EBT. 

- Susun program kegiatan sesuai kebutuhan pemeliharaan peralatan EBT. 

► Aksi Kunci 2.2. : “Rencanakan pengadaan tehnologi dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

SDM terlatih untuk memenuhi kebutuhan peralatan EBT.” 

- Susun rencana kebutuhan peralatan EBT yang didukung teknologi. 

- Kembangkan pendidikan vokasi teknologi EBT di lembaga-lembaga pendidikan.  

- Tingkatkan tenaga SDM di bidang teknologi EBT. 
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PENUTUP 
 

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali 

secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu 

diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu 

menjadi sumber energi alternatif. Sedangkan bahan bakar yang berasal dari energi fosil, memiliki 

keterbatasan cadangan, tidak dapat diperbaharui, Oleh sebab itu, sebagai pengganti energi fosil, saat 

ini mulai dikembangkan beberapa sumber energi terbarukan yang potensial dan berlimpah di Indonesia 

di antaranya adalah angin, geothermal, hydropower, surya, biomassa (biogas, biofuel padat dan 

biofuel. Indonesia berpeluang untuk menjadi “pemain” karena memiliki beragam kekayaan alam 

terbarukan yang sangat berpotensi menghasilkan energi terbarukan, sementara itu, keseriusan 

Pemerintah Indonesia dalam menjadikan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dimuat 

dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Komposisi panas bumi dalam bauran energi nasional 

ditargetkan meningkat hingga mencapai 17 persen pada tahun 2025 begitu juga dengan energi 

terbarukan lainnya seperti biomasa, nuklir, tenaga surya dan tenaga angin. 

Ada 2 (dua) isu/pokok permasalahan dalam dalam Inventarisasi sumber energi baru terbarukan 

dan pemanfaatannya di Kalimantan Timur , yaitu: pertama, tingginya kebutuhan jaminan kontinuitas 

pasokan sumber EBT, baik untuk memenuhi kebutuhan daerah, atau memenuhi kebutuhan energi 

nasional.; kedua, tingginya biaya kebutuhan baik untuk memenuhi perawatan peralatan EBT, maupun 

untuk pengadaan tehnologi dan SDM untuk memenuhi eksplorasi dan eksploitasi.   

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas  maka terdapat 2 sasaran strategis dalam rangka 

inventarisasi sumber energi baru terbarukan dan pemanfaatannya di Provinsi Kalimantan Timur dalam 

rangka mewujudkan ketahanan energi yaitu: strategi 1, merancang materi muatan sebagai penjabaran 

regulasi terkait dengan inovasi sumber ebt baik pada lingkup pusat maupun daerah didukung oleh 

kebutuhan sarana prasarana inovasi sumber EBT berdasarkan kriteria dan prioritasi pengembangan 

sumber EBT; dan strategi 2, memfasilitasi perencanaan pembangunan strategis inovasi sumber EBT di 

wilayahnya, khususnya wilayah Kalimantan Timur yang diarahkan pada peningkatan produksi energi 

dan/atau perluasan pengembangan fasilitas inovasi EBT. 
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NASKAH STRATEGIS 

OPIMALISASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) 
SEBAGAI ASET KEUANGAN PETANI DAN UKM  

UNTUK MENINGKATKAN VALUE KOMODITI PERTANIAN 

DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL 

         

PENDAHULUAN 

Pengelolaan stok dan stabilitas harga pangan nasional memperkuat ketahanan pangan dari sisi 

hilir. Pada saat panen, stok pangan melimpah dan petani selalu mengalami permasalahan anjloknya 

harga komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang selalu terjadi berulang kali baik dalam 

durasi musiman, tahunan, maupun siklus beberapa tahun sekali. Petani tidak mempunyai posisi 

tawar yang kuat, untuk menjual hasil panennya, karena sebagian besar petani memberlakukan hasil 

panennya sebagai “cash crop”. Artinya petani membutuhkan segera uang tunai guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya serta untuk melakukan usaha tani di musim berikutnya. Untuk mengatasi 

persoalan fluktuasi pasokan dan harga komoditas di pasar, diperlukan Sistem Resi Gudang (SRG) 

yang mampu menyimpan komoditas dan mengendalikan ketersediaan komoditas dan harga di 

pasar agar mencapai ekuilibrium antara penawaran dan permintaan. 

 

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu 

strategis terkait penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi SRG. Naskah strategis ini 

memusatkan pada tiga isu, antara lain: belum optimalnya implementasi peraturan perundangan 

system resi gudang dari hulu sampai ke hilir, belum optimal pemanfaatan fasilitas sistem resi 

gudang dan penunjangnya, serta kurang optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam 

pengembangan sistem resi gudang. 

 

Dari ketiga isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan 

dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi 

strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, perkuat implementasi peraturan perundangan 

SRG dari hulu ke hilir. kedua, optimalkan pemanfaatan fasilitas gudang srg dan penunjangnya. 

ketiga, optimalkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan SRG. 

SUBSTANSI STRATEGIS 

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat 

beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah 

memperkuat implementasi peraturan perundangan sistem resi gudang dari hulu ke hilir. Kedua, 

optimalisasi pemanfaatan fasilitas gudang SRG dan penunjangnya. Ketiga, optimalisasi 

keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan SRG. 
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SASARAN 1 

 

PERKUAT IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN 

SISTEM RESI GUDANG (SRG) DARI HULU KE HILIR 
 

Sistem Resi Gudang sebagai instrumen 

tunda jual dan alternatif pembiayaan bagi 

petani atau pedagang dalam menyimpan 

komoditas pertaniannya belum sesuai 

dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Hal ini berdasarkan data paparan sistem resi Gudang hasil peninjauan di kabupaten 

Wonogiri dan kabupaten Purworejo yang masih menggunakan sistem jual beli sehingga derivasi 

resi Gudang tidak terbit dalam sistem tersebut. 

 

Margin dari selisih kenaikan harga jual yang selama ini dinikmati oleh para pedagang yang 

seharusnya melalui tunda jual, petani berkesempatan untuk mendapatkannya. Hal ini tidak sesuai 

dengan amanah dari perundang-undangan, karena sistem perdagangan kartel masih berlaku dalam 

aplikasi dalam proses pembelian dan penjualan. 

 

Pemerintah Daerah belum sepenuhnya terlibat aktif dalam mendukung program SRG. Hal ini 

terlihat dari SRG di Purworejo yang walaupun terletak di lokasi strategis (di Jalan besar antar 

Provinsi dan di sebelah pasar beras) dan sarana dan prasarana yang memadai kesulitan menarik 

petani untuk menyimpan produknya di Gudang SRG tersebut. Dengan demikian dapat diobservasi 

bahwa Manajemen SRG kesulitan menerbitkan, mengalihkan, menjaminkan, sampai penyelesaian 

transaksi resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang di bawah juridiksi Kementerian 

Perdagangan. 

 

► Aksi Kunci 1.1: “Perkuat kemampuan petani sebagai pricemaker terhadap proses produksi 

dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian” 

- Tingkatkan kemampuan petani sebagai price maker. 

- Sosialisasikan keunggulan SRG 

- Tingkatkan minat sektor perbankan dan lembaga pembiayaan terhadap SRG. 

 

► Aksi Kunci 1.2: “Perkuat kerterlibatan Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan bank-bank 

daerah” 

- Perbanyak skema implementasi sistem pendanaan di SRG. 

- Bantu pembiayaan petani untuk berpartisipasi dalam SRG. 

- Dekatkan akses petani dan nelayan terhadap jangkauan sektor perbankan komersial dan 

lembaga pembiayaan. 

 

► Aksi Kunci 1.3: “Perkuat pembiayaan untuk sektor perbankan dan Lembaga Pembiayaan 

komoditas pertanian dan perikanan” 

 Implementasi Sistem Resi Gudang merujuk 

UU No 9 Tahun 2006 yang diubah dengan 

UU No 9 Tahun 2011. 
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- Reduksi resiko pembiayaan terhadap komoditas pertanian dan perikanan.  

- Tingkatkan akses petani terhadap sumber alternatif pembiayaan modal pertanian. 

- Cegah petani mengandalkan pembiayaan melalui tengkulak dan pratik ijon. 

 

 

SASARAN 2 

 

OPTIMALKAN PEMANFAATAN FASILITAS GUDANG SRG 

DAN PENUNJANGNYA 
 

Pengelola gudang SRG di beberapa 

daerah memiliki pengetahuan yang 

belum cukup memadai dalam hal 

entrepreneurship, kreativitas, dan 

inovatif. Pengelola gudang belum 

mampu mengembangkan komoditas dan 

memahami apa yang dibutuhkan oleh 

petani, seperti pupuk, alat, dan angkutan. 

 

Pemahaman dan pengetahuan SDM 

yang terkait dengan SRG termasuk  

petani, pelaku usaha dan aparat 

Pemerintah Daerah juga masih rendah. 

Hal ini ditunjukan dalam peninjauan 

Tim Dewan Ketahanan Nasional di SRG 

Purworejo dimana mitra sebagai 

subsistem Resi Gudang tidak paham tentang adanya SRG. 

 

Hal ini sebagian besar disebabkan kurangnya sosialisasi tentang manfaat SRG bagi stakeholders. 

Sebagai  contoh para petani yang ada di sekitar SRG Purworejo belum sepenuhnya menggunakan 

SRG ini saat musim panen harga komoditi anjlok dan saat musim paceklik atau gagal panen di 

beberapa sentra produksi menyebabkan harga jual komoditas tinggi.  

 

► Aksi Kunci 2.1: “Tingkatkan kelengkapan fasilitas gudang SRG dalam melakukan 

aktivitasnya” 

- Penuhi kelengkapan fasilitas gudang SRG. 

- Tingkatkan efektifitas SRG untuk potensi terbaik dalam penyerapan produk pertanian.  

- Perbaiki kualitas dan kelayakan fasilitas gudang SRG, serta sarana penunjangnya. 

 

► Aksi Kunci 2.2: “Tingkatkan pengetahuan yang memadai dalam hal entrepreneurship, 

kreativitas, dan inovatif” 

- Tingkatkan literasi masyarakat petani terhadap kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. 

 Walaupun ada kekurangan, beberapa Gudang 

SRG memiliki pengelola yang cakap dalam 

mengidentifikasi komoditas yang memiliki 

potensi pasar yang baik.  

 

 SRG Niten Bantul membidik komoditas kedelai 

denga mampu menjalin kerjasama dengan 

captive oftakers (Pembeli Khusus) yakni 

Perusahaan Nestle dan Indofood. 

 

 SRG Wonogiri, produknya telah diekspor ke 

berbagai negara dan sedang berupaya untuk 

listing di pasar modal, hasil dari kerjasaman 

antara Gapotan, poktan dan petani untuk 

mengelola beras organik. 
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- Tingkatkan kepercayaan petani terhadap manajemen pengelola Gudang SRG. 

- Perbaiki manajemen pengelolaan SRG. 

 

► Aksi Kunci 2.3: “Perkuat kapasitas SDM di beberapa daerah memang masih lemah” 

- Optimalkan kinerja pengelola SRG sehingga menjadikan SRG semakin menarik untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani. 

- Tingkatkan pemahaman para stakeholders terhadap SRG. 

 

 

 

SASARAN 3 

 

OPTIMALKAN KETERLIBATAN PEMANGKU 

KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN SRG 
 

Lemahnya peranan pemerintah daerah 

(pemda) dalam pengembangan SRG 

terutama dalam merumuskan kebijakan 

dalam pengembangan komoditas unggulan 

di daerah, penguatan peran pelaku usaha 

ekonomi, dan fasilitasi pengembangan 

pasar lelang komoditas yang tidak 

terintegrasi dengan baik. 

 

Kurangnya pembinaan SRG yang dikoordinasikan oleh Bappebti dalam Pengelola gudang yang 

direkomendasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat yang melibatkan peran 

pemangku kepentingan dalam pengawasan kinerja sistem resi gudang di daerah. Hal ini 

berdasarkan arahan yang diberikan oleh Gubernur DIY yang tidak menjelaskan bagaimana 

keterlibatan Pemerintah dalam mengembangkan SRG di daerahnya. Pengembangan SRG sangat 

ditentukan oleh aliran barang pada sebuah jaringan distribusi, terutama rantai pasok yang 

mendapat penguatan dari pemangku kepentingan di daerah tersebut.  

 

► Aksi Kunci 3.1: “Perkuat dukungan anggaran Pemerintah Daerah dalam mendukung SRG” 

- Dorong pemerintah daerah untuk optimal dalam mempersiapkan Anggaran dukungan 

terhadap SRG. 

- Dukung pemerintah daerah untuk mengendalikan persediaan pangan di daerahnya. 

- Tingkatkan pemberdayaan fasilitas SRG yang telah dibangun.  

 

► Aksi Kunci 3.2: “Perkuat Pemahaman PEMDA dan pemangku kepentingan terhadap 

pentingnya SRG.”  

- Tingkatkan pemahaman PEMDA dan pemangku kepentingan terhadap urgensi SRG 

dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

 Dari data dan informasi yang diperoleh dari 

hasil kunjungan ke berbagai SRG, dapat 

dikatakan bahwa sistem resi gudang yang 

memiliki potensi untuk berkembang tidak 

didukung sepenuhnya oleh pemangku 

kepentingan. 
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- Dukung segala inisiatif upaya untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di 

daerah. 

- Berikan penghargaan sebaik-baiknya terhadap pemerintah daerah yang berhasil 

mewujudkan ketahanan pangan. 

 

► Aksi Kunci 3.3: “Optimalkan peran Pemerintah Daerah untuk dapat menghitung stock 

pangan”  

- Dukung optimalisasi peran pemerintah Daerah untuk menyediakan stok pangan di 

wilayahnya. 

- Utamakan penguatan ketahanan pangan dahulu dibandingkan kegiatan importasi pangan. 

- Kendalikan harga komoditas pertanian dengan baik. 

 

 

PENUTUP 

 

Guna mewujudkan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai aset keuangan petani dan 

UKM untuk meningkatkan value komoditi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional. 

Akan tetapi, Sistem Resi Gudang sebagai instrumen tunda jual dan alternatif pembiayaan bagi 

petani atau pedagang dalam menyimpan komoditas pertaniannya belum sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Terlebih, Pengelola gudang belum mampu mengembangkan 

komoditas dan memahami apa yg dibutuhkan oleh petani, seperti pupuk, alat, dan angkutan, serta 

sistem resi gudang yang memiliki potensi untuk berkembang tidak didukung sepenuhnya oleh 

pemangku kepentingan. 

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi belum optimalnya 

implementasi peraturan perundangan system resi gudang dari hulu sampai ke hilir, belum optimal 

pemanfaatan fasilitas sistem resi gudang dan penunjangnya, serta kurang optimalnya keterlibatan 

pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem resi gudang. 

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut 

yaitu memperkuat implementasi peraturan perundangan sistem resi gudang dari hulu ke hilir. 

Kedua, optimalisasi pemanfaatan fasilitas gudang SRG dan penunjangnya. Ketiga, 

optimalisasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan SRG. 
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